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Abstrak 

 

Judul                         : Mediasi Lokal sebagai Alternative Dispute Resolution 

dalam Hukum Keluarga: Studi di Desa Kalisat-Rembang-

Pasuruan 

Penulis             :  Nor Salam (F530415043) 

Promotor            :  Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag. 

   Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, M. A. 

Kata Kunci            :  Mediasi Lokal, Court Connected Mediation, Perceraian  

 

Kajian ini memfokuskan pada mediasi lokal yang dijadikan sebagai alternatif 

penyelesaian kasus perceraian bagi masyarakat Kalisat-Rembang-Pasuruan, 

dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana pola mediasi lokal sebagai 

alternatif penyelesaian kasus perceraian bagi masyarakat Kalisat?; kedua, 

mengapa masyarakat desa Kalisat memilih mediasi lokal sebagai alternatif utama 

penyelesaian kasus perceraian, padahal faktanya, tidak mempengaruhi soal litigasi 

di Pengadilan Agama?; ketiga, bagaimana implikasi pola berhukum masyarakat 

Kalisat terhadap mediasi yudisial (court connected mediation)?. 

Melalui pendekatan sosiologi hukum, kajian ini menghasilkan temuan bahwa 

terdapat berbagai pola mediasi lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat Kalisat, 

yaitu pola mediasi persuasif-normatif, pola mediasi persuasif-intimidatif, pola 

mediasi persuasif-imajinatif, pola mediasi persuasif-subordinatif, pola mediasi 

persuasif-antisipatif, pola mediasi persuasif-fasilitatif, pola mediasi korektif-

litigatif, pola mediasi korektif-negosiatif dan pola mediasi normatif-spiritual. 

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pola berhukum masyarakat Kalisat, 

meliputi faktor pemahaman terhadap ajaran agama, faktor sosialisasi hukum, 

faktor rumitnya proses mediasi di pengadilan, faktor persepsi masyarakat kalisat 

tentang peradilan, faktor adanya keinginan untuk mempertahankan hubungan 

perkawinan, faktor ketaatan terhadap seorang kiai, dan faktor yang berupa 

kedekatan emosional antara tokoh masyarakat dan warga kalisat. 

Sementara keberadaan mediasi lokal bagi masyarakat Kalisat tidaklah 

berimplikasi pada penolakan terhadap proses perceraian sebagaimana diatur 

dalam hukum acara peradilan Agama, salah satunya adalah proses mediasi 

yudisial. Bagi mereka, mediasi lokal tetap tidak memiliki kekuatan hukum yang 

bersifat eksekutorial sebagaimana putusan yang dikeluarkan melalui pengadilan, 

sehingga bagi mereka, mediasi yudisial tetap dibutuhkan sebagai pemberi legalitas 

terhadap kasus perceraian yang terjadi. Oleh karena itu, posisi mediasi lokal dan 

mediasi yudisial (court connected mediation) tidaklah pada posisi yang 

dipertentangkan, tetapi lebih mengarah pada posisi yang bersifat simbiosis 

mutualisme, di mana mediasi lokal sebagai pola berhukum kultural membutuhkan 

pengadilan sebagai penjamin kepastian hukum, sementara pengadilan – dalam hal 

ini jika disempitkan ke dalam proses terkecilnya adalah mediasi yudisial – 

membutuhkan pengajuan perkara yang kemudian bisa menghasilkan sebuah 

output berupa putusan. 
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Abstract 

 

Title                 : Local Mediation as Alternative to the Settlement of Family  

                          Law  : A Study in Kalisat Village, Rembang, Pasuruan 

Author  : Nor Salam (F530415043) 

Supervisors : Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag. 

  Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, M. A. 

Keywords : Local Mediation, Court Connected Mediation, Divorce 

 

This study focuses on local mediation as an alternative to the settlement of 

divorce cases for the community in Kalisat-Rembang-Pasuruan. In this study there 

are three problem formulas to be answered; the first, how is the local mediation 

pattern can be used to alternative completion  the settlement of divorce cases for 

the Kalisat community?; the second, why the Kalisat community choose the local 

mediation pattern as the main alternative to complete the divorce case, in which 

on the fact, has no influence the  litigation on Islamic Courts?; the third, how is 

the law pattern implication of the Kalisat community to the judicial mediation 

(court connected mediation). 

Through the legal sociology approaches, this study yields findings that there 

are various local mediation patterns implemented by Kalisat society, persuasive-

normative, persuasive-intimidative, persuasive-imaginative, persuasive-

subordinative, persuasive-anticipative, persuasive-facilitative, corrective-

litigative, corrective-negotiative and normative-spiritual mediation patterns. The 

factors behind the Kalisat community‟s legal pattern include understanding of 

religious teachings and legal socialization factor, the complexity of the mediation 

process in the court, the perception of the civil society about the judiciary, the 

desire to maintain the marriage relationship, the observance to a kiai, and the 

factors of emotional closeness between the public figures and Kalisat community. 

However, the existence of local mediation for the Kalisat community does not 

imply the rejection of divorce proceedings as regulated in religious judicial 

proceedings, one of which is the judicial mediation process. For them, local 

mediation still does not have an executorial legal force as the decision issued 

through the court, so for them, judicial mediation is still needed as a legality 

provider of divorce cases. Therefore, the position of local mediation and judicial 

mediation (court connected mediation) is not in a contested position, but rather in 

a symbiotic mutualism position, in which the cultural legal pattern – in this case 

local mediation – requires courts as the guarantor of legal certainty, while the 

court – in this case if narrowed down into the smallest process is a judicial 

mediation – requires filing a case which can then produce an output in the form of 

a decision. 
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 الدلخص
 

 باسروان-رمبانغ-في لرتمع كاليسات بديلا لتسوية قضايا قانون الأسرة : الدراسة: الوساطة المحلية  عالدوضو 
  (F530415043) نور سلام:   الباحث
 : الأستاذ الدكتور الحاج أحمد فيصل حق الداجستير  الدشرف

 الدكتور الحاج أحمد إمام ماوردي الداجستير. 
   الطلاقالوساطة الدتصلة بالمحكمةلية  : الوساطة المح الكلمات الرئيسية 

 
في ىذه  .باسوروان -رمبانغ  -حالات الطلاق في لرتمع كاليسات  لتسويةتركز ىذه الدراسة على الوساطة المحلية كبديل 

تمع  نـمط الوساطة المحلية بديلا لحالة الطلاق في المج كيف    أولا الدراسة عرض الباحث ثلاث مسائل مهمة لا بد من تحليلها
العوامل التي تسبب ظهور نمط قضايا المجتمع كاليسات من خلال الوساطة المحلية بديلا لتسوية حالات  ما ثانيا  ؟؛كاليسات

 .؟الآثار الدترتبة على نمط القضايا لمجتمع كاليسات للوساطة القضائيةكيف   وثالثا  ؟الطلاق
انـماطا مختلفة من الوساطة المحلية التي أجرتـها لرتمع كاليسات   من خلال منهج سوسيولوجية الحكم  بـهذه الدراسة استفدنا

الدقنعة   (persuasif-intimidatif) الدقنعة التخويفية  (persuasif-normatif) وساطة الدقنعة الدعياريةالمنها 
 عة التوقيعيةالدقن الوساطة (persuasif-subordinatif),الدقنعة الدرؤوسية   (persuasif-imajinatif)الخيالية

(persuasif-antisipatif)  الوساطة الدقنعة التيسيرية (persuasif-fasilitatif)  وساطة دعوى التصحيحية 
((korektif-litigatif  وضاتالتصحيحية الدفا الوساطة(korektif-negosiatif)   الوساطة الدعيارية الروحيةو 

(normatif-spiritual). 
التنشئة الاجتماعية بالقانون  وصعوبات إجراءات  ,منها مفهوم تعليم الدينيلقضائية لرتمع كاليسات إلى ا توالعوامل التي تأثر 

في المحكمة  وبرادغما العام لمجتمع كاليسات عن المحكمة   رغبتهم في الحفظ عن العلاقة الزوجية  والعوامل الأخرى كولاء  الوساطة
 .لعاطفي بينهملرتمع كاليسات للعلماء )كِيَاىِي( والتقارب ا

وساطة المحلية لمجتمع كاليسات ليست لذا آثار على رفض عملية الطلاق كما ىو منصوص عليو في قانون إجراءات 
فبالنسبة لذم  لا تزال الوساطة المحلية لا تتمتع بسلطة قانونية تنفيذية كقرار قضائي  وكذلك لا تزال حاجة  .كمةالوساطة الدتصلة بالمح

لأجل ذالك فإن موقف الوساطة المحلية والوساطة القضائية )الوساطة الدتصلة ائية كمقدم شرعي لحالات الطلاق. إلى الوساطة القض
-simbiosis)بالمحكمة( ليست في موقف عارض  بل يؤدي إلى الدوقف الذي ىو تبادل الدنافع والدصالح التكافلية 

mutualisme). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kajian hukum secara empiris, hukum seringkali dinyatakan sebagai 

hasil konstruksi bersama yang terbentuk melalui interaksi antar individu maupun 

kelompok. Hasil konstruksi itu kemudian diinternalisasi ke dalam diri individu 

dan akhirnya dimasyarakatkan kepada lingkungan sekitarnya. Jika hasil konstruksi 

itu bermakna dalam kehidupan mereka, maka ia akan dilembagakan dan 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika ternyata hasil konstruksi 

itu tidak bermakna atau dengan kata lain tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat maka akan terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan di 

dalamnya.
1
 Demikian halnya dengan mediasi lokal, yang dalam hal ini peneliti 

maksudkan sebagai mediasi yang berlaku dan hidup dalam suatu komunitas 

tertentu tepatnya masyarakat desa Kalisat yang secara nyata diwujudkan dalam 

memandu kehidupan masyarakatnya.
2
 Mediasi tersebut tumbuh dari hasil 

konstruksi mereka yang disandarkan pada nilai-nilai luhur yang dipedomani 

seperti prinsip kerukunan, sehingga dalam hal penyelesaian suatu kasus yang 

timbul, termasuk kasus hukum keluarga yang terjadi dalam kehidupan mereka 

                                                           
1
 Dominikus Rato, Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial (Yogyakarta: LaksBang 

Mediatama, 2009), 12. 
2
 Definisi terhadap mediasi lokal yang digunakan dalam tulisan ini tentu dapat dibedakan dengan 

mediasi adat yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat. Dalam makna 

yang demikian ini, bisa saja pola mediasi yang terjadi di masyarakat Kalisat akan berbeda dengan 

pola mediasi di tempat yang berbeda. Pemaknaan demikian penulis sandarkan pada pembedaan 

antara hukum lokal dan hukum adat sebagaimana pernah dikaji oleh Dominikus Rato. Lihat, 

Dominikus Rato, Dunia Hukum Orang Osing (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), 9. 
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selalu diupayakan melalui proses musyawarah, yakni proses pengambilan 

keputusan dengan saling berkonsultasi.
3
 

Dalam tataran praktik, mediasi lokal dalam kasus hukum keluarga yang 

menjadi pola berhukum masyarakat desa Kalisat-Rembang-Pasuruan dilaksanakan 

secara informal dalam bentuk-bentuk yang sangat sederhana. Ketika terjadi 

percekcokan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka dan mengarah 

pada terjadinya perceraian, mereka mendatangi tokoh masyarakat setempat untuk 

menjadi penengah dalam kasus yang dihadapinya. Tidak jarang pula, tokoh 

masyarakat setempat itu sendiri yang kemudian mendatangi pihak yang sedang 

menghadapi persoalan rumah tangga.
4
 Bahkan tidak jarang pula, tokoh 

masyarakat yang dalam hal ini diposisikan sebagai mediator lokal menempuh cara 

unik dalam memediasi pasangan suami-isteri yang tengah akan bercerai dengan 

cara menyediakan fasilitas tempat tidur sembari diberikan pertimbangan-

pertimbangan konstruktif atas masalah yang sedang dihadapinya.
5
 

Bagi masyarakat Kalisat, mediasi lokal yang ditempuhnya dinilai sebagai 

pengejawantahan dari semangat yang dikandung dalam al-Qur‟a>n surat al-Nisa>‟ 

ayat 35 yang memerintahkan untuk mengutus h}akamayn
6
 baik yang berasal dari 

                                                           
3
 Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa 

(Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 51. 
4
 Seperti dituturkan oleh Ismail (mediator lokal desa Kalisat) dalam wawancara yang penulis 

lakukan dengan beliau pada tanggal 16 September 2017. 
5
 Informasi ini disampaikan oleh Husein pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau 

pada tanggal 10 Agustus 2017 di kediaman beliau, Kalisat, Rembang Kabupaten Pasuruan 
6
 Dalam ayat tersebut, Allah Swt., berfirman: 

ُ بيَْنهَمَُا وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنهِِمَا فاَبْعَثىُا حَكَمًا مِهْ أهَْههِِ وَحَكَمًا مِهْ أهَْههِاَ إنِْ يرُِيدَا إصِْلََحًا يىَُف   َ كَانَ عَهيِمًا خَبيِرًا كِ لَّهُ   إنِ  لَّهُ 

      “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang 

h }akam dari keluarga laki-laki dan seorang h }akam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang 

h }akam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Kementerian Agama 

RI., al-Qur‟a>n dan Tafsirnya, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 30. 
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kerabat dekat suami-isteri maupun h}akamayn di luar keluarga dekat
7
 mereka 

dengan tujuan mencari jalan keluar dari kasus yang sedang dihadapinya. Selain 

itu, dilakukannya mediasi lokal juga didasarkan pada hadis nabi yang menyatakan 

bahwa perceraian adalah perkara mubah yang sangat dibenci oleh Allah.
8
 Atas 

dasar inilah, maka perceraian dalam pandangan tokoh masyarakat Kalisat yang 

menjadi mediator-mediator lokal, harus dicegah selama masih memungkinkan 

untuk didamaikan kembali.  

Semangat penyelesaian kasus hukum keluarga yang didasarkan pada tujuan 

mencapai suatu perdamaian dan asas kekeluargaan seperti di atas kemudian 

diadopsi ke dalam rumusan hukum beracara yang berlaku termasuk dalam hal ini 

adalah Pengadilan Agama yang salah satu kewenangan absolutnya adalah 

menangani kasus perceraian yang terjadi di antara orang Islam.
9
 Dengan 

dijadikannya mediasi sebagai salah satu tahapan penting dalam proses berperkara, 

menunjukkan adanya upaya mengubah citra peradilan dari paradigma mengadili 

                                                           
7
 Menurut Wahbah al-Zuh }ayli>, mengutus h }akam dari keluarga dekat merupakan hal yang 

dianjurkan dan bukan bersifat wajib. Wahbah al-Zuh}ayli>>, al-Tafsi>r al-Muni >r fi> al-„Aqi >dah wa al-

Shari >„ah wa al-Minhaj, Vol. 3 (Damaskus: Da >r al-Fikr, 2009), 62. 
8
 Melalui penelusuran terhadap karya A. J. Wensick, al-Mu„jam al-Mufahras li Alfa >z} al-H {adi >th al-

Nabawi >, terdapat dua redaksi hadis yang menunjukkan pada pemaknaan tersebut, yakni 

redaksi ابغض انحلَل انى لَّهُ انطلَق dan redaksi ما احم لَّهُ شيأ ابغض انيه مه انطلَق. Periksa , A. J. Wensick, 

al-Mu„jam al-Mufahras li Alfa >z} al-H {adi>th al-Nabawi >, Vol. 4 (Leiden: Maktabah Brill, 1926), 25; 

lihat juga Ibid., Vol. 1, 202. Menurut al-Juwayni >, dari hadis tersebut nyatalah bahwa talak yang 

dihukumi makruh adalah talak yang terjadi tanpa didasari adanya alasan yang dapat dibenarkan. 

„Abd al-Ma >lik Ibn „Abd Alla >h Ibn Yu>suf al-Juwayni >, Niha >yat al-Mat}lab fi > Dira >yat al-Madhhab, 

Vol. 14 (Jeddah: Da >r al-Minha >j, 2007), 11. 
9
 Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi antara orang-

orang yang beragama Islam dikenal dengan asas personalitas keislaman. Dalam asas ini dinyatakan 

bahwa pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama hanya untuk melayani penyelesaian 

perkara di bidang tertentu –sesuai pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 

Tahun 1989 tentang peradilan Agama –yaitu perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah yang terjadi di antara orang-orang yang beragama 

Islam. Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama: Pola BINDALMIN dan Hukum 

Acara Peradilan Agama dalam Praktik (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 4.  
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ke paradigma menyelesaikan sengketa hukum.
10

 Upaya perubahan paradigma itu 

dapat ditelusuri dari “jatuh bangunnya” sekian banyak instrumen hukum yang 

diarahkan sebagai bentuk penguatan terhadap lembaga mediasi. Semula 

didasarkan pada pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 154 RBG.
11

 

Kemudian disusul dengan pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama 

Menerapkan Lembaga Damai. SEMA ini bertolak dari motivasi Mahkamah 

Agung untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual, sebab 

apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui 

perdamaian akan berimplikasi terhadap penurunan jumlah perkara pada tingkat 

Kasasi.
12

  

Hadirnya SEMA tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang dimuat dalam 

pasal 130 HIR dan pasal 145 RBg yang hanya memberikan peranan yang sangat 

kecil bagi para hakim dalam mendamaikan para pihak serta tidak memiliki 

legalitas hukum yang memberikan kewenangan kepada para hakim untuk 

memaksa para pihak menempuh proses perdamaian. Dengan kata lain, SEMA 

tidak cukup efektif dijadikan sebagai landasan hukum. Sebab, sejak 

diberlakukannya SEMA tersebut pada tanggal 1 Januari 2002 tidak tampak 

perubahan sistem dan prosesual penyelesaian perkara melainkan tetap 

                                                           
10

 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25. 
11

 Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah “jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak 

datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan 

mereka; jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat 

sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian 

yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. 

R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan (Bogor: Politeia, 1985), 88. 
12

 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 242. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
 

berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi,
13

 karenanya pada tanggal 

11 September 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

PERMA ini secara tegas menggantikan ketentuan yang dimuat dalam HIR/RBg 

maupun SEMA.
14

 

Melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini, mediasi menjadi bagian dari 

proses beracara di pengadilan.
15

 Walaupun demikian, PERMA tersebut masih 

dinilai tidak efektif karena ditemukan banyak kendala dalam hal implementasinya 

seperti kurangnya perhatian dan kesungguhan para hakim untuk mendamaikan, 

ketidakhadiran para pihak yang biasanya hanya diwakilkan kepada penasihat 

hukumnya serta faktor lain seperti ketidak populeran lembaga perdamaian di 

kalangan masyarakat.
16

 Menyadari kelemahan dari PERMA Nomor 2 Tahun 

2003, Mahkamah Agung kemudian melakukan penyempurnaan dengan 

mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Beberapa hal yang dinilai sebagai penyempurnaan terhadap PERMA 

sebelumnya adalah terkait dengan waktu atau durasi mediasi yang dalam PERMA 

No. 2/2003 disebutkan 30 hari kerja maka dalam PERMA 1/2008 diperpanjang 

menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 Pada pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa “dengan berlakunya peraturan 

Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 

RBg) dinyatakan tidak berlaku. Lihat, pasal 17 PERMA RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. 
15

 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional (Jakarta: 

Kencana, 2011), 306. 
16

 Retnowulan Sutantio, Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian (Bandung: Alumni, 

t.th.), 22. 
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menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan iktikad baik 

untuk bermusyawarah.
17

 

Pada tahapan selanjutnya, PERMA 1/2008 digantikan oleh PERMA Nomor 

1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Melalui PERMA 1/2016, 

mediasi ditekankan sebagai bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara 

untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Dalam pasal 3 ayat (3) 

dinyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak 

untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi, telah 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

mediasi di pengadilan.
18

 Kemudian dilanjutkan pada ayat (4) dalam pasal yang 

sama, bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat 

Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela
19

 memerintahkan 

Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.
20

 

Adanya perubahan paradigma peradilan, dari mengadili menuju 

penyelesaian sengketa sebagaimana dimpikan melalui penguatan lembaga mediasi 

yang terintegrasi dengan proses peradilan dapat dilihat dari capaian keberhasilan 

yang ditunjukkan dalam laporan tahunan Pengadilan Agama yang dalam 

                                                           
17

 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2016), 47. 
18

 Pasal 3 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
19

 Putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan 

dalam persidangan dan tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara 

persidangan. Periksa, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan 

Mahkamah Shar„iyyah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), 65. 
20

 Ibid., pasal 3 ayat (4). 
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penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bangil, sebagaimana tampak dalam tabel 

berikut ini:
21

 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Bangil 

Capain perubahan paradigma pengadilan seperti ditunjukkan dalam tabel di 

atas tidaklah berimbas pada perubahan pola pandang masyarakat Kalisat terhadap 

paradigma litigatif yang melekat pada institusi peradilan. Bagi masyarakat Kalisat, 

datangnya ke pengadilan dalam kasus hukum keluarga yang diajukannya bukan 

dalam rangka menempuh jalur perdamaian (mediasi) melainkan untuk 

mendapatkan legalitas atas tindakan hukum yang dilakukan. Atas dasar kenyataan 

ini, maka penting untuk dijawab seputar latar belakang menguatnya pandangan 

tersebut, benarkah persoalan ini semata-mata dilatarbelakangi oleh hadirnya 

hukum negara dalam ruang sosial yang dinilai menjadi beban bagi penerimanya,
22

 

ataukah justeru kehadiran hukum negara tidak selamanya menimbulkan beban 

                                                           
21

 Sesuai data yang penulis peroleh dari laporan evaluasi mediator Pengadilan Agama Bangil tahun 

2016 dan 2017. 
22

 Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 1. 

2015 2016 2017

363 
330 

258 

1 
5 

10 

JUMLAH PERKARA YANG MASUK BERHASIL DIMEDIASI
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budaya selama skema berpikir anggota masyarakatnya memiliki kemampuan 

untuk mengakomodasi nilai dan norma dalam kosmologi mereka.
23

 

Terhadap pola berhukum masyarakat Kalisat seperti diuraikan di atas, di 

mana mereka menjadikan mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus 

perceraian yang terjadi dibandingkan dengan pilihan hukum untuk 

menyelesaikannya melalui proses mediasi yudisial, dapat ditelusuri dengan 

menggunakan tiga elemen hukum yang digagas oleh Friedman baik dari sisi 

struktur hukum, substansi hukum maupun kultur hukum masyarakat Kalisat itu 

sendiri. Struktur hukum berbicara tentang para penegak hukum maupun yurisdiksi 

dari sebuah lembaga pengadilan, sementara substansi hukum terkait dengan 

katentuan-ketentuan hukum yang mengatur beroperasinya lembaga-lembaga 

penegak hukum. Kemudian budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, 

nilai dan pemikiran. Tegasnya kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan 

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau 

disalahgunakan.
24

 

Menguatnya keberpihakan masyarakat Kalisat terhadap medias lokal dalam 

skema teori di atas dapat diletakkan pada sub budaya hukum yang turut 

menentukan keberlakuan mediasi yudisial sebagai sistem hukum di pengadilan. 

Karenanya menjadi penting untuk dikaji latar belakang keberpihakan tersebut 

terlebih karena dalam pandangan mereka, mediasi lokal yang ditempuhnya 

disadari tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti putusan hukum 

berkekuatan tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan. 

                                                           
23

 Rato, Dunia Hukum, 6. 
24

 Zaenal Ma„arif, Politik dan Peradilan: Sikap dan Tanggapan Kekuasaan Eksekutif terhadap 

Putusan Pengadilan di Bidang Politik (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 81-85. 
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Dalam konteks kajian sosio-legal, pola berhukum masyarakat Kalisat 

dengan menjadikan mediasi lokal sebagai alternatif utama penyelesaian kasus 

hukum keluarga tidak dapat dilihat dari sisi “hitam putih” hukum mazhab negara 

melainkan harus dilihat dalam konteks latar belakang yang membentuk pola 

berhukum yang dimaksudkan. Dalam rangka memotret persoalan yang 

dimaksudkan, kajian ini memfokuskan pada penyelesaian kasus perceraian 

masyarakat Kalisat melalui mediasi lokal.  

Pemilihan perceraian sebagai fokus yang ditelaah disebabkan oleh implikasi 

hukum perceraian yang sangat luas, semisal hak asuh anak serta pembagian harta 

gono gini, belum lagi dari aspek psikologis yang menunjukkan adanya dampak 

yang sangat luas baik terhadap mantan pasangan suami isteri maupun dampak 

terhadap anak yang dilahirkan. Terhadap mantan pasangan suami isteri, dampak 

yang akibatkan adalah sulitnya dalam melakukan penyesuaian kembaili karena 

perceraian bagi kebanyakan orang – sebagaimana pandangan Mel Krantlzer yang 

selanjutnya dikutip Erna Karim – dirasakan sebagai masa transisi yang penuh 

kesedihan, sedangkan dampak perceraian terhadap anak, mereka seringkali 

merasa malu disebabkan perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya dan 

pada gilirannya menjadi inferior terhadap anak-anak lain.
25

 

Sementara kalisat dijadikan sebagai lokus penelitian, setidaknya didasarkan 

pada adanya kontradiksi antara teori hukum dan kenyataan yang terjadi di Kalisat. 

Secara teoretis, dinyatakan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai 

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) serta merupakan 

                                                           
25

 Erna Karim, “Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi”, dalam, T.O. Ihromi, Bunga 

Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 157-161. 
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cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
26

 

Mengacu pada teori ini, regulasi tentang mediasi yudisial (court connected 

mediation) memiliki semangat yang sama dengan pandangan hidup masyarakat 

Jawa yang mengutamakan prinsip hidup rukun dan hormat, bahkan kedua prinsip 

hidup inilah yang dinilai sebagai upaya substantif dalam mewujudkan hubungan 

antarpersonal orang Jawa yang lebih tertata.
27

 Prinsip kerukunan dalam kehidupan 

masyarakat Jawa dimanifestasikan dalam falsafah hidup yen ana rembug 

dirembug (kalau masih bisa dimusyawarahkan mengapa tidak), sehingga prinsip 

ini menuntut seorang individu menomorduakan kepentingan individualnya demi 

kesepakatan bersama.
28

 Teori ini berseberangan dengan pandangan yang 

mengakar dalam kehidupan masyarakat Kalisat yang tetap menilai pengadilan 

dengan tahapan mediasinya tidak sebagai “tempat” yang tepat untuk 

menyelesaikan kasus perceraian secara kekeluargaan.  

Selain itu, keberpihakan masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal dalam 

kasus perceraian semakin dipersoalkan mengingat adanya data yang menunjukkan 

bahwa Kalisat merupakan satu desa dengan jumlah perceraian yang terbanyak 

dibandingkan dengan desa lain di wilayah kecamatan Rembang kabupaten 

Pasuruan. Berikut ini adalah tabel perbandingan jumlah perceraian yang terjadi di 

kecamatan Rembang.
29

 

                                                           
26

 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum 

Pembangunan dan Teori Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 66. 
27

 Suwardi Endraswara, Etika Hidup Orang Jawa: Pedoman Beretika dalam Menjalani Kehidupan 

Sehari-hari (Yogyakarta: Narasi, 2010), 56. 
28

 Abdullah Faishol dan Samsul Bakri, Islam dan Budaya Jawa (Surakarta: Pusat Pengembangan 

Bahasa IAIN Surakarta, 2014), 54; bandingkan dengan, Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan 

Budaya Lokal: Kajian Antropologi Agama (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), 169. 
29

 Hasil dokumentasi penulis pada, 12 September 2017. Data yang penulis berhasil himpun dalam 

proses dokumentasi di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, hanya berkisar antara tahun 
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Dari tabel di atas, tampak bahwa data perceraian di desa Kalisat tergolong 

tinggi dibandingkan dengan desa lain di wilayah kecamatan Rembang, seperti 

Pekoren, Siyar, Rembang, Kedung Banteng, Kanigoro dan Pandean, tergolong 

tinggi. Ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun terutama pada tahun 

2016 yang mencapai jumlah 37 kasus perceraian. Dari data ini, penting dikaji 

tentang mediasi lokal yang menjadi alternatif utama masyarakat Kalisat dalam 

menyelesaikan kasus perceraian. 

Selain faktor tingginya angka perceraian di desa Kalisat, faktor lain yang 

menjadi alasan menjadikannya Kalisat sebagai lokus kajian disebabkan oleh 

                                                                                                                                                               
2012 sampai dengan pertengahan tahun 2017 – sesuai dengan waktu dilaksanakannya penelitian 

ini. Termasuk data yang dibandingkan hanyalah data-data yang bisa penulis lacak sehingga tidak 

mencakup data-data perceraian yang terjadi di 17 desa yang masuk ke dalam wilayah hukum 

kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. 

2012 2013 2014
2015

2016
2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

KALISAT 16 25 23 26 37 12

PEKOREN 11 22 17 17 18 6

SIYAR 2 5 5 2 5 4

REMBANG 10 24 11 25 32 10

KEDUNG BANTENG 2 2 21 7 23 2

KANIGORO 9 11 11 9 12 11

PANDEAN 11 2 5 4 10 2

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Perceraian di Kecamatan Rembang-Pasuruan 
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keberadaan Kalisat itu sendiri yang dinobatkan sebagai desa yang paling menonjol 

dalam hal terjadinya perkawinan yang dinilai melanggar hukum negara, di 

samping desa lain di wilayah kecamatan Rembang, seperti Pekoren dan 

Sumberglagah,
30

 katakanlah seperti nikah siri dan kawin kontrak dengan berbagai 

alasan yang diidentifikasi, mulai dari persoalan ekonomi, agama dan rendahnya 

tingkat pendidikan.  

Faktor-faktor di atas dapat ditemui dalam beberapa kajian, misalnya saja, 

penelitian Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah yang secara tegas menyebutkan 

bahwa salah satu faktor terjadinya nikah siri adalah persoalan ekonomi sehingga 

praktik pernikahan tersebut dinilai memiliki dampak positif berupa terpenuhinya 

kebutuhan ekonomi tanpa harus bekerja sebagai buruh pabrik.
31

  

Begitu pula kajian dari Nurika Rachma Anggraeni tentang kawin kontrak 

yang terjadi di desa Kalisat, yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan 

bahwa kawin kontrak yang sebenarnya telah ada sejak tahun 1990an di desa 

tersebut dilatarbelakangi oleh banyak hal, seperti faktor pemahaman terhadap 

agama, kondisi ekonomi, faktor rendahnya pendidikan serta faktor sosial. Ini 

semua menurut Anggraeni didahului dengan adanya pengajuan beberapa 

persyaratan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang kemudian 

persyaratan itulah yang menjadi kesepakatan bersama.
32

 

                                                           
30

http://surabaya.tribunnews.com/2010/02/19/menengok-kampung-kawin-siri-ada-yang-telah-

berganti-suami-siri-hingga-29-kali. Diakses pada, 12 Juni 2018. 
31

 Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah, “Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat Kecamatan 

Rembang Kabupaten Pasuruan”, dalam, Jurnal Edukasi, Volume 1 No.2, Oktober 2015, 253. 
32

 Nurika Rachma Anggraeni, “Fenomena Kawin Kontrak di Kalangan Masyarakat Desa Kalisat 

Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”, dalam,  Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol.  

23, No. 1, Januari–Maret 2010, 48. 

http://surabaya.tribunnews.com/2010/02/19/menengok-kampung-kawin-siri-ada-yang-telah-berganti-suami-siri-hingga-29-kali
http://surabaya.tribunnews.com/2010/02/19/menengok-kampung-kawin-siri-ada-yang-telah-berganti-suami-siri-hingga-29-kali
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Fakta-fakta terkait desa Kalisat yang telah diuraikan di atas, menjadi 

konteks tersendiri yang menjadi latar belakang penelitian ini. Kajian ini terkait 

dengan pola berhukum masyarakat Kalisat dalam penyelesaian kasus hukum 

keluarga terutama dalam hal perceraian. Pola berhukum demikian menarik untuk 

dikaji karena pada kenyataannya, tidak berpengaruh terhadap litigasi yang 

berjalan di pengadilan. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Kajian tentang mediasi lokal dan implikasinya terhadap mediasi yudisial 

dalam kasus perceraian, sebenarnya dapat dikaji dari berbagai sisi. Beberapa 

kajian yang dimaksudkan dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan berikut ini: 

1. Bagaimanakah kompetensi para mediator di Pengadilan Agama jika 

dikaitkan dengan fungsi mediator sebagai pihak netral yang menjadi 

fasilitator tercapainya kesepakatan bersama, sementara mediator yang 

berasal dari seorang hakim, sejak awal bertugas untuk memutus kasus 

hukum? 

2. Bagaimanakah cara menyelesaikan pertentangan antar asas peradilan, yang  

di satu sisi menganut asas mendamaikan sehingga proses perkara harus 

diawali dengan proses mediasi, sementara di sisi yang lain, dianut asas 

peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan? 

3. Faktor apakah yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan 

pemberlakuan mediasi yudisial (court connected mediation) dalam kasus 

perceraian? 
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4. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh para hakim Pengadilan 

Agama dalam rangka mengejawantahkan spirit kodifikasi hukum keluarga 

yang salah satu asasnya adalah mempersulit terjadinya perceraian? 

5. Bagaimanakah dampak perubahan PERMA dari Perma No. 02 Tahun 2003 

hingga PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

terhadap perkara perceraian? 

6. Faktor apakah yang mendorong lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi terhadap PERMA 

sebelumnya? 

7. Bagaimanakah eksistensi hukum mediasi local pascalahirnya PERMA 

tentang mediasi? 

8. Bagaimanakah pola mediasi lokal yang dilakukan oleh para mediator desa 

dalam kasus perceraian? 

9. Mengapa mediasi lokal menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus 

perceraian? faktor apakah yang melatar belakangi pola berhukum tersebut? 

10. Bagaimanakah implikasi mediasi lokal terhadap mediasi yudisial (court 

connected mediation)?  

Dari persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan kajian tentang mediasi 

lokal, maka dalam batasan masalah ini penting ditegaskan bahwa pokok kajian 

yang akan diulas dalam uraian-uraian berikutnya hanya terbatas pada: 

1. Pola mediasi lokal yang menjadi pola berhukum masyarakat desa Kalisat 

kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan kasus 

perceraian. 
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2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dijadikannya mediasi lokal sebagai 

pola berhukum masyarakat desa Kalisat kecamatan Rembang kabupaten 

Pasuruan dalam menyelesaikan kasus perceraian. 

3. Implikasi mediasi lokal dalam kasus perceraian masyarakat desa Kalisat 

kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan terhadap mediasi yudisial.  

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan persoalan pokok yang dikaji dalam penelitian ini, maka 

rumusan masalah yang dijawab dalam uraian-uraian selanjutnya, meliputi 

pertanyaan berikut ini: 

1. Bagaimana pola mediasi lokal dalam penyelesaian kasus perceraian 

masyarakat desa Kalisat-Rembang-Pasuruan? 

2. Mengapa masyarakat desa Kalisat memilih mediasi lokal sebagai alternatif 

utama penyelesaian kasus perceraian, padahal faktanya, tidak 

mempengaruhi soal litigasi di Pengadilan Agama? 

3. Bagaimana implikasi mediasi lokal dalam kasus perceraian masyarakat desa 

Kalisat-Rembang-Pasuruan terhadap mediasi yudisial?  

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini 

ditujukan untuk mendeskripsikan secara utuh serta menganalisis pola berhukum 

masyarakat Kalisat yang menjadikan mediasi lokal sebagai penyelesaian alternatif 

dalam kasus perceraian. Selain itu, kajian ini juga diarahkan untuk mengungkap 

latar belakang pola berhukum yang dimaksudkan, di samping juga untuk 
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menganalisis implikasinya terhadap proses mediasi yudisial. Untuk lebih jelasnya, 

berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini. 

1. Mengungkap dan menganalisis pola-pola mediasi lokal yang menjadi 

langkah penyelesaian alternatif yang bersifat non-litigatif dalam kasus 

perceraian di kalangan masyarakat Kalisat-Rembang-Pasuruan 

2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang pola berhukum 

masyarakat Kalisat dengan menjadikan mediasi sebagai pilihan berhukum 

dalam kasus perceraian 

3. Menunjukkan implikasi mediasi lokal terhadap proses mediasi yudisial. 

Dengan kata lain ingin menegaskan apakah keberadaan mediasi lokal 

menyebabkan masyarakat Kalisat menolak keberadaan mediasi yudisial 

sebagai proses awal dalam perceraian ataukah sebaliknya. 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari kajian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis 

maupun praktis. Pertama, secara teoretis, diharapkan menjadi salah satu sumber 

informasi akademik dalam kajian hukum keluarga utamanya yang terkait dengan 

pola penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi lokal. Dalam ranah teoretis 

ini pula, kajian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan akademis 

menyangkut kompetisi antara hukum lokal yang dalam hal ini adalah mediasi 

lokal dan hukum mazhab negara yang terwujud dalam pola mediasi yudisial. 

Kedua, secara praktis, hasil kajian ini diharapkan menjadi “jalan pintas” 

yang dapat mengurangi penumpukan perkara dalam kasus perceraian di 

Pengadilan Agama serta dihasilkannya putusan perkara yang tidak berbelit-belit. 
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Manfaat praktis lainnya, sebagai langkah awal dalam menghasilkan rumusan 

hukum keluarga yang tidak menutup mata terhadap nilai-nilai yang telah 

disepakati dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, juga diharapkan menjadi 

referensi bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus sengketa 

perceraian yang didasarkan pada nilai-nilai lokalitas tertentu. 

F. Kerangka Teoretis 

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah pola berhukum 

masyarakat desa Kalisat-Rembang-Pasuruan yang menjadikan mediasi lokal 

sebagai alternatif utama dalam penyelesaian kasus perceraian. Sementara mediasi 

yudisial dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam rangka memperoleh legalitas atas 

kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Kalisat. Hal ini berarti 

mediasi yudisial yang dijadikan sebagai blue print untuk mengubah citra 

pengadilan – dalam hal ini adalah Pengadilan Agama – dari paradigma mengadili 

ke paradigma menyelesaikan sengketa hukum tidak sepenuhnya berhasil, karena 

secara faktual, bagi masyarakat Kalisat, mediasi yang ditempuhnya di ruang 

pengadilan hanyalah sebagai tahapan formalitas untuk memperoleh putusan 

perceraian yang berkekuatan hukum tetap. Untuk menjawab dan menganalisis 

persoalan tersebut, dalam hal ini penulis menggunakan legal system theory yang 

digagas oleh Lawrence Meir Friedman, di mana teori ini tergolong ke dalam 

kajian sosiologi hukum yang berkaitan dengan efektifitas keberlakuan sebuah 

hukum.
33

 

                                                           
33

 Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 301.  
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Sebelum menguraikan pandangan Lawrence Meir Friedman (selanjutnya 

ditulis Friedman) tentang teori yang digagasnya itu, penting kiranya diungkapkan 

terlebih dahulu definisi sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani 

systema yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian 

(whole compound of several parts), atau secara terminologis – sebagaimana 

definisi yang diajukan Gabriel A. Almond dan selanjutnya dikutip oleh Jaenal 

Arifin – sistem adalah suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu 

organisasi yang berinteraksi dengan satu lingkungan yang mempengaruhi atau 

dipengaruhi.
34

 Tegasnya, sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang 

saling terkait yang membentuk satu-kesatuan.
35

 

Sementara istilah hukum – tanpa bermaksud untuk menyederhanakan 

perdebatan panjang tentang definisi hukum – dalam uraian ini hanya akan ditinjau 

dari sisi kajian normatif dan sosiologis. Secara normatif, hukum diartikan dengan 

hukum perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat oleh 

negara dan tersusun dalam bentuk hukum nasional.
36

 Kemudian secara sosiologis, 

hukum dikonsepsikan sebagai moral atau tradisi kehidupan suatu komunitas yang 

umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum, tersimpan dalam 

ingatan warga komunitas dan dilestarikan secara turun-temurun.
37

 

                                                           
34

 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2008), 116. 
35

 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka 

Kembali (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 84. 
36

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), 19. 
37

 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 

3.  
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Dari uraian di atas, jika digabungkan antara definisi sistem dan hukum maka 

dapatlah disebutkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh 

dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian yang satu sama lain saling 

berhubungan dan terkait secara erat,
38

 atau dalam istilah Friedman disebut sebagai 

kumpulan dari beberapa subsistem yang dicirikan adanya umpan balik antara 

input yang berbentuk bahan-bahan mentah yang masuk pada sistem tersebut dan 

output  yang berupa putusan atau ketetapan pengadilan.
39

 

Secara lebih terperinci, Friedman menyebut teori yang digagasnya 

melibatkan tiga elemen penting yang berupa struktur hukum, substansi hukum dan 

kultur hukum.
40

 Elemen pertama, yakni struktur hukum selalu terkait dengan 

kajian tentang jumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang 

lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah serta orang-orang yang 

terkait dengan berbagai jenis pengadilan.
41

 Tegasnya, struktur hukum merupakan 

hubungan antar pengada hukum, pelaksana hukum dan penegak hukum.
42

 

Kemudian elemen kedua dari teori sistem hukum adalah substansi hukum 

yang tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana 

institusi itu harus berperilaku.
43

 Dalam hal ini, substansi hukum berarti produk 

yang dihasilkan oleh orang yang tercakup dalam sistem berupa putusan ataupun 

                                                           
38

 Arifin, Peradilan, 116. 
39

 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terj., M. Khozim (Bandung: Nusa 

Media, 2015), 12-13. 
40

 Susan S. Silbey, “Legal Culture and Cultures of Legality”, dalam, John R. Hall, Laura 

Grindstaff and Ming Cheng Lo (eds.), Handbook of Cultural Sociology (New York: Routledge, 

2010), 471. 
41

 Friedman, Sistem, 16. 
42

 Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2012), 103. 
43

 Friedman, Sistem, 16. 
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aturan yang mereka buat.
44

 Kajian terhadap substansi hukum menjadi urgen jika 

dibawa ke dalam ranah kajian sosiologis bahwa hukum bukanlah gejala yang 

netral yang semata-mata merupakan hasil rekaan bebas manusia tetapi berada 

dalam jalinan yang sangat erat dengan masalah-masalah dan perkembangan 

kemasyarakatan.
45

 

Dalam hal ini, hukum yang tertuang dalam perundang-undangan – yang 

disebut Friedman sebagai substansi hukum – dituntut untuk bisa “bermain” di 

antara struktur masyarakat yang berbeda dalam hal kebutuhannya terhadap 

hukum. Kenyataan yang dapat diangkat adalah perbedaan bentuk solidaritas 

antara yang mekanis dan organis. Pada masyarakat dengan pola solidaritas 

mekanis, hukum yang berlaku adalah hukum yang represif, artinya hukum yang 

bekerja dengan cara menerapkan sanksi kepada para pelanggarnya dengan tujuan 

agar tercapai keseragaman dalam tindakan. Berbeda halnya dengan masyarakat 

dengan pola solidaritas organis, di mana hukum yang dibutuhkan adalah hukum 

yang bersifat restitutif, dalam artian hukum yang bekerja dengan cara 

menyediakan sarana untuk memulihkan keadaan menjadi seperti semula manakala 

terjadi gangguan dalam hubungan di antara anggota masyarakatnya.
46

 

Selain dua elemen yang telah disebutkan, elemen terakhir dalam teori 

Friedman adalah budaya hukum yang oleh Friedman dinyatakan elemen sikap dan 

nilai sosial yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya karena perilaku 

mereka bergantung pada penilaiannya mengenai pilihan mana yang dianggap 

                                                           
44

 Arifin, Peradilan, 118. 
45

 Khudzaifah Dimyati, Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum 

Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 37.  
46

 Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 6. 
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benar dan berguna. Dengan begitu – lanjut Friedman – kultur hukum mengacu 

pada bagian-bagian yang terdapat dalam kultur hukum umum yang meliputi adat, 

kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-

kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu.
47

 

Mengikuti teori di atas, maka keberadaan mediasi lokal di samping mediasi 

yudisial sebenarnya juga dapat dilihat dari tiga elemen di atas. Untuk memperjelas 

elaborasi tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Hubungan antar Elemen dalam Teori Sistem Hukum 

Gambar di atas memperlihatkan bahwa sebagai sistem hukum, keberlakukan 

mediasi yudisial tidak dapat dipisahkan dari tige elemen yang saling terkait, yaitu 

struktur hukum yang dalam hal ini adalah para mediator yudisial baik mediator 

                                                           
47

 Friedman, Sistem, 17. Dalam karyanya yang lain, Friedman menyebut budaya hukum yang 

terkait secara langsung dengan para profesi hukum seperti hakim dan pengacara dengan istilah 

internal legal culture. Lihat, Lawrence M. Friedman, American Law in the 20th Century (United 

States of America: R. R. Donnelley & Sons, 2002), 505. 
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hakim maupun non-hakim. Selanjutnya adalah substansi hukum yang dalam hal 

ini adalah PERMA tentang mediasi, kemudian dilanjutkan dengan elemen budaya 

hukum yang dalam hal ini adalah mediasi lokal. Mediasi lokal dikategorikan 

sebagai elemen budaya hukum karena ia telah menjadi nilai yang berkembang 

dalam kehidupan masyarakat Kalisat. Dengan demikian, maka keberpihakan 

masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal sebagai pola berhukumnya menjadi 

salah satu elemen yang turut menentukan keberlakuan mediasi yudisial dengan 

segala atribut hukumnya. Bahkan, betapapun idealnya struktur dan substansi 

hukum tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat sebagai cerminan dari budaya 

hukum hanya akan menjadi desain hukum yang disfunction.
48

 

Hadirnya mediasi lokal sebagai elemen budaya hukum memiliki arti penting 

dalam kajian mediasi sebagai sistem hukum, karena setiap pembicaraan hukum 

sebagai institusi sosial selalu melibatkan peranan dari orang-orang yang terkait di 

dalamnya sebagai rakyat biasa yang menjadi sasaran pengadministrasian hukum,
49

 

sementara masyarakat itu sendiri telah memiliki kebudayaan dengan karakteristik 

hukum yang hidup dan beranak pinak dalam kehidupan mereka.
50

 Selain itu, 

budaya hukum ini pula yang menjadi instrumen pengukuran kesadaran hukum 

masyarakat,
51

 dengan beberapa indikator – sebagaimana telah dinyatakan 

                                                           
48

 Nasrullah Yahya, “Menyoroti Penegakan Hukum KHI di Lingkungan Peradilan (Upaya 

Restrukturisasi Bidang Perkawinan Pasal 85-93),” dalam, al-Mana>hij: Jurnal Kajian Hukum 

Islam, Vol. IX, No. 1, Juni 2015, 82. 
49

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 153. 
50

 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 90. 
51

 Nur Rochim Yunus, “Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi 

Hukum Progresif”, dalam, Moh. Mahfud MD., dkk., Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum 

Progresif (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 184. 
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Soerjono Soekanto dan dikutip oleh Saifullah – pertama, pengetahuan hukum; 

kedua, pemahaman hukum; ketiga, sikap hukum; keempat, pola perilaku hukum.
52

 

G. Penelitian Terdahulu 

Kajian dalam disertasi ini, secara spesifik mengkaji tentang penyelesaian 

kasus perceraian melalui mediasi (al-s}ulh }). Untuk itu, dalam rangka menguji 

orisinalitas kajian dalam disertasi ini, maka beberapa studi terdahulu yang akan 

ditampilkan adalah berbagai studi yang tentunya tidak menyimpang dari inti 

persoalan yang peneliti maksudkan. 

Beberapa kajian yang dinilai relevan dengan tema kajian dalam disertasi ini, 

utamanya yang terkait dengan penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi, 

antara lain adalah kajian Ah }mad Mah}mu>d S }a>lih} Abu> H{ashh }ash yang mengkaji 

penerapan mediasi dalam hukum keluarga dengan judul “al-S {ulh } wa Tat }bi >qa>tuh fi> 

al-Ah}wa >l al-Shakhsiyyah”.
53

 Dalam tesisnya, Abu > H{ashh }ash  menyatakan bahwa 

penelitian dengan judul tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan 

mediasi yang berakhir pada perdamaian dalam kajian hukum keluarga. Hal itu 

penting menurutnya, karena memang relasi laki-laki dan perempuan yang terjalin 

dalam bangunan hukum keluarga menyerupai bangunan yang bersifat asasi dalam 

kehidupan masyarakat. Terpeliharanya hubungan keluarga dalam ikatan yang 

kokoh menjadi indikasi tegaknya keutuhan masyarakat.
54

 

Selain itu, menurut Abu > H{ashh }ash, pentingnya kajian ini juga tidak dapat 

dilepaskan dari status pendekatan al-s }ulh }  dalam penyelesaian sengketa yang 

                                                           
52

 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 106. 
53

 Ah}mad Mah}mu>d S }a >lih Abu > H {ashh}ash, “al-S{ulh} wa Tat }bi>qa >tuh fi > al-Ah}wa >l al-Shakhsiyyah” 

(Tesis--Ja >mi‟ah al-Khali >l, Palestina, 2007). 
54

 Ibid., 20. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 
 

dinilai sebagai pendekatan yang sangat penting baik dalam kehidupan keluarga 

atau bahkan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Karenanya pengetahuan 

tentang pendekatan tersebut, baik menyangkut dimensi hukum maupun yurisdiksi 

penerapannya dinilai sebagai upaya meneruskan praktik penyelesaian sengketa 

yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw., yang bahkan menilai pola 

penyelesaian melalui perdamaian lebih utama nilainya dibandingkan dengan 

puasa, shalat dan sedekah.
55

 

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam karya tulis Abu > H{ashh }ash  

meliputi beberapa persoalan, seperti, urgensi al-s }ulh }, dimensi hukum dan 

aplikasinya dalam hukum keluarga. Selain itu, juga dikaji seputar implikasi 

pendekatan al-s }ulh }  terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat secara umum, 

dan yang terpenting adalah kajiannya seputar perspektif fiqih terhadap al-s }ulh}. 

Kajian lain yang menjadi fokus penelitiannya adalah hubungan antara al-s }ulh } dan 

al-qad}a>‟, tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan kehidupan 

rumah tangga serta langkah penerapan mediasi dalam kasus hukum keluarga di 

luar proses peradilan.
56

 

Beberapa persoalan tersebut dikaji dengan menggunakan metode induktif 

dan deduktif. Melalui dua pendekatan itu, diperoleh hasil penelitian bahwa al-s }ulh}  

merupakan satu di antara sekian banyak pendekatan dalam penyelesaian suatu 

kasus yang telah dibenarkan baik melalui al-Qur‟a>n, hadis maupun ijma>„ ulama, 

karena melalui al-s }ulh }  para pihak yang bersengketa diharapkan mampu 

menghilangkan sikap dendam. Dalam konteks hubungan suami-isteri atau dalam 

                                                           
55

 Ibid. 
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 Ibid., 30. 
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kehidupan masyarakat secara umum, al-s }ulh }  dapat menguatkan hubungan di 

antara mereka dengan berbasis pada rasa saling kasih-mengasihi.
57

 

Sementara beberapa studi yang terkait dengan perceraian, antara lain adalah 

studi yang dilakukan oleh Masykur Makbul dengan judul “Makna Nikah Bagi 

Pelaku Cerai Gugat di Kota Surabaya”. Fokus kajiannya adalah pemahaman 

pelaku gugat cerai terhadap makna nikah pascaperceraian serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemahaman tersebut. Untuk menjelaskan persoalan tersebut, 

metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Berdasar pada landasan metodologis inilah penulisnya 

menyimpulkan, pertama, nikah sebagai pengukuhan dominasi kaum laki-laki; 

nikah sebagai institusi praktik kekerasan; nikah sebagai proteksi diri; nikah 

sebagai ibadah. Kedua, keragaman pemaknaan terhadap konsep nikah dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi 

pandangan hidup pelaku cerai gugat dan persepsinya terhadap nilai-nilai agama, 

sedangkan faktor eksternalnya meliputi situasi lingkungan dan intervensi orang 

tua.
58

 

Masih terkait dengan perceraian adalah kajian yang berjudul “Pandangan 

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia PascaUndang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang ditulis oleh Makinudin. Disertasi ini 

memfokuskan pada kajian tentang ikrar talak dalam pandangan hukum Islam. 

Dalam penelitiannya ini, Makinudin menggunakan metode penelitian 

kepustakaan, namun demikian, data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan 

                                                           
57

 Ibid., 150. 
58

 Masykur Makbul, “Makna Nikah Bagi Pelaku Cerai Gugat di Kota Surabaya” (Disertasi--UIN 

Sunan Ampel, Surabaya,  2006), 5. 
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juga dilengkapi dengan penelitian lapangan dalam rangka mengkonfirmasikan 

data-data kepustakaan. Oleh karenanya, jenis penelitian yang dipilihnya adalah 

penelitian kualitatif. Dari sisi pendekatan keilmuannya, disertasi ini menggunakan 

pendekatan al-qawa >„id al-lughawiyyah, al-qawa >„id al-tashri>„iyyah, al-mas {lah }ah, 

serta pendekatan teori Utilitarianisme.
59

 

Dalam kesimpulannya, Makinudin mengajukan temuan bahwa ikrar talak 

yang harus dilakukan di muka pengadilan dengan tujuan untuk menghindari 

kesewenang-wenangan seorang suami, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam 

berkesesuaian dengan mant }u>q dan jiwa al-Qur‟a>n yang mengharuskan perceraian 

harus melalui tahapan-tahapan dan diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana 

termaktub dalam surat al-Nisa>‟ ayat 34-35.
60

 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Isroqunnajah yang 

berjudul “Fenomena Perceraian dan Kesadaran Hukum (Studi di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang)”. Kajian dalam disertasi ini berkutat pada masalah 

fenomena yang berkembang di balik terjadinya perceraian dan hubungannya 

dengan kesadaran hukum para pelaku perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang. Pokok persoalan ini kemudian dikaji dengan menggunakan metode 

                                                           
59

 Makinudin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 10. 
60

 Ibid. Dalam ayat 34 surat al-Nisa >‟ dinyatakan bahwa “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi 

kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 

sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nushu >znya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” Kemudian pada ayat 

35 dinyatakan “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

seorang h }akam dari keluarga laki-laki dan seorang h }akam dari keluarga perempuan. Jika kedua 

orang h }akam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Lihat, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, al-Quran dan Tafsirnya, Vol. II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 161 dan 282. 
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penelitian kualitatif, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  

hukum non-doktrinal yang dilengkapi juga dengan pendekatan hukum doktrinal 

dengan mempertimbangkan kajian kepustakaan maupun anatomi berpikir secara 

teoretis.
61

 

Dalam kesimpulannya, Isroqunnajah mengajukan sebuah temuan bahwa 

antara kesadaran hukum dengan perceraian memiliki hubungan simbiotik 

komensalistik dan simbiotik parasitistik. Kedua variabel tersebut dinyatakan 

memiliki hubungan simbiotik komensalistik – simbiose di mana satu pihak 

mendapatkan keuntungan tetapi pihak lain tidak dirugikan namun juga tidak 

diuntungkan – manakala kesadaran hukum tinggi sementara angka perceraian 

turun. Sebaliknya akan dinyatakan sebagai hubungan simbiotik parasitistik – 

simbiose di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain menderita 

kerugian – yaitu ketika kesadaran hukum rendah  sehingga angka perceraian 

cenderung meningkat.
62

  

Temuan lain yang diajukan sebagai kesimpulan dari disertasi yang ditulis 

oleh Isroqunnajah ini adalah terkait dengan beberapa faktor yang dinilai sebagai 

pemicu terjadinya perceraian, yaitu, pertama, terjadinya perselisihan yang terus 

menerus dikarenakan tidak ada keharmonisan; kedua, meninggalkan kewajiban 

karena tidak bertanggung jawab; ketiga, terjadinya perselisihan karena adanya 

“gangguan” dari pihak ketiga; keempat, meninggalkan kewajiban karena faktor 

ekonomi; kelima, faktor moral karena cemburu; keenam, faktor moral karena 

krisis akhlak; ketujuh, faktor cacat biologis; kedelapan, faktor kekerasan yang 
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 Isroqunnajah, “Fenomena Perceraian dan Kesadaran Hukum (Studi di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang)” (Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 5. 
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 Ibid., 197. 
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bersifat jasmani; kesembilan, faktor meninggalkan kewajiban karena kawin paksa;  

kesepuluh, faktor moral karena poligami yang tidak sehat; kesebelas, faktor 

karena dihukum dan lain-lain. Sedangkan meningkatnya angka perceraian di 

Kabupaten Malang disebabkan oleh beberapa hal, seperti luas wilayah Kabupaten 

Malang; tingkat kepadatan penduduk; tingkat pendidikan dan keberagamaan yang 

rendah; serta tingkat perekonomian yang rendah.
63

 

Selain kajian dalam bentuk tesis dan disertasi, persoalan tentang penerapan 

mediasi dalam kasus perceraian juga dikaji dalam bentuk artikel yang dimuat 

dalam jurnal. Seperti kajian yang dilakukan oleh „Ima >d A>mu>ri > Jali>l al-Za>hidi> 

dengan judul “al-Wasa>‟il al-Qur‟a>niyyah fi > „Ila >j Nushu >z al-Zawjayn wa Aqwa >l al-

Fuqaha >‟ Fi >ha >.”
64

 Pentingnya kajian ini menurut al-Za>hidi > dilatarbelakangi oleh 

tujuan untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa keluarga. 

Menurutnya, meningkatnya kasus yang terjadi dalam lapangan hukum keluarga 

baik yang tergolong sebagai nushu >z maupun shiqa >q merupakan salah satu 

penyakit yang berbahaya dalam kehidupan masyarakat yang tidak jarang berakhir 

pada perceraian. Adapun penyebabnya menurut al-Za>hidi >  adalah ketidaktahuan 

dalam mengatasi problem keluarga yang sedang terjadi sesuai dengan ketentuan 

dalam al-Qur‟a>n.
65

 

Secara umum, kajian al-Za >hidi > di atas mencakup beberapa bahasan pokok, 

meliputi pembahasan tentang nushu >z dengan sub bahasan seperti pengertian, 

sebab-sebab terjadinya nushu >z dan indikasinya. Kemudian pokok bahasan yang 
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 Ibid. 
64

 „Ima >d A>mu>ri> Jali >l al-Za >hidi>, “al-Wasa >‟il al-Qur‟a >niyah fi > „Ila >j Nushu>z al-Zawjayn wa Aqwa >l al-

Fuqaha >‟ Fi >ha >”, Majallah Kulliyat al-„Ulu>m al-Isla >miyyah, Vol. 8, No. 2, 2014. 
65

 Ibid., 35. 
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selanjutnya adalah terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh al-Qur‟a>n dalam 

mengatasi konflik rumah tangga. Sementara pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif-analitis yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa 

penyebab utama terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah kelalaian kedua 

belah pihak atas hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dengan demikian, 

solusi utama yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan pola penyelesaian 

yang telah ditentukan dalam al-Qur‟a>n.
66

 

Selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Jama >l Hashash dengan judul 

“al-Tah}ki >m fi> al-Niza>„ Bayn al-Zawjayn fi > al-Fiqh al-Isla>mi >”.
67

 Dalam kajian 

tersebut, terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok kajiannya, yaitu, metode 

penyelesaian sengketa keluarga, konsep tah }ki >m yang meliputi kajian tentang 

pemaknaan tah }ki >m, pengaruh tah }ki >m terhadap penyelesaian perselisihan suami 

isteri, sifat-sifat h }akam serta fungsi diutusnya dua orang h}akam apakah mereka 

sebagai wakil ataukah sebagai hakim.
68

 

Pokok-pokok permasalahan di atas kemudian dikaji dengan menggunakan 

analisis deskriptif dengan menghadirkan pandangan para imam madha>hib al-

arba„ah yang kemudian dikomparasikan dengan pendapat para mufassir. Melalui 

metode tersebut, beberapa kesimpulan yang diperoleh meliputi, pertama, 

perhatian ajaran Islam yang begitu besar terhadap hukum-hukum yang berkaitan 

dengan kehidupan keluarga. Kedua, penyelesaian perselisihan dalam keluarga 

harus diselesaikan berdasarkan asas perdamaian, nasihat persuasif dan tah }ki >m. 
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 Ibid., 45. 
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 Jama >l H {ash}ash, “al-Tah}ki>m fi > al-Niza >„ Bayn al-Zawjayn fi> al-Fiqh al-Isla >mi>”, al-„Ulu >m al-

Insa >niyyah, Vol. 7, No. 28, 2014. 
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 Ibid., 13. 
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Ketiga, keberlakuan tah }ki >m sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa 

dalam keluarga terikat oleh beberapa persyaratan yang diharapkan dapat 

mencegah terjadinya perceraian, dan tah }ki >m adalah langkah terakhir yang harus 

ditempuh setelah melalui beberapa proses yang telah diatur dalam al-Qur‟a>n 

dalam persoalan nushu >z. Selain itu, tah }ki >m merupakan langkah antisipatif 

terhadap timbulnya shiqa >q.
69

 

Kajian lain dalam bentuk artikel yang mengkaji tentang penerapan mediasi 

(al-s }ulh }) adalah tulisan dari Sa‟odah Binti Ahmad, yang berjudul “S}ulh }: An 

Alternative Dispute Resolution And Amicable Settlement Of Family Dispute.” 

Dalam artikel tersebut, Sa‟odah mengkaji tentang definisi dan otoritas s }ulh} 

sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur‟a>n dan hadis Nabi Muhammad SAW., 

begitu juga penerapannya dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dari beberapa 

kesimpulan yang diajukan Sa‟odah, menurutnya, s }ulh } adalah mekanisme yang 

layak dalam menyelesaikan sengketa secara damai yang sangat relevan dalam 

perselisihan keluarga dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik di antara para 

pihak yang berselisih, dan menurutnya, s }ulh } dalam bentuk tah }ki >m telah 

dipraktikkan jauh sebelum munculnya Islam. Dorongan untuk melakukan s }ulh } 

dalam perselisihan jelas terlihat dalam al-Qur‟a>n dan hadis Nabi Muhammad 

Saw., serta dalam praktik para sahabat. Kenyataan itu menurut Sa‟odah 

disebabkan oleh kepraktisan dan keefektifannya dalam menyelesaikan 

perselisihan secara damai.
70
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 Ibid., 20. 
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 Sa‟odah Binti Ahmad, “S }ulh }: An Alternative Dispute Resolution And Amicable Settlement Of 

Family Dispute”, dalam, UMRAN: Journal of Muslim Affairs, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, 16. 
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Dalam konteks perceraian, dalam kesimpulan Sa‟odah, s }ulh } dapat dilakukan 

untuk menyelesaikan perselisihan selama pernikahan atau setelah perceraian yang 

tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme yang layak dalam menyelesaikan 

perselisihan secara damai tetapi juga memiliki beberapa efek yang positif, 

misalnya, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
71

 

Penerapan mediasi dalam konflik keluarga juga dikaji dalam artikel yang 

berjudul “Family Mediation and S}ulh}: An Alternative Dispute Resolution in 

Malaysia”. Kajian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap praktik mediasi 

keluarga dan s }ulh } di Malaysia dan pentingnya menyelesaikan sengketa secara 

damai. Dalam kesimpulannya, kajian tersebut menunjukkan bahwa pesatnya 

perkembangan mediasi dan bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya 

(ADR) diakibatkan oleh tingginya tingkat perceraian, serta adanya kekhawatiran 

para orang tua akan efek negatif yang akan menimpa anak-anak pascaperceraian.
72

 

Selain itu, dalam kajian itu juga dinyatakan bahwa penerapan mediasi dalam 

pengadilan masih dalam tahap permulaan, sementara dalam konteks penyelesaian 

konflik keluarga, mediasi di pengadilan syariah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan pengadilan sipil, dan saat ini mediasi telah diimplementasikan  di 

Selangor, Melaka dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
73

 

Berbeda dengan kajian-kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam 

konteks penyelesaian perceraian di Indonesia, mediasi telah dikaji dalam beberapa 

tulisan, antara lain, artikel yang ditulis oleh Erie Hariyanto dan Ni‟matunnuriyah 
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 Ibid. 
72

 Sa‟odah Ahmad dan Nora Abdul Hak, “Family Mediation and S }ulh}: An Alternative Dispute 

Resolution in Malaysia”, dalam, International Journal of Social Policy and Society, Vol. 7, Tahun 

2010, 3. 
73

 Ibid., 16. 
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dengan judul “Advokat Shari >„ah Dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut 

Maqa>s }id al-Shari >„ah”. Kajian itu menurut penulisnya memfokuskan pada 

persoalan tentang tugas dan tanggung jawab profesi advokat shari >„ah dalam 

kerangka maqa>s }id al-shari >„ah. Munculnya pemikiran tersebut dilatarbelakangi 

oleh sebuah fakta yang dihasilkan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan 

perkara perceraian, yaitu hampir 100% merupakan putusan konvensional yang 

intinya bercorak menang atau kalah. Jarang sekali dijumpai penyelesaian 

berdasarkan konsep sama-sama menang.
74

 

Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa tugas advokat shari >„ah secara 

umum sama seperti tugas advokat non syariah yakni membela kepentingan 

masyarakat (public defender) dan kliennya dalam menegakkan keadilan. Namun 

yang membedakannya dengan advokat non- shari >„ah adalah dalam memberikan 

pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya, 

advokat syariah berdasarkan pada prinsip tolong-menolong, berpegang teguh pada 

sumber ajaran agama Islam.
75

 

Berikutnya adalah artikel yang berjudul “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian 

dalam Beracara di Pengadilan Agama”. Beberapa hal yang menjadi fokus kajian 

dalam artikel tersebut meliputi, implementasi mediasi kasus perceraian khususnya 

di Pengadilan Agama Semarang, dimensi substansi PERMA No. 1 Tahun 2008 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta budaya hukum masyarakat. Secara 

metodologis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum non doktrinal 
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 Erie Hariyanto dan Ni‟matunnuriyah, “Advokat shari>„ah dalam Mediasi Perkara Perceraian 

menurut Maqa >s}id al-Shari>„ah”, dalam, Jurnal Ulul Albab, Volume 18, No.1, Tahun 2017, 117. 
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 Ibid. 
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dan pendekatan hukum doktrinal dengan menggunakan teori sistem hukum yang 

digagas oleh Friedman sebagai “pisau” telaahnya. Melalui “ramuan” metodologis 

tersebut, diperoleh satu kesimpulan bahwa mediasi di Peradilan Agama belum 

efektif karena disebabkan oleh beberapa hal, pertama, para pihak yang berperkara 

tidak mau berdamai. Kedua, minimnya pengetahuan hakim tentang ilmu mediasi. 

Ketiga, overload-nya perkara yang diajukan. Keempat, keterbatasan sarana 

Pengadilan Agama.
76

 Menurut penulisnya, keberhasilan mediasi harus didukung 

oleh budaya hukum yang diawali diseminasi dan sosialisasi perdamaian dalam 

proses mediasi peradilan dan mengutamakan perceraian secara damai serta 

berbasis budaya dan kearifan lokal.
77

 

Masih terkait dengan mediasi perceraian di pengadilan Agama adalah 

tulisan dari Yayah Yarotul Salamah yang berjudul “Urgensi Mediasi dalam 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Sebagaimana terlihat dari judulnya, 

kajian Salamah berupaya untuk menunjukkan urgensi penyelesaian perceraian 

melalui perdamaian (mediasi). Menurut Salamah penyelesaian sengketa melalui 

mediasi (damai) telah dikenal dalam agama Islam. Islam mengajarkan agar pihak-

pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Jika perdamaian tidak ditemukan 

oleh kedua belah pihak, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk 

melakukan perdamaian. Namun, ketika perdamaian yang dilakukan oleh keluarga 

tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan 

Agama. Dalam kasus perceraian, menurutnya, fungsi dari upaya untuk 
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 Muhammad Saifullah, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan 

Agama”, dalam, al-Ah }ka >m: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014, 

243. 
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mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang harus dilakukan 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, maka jelas bahwa tujuan mediasi di 

pengadilan adalah dalam rangka menggagalkan niat pasangan yang hendak 

bercerai.
78

 

Berdasarkan pada beberapa kajian terdahulu sebagaimana uraian di atas, 

kajian dalam disertasi ini memiliki sejumlah persamaan dari sisi objek kajian, 

yaitu sama-sama mengkaji persoalan yang terkait dengan penyelesaian kasus 

keluarga, termasuk mediasi dan perceraian. Namun demikian, perlu juga 

ditegaskan adanya perbedaan dari sisi pendekatan yang digunakan. Tiga penelitian 

yang terkait dengan penyelesaian kasus keluarga, baik yang dikaji oleh Ah }mad 

Mah}mu>d S }a>lih} Abu > H{ashh }ash , „Imad „A<mu>ri >, Jali>l al-Za>hidi >  maupun Jama >l 

H{ash }ash, secara keseluruhan berupa kajian normatif terhadap ayat-ayat al-Qur‟a>n 

dan selebihnya berkutat pada penafsiran para ima >m madhhab, terutama madha >hib 

al-arba„ah.  

Sementara kajian yang terkait dengan perceraian, hanya terdapat satu kajian 

yang menggunakan pendekatan hukum non-doktrinal yakni disertasi yang ditulis 

oleh Isroqunnajah. Disertasi ini pun masih dapat dibedakan dengan kajian yang 

penulis lakukan sekalipun sama-sama menggunakan analisis hukum empiris 

karena fokus kajian Isroqunnajah adalah hubungan antara fenomena perceraian 

dan kesadaran hukum para pelaku perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama 
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 Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian  di Pengadilan Agama”, 

dalam, Ah }ka >m, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, 81. 
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Kabupaten Malang, sementara kajian yang peneliti lakukan adalah penyelesaian 

kasus perceraian melalui mediasi lokal.  

Tema tentang mediasi lokal dalam disertasi ini pun memiliki sejumlah 

perbedaan dengan beberapa kajian dalam bentuk jurnal yang telah disebutkan 

dalam uraian sebelumnya, di mana kajiannya berkisar pada urgensi mediasi 

sebagai pola penyelesaian sengketa secara damai serta peran advokat syariah 

dalam mediasi perceraian. Satu kajian yang memiliki kemiripan secara 

metodologis dengan tema yang sedang peneliti kaji adalah tulisan Muhammad 

Saifullah, sekalipun begitu masih dapat ditunjukkan perbedaannya. Jika Saifullah 

mengkaji efektifitas mediasi yang telah terintegrasi ke dalam proses beracara di 

Pengadilan Agama, maka kajian penulis justeru memfokuskan pada munculnya 

mediasi lokal sebagai alternatif utama dalam penyelesaian sengketa perceraian. 

Dengan demikian, maka dapatlah dinyatakan bahwa tidak ditemukan kajian 

serupa dengan tema yang sedang peneliti kaji. 

H. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi hukum.
79

 Pendekatan ini dinilai relevan untuk mengkaji pola berhukum 
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 Sosiologi hukum yang biasanya dimaksudkan sebagai kajian empiris yang melihat pengalaman-

pengalaman nyata dari orang-orang yang terlihat ke dalam dunia hukum baik sebagai pengambil 

keputusan maupun praktisi hukum merupakan salah satu bagian dari kajian sosio-legal. Secara 

terminologis dalam kajian penelitian hukum, pendekatan sosio legal dimaksudkan sebagai kajian 

terhadap hukum  dengan melibatkan disiplin ilmu-ilmu sosial secara interdisipliner sehingga 

metode yang digunakannya pun adalah pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang sangat 

luas. Salah satu bagiannya adalah adalah kajian sosiologi hukum yakni kajian empiris yang 

berobjekkan hukum. Lihat, Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih (Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2010), 13; Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris 

Terhadap Hukum (Jakarta: Kencana, 2013), 7; Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode 

Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 173-175; 
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masyarakat desa Kalisat, karena dengan pendekatan tersebut dapat digambarkan 

secara utuh baik pola mediasi lokal maupun faktor yang menyebabkan 

keberpihakan masyarakat desa Kalisat terhadap mediasi lokal dalam perceraian 

sebagai pilihan hukumnya. Walau demikian, kajian ini, tidak dapat mengelak dari 

perspektif aturan “hitam putih” undang-undang perkawinan atau bahkan tata 

aturan berperkara sebagaimana dituangkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama 

sebagai pembandingnya. 

Melalui pendekatan sosiologi hukum ini, pola berhukum masyarakat Kalisat 

dalam menjadikan mediasi lokal sebagai alternatif utama dalam penyelesaian 

kasus perceraian ditempatkan sebagai hukum yang bersifat empiris (law in action) 

bukan sebagai hukum yang tertulis (law in books). Sesuai dengan karakteristik 

kajian sosiologi hukum,
80

 persoalan tentang mediasi lokal ini tidak dikaji dari sisi 

apakah pola berhukum tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum ataukah 

                                                                                                                                                               
Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, 

dalam, Sulistyowati Irianto, dkk., Kajian Sosio-Legal (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 3; 

Shidarta, “Sosio-Legal dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum”, dalam, Esmi Warassih, 

dkk., Penelitian Hukum Interdisipliner (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 46; Sulistyowati Irianto, 

“Berumah di Fakultas Hukum: Belajar dari Pengalaman Negara Lain”, dalam, Sulistyowati Irianto, 

dkk., Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2009), 80. 
80

 Terdapat tiga karakteristik kajian sosiologi hukum, pertama, berupaya menjelaskan mengapa 

suatu praktik hukum tertentu bisa terjadi. Faktor apakah yang menjadi penyebab dan latar 

belakangnya. Kedua, berupaya menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan. Pengujian itu 

diawali dengan pertanyaan seputar keberlakukan sebuah hukum dalam realitas kehidupan 

masyarakat. Inilah perbedaan mendasar antara kajian sosiologi hukum dengan kajian hukum 

normatif yang selalu terkungkung pada ketentuan-ketentuan aturan yang tertulis, sebaliknya kajian 

sosiologi hukum mencoba untuk mengkaji realitas empiris dari sebuah ketentuan hukum. Dengan 

kata lain, kajian hukum normatif lebih mengarah pada kajian law in books sehingga bersifat 

preskriptif, sebaliknya, kajian hukum sosiologis fokus terhadap kajian law in action sehingga 

bersifat empiris. Ketiga, kajian sosiologi hukum tidak memberikan justifikasi baik dan buruk baik 

terhadap pelanggaran hukum maupun terhadap kepatuhan hukum. Perhatian utamanya hanyalah 

memberikan penjelasan terhadap obyek yang sedang dikaji. Namun hal ini juga tidaklah berarti 

bahwa kajian sosiologi hukum cenderung untuk membenarkan praktik-praktik berhukum yang 

menyimpang. Sosiologi hukum mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan 

untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Lihat, Abintoro Prakoso, 

Sosiologi Hukum (Yogyakarta: LaksBang, 2017), 45-46; Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar 

Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Grasiondo, 2015), 128. 
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tidak, melainkan ia dikaji sebagai realitas hukum yang kemunculannya didasari 

oleh berbagai faktor.
81

 

2. Jenis Penelitian 

Dari jenis penelitian yang berupa kuantitatif dan kualitatif, dalam penelitian 

ini yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.
82

 Pemilihan jenis penelitian 

ini terkait erat dengan asumsi dasar dari realitas yang akan dikaji yaitu berupa 

pola berhukum masyarakat desa Kalisat. Dalam hal ini, praktik berhukum 

masyarakat desa Kalisat diasumsikan sebagai hasil konstruksi komunitas 

masyarakat yang bersifat subjektif dan beragam. Melalui jenis penelitian kualitatif 

ini sangat memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui secara emik alasan serta 

faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik berhukum masyarakat desa 

Kalisat tepatnya dalam penyelesaian sengketa perceraian.
83
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 Tegasnya, kajian hukum sosiologis mempelajari kehidupan hukum sebagaimana adanya di 

dalam masyarakat, tepatnya hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial 

lainnya, dengan beberapa pokok kajian semisal, hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang 

berlaku dan diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula 

dengan sosialisasi hukum, yakni suatu proses untuk menjadikan warga masyarakat menyadari akan 

adanya kaidah-kaidah hukum sehingga mereka sanggup untuk mentaatinya. Termasuk ke dalam 

objek kajian sosiologi hukum adalah kajian terhadap stratifikasi sosial dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan hukum. Kajian tentang stratifikasi sosial ini akan mengantarkan pada analisis tentang 

kesenjangan yang terjadi dalam implementasi idealitas hukum antara strata yang satu dengan yang 

lainnya. Begitu pula tentang struktur hukum yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan 

yudikatif serta hubungan antara perubahan masyarakat dan perubahan pranata hukum atau 

hubungan antara upaya pendayagunaan hukum dan perubahan-perubahan sosial, merupakan 

kajian-kajian yang termasuk ke dalam objek sosiologi hukum. Lihat, Purbacaraka dan Soekanto, 

Menelusuri Sosiologi Hukum Negara (Jakarta: Rajawali, 1983), 35; Rianto Adi, Sosiologi Hukum: 

Kajian Hukum Secara Sosiologis (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), 28. 
82

 Penelitian kualitatif biasanya diarahkan untuk melakukan penilaian secara subyektif terhadap 

sikap, opini dan perilaku. C. R. Kothari, Research Methodology: Methods and Techniques (New 

Delhi: New Age International, 2004), 5. 
83

 Sebagai konsekuensi dari penggunaan jenis penelitian kualitatif, maka kesimpulan yang 

dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan pada sasaran kajian yang lebih luas karena ia hanya 

menggambarkan mengenai apa dan bagaimana hakikat dari suatu fenomena di suatu lokus tertentu. 

Sebagai lukisan atas sebuah kenyataan dalam suatu komunitas yang mengandung keajegan dan 

perubahan,  keberadaan fenomena tersebut tentunya mengandung keunikan dalam arti memiliki 

variasi yang relatif berbeda dengan fenomena lain di sekitanya. Nur Syam, Madzhab-Madzhab 

Antropologi (Yogyakarta: LkiS, 2007), 174. 
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Selain itu, dari hasil pemahaman secara emik terhadap pandangan 

masyarakat desa Kalisat seputar justifikasi terhadap praktik berhukum yang telah 

mereka pegangi, memungkinkan bagi penulis untuk bisa melakukan kritik 

terhadap praktik hukum tersebut, di mana mereka mengasumsikan bahwa 

pengadilan bukan sebagai tempat yang tepat untuk menyelesaikan kasus 

perceraian,
84

 sehingga mereka menjadikan mediasi lokal sebagai alternatif 

penyelesaiannya karena dinilai dapat menyelesaikan kasus perceraian dalam 

nuansa kekeluargaan. Bahkan, dari pemahaman demikian dapat dirumuskan jalan 

keluar yang dapat merekayasa kepatuhan masyarakat Kalisat terhadap ketentuan 

hukum acara di Pengadilan Agama termasuk salah satunya adalah proses mediasi. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam Penelitian ini, guna menjawab persoalan yang diuraikan dalam 

rumusan masalah, maka data yang digunakan adalah data primer yang bersumber 

dari masyarakat. Data primer yang dimaksudkan berupa data emik yang penulis 

gali dari para informan di lapangan, baik terhadap para tokoh agama, pejabat di 

desa Kalisat serta pelaku perceraian. Selain data primer, penelitian ini juga 

menggunakan data-data sekunder, yakni data yang bersumber dari kajian pustaka, 
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 Apa yang dinilai sebagai kelemahan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditunjukkan 

dalam banyak kajian, di antaranya adalah kajian Achmad Ali dan Wiwie Heriyani yang menilai 

sebagai kekeliruan yang fatal manakala lahir sebuah anggapan bahwa hanya institusi peradilanlah 

yang merupakan satu-satunya jalur penyelesaian sengketa jika dikaitkan dengan berbagai 

kelemahan yang terdapat di dalamnya seperti biaya hukum yang tinggi, proses penyelesaian 

perkara yang memakan waktu yang sangat lama serta perasaan frustasi yang disebabkan oleh 

penggunakan istilah-istilah hukum yang ditunjukkan oleh para praktisi yang terlibat di dalamnya. 

Achmad Ali dan Wiwie Heriyani, Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan 

(Jakarta: Kencana, 2012), 19-21. 
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meliputi semua kajian tentang hukum dan non-hukum yang memiliki relevansi 

dengan tema disertasi yang sedang diteliti.
85

   

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sebagai jawaban atas 

permasalahan yang sedang peneliti kaji, dalam penelitian ini digunakan instrumen 

pengumpulan data berupa wawancara mendalam (in-depth interview) semi 

terstruktur.
86

 Instrumen tersebut digunakan dalam penelitian ini adalah dalam 

rangka menemukan jawaban emik dari para informan di desa Kalisat terkait latar 

belakang yang menjustifikasi praktik berhukum mereka dalam menyelesaikan 

kasus perceraian. 

Dalam prosesnya, sesuai dengan tipe interview semi terstruktur, interview 

yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan didasarkan pada panduan 

interview berupa daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur, di luar 

pertanyaan tersebut, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang 

tidak tercantum dalam panduan interview. Dengan demikian, interview 

berlangsung secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan data penelitian.
 
 

Pemilihan para informan yang menjadi subyek penelitian, dilakukan dengan 

menggunakan metode snowball sampling,
87

 yakni dimulai dengan mewawancarai 

kepala desa Kalisat, kemudian dari sinilah peneliti mendapatkan referensi nama-
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), 151; Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2012), 51. 
86

 Michael Sarter dan Julie Mason, Writing Law Dissertations (England: Pearson Education, 

2007), 167. 
87

 Sampling ini termasuk salah satu metode pengambilan sampling yang bersifat non-probability. 

Dalam prosesnya dimulai dari kelompok kecil yang diminta untuk menunjuk kawan masing-

masing. Kemudian kawan-kawan ini diminta untuk menunjukkan kawan masing-masing dan 

begitu seterusnya sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besar bagaikan bola salju yang kian 

membesar. Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), 118. 
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nama informan yang bisa peneliti jadikan sebagai subyek penelitian. Secara 

keseluruhan, beberapa informan yang peneliti wawancarai dapat dikategorikan ke 

dalam tiga kategori. Pertama, perangkat desa, termasuk dalam hal ini adalah 

kepala desa Kalisat dan Modin desa Kalisat (Samhudi dan Hasyim Asy‟ari). 

Kedua, tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator lokal di desa Kalisat 

(Abdul Hamid Adlan, Bajuri (Abd. Rosyid), Moh. Ismail, Ubaidillah Muhammad, 

Abdul Qohir, Mahfudz, Imron, dan Husein) . Ketiga, para pelaku perceraian 

(Durroh, Lidia Noura, Alfiyah, Maimunah, Munawarah, Khusnul Khotimah, 

Nurul, Kholisah). 

Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi non-

partsisipan (non-participant observer).
88

 Penggunaan instrumen ini terkait erat 

dengan pengamatan penulis terhadap pola penyelesaian kasus perceraian 

masyarakat desa Kalisat melalui mediasi lokal, begitu juga pengamatan penulis 

terhadap praktik berperkara di Pengadilan Agama
89

 utamanya dalam proses 

mediasi perceraian sebagai pembanding terhadap data emik yang dinyatakan oleh 

para informan. Sementara dipilihnya jenis observasi non-partisipan, karena 

observasi jenis ini tidak menuntut penulis terlibat dalam objek yang sedang 

diamati, mengingat proses mediasi dalam kasus perceraian merupakan kasus 

                                                           
88

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

146. 
89

 Sesuai dengan pembagian kewenangan Pengadilan Agama menjadi kewenangan absolut dan 

relatif, maka penentuan wilayah hukum desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan 

termasuk ke dalam kategori kewenangan relatif yang dalam hal ini adalah wilayah hukum 

Pengadilan Agama Bangil. Untuk melihat pengertian tentang kewenangan absolut dan relative 

dapat dibaca dalam, Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan 

Pasang Surut (Malang: UIN Press, 2008), 193-204; Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam 

Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 426; Sophar Maru Hutagalung, 

Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

38. 
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sensitif yang kurang memungkinkan bagi peneliti untuk memilih model 

participant observer. 

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dokumentasi.
90

 Dalam 

penelitian ini, teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data-data yang 

bersifat sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan kajian terhadap literatur-

literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, dalam hal ini adalah data yang 

terkait dengan perceraian dan mediasi.  

5. Teknik Analisis Data  

Adapun teknis analisis data yang digunakan mengikuti model analisis dari 

Mattew B. Miles dan A. Michael Haberman yang terdiri dari langkah 

pengumpulan data, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian 

data) dan conclusion drawing or verification (penarikan kesimpulan).
91

 Tiga 

langkah tersebut tidak saling terpisah melainkan membentuk suatu proses siklus 

yang bersifat interaktif.
92

 Mengikuti langkah ini, maka dalam proses analisis data, 

yang pertama peneliti lakukan adalah pengumpulan data baik melalui interview, 

dokumentasi maupun observasi. Terhadap data yang telah terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah melakukan proses reduksi sehingga memungkinkan bagi 

peneliti untuk memilah dan memilih data-data yang dinilai relevan dan yang tidak 

relevan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar sebagaimana diuraikan dalam bagian 

rumusan masalah. 

                                                           
90

 Soekanto, Pengantar Penelitian, 201. 
91

 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis (London: SAGE 

Publications, 1994), 10. 
92

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 134. 
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Data yang telah direduksi kemudian disajikan menjadi tiga bagian utama 

sesuai dengan jumlah rumusah masalah yang telah peneliti tetapkan. Pertama, 

penyajian data yang terkait dengan pola mediasi lokal dalam kasus perceraian 

yang terjadi di Kalisat; kedua, data yang terkait dengan alasan yang dijadikan 

sebagai justifikasi terhadap pola berhukum masyarakat desa Kalisat; ketiga, 

penyajian data yang terkait dengan implikasi mediasi lokal terhadap mediasi 

yudisial (court connected mediation). Kemudian diakhiri dengan proses penarikan 

kesimpulan atas data-data yang telah tersaji. 

6. Strategi Validitas Data 

Data-data yang telah diperoleh melalui teknik-teknik pengumpulan data 

sebagaimana telah diuraikan masih memungkinkan ditemukannya beberapa 

kelemahan, karenanya untuk memastikan validitas data serta objektifitas peneliti, 

maka penting adanya strategi validitas data yang salah satunya – sebagaimana 

dinyatakan John W. Cresswell – adalah triangulasi.
93

 Dalam penelitian ini, 

digunakan triangulasi sumber dan metode yang digunakan dengan cara melakukan 

cek silang antara sumber data dan metode yang satu dengan yang lainnya. Dalam 

hal ini, peneliti membandingkan antara data yang diperoleh melalui wawancara 

dengan data-data yang peneliti kumpulkan melalui metode dokumentasi dan 

observasi, begitu pula data primer yang penulis peroleh dari para informan dengan 

sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan dari proses kajian terhadap 

literatur-literatur yang relevan dengan tema kajian. 

 

                                                           
93

 John W. Cresswell, Research Design (California: SAGE Publications, 2014), 215; Muhammad, 

Hukum, 56. 
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I. Sistematika Pembahasan  

Secara keseluruhan, kajian dalam disertasi ini disusun ke dalam 5 (lima) 

bab. Diawali dengan bab I sebagai pendahuluan. Dalam bab I ini, diuraikan 

seputar latar belakang yang menjadi justifikasi terhadap pentingnya kajian ini di 

lakukan. Selain latar belakang kajian yang ditampilkan dalam bab ini, penulis juga 

menyertakan identifikasi terhadap masalah yang bisa saja muncul dari tema yang 

sedang penulis kaji, kemudian dari identifikasi itu dipersempit ke dalam batasan 

masalah yang selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai 

rumusan masalah yang akan dijawab melalui kajian ini. Dalam bab ini pula, 

penulis menyajikan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta kerangka teoretik 

yang penulis gunakan. Selanjutnya, untuk melihat originalitasnya, dalam bab ini 

dicantumkan beberapa kajian terdahulu. Dalam bab ini pula diuraikan seputar 

pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. 

Pada bab II dikemukakan tentang kerangka konsepsional yang menjadi 

penjelas terhadap tema dalam disertasi ini, meliputi kajian tentang Alternatif 

Dispute Resolution (ADR) dan h}akam dalam perceraian.  

Sementara pada bab III, dikhususkan pada penyajian tentang potret lokasi 

penelitian, dimulai dengan uraian tentang sejarah desa Kalisat, kepemimpinan 

hingga letak geografisnya. Selain itu, pada bab ini juga diungkap seputar relasi 

sosial keagamaan dan kegiatan keagamaan yang menjadi basis sosial dari pola 

berhukum masyarakat Kalisat. 

Kemudian dilanjutkan dengan bab IV yang memuat kajian tentang temuan 

data penelitian dan analisisnya yang terkait dengan pola berhukum masyarakat 
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Kalisat, meliputi pola mediasi lokal yang digunakan dalam menyelesaikan kasus 

perceraian, faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlakukan mediasi lokal serta 

implikasi dijadikannya mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus 

perceraian terhadap mediasi yudisial. 

Bab selanjutnya adalah bab V sebagai penutup yang memuat kesimpulan 

dari keseluruhan kajian dalam disertasi ini, serta implikasi teoretisnya dari temuan 

yang penulis uraikan dalam kajian-kajian sebelumnya. Dalam bab ini pula, penulis 

cantumkan keterbatasan studi yang menjadi fokus kajiannya. Hal ini penting 

dicantumkan karena memang kajian tentang mediasi lokal ini dapat dikaji dari 

berbagai sisi, termasuk melalui ragam perspektif. Poin akhir yang juga diuraikan 

dalam bab V ini adalah rekomendasi sebagai tindak lanjut terhadap temuan dalam 

disertasi ini.  
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BAB II 

ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION  (ADR) DAN H }AKAM  

DALAM PERCERAIAN 

 

A. Latar Belakang dan Argumen Yuridis Pemberdayaan ADR 

Dalam sejarahnya, ADR yang dicetuskan di Amerika sekitar tahun 1980an
94

 

yang kemudian menyebar ke berbagai negara dalam bentuk – antara lain, arbitrase 

dan mediasi – dilatarbelakangi oleh kebutuhan dunia bisnis terhadap penyelesaian 

sengketa yang bersifat sederhana, cepat dengan biaya ringan. Sementara 

penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dinilai berbelit-belit dengan biaya 

mahal dan waktu yang relatif lama.
95

 Oleh karenanya, penggunaan sistem 

peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan mengalami banyak 

hambatan yang disebabkan oleh ketatnya prosedur yang bersifat formalistis, 

birokratis dan metodologis sehingga keadilan yang diperoleh oleh masyarakat 

tidak lain hanyalah keadilan birokratis.
96

 

Dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang cukup rumit tentu saja 

berdampak terhadap besarnya cost yang harus dikeluarkan, di samping akan 

menguras potensi dan sumber daya perusahaan yang pada gilirannya akan 

melahirkan hubungan yang tidak harmonis dengan sesama kolega bisnis.
97
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 Roger E. Hartley, Alternative Dispute Resolution in Civil Justice System (New York: LFB 

Scholarly Publishing, 2002), 20. 
95

 Nurnaningsih Amriani, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), 13-14. 
96

 Nevey Varida Ariani, “Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution”, dalam, Jurnal 

Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, 278. 
97

 Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam 

Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)”, dalam, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1 

Januari 2013, 126. 
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Sementara dalam dunia bisnis, sengketa sedapat mungkin harus dihindari dalam 

rangka untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik, walau tidak dapat dipungkiri 

timbulnya sengketa yang dilatarbelakangi oleh banyak hal seperti terjadinya 

wanprestasi dari salah satu pihak.
98

 

Tegasnya, kecenderungan pelaku bisnis untuk mengutamakan proses ADR 

dalam sengketa yang terjadi di antara mereka setidaknya dilatarbelakangi oleh, 

pertama, penyelesaian sengketa di pengadilan sifatnya terbuka, sementara 

pebisnis lebih menyukai penyelesaian yang bersifat tertutup tanpa harus diketahui 

oleh publik; kedua, mereka cenderung menilai bahwa seorang hakim tidak dijamin 

selalu ahli dalam menangani sengketa yang timbul; ketiga, penyelesaian sengketa 

di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar sedangkan 

penyelesaian melalui ADR diarahkan untuk mencapai titik temu.
99

 

Dari uraian di atas, nampak bahwa pengembangan ADR sebagai alternatif 

dalam menyelesaikan sengketa diarahkan sebagai kritik terhadap lembaga 

peradilan. Setidaknya terdapat beberapa hal yang dinilai sebagai titik lemah dari 

proses persidangan di pengadilan. Dari sisi waktu, proses persidangan 

membutuhkan waktu yang relatif lama serta menimbulkan kerumitan tersendiri 

untuk mencapai putusan yang bersifat final and binding karena adanya hak bagi 

para pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding, kasasi bahkan 

peninjauan kembali. Selain itu, proses persidangan memaksa para pihak untuk 

saling menyerang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan biaya yang 

harus dikeluarkan dalam rangka memperoleh putusan dari hasil persidangan 

                                                           
98

 Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2000), 113. 
99

 Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan (Jakarta: Chandra Pratama, 2001), 30. 
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mengingat semakin lama penyelesaian suatu perkara maka akan semakin besar 

biaya yang harus dikeluarkan.
100

 

Kelemahan lain dari proses persidangan yang menjadi latar belakang 

pengembangan pola penyelesaian sengketa alternatif adalah rigidnya prosedur 

yang harus ditempuh yang kadangkala menghilangkan keleluasaan para pihak 

untuk mencari berbagai inovasi alternatif penyelesaian sengketa, sementara 

persoalan yang mereka sengketakan seringkali tidak tercermin dalam tuntutan 

yang diajukan. Dalam kondisi demikian, hanya para pihak yang memiliki keahlian 

yang dapat beracara di pengadilan sehingga tidak jarang ditemukan sekian banyak 

sengketa yang diserahkan kepada para pengacara (lawyer oriented) yang tentu 

saja tidak dapat mewakili secara penuh kehendak yang dimaksudkan oleh pihak-

pihak yang sedang bersengketa.
101

 Dengan kata lain, sebagaimana ungkap 

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, banyak orang yang cepat-cepat mengajukan 

gugatannya ke pengadilan namun dengan cepat pula menemukan banyak 

ketidakefisienan selama berada di pengadilan, termasuk biaya yang hukum yang 

tinggi, proses hukum yang lama hingga perasaan frustasi yang berkaitan dengan 

sistem di mana praktisi yang terlibat di pengadilan berbicara dengan istilah-istilah 

hukum yang tentu saja tidak mudah untuk dimengerti oleh kalangan awam.
102

 

Dalam rangka untuk menutupi kelemahan-kelemahan di atas, serta untuk 

mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, ADR yang bersifat 

                                                           
100

 Amriani, Mediasi, 14-15. 
101

 Ibid. 
102

 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan 

(Jakarta: Kencana, 2012), 21. 
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informal prosedure
103

 perlu dihadirkan sebagaimana pernah diramalkan oleh Prof. 

Frank Sander dari Harvard University dalam pidatonya untuk memperingati 

Roscou Pound. Dalam pidatonya itu, Frank menyatakan bahwa untuk merespon 

kecenderungan makin meningkatnya perkara di pengadilan, maka nantinya hanya 

akan ada dua solusi, yaitu, mencegah terjadinya sengketa atau mengeksplor 

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahkan Frank juga 

menyatakan, pada tahun 2000an akan tampil lembaga selain lembaga pengadilan 

yaitu Dispute Resolution Center.
104

 

Dalam konteks Indonesia, ADR dengan berbagai peristilahannya,
105

 

merupakan istilah yang relatif baru, namun pada prakteknya telah lama dilakukan 

oleh masyarakat. Hal ini tidak lain karena adanya keserasian antara penyelesaian 

sengketa model ADR yang pada intinya menekankan pada upaya musyawarah 

mufakat, kekeluargaan dan perdamaian, di mana nilai-nilai tersebut memiliki 

keserasian dengan sistem sosial budaya tradisional yang berdasarkan pada asas 

                                                           
103

 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 248. 
104

 Amriani, Mediasi, 14. 
105

 Seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dan Mekanisme Penyelesaian 

Sengketa Secara Kooperatif, bahkan tidak jarang disebut dengan Pengelolaan Konflik Secara 

Kooperatif (Cooperation Conflict Management). Istilah lain yang tidak jarang dilekatkan pada 

pola penyelesain sengketa melalui jalur non litigasi adalah Cooperatif Dispute Resolution (CDR) 

atau yang lebih populer dengan sebutan Penyelesaian Sengketa secara Kooperatif (PSK), Bantuan 

Penyelesaian Sengketa, Tambahan Penyelesaian Sengketa, atau Penyelesaian Sengketa Tepatguna. 

Baik ADR maupun CDR, keduanya sama-sama merupakan mekanisme penyelesaian sengketa 

alternatif. Walau demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang tidak signifikan, misalnya, 

dalam ADR yang ditekankan adalah pilihan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, sementara 

CDR lebih menekankan pada adanya unsur kooperatif dari mereka yang bersengketa untuk 

menyelesaikan masalah mereka. Kemudian dari sisi kelahirannya, ADR dicetuskan di Amerika 

Serikat sementara CDR di Canada. Lihat, Achmad Romsan, Alternative Dispute Resolution: 

Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Malang: Setara Press, 2016), 2; Rachmadi 

Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 

8. 
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musyawarah mufakat,
106

 sehingga keadilan yang hendak ditegakkan adalah 

keadilan yang bersifat komunal, yakni keadilan yang tidak menyebabkan adanya 

para pihak yang merasa dirugikan atas sebuah putusan yang telah dijatuhkan.
107

 

Setidaknya terdapat tiga prinsip yang berkembang dalam kehidupan 

masyarakat yang sekaligus menjadi modal penerimaannya terhadap ADR, seperti 

kerukunan, hormat dan toleransi. Dengan prinsip kerukunan, maka keselarasan 

sosial dalam arti semua pihak bisa hidup secara damai akan terwujud. Sementara 

berdasarkan prinsip hormat yang merupakan pengekangan secara halus terhadap 

kepribadian sendiri demi hormat kepada individu yang lain maka akan terbentuk 

sikap memposisikan diri pada posisi sosial yang tepat, kemudian prinsip toleransi 

akan mengantarkan seorang individu dalam kehidupannya pada sikap yang 

fleksibel.
108

 Prinsip-prinsip ini telah membentuk ikatan kekeluargaan di antara 

anggota masyarakat.
109

 

Kenyataan di atas dapat dirunut pada Pancasila sebagai dasar filosofis 

kehidupan bermasyarakat, begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang 

sebenarnya telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui 

musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan,
110

 dan pada kenyataannya bangsa 

Indonesia sudah sejak lama menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara 

tradisional yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa. Bahkan 
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 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 311. 
107

 Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa 

Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan (Bandung: Alumni, 2013), 63. 
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 Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, Kuasa Wanita Jawa (Yogyakarta: LKiS, 2004), 
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 Ibid., 75. 
110

 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), 8. 
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sejarah juga mencatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda juga diadakan 

institusi lain di luar pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan perkara 

dagang yakni perwasitan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 615 sampai 

dengan pasal 651 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) Staatsblad 

1847 Nomor 52 dan pasal 377 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) 

Staatsblad 1941 Nomor 44/pasal 705 Rechtsreglement Buitingewesten (RBg) 

Staatsblad 1927 Nomor 227.
111

 

Pola berhukum yang menempatkan tetua adat sebagai hakim perdamaian 

desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara masyarakat tetap 

dipertahankan eksistensinya oleh pemerintah kolonial Belanda, bahkan posisi 

mereka dipertegas dengan diaturnya peradilan desa di dalam pasal 3a R. O 

(Rechterlijke Organisatie) yang diundangkan dengan Staatblaad 1935 No. 102. 

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan beberapa hal. Pertama, perkara yang 

pemeriksaannya wewenang hakim dari masyarakat hukum adat tetap diserahkan 

pemeriksaannya kepada mereka; kedua, penyerahan perkara kepada tetua adat 

tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan 

perkaranya kepada hakim; ketiga, hakim yang dimaksudkan haruslah mengadili 

perkara sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
112

 

Dengan adanya ketentuan di atas, maka kedudukan para tetua adat yang 

meliputi tokoh masyarakat dan tokoh agama semakin kuat yang dalam hal ini 

berfungsi sebagai pendamai dan penengah agar tercapai persetujuan secara 

                                                           
111

 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3-4. 
112

 I Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), 37. 
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musyawarah mufakat
113

 yang dalam pelaksanaanya harus didahului oleh langkah-

langkah yang meliputi,
114

 pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta 

bantuan kepada mediator; kedua, mediator yang dipilih didasarkan pada 

kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa; ketiga, mediator 

adat menggunakan bahasa agama dan adat yang mudah dimengerti oleh pihak 

yang bersengketa; keempat, mediator adat dapat mengadakan pertemuan secara 

terpisah; kelima, mediator adat menguatkan penawaran alternatif penyelesaian 

dari pihak yang bersengketa; keenam, jika kesepakatan sudah tercapai, maka 

tokoh adat dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari kesepakatan 

yang dicapai. 

Pada tahun 1945, tata cara penyelesaian sengketa di atas secara resmi 

menjadi falsafah bangsa Indonesia yang tercermin dari asas musyawarah untuk 

mufakat.
115

 Melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, maka masyarakat Indonesia sebagai warga 

negara dan masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama namun harus 

selalu menyadari perlunya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan 

negara dan masyarakat; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; 

mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama; musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat 

kekeluargaan; dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah; musyawarah dilakukan dengan akal 

                                                           
113

 Astarini, Mediasi, 65. 
114

 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional (Jakarta: 

Kencana, 2011), 276 dst. 
115

 Astarini, Mediasi, 65. 
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sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; serta keputusan yang diambil 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang maha esa, 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan 

keadilan.
116

 

Mempertegas asas penyelesaian sengketa sebagaimana termuat dalam sila di 

atas, dalam konteks peradilan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman tepatnya dalam penjelasan terhadap pasal 

3 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perkara 

di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap 

diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan 

eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari 

pengadilan. 

Masih dalam Undang-Undang yang sama, pasal 14 ayat (2) menegaskan 

bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi proses penyelesaian sengketa melalui 

perdamaian, sebagaimana ditegaskan pula dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970.
117

 Sebelumnya telah disahkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
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 Usman, Mediasi, 2. 
117

 Salah satu alasan perubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah disebabkan karena Undang-undang tersebut 

disinyalir dalam perumusannya terlalu berpihak kepada pemerintah sehingga tidak layak disebut 

sebagai undang-undang yang bersifat populis melainkan elitis. Dalam rangka mewujudkan kondisi 

kekuasaan kehakiman yang independen, maka lahirlah Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 

sebagai perubahan UU No. 14 Tahun 1970. Poin penting yang dikandung dalam undang-undang 

tersebut adalah kebijakan penyatuatapan lembaga peradilan yang populer dengan sebutan one roof 

system, di mana segala urusan peradilan baik yang menyangkut teknik yustisial maupun non-

yustisial (organisasi, administrasi dan finansial) berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. 

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi, Undang-Undang tersebut kemudian dirubah 

dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan perubahan terakhir adalah Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat dalam, Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan 
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tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dengan berlakunya 

Undang-Undang ini maka ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam 

pasal 615 Rv dan pasal 377 HIR serta pasal 705 RBg dinyatakan tidak berlaku.
118

 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pemahaman baru terkait dengan 

pola penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh di luar pengadilan dengan 

prinsip sama-sama menguntungkan (win-win solution). Dalam undang-undang ini 

juga mulai diatur secara tegas mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan 

melalui ADR sebagaimana ditemukan dalam pasal 1 dan 2 yang secara tegas 

menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata dan bukan sengketa yang 

termasuk dalam kategori hukum publik.
119

 

Undang-undang tentang alternatif penyelesaian sengketa, di samping 

memiliki keunggulan dalam memperkenalkan perspektif baru tentang 

penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, masih mengandung 

kelemahan berupa ketidakjelasan regulasi tentang ADR secara umum. Sekalipun 

jika dilihat dari judulnya terlihat dengan jelas penyebutan alternatif penyelesaian 

sengketa, namun pada kenyataannya, undang-undang tersebut lebih banyak 

mengatur tentang arbitrase, sementara aturan yang terkait dengan ADR hanya 

dikemukakan dalam pasal 6 dan pasal 9.
120

 Terlepas dari itu semua, Undang-

                                                                                                                                                               
Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman 

dalam Perspektif Konstitusi (Malang: Setara Press, 2016), 108-9. 
118

 Usman, Mediasi, 6. 
119

 Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 
120

 Astarini, Mediasi, 85. 
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Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah 

memperkenalkan dan bahkan mengakui legalitas penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan baik melalui arbitrase maupun cara-cara non-litigasi selain arbitrase. 

B. Bentuk-Bentuk ADR 

Sebelum menguraikan bentuk-bentuk ADR yang dikenal dalam dunia 

hukum dewasa ini, perlu kiranya terlebih dahulu ditegaskan bahwa tidak ada 

kesepakatan di kalangan para pakar terkait dengan bentuk-bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang 

dalam memaknai istilah ADR itu sendiri. Dalam praktiknya, ADR terkadang 

diartikan dengan alternative to litigation dan terkadang pula diartikan dengan 

alternative to adjudication. Menurut pengertian pertama, ADR adalah semua 

mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sehingga dalam hal ini 

arbitrase termasuk bagian dari ADR.
121

 

Sementara menurut pengertian yang kedua, ADR berarti mekanisme 

penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif dan tidak melalui 

prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil 

keputusan. Dengan pengertian ini, maka yang tergolong sebagai bentuk ADR 

adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli sementara 

arbitrase tidak termasuk sebagai ADR.
122

 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa 

alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 
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 Hutagalung, Praktik, 315. 
122

  Ibid. 
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pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak  yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian 

ahli,
123

 maka tampaknya undang-undang tersebut mengikuti pemaknaan ADR 

sebagai alternative to adjudication, sehingga arbitrase tidak tergolong sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa. 

Pengecualian arbitrase dari pola penyelesaian sengketa yang bersifat 

alternatif juga dipahami melalui penafsiran sistematis
124

 terhadap pasal 1 angka 10 

sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan pasal 1 angka 1 dalam Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Dengan metode penafsiran sistematis terhadap dua pasal tersebut, nyatalah bahwa 

arbitrase merupakan suatu proses tersendiri yang secara tegas dibedakan dari 

alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 

10 dalam undang-undang tersebut.
125

   

Arbitrase tidak tergolong sebagai ADR dalam pemaknaannya sebagai 

alternative to adjudication karena memang proses penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase lebih dekat pada proses penyelesaian sengketa secara litigatif yang 

menempatkan para pihak pada posisi kalah dan menang serta bersifat 

                                                           
123

 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 
124

 Penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan satu 

undang-undang dengan undang-undang yang lain sebagai satu kesatuan. Asumsi yang dibangun 

dalam penafsiran sistematis –atau kadangkala diistilahkan sebagai interpretasi logis –adalah setiap 

undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Lihat, Sudikno 

Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), 157. 
125

 Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya (Jakarta: 

Kencana, 2015), 73. 
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formalistik.
126

 Selain alasan “kedekatan” antara arbitrase dengan proses litigasi, 

adanya perjanjian tertulis atas kasus yang mungkin timbul di kemudian hari untuk 

diselesaikan melalui jalur arbitrase – sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 

Undang-Undang tentang Arbitrase
127

 – menjadi dalil lain yang menunjukkan 

bahwa proses arbitrase bukan pola penyelesaian yang menempatkan pihak ketiga 

sebagai pihak yang netral sebagaimana dikehendaki dalam ADR melainkan 

sebagai pemutus terhadap pihak yang kalah dan menang.
128

 

Uraian tentang bentuk-bentuk ADR sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 

angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa adalah sebagaimana uraian berikut ini: 

1. Konsultasi 

Secara sederhana, konsultasi berarti perundingan seperti halnya seorang 

klien dengan penasehat hukumnya. Sementara dalam kajian tentang alternatif 

penyelesaian sengketa, konsultasi dimaksudkan sebagai pertimbangan dari para 

pihak terhadap suatu masalah yang sedang terjadi.
129

 Dalam praktiknya, konsultasi 

dapat dilakukan dengan menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam 

upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan 
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 Amriani, Mediasi, 14. 
127

 Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan 

perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang 

timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara 

arbitrase.”. lihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
128

 Astarini, Mediasi, 71. 
129

 Nevi Hasnita, “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Sistem 

Hukum Indonesia”, dalam, Jurnal Dusturiah, Vol. 1 No.1 Tahun 2017, 16. 
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melainkan hanya memberikan pendapat umum yang nantinya dapat dijadikan 

rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.
130

 

2. Negosiasi 

Negosiasi merupakan proses tawar menawar atau pembicaraan untuk 

mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para 

pihak
131

 dengan berdasarkan pada kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.
132

 

Tegasnya, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk 

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai 

kepentingan yang sama maupun kepentingan yang berbeda.
133

 

3. Mediasi 

Mediasi merupakan proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa melalui 

pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam hal ini, seorang mediator hanya bertugas 

untuk menyelesaiakan persoalan yang dikuasakan kepadanya dan bukan dalam 

rangka untuk memutuskan sengketa.
134

 

Dari definisi di atas, maka terdapat empat karakteristik yang melekat dalam 

proses mediasi. Pertama, terdapat pihak ketiga yang bersifat netral dalam arti 

tidak terkait dengan masalah yang sedang terjadi serta tidak melakukan 

pemihakan terhadap salah satu pihak; kedua, pihak ketiga yang dimaksudkan 

haruslah dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa; ketiga, 
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 Darwinsyah Minin, “Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar 

Pengadilan”, dalam, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII (April, 2011), 10. 
131

 Munir Fuady, Arbitarase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2003), 42. 
132

 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan 

Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8. 
133

 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2016), 14. 
134

 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Yogyakarta: Penerbit Pustaka 

Yustisia, 2010), 10. 
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penyelesaian yang dicapai melalui proses mediasi dibuat oleh para pihak yang 

bersengketa dan diterima dengan tanpa adanya paksaan; keempat, mediator 

berperan sebagai pengontrol terhadap proses negosiasi sehingga dapat berjalan 

dengan baik.
135

 

4. Konsiliasi 

Istilah konsiliasi, seringkali dipakai secara bergantian dengan istilah mediasi 

karena memang sama-sama memiliki pengertian sebagai proses penyelesaian 

sengketa berupa negosiasi oleh pihak yang netral dan tidak memihak dalam 

rangka menemukan solusi atas sengketa yang tengah dihadapi.
136

 Sekalipun 

begitu, di antara dua istilah tersebut dalam tataran aplikatifnya masih dapat 

dibedakan. Dalam proses mediasi, fasilitator yang terlibat benar-benar bersifat 

netral tanpa menawarkan pandangan ataupun evaluasi apapun, sementara dalam 

proses konsiliasi, fasilitator yang terlibat lebih bersifat aktif yang diharapkan 

dapat menjelaskan dan memberikan nasihat kepada para pihak yang 

bersengketa.
137

 

Konsiliasi merupakan langkah awal perdamaian sebelum dilaksanakannya 

proses litigasi berupa persidangan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsiliasi digunakan tidak saja dalam rangka mencegah dilaksanakannya proses 

litigasi melainkan dapat dilakukan oleh para pihak yang sedang bersengketa baik 
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 Musahadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia (Semarang: Walisongo Mediation Center, 

2007), 84. 
136

 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 315. 
137

 Irvine S. Gersch dan Adam Gersch, Resolving Disagreement in Special Educational Need 

(London: Routledge, 2003), 5. 
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di dalam maupun di luar pengadilan kecuali terhadap sengketa yang telah diputus 

oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
138

 

5. Penilaian Ahli 

Penilaian ahli merupakan pendapat dari seorang ahli yang dapat dipahami 

dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penilaian ahli kemudian 

dibedakan dengan keterangan ahli yang dikenal dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam KUHAP, keterangan ahli didefinisikan 

sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus 

tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 

kepentingan pemeriksaan.
139

 Keterangan ahli sebagaimana dalam definisi tersebut 

terjadi pada saat proses persidangan, sementara penilaian ahli yang dimaksudkan 

sebagai salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa terjadi di luar 

proses peradilan.
140

 

Untuk melihat perbedaan antara mediasi dengan beberapa bentuk 

penyelesaian sengketa yang dikenal dalam kajian tentang ADR, dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:
141
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Societatis, Vol. I No.1 Tahun 2013, 23. 
141

 Usman, Mediasi, 12; Rahmadi, Mediasi, 26; Astarini, Mediasi Pengadilan, 61. 
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Dari tabel di atas, sekalipun hasil akhir dari mediasi adalah berupa 

kesepakatan, namun dari sisi tujuannya, mediasi terbagi menjadi 4 model,
142

 

yakni, Settlement Mediation yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong 

terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. 

Berikutnya adalah Facilitative Mediation yang dikenal dengan istilah mediasi 

berbasis kepentingan (based interest) yakni model mediasi yang bertujuan untuk 

menegosiasikan kepentingan para pihak yang bersengketa dari hak-hak legal 

mereka secara kaku. Model selanjutnya adalah Transformatif Mediation yang 

bertujuan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya sengketa sebagai 

dasar dari jalan keluar yang hendak ditawarkan, dan terakhir adalah model 

Evaluative Mediation yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan 

hak hukum para pihak. 

C. Mediasi sebagai Alternatif  Penyelesaian Kasus Hukum Keluarga 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mediasi merupakan salah satu 

model ADR yang seringkali dinyatakan sebagai pola penyelesaian sengketa yang 

tidak terikat oleh prosedur-prosedur formal, karena dalam hal ini, pada hakikatnya 

kesepakatan dibuat oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga 

yang bersifat netral.
143

 

Dalam fikih
144

 Islam, mediasi diistilahkan dengan al-is}la>h} (s }ulh }) yang 

diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat 

                                                           
142

 Astarini, Mediasi Pengadilan, 96. 
143

 Jane E. Anderson, Alternative Dispute Resolution For Disputes Related to Intellectual Property 

and Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Genetic Resources (Geneva: 

WIPO, 2016), 8. 
144

 Fikih lazimnya diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum shara‟ yang bersifat 

„amaliyyah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Adapun bidang kajiannya meliputi, pertama, 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 
 

untuk mengakhiri perkaranya secara damai,
145

 dengan motivasi bahwa Allah 

mencintai perdamaian.
146

 Karenanya al-s }ulh } menjadi asas yang harus ditegakkan 

oleh para hakim, seperti pernah ditegaskan oleh Sayyidina „Umar kepada para 

hakim di masanya untuk mengajak para pihak yang bersengketa melakukan 

perdamaian (is }la >h}) baik pada awal proses perkara diajukan maupun pada masa 

proses persidangan sedang berlangsung.
147

 

Dalam ajaran Islam, al-is }la>h} ditempatkan sebagai alternatif utama 

penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia, baik menyangkut 

perselisihan antara muslim dan kafir, kelompok pembangkang dan golongan 

orang-orang yang adil maupun perselisihan yang terjadi dalam konteks hubungan 

                                                                                                                                                               
fikih ibadah yang mencakup kajian tentang t}aha >rah baik t}aha>rah dari najis maupun t}aha >rah dari 

h }adath, zakat, puasa baik wajib maupun sunnah, i„tika >f dan segala persoalannya yang meliputi 

adab dan caranya, ibadah haji, jihad, sumpah dan macam-macamnya, nadhar, qurba>n, sembelihan, 

berburu, „aqi>qah, serta pembahasan tentang makanan dan minuman yang halal dan yang 

diharamkan. Kedua,  bidang mu„a>malah yang terdiri dari kajian tentang al-Ah }wa >l al-Shakhsiyyah, 

al-Ah}ka >m al-Madaniyyah yang merupakan bidang kajian fikih mu„a >malah dalam arti sempit 

dengan pembahasan, antara lain jual beli, barang temuan, sewa menyewa dan lain-lain, al-Ah }ka>m 

al-Jina>yah yang membahas tentang cara menjaga hak-hak Allah, hak masyarakat dan individu dari 

tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum, al-Ah }ka>m al-Mura >fa„ah yang mengkaji 

proses penyelesaian perkara di pengadilan, fikih siya >sah dengan pembahasan seperti hak dan 

kewajiban imam, bay„ah, hak dan kewajiban rakyat, peradilan dan lain sebagainya. Lihat, „Ali > 
Jumu„ah, Ta >ri>kh Us }u >l al-Fiqh (Kairo: Da >r al-Muqat }t}am, 2014), 37; Muh }ammad Must }afa > al-

Zuh}ayli>, al-Waji>z fi > Us}u >l al-Fiqh al-Isla>mi>: al-Madkhal, al-Mas}a >dir, al-H }ukm al-Shar„i >, Vol. 1 

(Damaskus: Da >r al-Khair, 2006), 18; A. Djazuli, Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan dan 

Penerapan Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2005), 46-7. Dari bidang kajian tersebut, menurut 

penelitian „Abd al-Wahhab Khalla >f, bidang al-Ah }wa >l al-Shakhsiyyah dan bidang hukum perdata 

merupakan dua bidang kajian yang mendapatkan pengaturan lebih banyak dalam al-Qur‟a >n yakni 

kurang lebih 70 ayat, kemudian disusul dengan bidang pidana sebanyak 30 ayat, peradilan 13 ayat, 

perundang-undangan 10 ayat, ketatanegaraan 10 ayat, ekonomi dan kekayaan sebanyak 10 ayat. 

Lihat, „Abd al-Wahha >b Khalla >f, „Ilm Us}u >l al-Fiqh (T.tp.: Maktabah al-Dakwah al-Isla >miyyah, 

t.th.), 32-3. 
145

 Ashri Nur Rhamdaniah, dkk., “Mediasi Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan 

Agama Bandung: Studi Kasus Perceraian Tahun 2013-2014”, dalam, Proceeding Peradilan 

Agama, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, 40; Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi dalam Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama”, dalam, Ahkam, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, 81; Isma >„i>l 

Shanadi >, “Ah}ka >m al-S}ulh} fi > al-Dima >‟ fi > al-Fiqh al-Isla >mi>”, dalam, Majallah al-Ja >mi„ah al-

Isla >miyyah, Vol. 15, Nomor 02, Juni 2007, 328; Ah }mad Ibn Muh }ammad Ibn Quda >mah al-Maqdi >si>, 

al-Mughni>, Vol. 17 (Riyad }: Da >r „Alam al-Kutub, 1997), 5. 
146

 „Alā‟ al-Dīn al-Ṭarablīsī, Mu„īn al-Ḥukkām fī mā Yataraddad bayn al-Khas}amayn min al-

Aḥkām (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), 123. 
147

 Abbas, Mediasi, 162. 
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suami-istri.
148

 Pesan ini dapat dicermati dalam Qur‟a>n surat al-H{ujura>t ayat 9 yang 

menjelaskan bahwa jika ada dua golongan orang beriman yang berselisih maka 

damaikanlah mereka dengan perdamaian yang adil dan benar. Sebab menurut ayat 

tersebut, Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.
149

 

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, ayat dalam surat al-H{ujura>t di atas 

menjadi dasar pentingnya dilakukan Is }la>h} – yakni upaya menghentikan kerusakan 

atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga lebih bermanfaat – dalam konteks 

hubungan antar manusia, karena menurut Shihab, jika hubungan antara dua pihak 

terganggu maka ini berarti telah terjadi kerusakan atau paling tidak mengurangi 

manfaat dan kebaikan yang akan diperoleh oleh keduanya. Sehingga is }la>h} berarti 

memulihkan hubungan yang renggang agar yang bersangkutan dapat memperoleh 

aneka manfaat dan kemaslahatan.
150

 

Bahkan dalam peperangan pun, perdamaian masih menjadi nilai yang harus 

diindahkan, seperti yang dijelaskan dalam Qur‟a >n terkait dengan perlakuan kaum 

mukminin terhadap orang-orang Yahudi di tengah peperangan yang sedang 

terjadi. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan ditempuh jalan damai, sehingga 

dalam al-Qur‟a>n surah al-Anfa>l ayat 61 Allah berfirman: 

 

 

                                                           
148

 Ah}mad Ibn „Ali> Ibn H }ajar al-„Asqala >ni>, Fath } al-Ba >ri> bi Sharh } S{ah}i>h } al-Ima>m Abi > „Abd Alla >h 

Muh }ammad Ibn Isma >„i>l al-Bukha>ri>, Vol. 5 (Riyad }: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th), 298. 
149

 Dalam ayat tersebut berfirman: 

ؤمِنيَن اقتَتَلوا فأََصلِحوا بيَنَ هُما  فإَِن بَ غَت إِحداهُُا عَلَى الُأخرىٰ فَقاتلُِوا الَّتي تبَغ
ُ
حَتّّٰ تَفيءَ إِلٰى أمَرِ الِله  فإَِن ي وَإِن طائفَِتانِ مِنَ الم

 المقسطين فاءَت فأََصلِحوا بيَنَ هُما باِلعَدلِ وَأقَسِطوا  إِنَّ الَله يُُِب  
150

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟a >n, Vol. 13 

(Jakarta: Lentera Hati, 2003), 244-5. 
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 الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  ىُوَ  إنَِّوُ  اللَّوِ  عَلَى وَتَ وكََّلْ  لََاَ فاَجْنَحْ  للِسَّلْمِ  جَنَحُوا وَإِنْ 

Artinya: dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah 

kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha 

mendengar lagi maha mengetahui.”
151

  
Berdasarkan pada ketentuan dalam ayat di atas, nyatalah bahwa perang 

bukanlah tujuan, sehingga jika memang musuh yang sedang dihadapi 

menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada perdamaian, maka sesuai dengan 

ketentuan yang dimaksudkan di atas, perdamaian haruslah dilakukan.
152

 Dengan 

demikian, cukup beralasan jika „Abd al-Ba>si >t } Muh }ammad Khalaf, menyatakan 

bahwa upaya mendamaikan para pihak yang sedang berselisih dinilai sebagai 

amal yang paling utama.
153 

Alasan yang diajukan oleh Khalaf adalah 

digandengkannya kalimat is }la>h} bayn al-na >s dengan kategori amalan kebaikan 

yang berupa perintah kepada orang lain untuk bersedekah, atau berbuat kebajikan 

(amara bi s }adaqah aw ma‟ru >f) sebagaimana ditemukan dalam surat al-Nisa>‟ ayat 

114.
154

 

Titik tekan perdamaian yang dikehendaki dalam Islam tidak hanya berhenti 

pada level perdamaian antara sesama manusia secara umum, namun lebih dari itu, 

is }la>h} sebagai jalan mengakhiri perselisihan yang terjadi juga dituntut 

                                                           
151

 Kementerian Agama RI. Al-Qur‟a >n dan Tafsirnya, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 310. 
152

 Mamik Syafa„ah, Tafsir Tematik tentang Negara dan Masyarakat (Surabaya: Alpha, 2011), 

179. 
153

 „Abd al-Basi>t} Muh}ammad Khalaf, Wasa >‟il Inha>‟ al-Muna>za„a>t Bayn al-Afra>d fi al-Shari>„ah al-

Isla >miyyah: Dira >sah Fiqhiyyah Muqa>ranah (Kairo: Da >r al-Muhaddithi >n, 2008), 213. 
154

 Secara lengkap ayat tersebut berbunyi: 

لْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّوِ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِوِ أَجْراً لا خَي ْرَ فِ كَثِيٍر مِنْ نََْوَاىُمْ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاحٍ بَ يْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَ فْعَ 
 عَظِيمًا

        Artinya: tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan 

rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau 

mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari 

keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar. Kementerian, al-

Qur‟a >n, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 55. 
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penerapannya dalam hukum keluarga (al-Ah}wa>l al-Shakhsiyyah).
155

 Sebab, 

menciptakan perdamaian pada level keluarga sama pentingnya dengan 

menciptakan perdamaian di antara sesama kaum muslim. Demikian juga 

sebaliknya, menciptakan perdamaian di antara sesama kaum muslim tidak kalah 

pentingnya dengan menciptakan perdamaian dalam kehidupan keluarga.
156

 

Dalam kehidupan keluarga, is }la>h} sebagai jalan keluar yang ditekankan oleh 

al-Qur‟a>n terlihat dalam persoalan tentang pelaksanaan wasiat dan hukum 

kewarisan serta dalam persoalan nushu >z. Pada persoalan pertama, is }la>h} yang 

dimaksudkan dapat dikategorikan sebagai perdamaian yang melibatkan keluarga 

besar dan kaum kerabat. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur‟a>n surah al-Baqarah ayat 

                                                           
155

 Al-ah }wa >l al-Shakhs}iyyah
 
secara etimologi terangkai dari dua kata yaitu al-Ah }wa >l dan al-

Shakhs}iyyah. Al-Ah}wa >l merupakan bentuk plural dari kata al-h}a >l yang artinya hal atau keadaan. 

Sedangkan kata al- Shakhs }iyyah memiliki arti kepribadian atau identitas diri; mengenai 

perseorangan atau diri sendiri. Dari rangkaian kata tersebut, secara terminologis, Wahbah al-

Zuh}ayli> mengartikannya sebagai hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan 

keluarganya yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena 

ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Definisi senada dikemukakan oleh Must }afa > Ah}mad 

Zarqa >‟. Bagi Zarqa >‟,  al-Ah }wa >l Shakhs }iyyah adalah istilah perundang-undangan yang digunakan 

untuk menunjuk pada hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang terdiri dari 

pernikahan, perceraian, ketentuan nasab, nafkah, wasiat dan pembagian harta warisan. Penting 

ditegaskan bahwa istilah ahwal syakhsiyah secara penamaan tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih 

klasik, sekalipun dalam kitab-kitab tersebut sebenarnya telah dibahas persoalan tentang 

perkawinan. Istilah ahwal syakhsiyah pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara Mesir 

yang bernama Muh}ammad Qadri > Ba>sha > sekitar akhir abad IX melalui karya tulisnya yang berjudul 

“al-Ah}ka >m al-Shar„iyyah fi al-Ah}wa >l al- Shakhs}iyyah”. Lihat, Usa >mah „Umar Sulayma >n al-

Ashqa >r, Mustajidda >t Fiqhiyyah fi Qad }a >ya> al-Zawa >j wa al-T}ala >q (Yordania: Dar al-Nafa >is, 2000), 

34; Adib Bisri dan Munawwir A. Fattah, Kamus al-Bisri (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 142 

dan 365; Wahbah al-Zuh}ayli >, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh >, Vol. VI (Beiru>t: Da >r al-Fikr,1989), 

6; Must }afa > Ah }mad Zarqa >‟, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Mada >risuh (Damaskus: Da >r al-Qalam, 1995), 11; 

Must}afa > Ah}mad Zarqa >‟, al-Madkhal al-Fiqhi> al-„A<m, Vol. I (Damaskus: Da >r al-Qalam, 2004), 66. 

Selain istilah al-Ah }wa >l al- Shakhs}iyyah, untuk menunjuk pada hukum keluarga tidak jarang 

digunakan istilah lain seperti qa>nu >n al-usrah, ah}ka >m al-zawa >j, dan qa>nu>n huqu >q al-„a>‟ilah. 

Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 

1; Bani Syarif Maula, “Kajian al-Ah}wa >l al-Shakhsiyyah dengan Pendekatan Maqa >s}id al-Shari >„ah”, 

dalam, al-Mana>hij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. X No. 2, Desember 2016, 170. 
156

 Kementerian Agama RI., Tafsir al-Qur‟a >n Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama, Vol. 1 

(Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 119. 
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180-182. Sementara dalam persoalan nushu >z, ayat yang berbicara tentang is }la>h} 

terdapat dalam surat al-Nisa>‟ ayat 128.
157

 

Kaitannya dengan konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, baik 

dalam bentuk yang melibatkan keluarga besar, terlebih lagi yang terjadi di antara 

suami-istri atau yang tergolong sebagai konflik dalam keluarga inti, maka proses 

is }la>h} harus diupayakan terlebih dahulu sebelum melangkah pada proses 

perceraian, sehingga penting diutus mediator dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut. Hal ini menurut Ibn Taymiyyah, menjadi jelas tugas seorang mediator 

adalah mendamaikan bukan menceraikan keduanya.
158

 

Dalam kajian fikih al-mura >fa„ah, yakni ketentuan tentang proses beracara 

yang meliputi hukum peradilan, syarat-syarat hakim, metode penetapan hukum 

dan ketentuan lain yang berkaitan dengan proses persidangan dari awal hingga 

akhir,
159

 s }ulh} menjadi asas yang tidak dapat dikesampingkan. Dari sekian banyak 

asas beracara, lazimnya dalam kajian fikih al-mura>fa„ah diperkenalkan satu asas 

kewajiban bagi hakim untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa 

(sa‟y al-qa>d}i > li al-Is }la>h} bayn al-mutakha>s }amayn qabl al-h}ukm).
160

 Bahkan jika 

seorang qa>d}i > khawatir dengan putusan yang dijatuhkan akan memperburuk 

                                                           
157

 Ibid., 122. 
158

 Muh}ammad Ibn „Abd Alla >h Ibn „A>bid al-S}awwat }, al-Qawa >„id wa al-D {awa >bit} al-Fiqhiyyah 

„Ind Ibn Taymiyyah fi> Fiqh al-Usrah, Vol. 2 (Saudi Arabiyah: Maktabah Da >r al-Baya >n al-

H {adi>thah, 2001), 531. 
159

 „Abd Alla >h Ibn Muh}ammad Ibn Sa„i>d A >lu Khunayn, al-Madkhal ila > Fiqh al-Mura >fa„ah (Riyad }: 

Da >r al-„A >s}imah, 2001), 28. 
160

 Ibid. 
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hubungan di antara pihak yang bertikai, ia harus memerintahkan keduanya untuk 

berdamai.
161

 

Selain asas mendamaikan, prinsip lain yang harus diikuti adalah larangan 

bagi seorang qa>d }i > untuk memutuskan perkara dalam keadaan marah, atau yang 

semisalnya, seperti dalam keadaan terlalu kenyang, lapar, haus dan bahkan 

disamakan dengan larangan mengadili dalam keadaan marah adalah kondisi qa>d}i > 

yang dalam keadaan terlalu bersedih atau terlalu bahagia karena dalam kondisi 

tersebut seorang qa>d}i > tidak akan mampu melihat persoalan secara jernih. 

Larangan ini semata-mata demi kemaslahatan qa>d}i > itu sendiri serta para pihak 

yang berperkara.
162

 

Dalam rangka menjaga netralitas seorang qa>d}i >, ketentuan lain yang juga 

menjadi larangan adalah larangan bagi seorang qa>d}i > untuk mengadili dirinya 

sendiri, anak-anaknya serta kedua orang tuanya. Dalam hal ini, pendapat Imam 

Sha>fi„i > secara menyatakan bahwa jika seorang hakim mengadili kasus yang 

menimpa dirinya sendiri atau anggota keluarganya, maka putusan yang telah 

dijatuhkannya harus ditolak.
163

 

Atas berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, Muhammad Alim 

menyimpulkan adanya titik temu antara asas-asas dalam peradilan Islam dan 

praktik beracara dalam dunia peradilan. Dari sekian banyak asas yang menurut 

Alim ditemukan keselarasannya antara hukum Islam dan peradilan modern adalah 
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 Ibra>hi>m Ibn Yah }ya > Khali>fah, al-Siya >sah al-Shar„iyyah (Makkah al-Mukarramah: Mu‟assasah 

Shaba >b al-Ja >mi„ah, t.th.), 110. 
162

 Salamah Muh}ammad al-Harafi> al-Balawi >, al-Qad }a>‟ fi > al-Dawlah al-Isla >miyyah: Ta >ri>khuh wa 

Niz}amuh (Riyad }: Da >r al-Nas}r, t.th.), 75-6. 
163

 Abu > al-„Abba >s Ah}mad Ibn Abi > Ah}mad al-T }aba >ri>, Ada>b al-Qa>d }i>, Vol. 1 (Saudi Arabiyah: 

Maktabah al-S}a >diq, 1989), 130. 
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asas mendahulukan perdamaian atas proses perkara yang berakhir dengan putusan 

menang kalah. Asas yang menjadi ketentuan pokok dalam hukum acara perdata 

ini, menurut Alim telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw., ketika 

menyelesaikan sengketa harta warisan yang diajukan kepada beliau. Dalam hal 

ini, Nabi mengatakan kepada pihak-pihak yang mengajukan perkaranya kepada 

beliau, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepada saya, sementara 

saya hanyalah seorang manusia yang bisa saja memutuskan perkara ini karena 

saya membenarkan keterangan-keterangan yang disebabkan oleh kepandaian 

kalian dalam berargumen. Setelah mendengarkan apa yang diucapkan oleh 

baginda Nabi, keduanya lalu menangis dan masing-masing mengatakan segala 

hakku aku berikan kepada saudaraku ini.
164

 

Dalam kasus di atas, menurut Alim dalam disertasinya itu menunjukkan 

bahwa baginda Nabi telah mempraktikkan satu asas yang berupa asas 

mendahulukan perdamaian dibandingkan dengan putusan yang bersifat menang 

kalah. Didahulukannya asas tersebut – lanjut Alim – karena memang dalam suatu 

sengketa yang berakhir dengan perdamaian, kedua belah pihak tidak merasa 

kehilangan muka sebab perdamaian merupakan win-win solution bagi para pihak, 

berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat menang kalah.
165

 

Hanya saja asas mendamaikan ini dibatasi dengan satu kaidah bahwa 

perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak harus sesuai dengan ketentuan 

shara„, dalam arti tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya tidak 

mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Jika terdapat kesepakatan damai yang 
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 Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam 

dan Ketatanegaraan (Yogyakarta: LkiS, 2010), 401. 
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 Ibid., 402. 
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melanggar kaidah tersebut, maka dengan sendirinya dianggap sebagai perdamaian 

yang batil.
166

 Kaidah tersebut juga menjadi pertimbangan para hakim dalam 

melaksanakan proses mediasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) 

PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni perdamaian yang dibuat tidak boleh 

bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta tidak 

merugikan pihak ketiga. Selain itu, masih dalam pasal yang sama, perdamaian 

yang dibuat harus bisa dilaksanakan.
167

 

Selain dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal 

dalam hukum adat. Salah satunya sebagaimana terlihat dalam kasus perceraian, 

yang dinilai sebagai sebuah peristiwa hukum yang mempunyai hubungan erat 

dengan sikap-tindak dalam hukum yang berupa tanggung jawab terhadap pihak 

lain menyangkut keturunan dan harta benda.
168

 

Atas dasar itu, maka pola penyelesaian yang diutamakan adalah 

penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh anggota keluarga dari pihak suami 

dan istri,
169

 dengan tujuan agar tercapai suatu keadaan sejahtera bagi semua 

anggota keluarga batih.
170

 Jika langkah ini tidak membuahkan hasil maka langkah 
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 Yusri > „Abd al-„Ali >m „Ajju>r, al-S }ulh} fi D {aw‟ al-Kita >b wa al-Sunnah (Kairo: Mu‟assasah al-

„Ulya >, 2012), 92. Kaidah ini dibangun dari sebuah hadis yang diriwayakan oleh Abu > Hurairah. 

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Rasululah Saw., bersabda:   الصلح بين المسلمين جائز الا صلحا حرم
 perdamaian di antara orang muslim adalah diperbolehkan kecuali perdamaian) حلالا او احل حراما

yang mengharamkan perkara yang halal atau sebaliknya, menghalalkan perkara yang haram). 

Selama perdamaian yang terjadi tidak bertentangan dengan ketentuan agama, maka telah menjadi 

kesepakatan di antara para ulama tentang kebolehannya. Abu > al-H {asan „A>li> Ibn Muh }ammad al-

Ma >wardi > al-Bas}ri>, al-H {a >wi> al-Kabi >r fi> Fiqh Madhhab al-Ima >m al-Sha >fi„i> , Vol. 6 (Beiru >t: Da >r al-

Kutub al-„Ilmiyyah, 1994), 366. 
167

 Periksa, pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016. 
168

 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali, 2012), 

238. 
169

 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 2013), 164. 
170

 Kodiran, “Kebudayaan Jawa”, dalam, Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia 

(Jakarta: Penerbit Djambatan, 1980), 335. 
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berikutnya adalah penyelesaian di hadapan peradilan desa atau bahkan jika hal ini 

tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka dilanjutkan ke pengadilan 

negara.
171

 

Adapun proses mediasi adat, meliputi,
172

 pertama, para pihak yang 

bersengketa dapat meminta bantuan kepada mediator; kedua, mediator yang 

dipilih didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki 

wibawa; ketiga, mediator adat menggunakan bahasa agama dan adat yang mudah 

dimengerti oleh pihak yang bersengketa; keempat, mediator adat dapat 

mengadakan pertemuan secara terpisah; kelima, mediator adat menguatkan 

penawaran alternatif penyelesaian dari pihak yang bersengketa; keenam, jika 

kesepakatan sudah tercapai, maka tokoh adat dapat mengadakan prosesi adat 

sebagai bentuk akhir dari kesepakatan yang dicapai. 

Dalam konteks regulasi hukum di Indonesia, mediasi telah diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 

Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengatasi 

penumpukan perkara di pengadilan; menyelesaikan sengketa dengan cepat dan 

murah; memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan 

penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan; serta 

memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan sebagai penyelesai sengketa di 

samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
173
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 Abbas, Mediasi, 276 dst. 
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 Usman, Mediasi, 6. 
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Selain itu, mediasi dinilai memiliki peluang yang besar untuk berkembang 

di Indonesia jika dikaitkan dengan adat ketimuran yang lebih mengutamakan 

terjalinnya hubungan silaturrahim antar keluarga dibandingkan dengan 

keuntungan sesaat yang mungkin diperolehnya dengan penyelesaian sengketa 

melalui proses pengadilan.
174

 Memang jika dirunut dalam sejarahnya, 

penyelesaian sengketa secara damai telah lama dipakai oleh masyarakat 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat 

sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warganya 

dengan menekankan pada keadilan komunal, yakni keadilan yang tidak dirasa 

merugikan bagi salah satu pihak.
175

 

Mediasi yang dalam prosesnya melalui perundingan atau cara mufakat 

dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan 

memutus,
176

 fungsinya berbeda dengan arbiter atau hakim karena mediator tidak 

mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian kepada pihak-pihak 

yang bersengketa.
177

 Mediator dalam hal ini hanya berfungsi sebagai katalisator, 

pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas dan 

sebagai “kambing hitam”.
178

  

Fungsi mediator sebagai katalisator terlihat dari kemampuannya mendorong 

lahirnya suasana yang konstruktif bagi para pihak yang bersengketa. Sebagai 
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 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4. 
175

 Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa 

Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan (Bandung: Alumni, 2013), 63. 
176

 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), 12. 
177

 Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 29. 
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 Rahmadi, Mediasi, 14. 
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pendidik, mediator dimaksudkan untuk berusaha memahami kehendak, aspirasi 

dan kendala yang dihadapi para pihak. Kemudian sebagai penerjemah, mediator 

harus menyampaikan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan 

bahasa bisa dipahami oleh kedua belah pihak.
179

 

Sementara sebagai narasumber, diharapkan mampu mendayagunakan 

sumber-sumber informasi yang tersedia, kemudian sebagai penyandang berita 

jelek, mediator hendaknya menyadari bahwa para pihak dalam proses 

perundingan sangat mungkin bersikap emosional sehingga dapat menerima 

ungkapan tidak menyenangkan dari pihak yang sedang bersengketa. Fungsi lain 

dari mediator adalah sebagai agen realitas dalam arti harus berterus terang jika 

sasaran yang disengketakan tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi. 

Mediator juga berfungsi sebagai “kambing hitam” yakni harus siap dipersalahkan 

manakala pihak yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-

prasyarat dalam kesepakatan.
180

 

D. Regulasi Mediasi Yudisial: Menuju Court Connected Mediation 

Setiap perkara yang diajukan ke muka persidangan pastilah diawali oleh 

adanya ketidakpuasan para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Bisa saja 

pihak penggugat merasa ada hak-haknya yang telah dilanggar oleh tergugat atau 

bahkan penggugat menganggap adanya kewajiban yang tidak ditunaikan oleh 

tergugat. Oleh karena itu, dengan diajukannya sebuah gugatan ke pengadilan 

                                                           
179

 Ibid. 
180

 Ibid., 15. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73 
 

seorang hakim diharapkan mampu mengembalikan hak-hak penggugat yang 

dinilai telah dilanggar oleh tergugat.
181

  

Dalam proses persidangannya, seorang hakim terikat oleh beberapa asas 

yang harus dipatuhi, termasuk di dalamnya adalah asas mendamaikan, yang mana 

pengabaian terhadap asas yang dimaksudkan dapat menyebabkan putusan yang 

dihasilkan dinilai batal demi hukum. Karenanya upaya perdamaian harus 

dilakukan secara sungguh-sungguh oleh hakim yang menyidangkan perkara dalam 

setiap tahapan proses persidangan hingga perkaranya diputus.
182

 

Asas mendamaikan sebagaimana dinyatakan di atas memang sejalan dengan 

hukum acara perdata yang memang sejak semula –bahkan sebelum dikenal istilah 

ADR dewasa ini –menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Hal ini 

ditegaskan dalam pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal 154 RBG, 

yang berbunyi: 

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka 

Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan 

memperdamaikan mereka” 

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu 

bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah 

pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan 

berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.
183

 

Merujuk pada ketentuan pasal di atas, sebelum perkara dipersidangkan 

terlebih dahulu hakim berkewajiban untuk membantu mendamaikan pihak yang 

berperkara, dan jika dari proses perdamaian tersebut tercapai sebuah kesepakatan 

maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang 
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 Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara 
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mengikat para pihak yang berperkara untuk melaksanakannya. Sementara status 

akta perdamaian yang memuat kesepakatan para pihak memiliki derajat yang 

sama dengan putusan pengadilan, walau demikian, terhadap putusan yang 

didasarkan pada perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.
184

 

Dengan demikian, secara prinsipil upaya hakim untuk mendamaikan bersifat 

imperatif, namun dalam tataran praktiknya, jarang ditemukan adanya putusan 

perdamaian yang bersifat win-win solution melainkan corak putusan konvensional 

yang bersifat winning or losing. Kondisi ini disinyalir oleh Mahkamah Agung 

karena disebabkan oleh perilaku hakim yang menjalankan ketentuan pasal 130 

HIR ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal 154 RBG sebagai formalitas belaka. 

Mereka lebih cenderung untuk mengarahkan proses litigasi berjalan terus demi 

mengejar professional fee.
185

 

Kurang optimalnya pelaksanaan terhadap ketentuan dalam HIR/RBg cukup 

beralasan karena memang peran hakim hanya sebatas mendorong para pihak 

untuk berdamai yang biasanya dilakukan dengan menunda persidangan untuk 

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai dan tidak secara 

langsung memfasilitasi sehingga “tawaran” damai oleh seorang hakim tidak 

jarang ditanggapi secara dingin oleh para pihak yang sedang bersengketaterbatas 

untuk mendorong para pihak.
186

  

Dalam rangka mengoptimalkan upaya mendamaikan para pihak yang 

bersengketa oleh para hakim di pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung 
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 Usman, Pilihan Penyelesaian, 249-250. 
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 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 241. 
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 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta: Gama 

Media, 2008), 59. 
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mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 

tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. 

SEMA ini bertolak dari motivasi Mahkamah Agung untuk membatasi perkara 

kasasi secara substantive dan prosesual, sebab apabila peradilan tingkat pertama 

mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian akan berimplikasi terhadap 

penurunan jumlah perkara pada tingkat Kasasi.
187

 

Hadirnya SEMA tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang dimuat dalam 

pasal 130 HIR dan pasal 145 RBg yang hanya memberikan peranan yang sangat 

kecil bagi para hakim dalam mendamaikan para pihak serta tidak memiliki 

legalitas hukum yang memberikan kewenangan kepada para hakim untuk 

“memaksa” para pihak menempuh proses perdamaian. Dengan kata lain, SEMA 

tidak cukup efektif dijadikan sebagai landasan hukum. Sebab, sejak 

diberlakukannya SEMA tersebut pada tanggal 1 Januari 2002 tidak tampak 

perubahan sistem dan prosesual penyelesaian perkara melainkan tetap 

berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi.
188

 

Berangkat dari “kegagalan” SEMA di atas, pada tanggal 11 September 2003 

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 

2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini secara tegas 

menggantikan ketentuan yang dimuat dalam HIR/RBg maupun SEMA.
189
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 Harahap, Hukum Acara, 242. 
188
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 Pada pasal 17 PERMA No.2 Tahun 2003 menyatakan bahwa “dengan berlakunya peraturan 

Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 

RBg) dinyatakan tidak berlaku. Lihat dalam, pasal 17 PERMA RI No. 2 Tahun 2003 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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Beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya PERMA ini, seperti terlihat 

dalam konsiderannya, adalah: 

1. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan 

dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan perkara 

di pengadilan; 

2. Mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah serta dapat 

memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh 

keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi; 

3. Bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam system peradilan dapat 

memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam 

penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus 

(ajudikatif); 

4. Bahwa Surat Edaran Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan 

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 

HIR/154 RBg) belum lengkap sehingga perlu disempurnakan;  

5. Bahwa hukum acara yang berlaku baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 

RBg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat 

diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam 

prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama.
190

 

Melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini, mediasi menjadi bagian dari 

proses beracara di pengadilan.
191

 Walaupun demikian, PERMA tersebut masih 

dinilai tidak efektif karena ditemukan banyak kendala dalam hal implementasinya 

                                                           
190
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seperti kurangnya perhatian dan kesungguhan para hakim untuk mendamaikan, 

ketidakhadiran para pihak yang biasanya hanya diwakilkan kepada penasihat 

hukumnya serta faktor lain seperti ketidak populeran lembaga perdamaian di 

kalangan masyarakat.
192

 

Menyadari kelemahan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003, Mahkamah 

Agung kemudian melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal yang 

dinilai sebagai penyempurnaan terhadap PERMA sebelumnya adalah terkait 

dengan waktu atau durasi mediasi yang dalam PERMA No. 2/2003 disebutkan 30 

hari kerja maka dalam PERMA 1/2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan 

bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang 

bersengketa masih mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk 

bermusyawarah.
193

 

Selain itu, dalam PERMA 1/2008, terdapat beberapa hal yang diatur dalam 

PERMA 2/2003 yang tidak diatur kembali, semisal sifat terbuka mediasi dalam 

sengketa bidang lingkungan hidup, bidang hak asasi manusia, bidang 

perlindungan konsumen, bidang pertanahan dan bidang perburuhan yang diatur 

dalam pasal 14 ayat 2 PERMA 2/2003. Begitu pula dengan pembolehan akses 

bagi masyarakat untuk mengetahui beragam informasi yang muncul dalam 

mediasi (diatur dalam pasal 1 ayat 11 PERMA 2/2003) tidak diatur dalam 

                                                           
192

 Retnowulan Sutantio, Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian (Bandung: Alumni, 

t.th.), 22. 
193

 Hidayat, Strategi, 47. 
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PERMA 1/2008. Ini artinya, masyarakat tidak diperkenankan mengakses hal-hal 

yang berkembang dalam mediasi kecuali diizinkan oleh para pihak.
194

 

Pada tahapan selanjutnya, PERMA 1/2008 digantikan oleh PERMA Nomor 

1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Melalui PERMA 1/2016, 

mediasi ditekankan sebagai bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara 

untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Dalam pasal 3 ayat (3) 

dinyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak 

untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi, telah 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

mediasi di pengadilan.
195

 Kemudian dilanjutkan pada ayat (4) dalam pasal yang 

sama, bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat 

Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela
196

 memerintahkan 

Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.
197

 

Ketentuan lain yang juga diatur dalam PERMA 1/2016 ini adalah terkait 

dengan iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator 

apakah mediasi bisa dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan 

sebagai pihak yang tidak beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat 

diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
198

 Sebagai konsekuensinya, penggugat 

dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi dan dalam putusan akhirnya, 

                                                           
194

 Ibid., 48. 
195

 Pasal 3 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
196

 Putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan 

dalam persidangan dan tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara 

persidangan. Lihat dalam, Fauzan, Pokok-Pokok Hukum, 65. 
197

 Ibid., pasal 3 ayat (4). 
198

 Ibid., pasal 22 ayat (1). 
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hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat 

diterima disertai dengan penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya 

perkara.
199

 

Melihat pada model integrasi mediasi ke dalam proses litigasi melalui 

sejumlah aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, maka pentingnya 

mediasi dimaknai bukan sekedar upaya minimalisasi perkara yang masuk ke 

pengadilan baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga badan 

peradilan dapat terhindar dari penumpukan perkara, namun lebih dari itu, mediasi 

haruslah dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa secara holistik dengan 

penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.
200

 

Dalam istilah Bagir Manan, penguatan lembaga penyelesaian sengketa 

alternatif dan revitalisasi fungsi pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang 

bersengketa merupakan salah satu strategi dalam merubah paradigma peradilan 

dari mengadili ke paradigma menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal 

perubahan paradigma ini, selain dua hal yang telah disebutkan, strategi lain yang 

harus dilakukan menurut Bagir Manan adalah menata ulang tata cara penyelesaian 

perkara menjadi lebih efisien, efektif, produktif dan mencerminkan keterpaduan 

antar unsure-unsur penegak hukum serta melakukan penataan terhadap hak-hak 

para pihak yang bersengketa yang menimbulkan konflik permanen dan 

penyelesaian sengketa yang berlarut-larut.
201

 

Keterpaduan mediasi dengan lembaga peradilan semakin menunjukkan 

bahwa tujuan berperkara di pengadilan tidaklah semata-mata mencari dan 

                                                           
199

 Ibid., pasal 22 ayat (4). 
200

 Ramli, Administrasi Peradilan, 159. 
201

 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25. 
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kemudian pada akhirnya menemukan kebenaran yang kabur. Namun lebih dari 

sekedar itu semua, tujuan berperkara sebenarnya ditujukan untuk menyelesaikan 

masalah yang memberi kepuasan kepada kedua belah pihak agar dapat melangkah 

ke masa depan.
202

 

E. H }akam dalam Perceraian: Tinjauan Fikih Islam dan Hukum Positif 

1. Eksistensi H}akam dalam Perceraian 

Pernikahan sejatinya diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan 

keluarga yang saki >nah, mawaddah dan rah }mah.
203

 Namun hal ini tidak berarti 

bahwa kehidupan rumah tangga akan selalu sejalan dengan idealitas 

pensyariatannya tanpa adanya geliat perbedaan yang tidak jarang mengarah pada 

terjadinya perceraian, dan mengimpikan kehidupan rumah tangga yang tidak 

“tercemari” oleh geliat tersebut – sebagaimana dikatakan „Ali > al-T{ant }a>wi > - hanya 

terwujud dalam dunia sinetron.
204

 Mengacu pada ayat-ayat al-Qur‟a>n sebagai 

sumber normatif dalam hukum Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Imam 

Muchlas, setidaknya ditemukan tiga ayat yang menjadi indikasi keretakan rumah 

tangga beserta jalan keluar yang ditawarkannya, yaitu masing-masing tertera 

dalam surat al-Nisa>‟ ayat 34 , al-Nisa>‟ ayat 35 dan al-Nisa>‟ ayat 128.
205

 

                                                           
202

 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di 

Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.  
203

 Ba >qir Shari >f al-Qurshi>, Niz}am al-Usrah fi > al-Isla >m (Beiru>t: Da >r al-Adwa >‟, 1988), 20; „Ami >rah 

Mazin „Abd Allah Ibn Ra„d, “Atharu Ikhtila >f al-Di >n fi > Ah}ka >m al-Zawa >j fi > al-Fiqh al-Isla >mi>” 

(Tesis--Ja >mi„ah al-Naja >h al-Wat }aniyyah: Palestina, 2007), 12. 
204

 „A<li> al-T {ant}a >wi>, Ma„a al-Na >s (Jeddah: Da >r al-Mana >rah, 1996), 186. 
205

 Imam Muchlas, al-Qur‟a >n Berbicara Tentang Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 

2006), 155. 
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Tiga ayat yang telah disebutkan di atas, menunjukkan asal masalah yang 

berbeda begitu juga dengan jalan keluar yang ditawarkannya. Dalam surat al-

Nisa>‟ ayat 34, Allah berfirman: 

اَتُ قاَنتَِات  حَافِظاَت  الرِّجَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللَّوُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالَِِمْ فَ  ِِ الصَّا
تِ تََاَفُونَ نُشُوزَىُنَّ فَعِظُوىُنَّ وَاىْ  غُوا للِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللَّوُ وَاللاَّ جُرُوىُنَّ فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُىُنَّ فإَِنْ أطَعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ

 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّوَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً
Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nushu >znya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 

tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, 

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
206

 

Ayat tersebut menekankan pada masalah yang berasal dari seorang istri, 

sehingga jalan keluar yang harus ditempuhnya adalah dengan cara menasehati, 

kemudian jika tidak berhasil berlanjut pada tahap berikutnya yakni dengan 

berpisah dari tempat tidurnya hingga pada tahap hukuman fisik.
207

 

Berbeda halnya, jika masalah yang terjadi disebabkan oleh seorang suami, 

maka jalan penyelesaiannya harus merujuk pada surat al-Nisa>‟ayat 128 yakni 

dengan cara melakukan perdamaian antara suami istri.
208

 Dalam ayat tersebut 

Allah berfirman: 

 

                                                           
206

 Kementerian Agama RI., al-Qur‟a >n, Vol. 2, 161. 
207

 Muchlas, al-Qur‟a >n, 155. 
208

 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82 
 

نَ هُمَا صُلْحًا وَالص لْحُ خَي ْر  وَأحُْضِرَتِ  وَإِنِ امْرَأةَ  خَافَتْ مِنْ بَ عْلِهَا نُشُوزاً أوَْ إِعْراَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أنَْ يُصْلِحَا بَ ي ْ
 وا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ اللَّوَ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراًالْأنَْ فُسُ الش حَّ وَإِنْ تُُْسِنُ 

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nushu >z atau sikap tidak acuh 

dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian 

yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul 

dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushu >z dan sikap 

tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
209

 

Sementara jika masalah yang terjadi berasal dari dua belah pihak, maka 

penyelesaiannya mengacu pada surat al-Nisa>‟ayat 35, yang menjelaskan tentang 

perlunya mengutus seorang h}akam baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. 

Dalam ayat tersebut Allah berfirman: 

نَ هُمَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَمًا مِنْ أىَْلِوِ وَحَكَمًا مِنْ أىَْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُ وَفِّ  إِنَّ اللَّوَ   قِِ  اللَّوُ بَ ي ْ
 كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang h}akam dari keluarga laki-laki dan seorang h}akam 

dari keluarga perempuan. Jika kedua orang h}akam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri 

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
210

  

Terdapat beragam penafsiran terhadap ayat di atas. Wahbah al-Zuh}ayli >, 

misalnya, dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat tersebut mengkhit }a>b para 

hakim, suami istri serta keluarga dekatnya. Ayat tersebut menurut Wahbah hendak 

menyatakan, jika kalian telah mengetahui adanya pertengkaran antara suami istri 

maka utuslah dua orang juru damai yang berasal dari masing-masing keluarga 

suami dan istri yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapinya.
211

 Sementara menurut Muh }ammad Ibn Jari >r al-T{aba>ri >, khit }a>b dari 

                                                           
209

 Kementerian Agama RI., al-Qur‟a >n, Vol. 2, 282 
210

 Ibid., 161. 
211

 Wahbah al-Zuh }ayli >, al-Tafsi>r al-Muni >r fi> al-„Aqi >dah wa al-Shari >„ah wa al-Minhaj, Vol. 3 

(Damasku>s: Da >r al-Fikr, 2009), 61. 
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ayat di atas adalah berlaku secara umum tidak hanya terbatas kepada seorang 

h}ukka>m ataupun aqa >rib semata.
212

 

Perbedaan di atas dapat berimplikasi terhadap perbedaan pendapat dalam 

memahami h}akam sebagaimana dimaksudkan dalam ayat tersebut. Apakah ia 

harus berasal dari keluarga dekat atau bahkan h}akam yang berasal dari orang lain 

yang tidak termasuk sebagai aqa>rib. Menurut Wahbah al-Zuh}ayli >, mengutus 

h}akam dari keluarga dekat tidaklah menjadi persyaratan yang ditekankan, selama 

h}akam yang dimaksudkan memenuhi beberapa persyaratan yakni, dua orang laki-

laki muslim yang merdeka serta memiliki kemampuan dalam melakukan 

mediasi.
213

 

Selain empat syarat yang diajukan Wahbah, S {a>lih} ibn Gha>nim 

menambahkan beberapa persyaratan lain, yakni seorang h}akam haruslah seorang 

Faqi >h, berakal, baligh, bersikap adil
214

 serta memiliki kecerdasan, terpercaya, 

ikhlas dan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa serta berasal dari 

keluarga dekat.
215

 Beberapa persyaratan yang telah dikemukakan, dapat dipilah ke 

dalam dua macam persyaratan yaitu syarat yang disepakati oleh para ulama, yang 

                                                           
212

 Muh}ammad Ibn Jari>r al-T {aba >ri>, Ja>mi„ al-Baya>n „an Ta‟wi >l A >yi al-Qur‟a >n, Vol. 6 (Kairo: 

Markaz al-Buh}uth wa al-Dira >sat al-„Arabiyyah wa al-Isla>miyah, 2001), 716. 
213

 Wahbah al-Zuh }ayli >, al-Fiqh al-Isla >mi> wa Adillatuh, Vol. 7 (Damaskus: Da >r al-Fikr, 1985), 340. 
214

 Sikap adil menjadi tuntutan yang tidak hanya berlaku dalam konteks h }akam, namun 

sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Taymiyyah, keadilan menjadi tuntutan yang bersifat wajib dalam 

segala hal yang berhubungan dengan penentuan status hukum yang terjadi. Lihat dalam, Shaykh 

al-Isla >m Ah}mad ibn „Abd al-H {ali>m ibn „Abd al-Sala >m Ibn Taymiyyah, al-Siy >asah al-Shar„iyyah fi > 
Is}la >h } al-Ra>„i> wa al-Ra„iyyah (t.tp.: Da >r „A <lim al-Fawa >id, t.th), 201.  
215

 Sha >lih} ibn Gha >nim, al-Nushu >z: D {awa >bituh, H{a >la >tuh, Asba >buh, T{uru >q al-Wiqa >yat Minh, Wasa >il 
„Ila>jih fi> D }aw‟ al-Qur‟a >n wa al-Sunnah (Riya >d }: Ja >mi‟ah Ima >m Muh}ammad Ibn Sa„u>d al-

Isla >miyyah, t.th.), 58. 
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meliputi, h}akam yang diutus haruslah orang yang berakal, baligh dan Islam,
216

 dan 

persyaratan yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama meliputi ketentuan 

bahwa h}akam haruslah laki-laki, berasal dari keluarga suami-istri, bersikap adil 

dan cerdas.
217

 

Selain perbedaan pemahaman di atas, perbedaan lain yang juga mengemuka 

adalah terkait dengan eksistensi h}akam. Kata h}akam yang secara sederhana berarti 

seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga, 

para ulama juga berbeda pendapat mengenai kedudukannya. Menurut satu 

pendapat, yang dalam hal ini merupakan pendapat Ima >m Sha>fi„i > dan Abu > H}ani >fah 

bahwa kedudukan dua orang h}akam adalah sebagai wakil dari suami dan istri. 

Dalam posisi ini, h}akam hanya berhak mendamaikan dan tidak memiliki 

kewenangan untuk menceraikan kecuali atas izin dan persetujuan dari suami 

istri.
218

 

Sementara kelompok yang kedua, terdiri dari „Ali >, Ibn „Abba>s, al-Sha„bi>, al-

Nakha>„i >, Ima>m Ma >lik, al-Awza„i>, Ish }a>q dan Ibn Mundhi >r berpendapat bahwa dua 

orang h}akam yang disebut dalam ayat di atas berkedudukan sebagai seorang 

hakim. Dalam kedudukan ini, keduanya dapat bertindak menurut apa yang 

dianggapnya baik tanpa harus menunggu persetujuan dari suami istri baik untuk 

mendamaikan atau bahkan menceraikannya.
219

 

                                                           
216

 Nu>r H }asan Qa >ru>t, Mawqif al-Isla >m Min Nushu >z al-Zawjayn aw Ahadihima > (Makkah al-

Mukarramah: Ja >mi„ah Umm al-Qura >, 1995), 334; Sayyid Sa >biq, Fiqh al-Sunnah, Vol. 2 (Kairo: 

Da >r al-Fath}, 1995), 329.  
217

 Qa >ru>t, Mawqif, 334 dst. 
218

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 195. 
219

 Ibid. 
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Kedudukan h}akam sebagai hakim yang dituntut menyelesaian masalah yang 

terjadi atas dasar kemaslahatan menurut „Abd al-Basi >t } Muh }ammad Khalaf lebih 

rasional dibandingan dengan menjadikan h}akam hanya sebagai waki >l. Khalaf 

berargumen dengan riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina > „Ali >> pernah 

memutus cerai terhadap sepasang suami-istri yang datang mengadu kepada „ <Ali > 

seputar kasus yang dialami dalam keluarganya. Argumen lain yang diajukan 

Khalaf adalah persyaratan yang ditetapkan oleh para fuqaha terhadap h }akam yang 

menurutnya adalah persyaratan yang berlaku bagi seorang qa>d}i >. Seandainya 

h}akam hanya berfungsi sebaga waki >l – lanjut Khalaf – niscaya persyaratan yang 

dituntut adalah persyaratan yang berlaku bagi seorang waki >l.220
 

Hadis Nabi yang berasal dari riwayat Imam al-Bukha>ri > kiranya dapat 

memperjelas fungsi h}akam yang dimaksudkan. Dalam hadis yang bersumber dari 

Ibn „Abba >s ini diceritakan bahwa suami Bari >rah, seorang budak, yang bernama 

Mughi >th terlihat terus mengikuti Bari >rah sambil menangis hingga air matanya 

membasahi jenggot Mughi >th. Melihat peristiwa ini, baginda Nabi bertanya kepada 

Ibn „Abba>s: wahai Ibn „Abba >s, tidakkah kamu terheran melihat kecintaan Mughits 

kepada Bari >rah, begitu pun sebaliknya, kecintaan Bari >rah kepada Mughits. 

Kemudian Nabi bersabda kepada Bari >rah alangkah baiknya jika kamu rukun 

kembali dengan Mughi >th? Bari >rah pun menjawab bahwa dirinya tidak 

memerlukan Mughi >th.
221

 

                                                           
220

 „Abd al-Basi>t} Muh}ammad Khalaf, Wasa >‟il Inha‟i al-Muna>za„a >t Bayn al-Afra>d fi al-Shari >„at al-

Isla >miyyah (Kairo: Da>r al-Muhaddithi >n, 2008), 470-471. 
221

 Muchlas, al-Qur‟a >n, 159. 
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Riwayat lain yang dapat menjelaskan posisi h}akam adalah riwayat Imam 

Sha>fi„i > dalam kitab al-Ummnya yang menceritakan sepasang suami istri yang 

datang kepada Sayyidina „Ali > dengan diiringi oleh beberapa orang yang masing-

masing mengajukan h}akam. Kemudian „Ali > bertanya kepada dua orang h}akam 

yang telah diangkat oleh masing-masing pihak, apakah anda berdua mengetahui 

apa yang harus dilakukan? Baik menyatukan kembali atau menceraikannya. 

Mendengar apa yang dikatakan oleh sayyidina „Ali >, sang istri menjawab bahwa ia 

rela dengan apa yang telah diputuskan berdasarkan kita >b Alla>h, sementara 

suaminya merasa keberatan jika harus bercerai. Lalu sayyidina „Ali > menganggap 

bahwa apa yang dikatakan oleh si suami adalah bohong sehingga sayyidina „Ali> 

berkata, demi Allah, engkau tidak boleh beranjak dari tempat ini sebelum rela 

untuk menerima putusan yang sesuai dengan kita >b Alla>h.
222

 

Dua riwayat di atas menunjukkan bahwa h}akam hanyalah sebagai waki >l – 

sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi – sementara dalam riwayat yang kedua, 

fungsi hakim begitu terlihat, sehingga tidak sekedar menjadi fasilitator. Menurut 

hemat penulis, baik pendapat yang menyatakan bahwa h}akam berfungsi sebagai 

hakim maupun pandangan ulama yang memposisikan h}akam sebagai waki >l, 

keduanya dapat saling melengkapi. Posisi h}akam sebagai hakim sebagaimana 

dicontohkan dalam praktik baginda Nabi Muhammad Saw., dan sahabat „Ali > 

adalah sebagai langkah terakhir dengan pertimbangan kemaslahatan. Hal ini tidak 

                                                           
222

 Gha >nim, al-Nushu >z, 57. 
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menutup kemungkinan untuk memfungsikan h}akam sebagai wakil yang berupaya 

untuk menemukan kesepakatan di antara suami istri yang sedang bersengketa.
223

 

Sekalipun h}akam berfungsi sebagai hakim, ia tidak lantas memberikan 

putusan baik menyatukan kembali atau bahkan menceraikannya, tetapi harus 

melalui beberapa langkah – sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Quda >mah dan 

dikutip oleh Amir Syarifuddin – yakni, pertama, harus memastikan apakah 

konflik yang terjadi berasal dari pihak istri sehingga langkah penyelesaiannya 

melalui nasihat, pisah ranjang atau bahkan memukulnya, atau berasal dari nushu >z 

seorang suami sehingga hakim harus mencari orang yang disegani untuk 

menasihatinya. Kemungkinan terakhir, konflik berasal dari suami istri dan 

keduanya sama-sama bersikukuh, maka hakim harus mencari seorang yang 

berwibawa untuk menasihati keduanya.
224

 

Langkah kedua – masih menurut Ibn Quda >mah – jika konflik masih 

berlanjut, maka hakim harus menunjuk juru damai dari pihak istri dan suami 

dengan tugas untuk menyelesaikan konflik yang dialami oleh keduanya. Di mana 

juru damai tersebut diberikan kewenangan untuk menyatukan kembali maupun 

untuk menceraikannya tergantung pada pendapat mana yang paling baik dan 

memungkinkan untuk diikuti.
225

 

                                                           
223

 Perlu ditegaskan bahwa sekalipun baginda Nabi berfungsi sebagai hakim yang kemudian 

menjatuhkan putusan cerai –sebagaimana hadis di atas –, tentu saja diawali dengan proses 

persidangan dengan mendengarkan jawaban dari masing-masing pihak yang tidak dapat dipastikan 

pula apakah baginda Nabi secara langsung berfungsi sebagai hakim atau dalam persidangannya 

juga berfungsi sebagai mediator. Yang jelas Nabi melarang bagi seorang qa >d }i> untuk memutuskan 

perkara sebelum mendengarkan pandangan dari kedua belah pihak, baik penggugat ataupun 

tergugat, dan jika ketentuan ini dilanggar dengan sengaja maka putusannya dianggap batal. Lihat 

dalam, Salamah Muh}ammad al-Hara >fi> al-Bala >wi>, al-Qad }a >‟ fi> al-Dawlah al-Isla >miyyah: Ta >ri>khuh 

wa Naz}muh (Riya >d }: Da >r al-Nas}r, 1994),78. 
224

 Syarifuddin, Hukum, 195.  
225

 Ibid., 196. 
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Fungsi h}akam yang tidak hanya berfungsi sebagai hakim yang bersifat 

memutus menunjukkan bahwa di luar cara litigasi memang diperkenankan pola 

penyelesaian lain yang bersifat mendamaikan dengan berbagai alternatif yang 

dapat dilakukan dalam rangka menyelesaikan sengketa keluarga di luar jalur 

litigasi. Huzaemah Tahido Yanggo menyebutkan beberapa langkah di luar jalur 

litigasi yang dapat ditempuh, yaitu: 

a. Mengadakan introspeksi, evaluasi dan musyawarah bersama seluruh 

anggota keluarga yang dinilai mampu untuk menemuka titik temu tanpa 

mengungkap kembali perbedaan-perbedaan antara satu sama lain; 

b. Meningkatkan etos kerja dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi rumah 

tangga jika memang yang menjadi asal masalahnya adalah persoalan 

ekonomi, karena memang kesejahteraan ekonomi tidak sedikit andilnya 

dalam membina kerukunan rumah tangga; 

c. Meminta orang tua yang dianggap bijaksana untuk ikut memberikan 

pandangan-pandangan terkait dengan kehidupan rumah tangga, bukan dalam 

arti mencari kesalahan salah satu pihak; 

d. Meminta nasihat kepada para ulama yang tentu saja saja diharapkan mereka 

bisa menyadarkan bahwa taufik, hidayah, dan rahmat Allah akan selalu 

menyertai mereka yang hidup rukun; 

e. Meminta nasihat kepada Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan 

Perceraian (BP4), yang mana pengalaman para pengelola BP4 dapat 

dijadikan sebagai bahan dalam memberikan nasihat untuk kerukunan 

keluarga; 
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f. Meminta nasihat kepada lembaga bantuan hukum dan keluarga. Di mana 

lembaga ini ada yang disebut lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan 

keluarga yang didalamnya terdiri dari para ahli hukum dan psikolog; 

g. Melibatkan biro konsultasi perkawinan. Biro ini biasanya memberikan saran 

atas dasar pertimbangan humanitas walaupun secara batiniah terkadang 

kurang memuaskan 

h. Dalam keadaan tertentu, seorang psikolog perlu dilibatkan untuk 

menyelesaikan perselisihan dalam keluarga; 

i. Melibatkan dokter ahli jiwa jika yang menjadi sebab perselisihannya adalah 

gejala kejiwaan yang dialami oleh salah satu pihak.
226

 

Langkah-langkah di atas adalah dalam rangka mewujudkan is }la>h} yang 

memang menjadi tujuan dari diutusnya h}akam.
227

 Prinsip mendamaikan ini juga 

menjadi salah satu prinsip yang harus diakomodasi dalam proses peradilan. Dalam 

kajian tentang fikih al-mura>fa„ah ditemukan prinsip yang menekankan kewajiban 

bagi seorang hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum 

dijatuhkan putusan hukum (sa‟y al-qa>d}i > li al-is }la>h bayn al-mutakha>s }amayn qabla 

al-h}ukm). Melalui prinsip ini, maka putusan yang dihasilkan tidak akan 

mencederai keharmonisan para pihak yang bertikai.
228

 

Dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, hadirnya seorang h}akam 

diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi suami istri yang sedang 

                                                           
226

 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer (Bandung: Ghalia Indonesia, 

2010), 180. 
227

 Muh}ammad „Ali > Ibra >him Maka >wi>, “Nushu >z al-Mar‟ah wa al-Rajul wa „Ila >juh fi> D {aw‟ al-

Qur‟a >n al-Kari>m: Dira >sah Tah}li>liyyah Mawd }u >„iyyah”, dalam, Majallah Kulliyat al-Adab, t.th., 

15. 
228

 „Abd Alla >h Ibn Muh }ammad ibn Sa„d „Ali > Khunayn, al-Madkhal ila> Fiqh al-Mura>fa„ah (Riya >d }: 

Da >r al-„A <s}imah, 2001), 270-271. 
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bersengketa untuk bersikap terbuka dalam membicarakan persoalan yang 

sebenarnya terjadi tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis karena 

hanya berhadapan dengan seorang h}akam yang diyakini dapat menyelesaikan 

sengketa yang dihadapi. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dilakukan di hadapan 

orang banyak yang tentunya masing-masing pihak tidak ingin dikalahkan.
229

 

Selain itu, hadirnya seorang h}akam juga diharapkan menjadi fasilitator dalam 

rangka mengungkapkan keinginan suami istri untuk menyatu kembali, karena 

adakalanya para pihak yang berselisih, salah satu atau bahkan kedua-duanya, 

dalam hati kecilnya masih menginginkan untuk bersatu kembali, namun terkadang 

mereka tidak mengerti dan tidak mampu untuk memulainya sehingga h}akam 

dimaksudkan juga untuk menjadi fasilitator.
230

 

2. Konsep dan Tata Cara Perceraian: Dari aturan Fikih hingga Regulasi 

Negara 

Menyimak salah satu pasal yang terkandung dalam UU No. 1/1974, 

perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
231

 Kata 

“kekal” yang tercantum dalam pasal tersebut tidak dapat diterjemahkan sebagai 

                                                           
229

 Abdul Ghofur Anshari, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif  

(Yogyakarta: UII Press, 2011), 242. 
230

 Ibid.  
231

 Lihat pasal 1 ayat (2) UU No. 1/1974. 
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tertutupnya pintu perceraian, namun lebih dimaknai sebagai prinsip mempersulit 

terjadinya perceraian.
232

 

Prinsip mempersulit perceraian ini dapat dipahami juga sebagai 

penerjemahan dari ketentuan sabda Nabi yang menyebutkan bahwa perceraian 

adalah sesuatu yang mubah namun dibenci oleh Allah, karena di dalamnya 

terdapat unsur pemutusan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang 

telah disatukan dalam hubungan perkawinan.
233

 

Namun, di sisi lain, perceraian diakui sebagai jalan keluar dari kemelut 

rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti pertengkaran yang terus 

menerus, salah satu pasangan telah telah memilih orang lain untuk dijadikan 

pasangan barunya, suami tidak melaksanakan kewajibannya,
234

 atau sebab lain 

yang tidak kalah pentingnya adalah tidak adanya komunikasi yang saling terbuka 

di antara kedua belah pihak.
235

 

Dengan demikian, talak menjadi satu alternatif dalam menghadapi kemelut 

rumah tangga di samping alternatif lain sebagaimana pernah diungkapkan oleh 

Satria Effendi M. Zein. Menurutnya, terdapat tiga kemungkinan yang dapat 

ditempuh oleh pasangan suami-istri yang sedang menghadapi konflik rumah 

tangga. Kemungkinan pertama, suami-istri sepakat untuk tetap dalam tali 

pernikahan sekalipun dua hati itu tidak lagi merasa tenteram dalam satu rumah 

                                                           
232

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), 

47. 
233

 „A>dil S {a >diq, al-T{ala >q Laysa H {illan (Mesir: Da >r Akhba >r al-Yawm, t.th.), 9. 
234

 Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Baru, 

2016), 104. 
235

 „Abd al-Kari>m Bakka >r, al-Muslim al-Jadi >d: Maqu >lah Qas }i>rah fi > Bina >‟ al-Dha>t (Kairo: Da >r al-

Sala >m, 2011), 81. 
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tangga. Kemungkinan pertama ini dilatarbelakangi oleh banyak hal, semisal 

pertimbangan kekeluargaan, maupun pertimbangan anak keturunan yang pastinya 

menjadi korban dari putusnya perkawinan.
236

 

Sementara kemungkinan kedua, suami-istri tetap dalam tali pernikahan 

namun saling berpisah rumah dan tidak pula memenuhi kewajibannya untuk 

memberikan nafkah kepada sang istri. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya 

tanggung jawab dari seorang suami atau karena motivasi lain yakni untuk 

mendzalimi istrinya karena ada unsur balas dendam. Kemudian, talak adalah 

alternatif ketiga yang dengan kata lain masing-masing suami-istri dapat 

mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri.
237

 

Perceraian sebagai alternatif dalam mengakhiri ikatan suami istri telah 

dikenal pada masa Jahiliyah sebagaimana dapat dilacak dari riwayat Sayyidah 

„A<ishah yang menceritakan bahwa pada masa Jahiliyah hingga masa-masa awal 

Islam, seorang suami bebas untuk menceraikan istrinya dan bisa melakukan rujuk 

kapan saja tergantung kemauan suami selama istrinya masih berada dalam masa 

„iddah sekalipun si suami telah menceraikannya seratus kali atau lebih.
238

 Kasus 

ini pulalah yang menjadi asba >b al-nuzu >l surat al-Baqa>rah ayat 229.
239

 

Dalam hukum Islam, perceraian sekalipun dibolehkan namun terikat oleh 

beberapa ketentuan yang tegas, selain itu, perceraian dalam rangka mengakhiri 

ikatan suami istri tidak lagi menjadi hak mutlak seorang suami, namun keduanya 

                                                           
236

 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2010), 97. 
237

 Ibid., 98-99.  
238

 Ah}mad Muh}ammad Sha >kir, Niz}a >m al-T}ala >q fi> al-Isla >m (Kairo: Maktabah al-Sunnah, t.th.), 14. 
239

 „Ali Ah}mad „Abd al-„A>l al-T {aht}a >wi>, Tanbi >h al-Abra>r bi Ah }ka>m al-Khul„ wa al-T<ala>q wa al-

Z{iha >r (Beiru>t: Da >r al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2003), 89. 
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sama-sama diberikan hak untuk mengakhiri hubungan perkawinan.
240

 Hal ini 

terjadi karena perceraian dalam hukum Islam bisa saja berasal dari inisiatif suami 

istri secara bersamaan atau dari salah satu pihak, baik dari istri ataupun dari 

suami.
241

 

Dalam konteks hukum di Indonesia, talak berimplikasi kepada beberapa 

ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 sampai pasal 152 

KHI. Dalam pasal 149 dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena 

talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas 

istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al dukhu >l; 

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam „iddah, 

kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba>‟in atau nushu >z dan dalam keadaan tidak 

hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 

qabl al-dukhu>l; memberikan biaya h}ad}a>nah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun.
242

 

Kemudian dalam pasal berikutnya, yakni pasal 150 dinyatakan bahwa bekas 

suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam „iddah. 

Sementara kewajiban istri yang ber„iddah diatur dalam pasal 151 yang berbunyi 

                                                           
240

 Muh}ammad Shahru >r, al-Kita >b wa al-Qur‟a>n: Qira>‟ah Mu„a >s}irah (Damaskus: al-Aha >li>, t.th.), 

626. Setidaknya, ketentuan perceraian yang ditetapkan dalam hukum Islam dengan menjadikannya 

tidak hanya sebagai hak mutlak laki-laki namun bagi perempuan juga diberikan hak yang sama 

untuk mengajukan permohonan perceraian telah menjadi bukti adanya kesetaraan antara laki-laki 

dan perempuan. Dalam kajian yang dilakukan oleh Muh }ammad Ya„qu>b Muh}ammad al-Dahla >wi>, 

aspek kesetaraan yang dimaksudkan dapat dilihat dari kesetaraan dalam hal kemanusiaan, 

kesetaraan dalam menerima sebagian takli >f agama, kesetaraan dalam hal pertanggungjawaban 

dalam beragama serta kesetaraan dalam menerima balasan di akhirat kelak. Lihat, Muh }ammad 

Ya„qu>b Muh}ammad al-Dahla >wi>, Huqu >q al-Mar‟ah al-Zawjiyyah wa al-Tana>zul „Anha (Riyad }: Da >r 

al-Fad }i>lah, 2002), 31 dst. 
241

 Muh}ammad Sa„i>d Ramad }a >n al-Bu>t}i>, al-Mar‟ah Bayn T{ughya>n al-Niz}a >m al-Gharbi > wa Lat }a >‟if 
al-Tashri„ al-Rabba>ni >  (Damaskus: Da >r al-Fikr, t.th.), 137. 
242

 Lihat, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam (selanjutnya ditulis INPRES 1/1991). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

94 
 

“bekas istri selama dalam „iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima 

pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Dilanjutkan dengan pasal 152 yang 

mengatur tentang hak-hak seorang istri yang berada dalam masa „iddah, yakni 

bekas istri berhak mendapatkan nafkah „iddah dari bekas suaminya kecuali ia 

nushu >z.
243

 

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, jika terjadi perceraian antara suami 

istri baik karena cerai gugat maupun cerai talak dengan segala konsekuensi 

hukumnya seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri selama ditinggal, 

nafkah „iddah, dan harta bersama dapat diajukan dalam bentuk gugatan bersama 

dengan gugatan perceraiannya. Jika tidak, maka dapat diajukan secara terpisah 

sesudah putusan perceraian telah dilakukan dan berkekuatan hukum tetap.
244

 

Termasuk satu ketentuan tentang perceraian – sekalipun menimbulkan 

kontroversi – adalah putusnya talak yang harus dilakukan di muka sidang. 

Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan pasal Pasal 39  ayat (1) dinyatakan 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.”
245

 Ketentuan yang sama dimuat dalam KHI pasal 115 yang menyatakan 

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

                                                           
243

 Ibid. 
244

 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 

21; penjelasan detail tentang proses perceraian dalam konteks hukum acara yang berlaku di 

pengadilan Agama dan perbedaannya antara proses cerai talak dan cerai gugat dapat dibaca dalam, 

Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 241 dst. 
245

 Pasal 39 ayat (1) UU No 1/1974. 
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Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.”
246

 

Mengurai persoalan ini, salah satu pendapat yang layak diajukan adalah 

pendapat yang dimajukan oleh Abu > Zahrah dalam fatwanya. Menurut Abu > 

Zahrah, ketentuan tentang jatuhnya talak harus dilakukan di muka peradilan tidak 

penting untuk diindahkan dan cukup mengacu pada ketentuan dalam hukum-

hukum fikih serta kesepakatan umat Islam yang menilai jatuhnya talak tanpa harus 

dilakukan di muka persidangan. Bahkan, Abu > Zahrah dengan tegas menyatakan, 

tidak hanya putusan hakim di pengadilan yang tidak dibutuhkan dalam konteks 

jatuhnya talak, melainkan juga tidak dibutuhkan adanya saksi di dalamnya, dan 

hal ini menurutnya adalah kesepakatan mayoritas ulama.
247

 

Banyak analisis yang bisa dikemukakan terkait dengan keberanjakan aturan 

dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan KHI dari fikih muna >kah}ah 

sebagaimana tertuang dalam “kitab kuning”. Hal penting yang perlu diungkapkan 

sebelum memberikan analisis terhadap persoalan keberanjakan ini adalah hasil 

pemetaan yang dilakukan oleh Amir Syarifudin terhadap beberapa kemungkinan 

aturan dalam UUP dan KHI dengan rumusan dalam fikih muna>kah}ah. Pertama, 

UU sudah sepenuhnya mengikuti fikih muna>kah }ah bahkan sepertinya mengutip 

secara langsung dari al-Qur‟a>n seperti contoh ketentuan tentang larangan 

perkawinan dan ketentuan tentang masa „iddah bagi istri yang bercerai dari 

suaminya yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah. Kedua, 

                                                           
246

 Pasal 115 INPRES 1/1991. 
247

 Muh}ammad „Uthma >n S{a >bir, Fata>wa > Shaykh Muh }ammad Abu> Zahrah (Damaskus: Da >r al-

Qala >m, t.th.), 541. 
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ketentuan yang terdapat dalam UU sama sekali tidak terdapat dalam fikih 

muna>kah}ah mazhab manapun namun karena bersifat administratif dan bukan 

substansial dapat ditambahkan ke dalam fikih seperti pencatatan perkawinan dan 

pencegahan perkawinan.
248

 

Kemungkinan ketiga, ketentuan dalam UU tidak ditemukan dalam kitab-

kitab fikih dari berbagai mazhab namun karena pertimbangan kemas }lah }atan, 

ketentuan tersebut dapat diterima semisal tentang batas minimal usia calon 

pasangan yang akan kawin serta ketentuan tentang harta bersama dalam 

perkawinan. Keempat, ketentuan yang terdapat dalam UU secara lahiriah tampak 

bertentangan dengan ketentuan fikih muna>kah }ah dalam berbagai mazhab namun 

dengan menggunakan reinterpretasi dan mempertimbangkan kemas }lah }atan 

ketentuan tersebut dapat diterima. Ketentuan yang dimaksudkan misalnya 

keharusan perceraian di muka pengadilan dan keharusan izin poligami oleh 

pengadilan serta perceraian yang harus didasarkan pada alasan-alasan yang telah 

ditentukan dalam UU.
249

 

Mengacu pada pemetaan di atas, nampak bahwa ketentuan tentang 

perceraian yang diatur dalam undang-undang perkawinan merupakan ketentuan 

yang tidak diatur dalam berbagai mazhab fikih sehingga dapat dipahami 

terjadinya penolakan terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan, namun 

seperti dinyatakan Ahmad Tholabi Kharlie, mengingat sakralitas lembaga 

perkawinan di mana perceraian merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh 

oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan perkawinannya, maka 

                                                           
248

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Muna >kah}at dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 29. 
249

 Syarifuddin, Hukum, 29. 
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pengaturan yudisial oleh negara yang didasarkan pada public interest menjadi 

suatu keniscayaan.
250

 

Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah dalam rangka menghindari 

kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak dengan pemahaman 

konvensional bahwa kewenangan itu mutlak ada pada seorang suami, sehingga 

adanya ketentuan dalam undang-undang perkawinan tentang tata cara perceraian 

dengan sendirinya dapat membatasi kesewenang-wenangan seorang suami.
251

 

Analisis lain yang juga menguatkan ketentuan yudisial dalam perceraian adalah 

dalam rangka mewujudkan salah satu asas dalam perkawinan yaitu mempersulit 

terjadinya perceraian.
252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
250

 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 232. 
251

 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 

112. 
252

 Kharlie, Hukum Keluarga, 232. Sejalan dengan analisis demikian, Makinuddin dalam 

disertasinya juga menguatkan tentang ketentuan ikrar talak yang harus diucapkan di dalam 

persidangan. Menurut Makinuddin, ikrar talak yang harus dilakukan di muka pengadilan dengan 

tujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan seorang suami, jika ditinjau dari perspektif 

hukum Islam berkesesuaian dengan mant }u >q dan jiwa al-Qur‟a >n yang mengharuskan perceraian 

harus melalui tahapan-tahapan dan diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana termaktub dalam 

surat al-Nisa >‟ ayat 34-35. Selanjutnya periksa dalam, Makinudin, “Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” 

(Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 198. 
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BAB III 

POTRET DESA KALISAT SEBAGAI LOKUS PENELITIAN 

 

A. Kalisat: dari Legenda Penamaan Hingga Sejarah Kepemimpinan 

Pada awalnya, desa Kalisat bernama Sumber Rejo. Penamaan Sumber Rejo 

didasarkan pada keberadaan sumber air yang sangat bersih dan besar di desa 

Kalisat. Dari sumber air inilah masyarakat mendapatkan kemudahan untuk 

mengairi lahan pertaniannya. Sementara penemu sumber air tersebut adalah mbah 

Putih yang akrab dengan panggilan Bioteh. Mbah Putih adalah seorang ulama 

besar yang disegani oleh masyarakatnya. Beliau tinggal di bawah pohon beringin 

tepat di samping keberadaan sumber air yang ditemukannya.
253

 

Sedangkan penamaan Kalisat terhadap desa yang semula bernama Sumber 

Rejo ini, berdasarkan hasil dokumentasi penulis terhadap arsip desa Kalisat,
254

 

diawali oleh sebuah peristiwa bersejarah tepatnya pada awal abad 16 semasa 

penjajahan Belanda. Pada saat itu terjadi pertempuran yang sengit antara pasukan 

Belanda dengan para gerilyawan. Kekuatan pasukan Belanda yang begitu kuat 

telah mendesak para gerilyawan pribumi mundur dari medan pertempuran hingga 

pada akhirnya para gerilyawan terkepung oleh pasukan Belanda. Pada saat para 

gerilyawan itu terkepung karena serangan pihak penjajah Belanda yang membabi 

buta, justeru pada saat itu pula tentara mengentikan serangannya sehingga 

membuat para gerilyawan terheran-heran, dan kemudian mereka sadar akan 

                                                           
253

 Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah, “Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat Kecamatan 

Rembang Kabupaten Pasuruan”, dalam, Jurnal Edukasi, Volume 1 No.2, Oktober 2015, 260. 
254

 Dokumentasi, 16 Agustus 2017. 
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kekuasaan Allah Swt., untuk melindungi (Kalisat) para gerilyawan dari kekejaman 

tentara Belanda. Pada saat itu pula, para gerilyawan dan penduduk setempat 

melakukan sujud syukur di tempat yang sekarang populer dengan nama desa 

Kalisat. 

Kemudian masyarakat desa Kalisat secara musyawarah mufakat menunjuk 

pimpinan Gerilyawan saat itu yang bernama Aris untuk menjadi petinggi desa 

Kalisat.
255

 Pada tahun 1913 petinggi Aris tersebut wafat dan pada tahun 1914 

kepemimpinan jatuh kepada petinggi Singo hingga berakhir pahun 1922 karena ia 

meninggal dunia. Periode berikutnya, yaitu tahun 1922 sampai dengan tahun 1930 

desa Kalisat dipimpin oleh petinggi Aserar. Dengan berakhirnya masa 

kepemimpinan petinggi Aserar, selanjutnya diadakan pemilihan petinggi (kepala 

desa) yang pertama. Pada saat itu terdapat dua orang calon petinggi yang akan 

dipilih oleh masyarakat desa Kalisat, yaitu Soeryo  dengan Sirri. Akhirnya melalui 

pemilihan langsung dengan menggunakan lidi (biting: jawa) terpilihlah petinggi 

yang bernama Soeryo. Petinggi Soeryo memimpin desa Kalisat mulai tahun 1931 

sampai dengan tahun 1956 karena beliau wafat pada tahun tersebut. Dalam hal ini, 

petinggi Soeryo mengalami tiga masa Pemerintahan, yaitu masa penjajahan 

                                                           
255

 Bentuk penunjukan terhadap seseorang yang direstui oleh masyarakat berdasarkan musyawarah 

mufakat untuk menjadi pimpinan dalam skala desa membenarnya sebuah pendapat yang 

menyatakan bahwa aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan Desa adalah 

Legitimasi yang berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan yang akan 

dijalankannya serta keabsahan untuk menjadi representasi dari dari masyarakatnya. Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Serial Bahan Bacaan tentang 

Kepemimpinan Desa, Buku 2 (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi, 2015), 12. 
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Belanda kemudian masa penjajahan Jepang dan terakhir adalah masa 

kemerdekaan.
256

 

Secara lebih terperinci, berikut adalah nama-nama petinggi desa Kalisat 

beserta masa kepemimpinannya.
257

 

1. Petinggi Aris (1913) 

2. Petinggi Singo (1914-1922) 

3. Petinggi Aserar (1922-1930) 

4. Petinggi Sayudin (1930-1943 ) 

5. Petinggi Abdul Latif (1943-1976) 

6. Petinggi Abdur Rajak (1976-1990 ) 

7. Petinggi Kurdi (1990-2007) 

8. Petinggi Nakhoi Adya (2007-2013).
258

 

Kemudian sejak tanggal 02 Desember 2013 (hingga penelitian ini 

dilakukan), desa Kalisat dipimpin oleh petinggi hasil Pemilihan Kepala Desa 

(pilkades) yaitu Samhudi, S.Pd., yang sebelumnya berprofesi sebagai pendidik di 

berbagai lembaga pendidikan di Rembang maupun di Bangil. Aktivitas lain yang 

diemban oleh alumni Jurusan Bahasa Inggris IKIP Budi Utomo Malang ini 

                                                           
256

 Dokumentasi, 16 Agustus 2017. 
257

 Merujuk pada literatur yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi, setidaknya ditemukan tiga tipe kepemimpinan desa yaitu 

kepemimpinan regresif, kepemimpinan konservatif-involutif dan kepemimpinan inovatif-progresif. 

Tipe pertama merupakan model kepemimpinan yang berwatak otokratis dengan kata lain pola 

kepemimpinan yang anti terhadap perubahan. Sementara tipe kepemimpinan konservatif-involutif 

adalah model kepemimpinan yang ditandai dengan sikap stagnan dari seorang kepada desa, dalam 

arti tidak berupaya melakukan inovasi yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan 

rakyat. Kemudian tipe Kepemimpinan inovatif-progresif ditandai dengan adanya kesadaran baru 

mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan kata lain, model 

kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan. Kementerian Desa, Serial Bahan Bacaan, 11-12. 
258

 Data ini adalah hasil dokumentasi penulis terhadap arsip desa Kalisat di kantor Kepala Desa 

pada, 16 Agustus 2017. 
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sebelum menjadi petinggi adalah petugas PKH (Pendamping Keluarga Harapan), 

yaitu sebuah program yang digagas oleh  Dinas Sosial. Beberapa program yang 

ditargetkan oleh Samhudi, antara lain adalah penyediaan mobil ambulan gratis; 

menggalakkan gotongroyong dan mengusahakan pengajian (Jam„iyyah Tahli >l) 

secara produktif.
259

 

Dari beberapa petinggi yang telah memimpin desa Kalisat, tercatat beberapa 

kemajuan pembangunan desa yang dimulai dari petinggi Sayudin yang berhasil 

membangun Bendungan Klosod  untuk mengairi sawah ± 800 Ha. Kemudian pada 

masa kepemimpinan Petinggi Abdul Latif, sekitar tahun 1937 dibangun Sekolah 

Rakyat kelas 1, 2, 3 dan 4; Pembangunan Masjid Al-Husein dan pembangunan 

Balai Pertemuan. Sementara pada masa kepemimpinan petinggi Abdul Rajak, 

capaian dalam bidang pembangunan desa antara lain, pembangunan Gedung 

BUUD/KUD; Penyeragaman pagar halaman rumah dengan batu bata; 

Pembangunan Kantor Desa; Pembangunan Gedung Pertemuan (lokasinya di 

belakang Kantor Desa); Pembangunan Markas Hansip; Pendirian Raud }at al-At }fa>l; 

Pembangunan 4 unit Jembatan di sepanjang jalan desa.
260

 

Kemudian berlanjut pada kepemimpinan petinggi Kurdi dengan capaian 

berupa Pembangunan Balai Desa dan Kantor Desa; Pembangunan Gedung 

Madrasah Diniyah; Pembangunan Plengsengan/Saluran air dan Pembangunan 

Jembatan Gladak Jambu. Sementara pada masa kepemimpinan kepala desa Nahoi 

Adya, beberapa capaiannya adalah pembangunan rabat beton jalan desa sepanjang 

± 1.500 meter; Rehab balai desa; Rehab kantor desa; Pembangunan Plengsengan 

                                                           
259

 Metrosoerya.com (Berita Metrosoerya, Beritanya Menginspirasi), edisi Februari 24, 2014. 
260

 Arsip desa Kalisat. 
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Irigasi Sekunder Klosod ± 3.200 meter dan pembangunan 2 jembatan beton di 

dusun Wringin; Pembangunan Pagar Kantor dan Balai Desa; Pembangunan 

Masjid Al-Hidayah; Sertifikasi 42 bidang tanah; Rehab Mus }alla > Kantor Desa; 

Pembangunan Jembatan Beton dusun Jambu; Rehab Plengsengan di Laban 

Konang; Pembangunan 3 lokal ruang kelas SD dan Kantor SD; Pengadaan 

lapangan sepak bola; Bedah rumah 2 unit; Rehab gedung Madrasah Diniyah dan 

pembangunan masjid Rahmat di dusun Wringin.
261

 

Berikutnya adalah pembangunan desa selama kepemimpinan petinggi 

Samhudi, antara lain, rehab Gedung TK PKK (PNPM-MP); Plengsengan di dusun 

Krajan (APBDes); Pembangunan gedung Madrasah Diniyah (PNPM-MP); Rehab 

Jalan Rabat Beton di Jalan P. Saleka (PNPM-MP); Pembangunan Pasar Desa 

“MANDIRI” (PNPM-MP); Rehab Masjid Rahmat dan al-Hidayah; Pembangunan 

Jembatan didusun Wringin (APB-Desa); Pembangunan Plengsengan Cikruk di 

Dusun Jambu (Program Partisipatif); Pembangunan Plengsengan Tersier di Dusun 

Jambu (APBD I); Pembangunan Jembatan di Dusun Jambu (APB-Desa); 

Plengsengan di Dusun Krajan (APBD I); Rehab Kantor Desa (APB-Desa) dan 

Pembangunan Embung Kalisat II.
262
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 Ibid. 
262

 Embung merupakan tandon air atau waduk berukuran kecil pada lokasi pertanian yang 

bertujuan untuk menampung kelebihan air hujan dimusim penghujan dan pemanfaatannya pada 

musim kemarau untuk berbagai keperluan baik di bidang pertanian maupun kepentingan 

masyarakat. Lihat, Oxy Widyananda dan Muhammad Nashir Fajrul Fikri, “Metode Pelaksanaan 

Proyek Embung Kalisat II Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan” (Paper--Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember, Surabaya,  2017), 1. 
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B. Kalisat Sebagai Bagian dari Wilayah Administrasi Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan 

Merujuk pada definisi desa yang lazimnya dinyatakan sebagai wilayah 

hukum yang sekaligus menjadi pusat pemerintah tingkat daerah paling rendah dan 

secara administratif berada di bawah kekuasaan pemerintah kecamatan,
263

  maka 

Kalisat – sebagai lokus kajian dalam penelitian ini – adalah wilayah hukum 

terkecil yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kecamatan Rembang. 

Sedangkan Rembang sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

wilayah administrasi pemerintah kabupaten Pasuruan. 

Sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pasuruan (BPS),
264

 kabupaten Pasuruan secara astronomis terletak 

antara 1120.30' - 1130.30' Bujur Timur dan 7030' - 80 30' Lintang Selatan dan 

berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura di sebelah Utara, 

sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang. Sebelah Timur 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo dan di sebelah Barat 

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto.
265

 

Berdasarkan data BPS itu pula, kabupaten Pasuruan dinyatakan sebagai 

wilayah yang melingkupi 24 Kecamatan dan terbagi menjadi menjadi 365 desa 

dengan luas wilayah sebesar 1.474,02 Km
2

. Dari 24 kecamatan yang termasuk ke 

dalam wilayah administrasi kabupaten Pasuruan, daerah yang memiliki wilayah 

paling luas adalah Kecamatan Lumbang, Kecamatan Prigen dan Kecamatan 

                                                           
263

 Kodiran, “Kebudayaan Jawa”, dalam, Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di 

Indonesia (t.tp: Penerbit Djambatan, 1980), 324. 
264

 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2017, 10. 
265

 Ibid. 
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Purwodadi, dengan luas wilayah masing-masing sebesar 125,55 Km2 (8,51 

persen), 121,90 Km2 (98,27 persen); dan 102,46 Km2 (6,95 persen). Sementara 

kecamatan Rembang hanya memiliki luas wilayah sebesar 42.520 Km
2
,
 
yang 

terdiri dari 17 desa, 73 dusun, 139 Rukun Warga (RW) dan 356 Rukun Tetangga 

(RT).
266

 Adapun 17 desa yang tercakup dalam wilayah hukum kecamatan 

Rembang meliputi, Kalisat, Tampung, Pajaran, Siyar, Genengwaru, Kanigoro, 

Krengih, Sumber, glagah, Rembang, Orobulu, Kedungbanteng, Oro Ombo Weta, 

Oro Ombo Kulon, Pekoren, Pejangkungan, Pandean dan desa yang terakhir adalah 

desa Mojoparon. 

Sesuai data sensus penduduk dari tahun 2011-2016, dari 17 (tujuh belas) 

desa yang menjadi bagian dari wilayah hukum kecamatan Rembang Kabupaten 

Pasuruan, terdapat 6 (enam) desa yang mengalami peningkatan pertumbuhan 

jumlah penduduk, yaitu Kalisat, Oro Ombo Kulon, Oro Ombo Wetan, Pekoren, 

Rembang, dan Pajaran.  

Berikut adalah tabel perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk dari enam 

desa yang dimaksudkan: 
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Kalisat yang tidak lain adalah pusat pemerintahan tingkat daerah paling 

bawah dalam cakupan administrasi pemerintah kecamatan Rembang terletak pada 

titik kordinat 7°40'34"S   112°47'9"E. Desa ini merupakan salah satu desa yang 

posisinya agak terpencil dan lumayan jauh dari kota, tepatnya 15 kilometer arah 

ke barat (ke arah Bangil) dari kota Pasuruan dan berbatasan langsung dengan desa 

Oro Bulu di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan desa Tampung dan 

sebelah barat berbatasan dengan desa Kedung Banteng yang semuanya termasuk 

wilayah hukum kecamatan Rembang. Adapun batas sebelah selatan, Kalisat 

berbatasan langsung dengan desa Candirobo yang termasuk salah satu desa dalam 

wilayah pemerintahan kecamatan Sukorejo.
267

 

Kalisat dengan luas wilayah sekitar 392 hektar yang digunakan sebagai 

lahan sawah seluas 304,60 hektar, tegalan tanah kering pertanian seluas 6,50 
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 Arsip desa Kalisat. 

Kalisat Oro Ombo

Kulon

Oro Ombo

Wetan

Pekoren Rembang Pajaran

4,816 5,697 6,416 5,562 5,700 4,617 

4,841 5,774 6,491 5,606 5,763 4,683 

4,909 5,903 6,625 5,699 5,878 4,794 

4,950 6,001 6,723 5,761 5,961 4,879 

4,978 6,086 6,805 5,810 6,030 4,954 

5,005 6,170 6,887 5,857 6,099 5,028 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 3.1 Perbandingan Jumlah Penduduk di Kecamatan Rembang-Pasuruan 

Pasuruan 
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hektar, bangunan dan pekarangan seluas 76,60 hektar, serta digunakan untuk 

tanah makam dan lainnya seluas 4,30 hektar,
268

 secara geologis berupa dataran 

rendah dengan suhu rata-rata 30
O
 C dan ketinggian tanah 58 meter di atas 

permukaan laut. Sedangkan ditinjau secara klimatologis, Kalisat merupakan 

daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.
269

  

C. Relasi Sosial 

Sebagaimana umumnya kehidupan masyarakat desa yang diikat oleh sistem 

kekeluargaan, begitu pula halnya dengan kehidupan masyarakat Kalisat. Pola 

demikian itu dinyatakan oleh Ferdinand Tonnies sebagai masyarakat dengan pola 

gemeinschaft, yakni kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat dalam 

hubungan batin yang bersifat alamiah dan bersifat kekal, atau dengan kata lain, 

gemeinschaft adalah bentuk hidup bersama di mana para anggotanya dipersatukan 

dan disemangati dalam perilaku sosial oleh ikatan persaudaraan, simpati dan 

perasaan lainnya sehingga mereka terlibat secara psikis dalam suka duka hidup 

bersama.
270

 Berbeda dengan kehidupan kota yang disebut oleh Tonnies sebagai 

kategori gesellschaft. Kategori ini dicirikan dengan adanya hubungan sosial yang 

didasarkan pada kontrak sosial,
271

 ikatan hubungan anggota masyarakat yang 

lemah dan tidak jarang antara individu yang satu dengan yang lainnya tidak saling 

mengenal sehingga nilai dan norma menjadi kurang berperan dengan baik.
272
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 Fitriany, “Sejarah Budaya”, 260. 
269

 Arsip desa Kalisat. 
270

 Dewi Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori (Bandung: Refika Aditama, 2009), 62. 
271

 Judistira K. Garna, Teori-teori Perubahan Sosial (Bandung: Universitas Padjajaran, 1992), 51. 
272

 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan 

Poskolonial (Jakarta: Kencana, 2014), 53. 
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Gambaran Tonnies tentang kehidupan masyarakat yang bersifat guyub 

ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kalisat yang terwujud dalam berbagai 

bentuk. Dalam pengamatan penulis, wujud dari kehidupan guyub sebagaimana 

uraian Tonnies di atas, dalam kehidupan masyarakat Kalisat ditemukan dalam 

bentuk gotong royong pada acara mantenan maupun hajatan lain yang dalam 

bahasa masyarakat Kalisat disebutnya dengan rewang. Begitu pula gotong royong 

antar warga dalam menyiapkan acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari ketika salah 

seorang anggota masyarakatnya meninggal dunia. Bahkan tidak jarang ditemukan 

adanya gotong royong dalam pembangunan rumah warga sekalipun tidak dalam 

artian pembangunan secara keseluruhan melainkan pada pekerjaan-pekerjaan 

tertentu saja semisal dalam hal pengangkutan pasir dari pinggir jalan maupun 

penggalian tanah untuk pondasi. Selebihnya dikerjakan oleh seorang tukang 

secara profesional. 

Hadirnya pekerja dengan sistem borongan dan persewaan perlengkapan 

mantenan mulai dari sound system dan terop serta jasa layanan cahthering sedikit 

banyak telah menggeser budaya guyup dalam kehidupan sosial masyarakat desa 

Kalisat. Menurut keterangan Samhudi, sekalipun hadirnya jasa persewaan 

perlengkapan hajatan masyarakat tidak menghilangkan sepenuhnya pola 

kehidupan yang guyub, sedikit banyak telah mengurangi intensitas gotong royong 

yang biasanya terjadi di Kalisat.
273

 

Barangkali kenyataan di atas inilah yang disebut oleh A. Safril Mubah 

sebagai problematika budaya lokal di era globalisasi. Di mana arus globalisasi 
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 Samhudi, Wawancara, Kalisat, 19 Desember 2017. 
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yang berjalan dengan cepat menurutnya dapat menjadi ancaman bagi eksistensi 

budaya lokal, sehingga tidak ada jalan lain kecuali dengan menanamkan nilai-nilai 

kearifan lokal sejak dini kepada generasi muda serta memberikan pemahaman atas 

falsafah budaya lokal.
274

  

Adapun bahasa komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Kalisat adalah bahasa Madura, di samping bahasa Jawa dan sebagian 

kecil bahasa Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena ternyata penduduk asli 

yang berdomisili di desa Kalisat rata-rata masih keturunan Madura.
275

 Dalam 

kenyataan demikian ini, tidak mengherankan jika kemudian dalam kehidupan 

masyarakat Kalisat, kiai ditempatkan sebagai elit utama yang dijadikan tempat 

untuk mengadukan berbagai persoalan – sebagaimana umumnya dalam kehidupan 

masyarakat Madura
276

 – bahkan menurut Mahfudz, timbul rasa kurang 

meyakinkan jika persoalannya tidak diselesaikan terlebih dahulu oleh kiai 

termasuk dalam urusan akad nikah. Sebelum secara resmi dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama, pasangan calon suami-istri terlebih dahulu meminta untuk 

diakadkan oleh seorang kiai.
277
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 A. Safril Mubah, “Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus 

Globalisasi”, dalam, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 24, No. 4, Oktober–Desember 

2011, 302–308. 
275

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kalisat,_Rembang,_Pasuruan. Diakses pada 10 April 2018. 
276

 Menurut Kuntowijoyo, dalam kehidupan sosial masyarakat madura, terdapat tiga kelompok elit 

utama yang ditokohkan, yaitu santri, kiai dan haji. Santri adalah para murid yang menuntut ilmu 

agama, sementara kyai adalah guru-guru agama yang disebut guru ngaji jika mereka mengajarkan 

membaca al-Quran, disebut guru ngaji kitab jika yang diajarkan adalah berbagai jenis buku. Di 

luar dua kelompok guru agama tersebut, Kuntowijoyo menyebutkan satu lagi guru agama yang 

disebut dengan guru tarekat atau pemimpin tarekat. Elit lain yang juga memiliki posisi terhormat 

adalah haji, yakni sebutan umum bagi seseorang yang telah menunaikan ibadah haji ke Mekkah. 

Lihat, Kuntowijoyo, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940 

(Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 328. 
277

 Mahfudz, Wawancara, Kalisat, 16 Oktober 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalisat,_Rembang,_Pasuruan
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Kedudukan istimewa yang diberikan oleh masyarakat Kalisat terhadap elit 

utama yang disebutkan di atas, disebabkan oleh keikhlasan para tokoh masyarakat 

itu dalam memberikan pencerahan terhadap segala problem kehidupan masyarakat 

Kalisat yang diadukan kepada mereka. Sehingga menurut Abdul Qohir, semakin 

pudar keikhlasan tokoh masyarakat dalam memberikan bimbingan kepada 

masyarakat, maka akan pudar pula kedekatan emosional yang terjalin.
278

  

Keikhlasan seorang kiai dalam membimbing dan memberikan pencerahan 

kepada masyarakat Kalisat akan dibalas dengan sikap patuh, tunduk, dan 

mengabdi kepada kiai dengan berpegang pada prinsip manut kiai. Dalam narasi 

demikian ini, maka hubungan antara kiai dan anggota masyarakatnya ini 

melahirkan pola hubungan yang disebut dengan paternalisme, di mana hubungan 

antara pemimpin dan yang dipimpin, dalam konteks kajian ini adalah antara kiai 

dan anggota masyarakatnya, seperti hubungan antara ayah dan anak.
279

 

Ketundukan dan sikap pasrah kepada seorang kiai yang terjadi di desa 

Kalisat, di samping sekian banyak faktor yang juga tidak dapat dipungkiri, 

menjadi faktor pendukung terjadinya praktik perkawinan yang dinilai dari sudut 

pandang hukum negara sebagai perkawinan illegal. Katakanlah seperti praktik 

nikah siri yang terjadi di Kalisat. Pernikahan ini jelas mengandalkan kepercayaan 

akan keabsahan pernikahan yang hanya diakad oleh seorang kiai. Bahkan 
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 Abdul Qohir, Wawancara, Kalisat, 08 Nopember 2017. 
279

 Mohammad Kosim, “Kyai dan Blater (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura), dalam, KARSA, 

Vol. XII No. 2 Oktober 2007, hal. 162.  
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diibaratkan dengan orang yang sedang membeli tanah namun masih menunggu 

proses sertifikasi.
280

  

D. Kegiatan Keagamaan 

Setidaknya terdapat tiga aliran keagaaman yang berkembang di kabupaten 

Pasuruan, yaitu Muhammaddiyah, Nahdlatul Ulama dan Persis Bangil, 

sebagaimana dinyatakan Abd. Latif Bustami, namun aliran yang menjadi pilihan 

mayoritas masyarakat Pasuruan secara umum, termasuk yang berkembang di desa 

Kalisat adalah Nahdlatul Ulama. Hal ini bisa dilihat dari praktik keagamaan yang 

berkembang, semisal pembacaan maulid nabi, istigha >thah, pembacaan ya >sin dan 

tahli>l hingga pada kegiatan rutinan khatm al-Qur‟a>n.
281

Beberapa kegiatan yang 

telah disebutkan di atas, telah menjadi kegiatan rutin di desa Kalisat. Hal ini 

disampaikan oleh Aminah, ketua Jam„iyyah Muslima >t al-Rah}mah. Menurut 

Aminah Kegiatan keagamaan di kampung ini dimulai oleh para sesepuh puluhan 

tahun silam, sehingga generasi berikutnya hanya sekedar melanjutkan saja. 

Kegiatannya pun beragam mulai dari pembacaan mana>qib shaykh „Abd al-Qadi >r 

al-Jayla>ni >, mawli >d di >ba>„, khatm al-Qur‟a>n sampai istigha>thah. Di mana Kegiatan-

kegiatan seperti itu dilakukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan 

rasul-Nya, memohon pertolongan kepada Allah supaya tetap teguh memegang 

prinsip-prinsip agama.
282

 

Pembacaan mana>qib shaykh „Abd al-Qadi >r al-Jayla>ni > biasanya dilakukan 

setiap malam Senin. Sedangkan pembacaan mawli >d di >ba>„ di lakukan pada malam 
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https://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/20/14444468/masih.perawan.rp.35.juta.janda.rp.

15.juta. diakses pada tanggal 12 Juni 2018. 
281

 Abd. Latif Bustami, Kiai Politik, Politik Kyai: Membedah Wacana Politik Kaum Tradisionalis 

(Malang: Pustaka Bayan, 2009), 47 dst. 
282

 Aminah (ketua Jam„iyyah Muslimat al-Rahmah), Wawancara, Kalisat, 16 Desember 2017. 
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Jumat. Kedua kegiatan dihadiri oleh tetangga sekitar dan bertempat di salah satu 

mus}alla yang berada di dusun tersebut, berbeda dengan pembacaan mana >qib 

shaykh „Abd al-Qadi >r al-Jayla>ni > yang biasanya berpindah-pindah dari satu 

mus}alla > ke mus}alla > yang lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan khatm al-Qur‟a>n, 

biasanya dilakukan setiap kamis legi (satu bulan sekali) dimulai sejak habis subuh 

dan selesai sekitar ba„da shalat ashar. Dalam kegiatan tersebut, tidak mengenal 

anggota tetap melainkan lebih pada kesadaran masing-masing individu, artinya 

jika mereka tidak ada kegiatan, maka mereka akan nimbrung ngaji di tempat di 

mana sedang dilaksanakan khatm al-Qur‟a>n.
283

 

Begitu pula dengan pelaksanaan istigha >thah. Kegiatan tersebut sangat 

terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung di dalamnya. Rata-rata anggota 

yang hadir setiap kali dilakukan istigha >thah berkisar antara 25-30 orang. Biasanya 

dipimpin oleh seorang ustad yang berasal dari desa lain, Pajaran, yaitu ustad Agus 

Zainullah. Waktu pelaksanaannya tidak ditentukan seperti halnya khatm al-

Qur‟a>n, pembacaan mawli >d di >ba>„ dan mana>qiban, karena istigha >thah ini biasanya 

dilakukan di rumah-rumah warga yang sedang memiliki hajat, sehingga 

pelaksanaannya tidak terikat dengan waktu tertentu, terkadang dalam satu minggu 

digelar tiga kali istigha >thah di rumah warga yang berbeda.
284

 

Semua kegiatan di atas, dalam setiap tahunnya ditutup dengan pengajian 

umum. Dalam acara ini, semua tokoh masyarakat Kalisat bahkan dari luar Kalisat 

juga diundang untuk menghadiri pengajian umum sebagai penutup terhadap 

kegiatan rutin keagamaan yang dilaksanakan selama satu tahun. Penceramah yang 
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diundang untuk mengisi acara tersebut adalah KH. Ahmad Subadar dari Besuk-

Pasuruan. Namun setelah beliau meninggal dunia, maka sebagai pengganti beliau, 

yang diundang sebagai penceramahnya adalah menantu dari KH. Ahmad Subadar. 

Acara penutupan tersebut biasanya digelar di Masjid Kalisat, Kerajan dengan 

dihadiri oleh jamaah kurang lebih 300 orang.
285

 

Semua kegiatan yang telah disebutkan di atas kembali pada satu tujuan yaitu 

sosialisasi ajaran agama karena setiap kegiatan yang diselenggarakan selalu diisi 

dengan pengajian. Sebagaimana diakui oleh Ismail bahwa dirinya merupakan 

salah satu dari sekian banya tokoh masyarakat yang ikut andil dalam penyampaian 

ajaran-ajaran agama dalam setiap kegiatan yang digelar oleh warga Kalisat. 

Materi pokok yang disampaikannya menurut Ismail cukup beragam mulai dari 

kitab Safi>nat al-Naja>h} yang di dalamnya banyak mengatur tentang persoalan 

„ubu>diyyah,
286

 Fath } al-Qari >b yang dikhususkan pada bab-bab terakhir yang 

mengatur tentang mu„a >malah seperti jual beli, sewa menyewa cara menggadaikan 
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 Ibid. 
286

 Kitab ini memiliki judul lengkap Safi>nat al-Naja >h } fi> ma > Yajib „ala > al-„Abd li Mawla > karangan 

Sayyid Sa >lim ibn Sumayr al-Had }ra >mi>. Kitab tersebut kemudian diberikan penjelasan (sharh }) oleh 

Shaykh Nawa >wi> al-Bantani dengan judul Sharh } Ka >shifat al-Saja> „ala > Matn Safi >nat al-Naja > dan 

Shaykh Muh}ammad „Ali > Ba >„at}iyyah dengan judul Sharh } Gha >yat al-Muna> fi> Sharh } Safi >nat al-Naja >. 
Kemudian matan dari kitab yang ditulis oleh Sa >lim al-H {ad }ra >mi> ini dihimpun dalam sebuah naz}m 

oleh Shaykh Ah}mad S }iddiq dengan judul Tanwi >r al-H {ija > fi> Manz}u >mat Safi >nat al-Naja >. Naz}m 

tersebut dikomentari oleh Shaykh Muh }ammad „Ali > ibn H }usayn al-Ma >liki > dalam kitab yang 

berjudul Sharh Ina>rat al-Duja > „ala > Tanwi >r al-H {ija > fi Manz }u >mat Safi >nat al-Naja>. Ulama lain yang 

juga menghimpun karya Sa >lim al-Had }ra >mi> ke dalam bentuk naz}m adalah Shaykh Muh }ammad 

Ma„s}u>m ibn Sira >j al-Sharbu>ni> dengan judul Nayl al-Raja >‟ fi > Manz}u >mat Safi >nat al-Naja > dan 

dikomentari oleh Shaykh Sahl Mah }fu>z } dengan judul Fayd } al-H {ija > fi> al-Ta„li >qa>t „ala > Nayl al-Raja>. 
Lihat, A. Ginanjar Sya‟ban, Mahakarya Islam Nusantara (Jakarta: Pustaka Compass, 2017), 599-

600. 
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dan lain sebagainya,
287

 hingga kitab yang membicarakan tentang hukum keluarga 

seperti „Uqu>d al-Lujayn
288

 dan Qurrat al-„Uyu >n.
289

 

Dalam kajian tentang hukum keluarga, rujukan utama kepada kitab „Uqu>d 

al-Lujayn begitu tampak. Ketika terjadi persoalan hukum yang menyangkut 

bidang tersebut, maka karya imam Nawawi itu menjadi rujukannya. Hal ini 

terlihat dalam wawancara penulis dengan salah seorang informan di Kalisat. 

Ketika terjadi percekcokan antara suami dan isteri yang diawali dengan saling 

curiga adanya pemberian uang kepada seorang anak yang berasal dari seorang 

isteri, maka acuan utamanya adalah kitab „Uqu >d al-Lujayn. Begitu pula dalam 

kasus keberatan seorang yang isteri yang dipoligami, rujukan utamanya adalah 

„Uqu>d al-Lujayn dan Qurrat al-„Uyu>n.
290
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 Judul lengkap dari kitab Fath } al-Qari>b adalah Fath } al-Qari>b al-Muji>b fi > Sharh } Alfa >z} al-Taqri >b 

atau dikenal juga dengan sebutan al-Qawl al-Mukhta >r fi > Sharh } Gha >yat al-Ikhtis}a >r yang ditulis oleh 

Muh }ammad ibn Qa >sim ibn Muh }ammad al-Ghazzi >. Kitab ini merupakan penjelasan terhadap matn 

al-ghayah wa al-Taqrib karya al-Qa >d }i> Abu> Shuja >„ Ah}mad ibn al-H }usayn ibn Ah}mad al-Isfaha >ni>.  
288

 Kitab tersebut ditulis oleh ulama besar asal Banten yaitu Muh }ammad ibn „Umar ibn „Ali > 

Nawawi > al-Bantani > al-Ja >wi dengan judul lengkap „Uqu >d al-Lujayn fi> Baya>n H }uqu>q al-Zawjayn.  

Imam Nawawi > termasuk penulis prolifik yang telah menghasilkan kurang lebih 38 karya, antara 

lain, dalam bidang fiqih, beliau menulis Qu >t al-H }abi >b al-Ghari>b. Kemudian dalam bidang akidah, 

beliau menulis kitab Dhari >„at al-Yaqin>n „ala > Umm al-Bara >hayn karya al-Sanusi dan Ti>jan al-

Dara >ri> „ala > Risa >lah fi > „ilm al-Tawhi>d karya Ibra >hi>m al-Baju>ri>. Selanjutnya, dalam bidang sufisme, 

karya yang telah dihasilkannya adalah Sala >lim al-Fud }ala>„ „ala> Manz}u >mat Hida >yat al-Atqiya>‟ 
karya Zayn al-Di>n al-Maliba >ri>. Lihat, Zainul Milal Bizawie, Masterpiece Islam Nusantara: Sanad 

dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945) (Jakarta: Pustaka Compass, 2016), 295. Sebagian besar 

dari karya Imam Nawawi berbentuk sh }arh atas matan kitab-kitab populer, karena itulah, dalam 

penilaian Martin Van Bruinessen, imam Nawawi lebih tepat digambarkan sebagai pemikir yang 

memperkenalkan wacana keislaman secara luas dibandingkan dengan penobatannya sebagai 

seorang yang memberikan sumbangan baru terhadap wacana keislaman. Martin Van Bruinessen, 

Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), 161. 
289

 Moh. Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 
290

 Kitab tersebut merupakan penjelasan terhadap karya Ibn Ya >mu>n yang berjudul Manz}u >mah fi > 
A <da>b al-Nikah wa al-Mu„asharah. Qurrat al-„Uyu>n ditulis oleh Muh}ammad al-Tiha >mi> ibn al-

Madani >  dengan judul Qurrat al-„Uyu>n bi Sharh } Naz}m ibn Ya>mu >n fi> A <da>bi al-Nika >h } wa ma> 
Yata„allaq bih min ma > Yajib aw Yuba >h }.  
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BAB IV 

MEDIASI LOKAL SEBAGAI POLA BERHUKUM MASYARAKAT 

KALISAT-REMBANG-PASURUAN 

 

A. Realitas Mediasi Lokal sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus 

Perceraian 

1. Pola Mediasi Lokal dalam Kasus Perceraian Masyarakat Kalisat 

Penting ditegaskan kembali bahwa mediasi lokal yang penulis maksudkan 

dalam tulisan ini adalah mediasi yang berlaku dan hidup dalam suatu komunitas 

tertentu, yang dalam hal ini adalah masyarakat desa Kalisat, yang secara nyata 

diwujudkan dalam memandu kehidupan masyarakatnya. Hal ini tentu dapat 

dibedakan dengan mediasi adat yang berlaku secara normatif dalam suatu 

masyarakat hukum adat.
291

 Dalam makna yang demikian ini, bisa saja pola 

mediasi yang terjadi di masyarakat Kalisat akan berbeda dengan pola mediasi di 

tempat yang berbeda. 

Bagi masyarakat Kalisat, pola mediasi yang dikembangkan dalam konteks 

perceraian tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mereka akan makna 

perceraian, yang dinilainya telah merusak hubungan kekerabatan. Sementara nilai 

kekerabatan bagi masyarakat Kalisat, begitu pula umumnya masyarakat pedesaan, 

merupakan satu hal yang telah membudaya. Di samping itu, perceraian menjadi 

akhir dari pernikahan yang sejak semula memiliki tujuan asasi – di samping 

sebagai bentuk penyaluran hubungan seksual yang dapat melahirkan keturunan 

                                                           
291

 Pemaknaan demikian penulis sandarkan pada pembedaan antara hukum lokal dan hukum adat 

sebagaimana pernah dikaji oleh Dominikus Rato. Lihat dalam, Dominikus Rato, Dunia Hukum 

Orang Osing (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), 9. 
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yang sah – memperluas hubungan sosial dengan mempertemukan antara keluarga 

dari pihak suami dan istri.
292

 

Atas dasar itulah, maka perceraian sekalipun dinilai sebagai jalan 

mengakhiri kemelut dalam rumah tangga, haruslah dimulai dengan mekanisme 

yang dapat diharapkan mengembalikan keutuhan rumah tangga yang diistilahkan 

oleh Muh }ammad Mutawalli > al-Sha„ra>wi > dengan muh}a>walat al-is}la>h qabla al-

t }ala >q,
293

 atau dengan istilah mediasi –sebagaimana dikenal dalam Peraturan 

Mahkamah Agung. Hal ini semua dapat dinilai sebagai langkah mempersulit 

terjadinya perceraian sebagai salah satu asas perkawinan.
294

 

Berbicara mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang akan 

mengakhiri pernikahannya sebagaimana telah menjadi proses dalam ketentuan 

Hukum Acara Peradilan Agama, tidak dapat dinafikan adanya upaya damai yang 

ditempuh di luar proses litigasi yang dalam hal ini penulis sebut sebagai mediasi 

lokal dengan menjadikan tokoh masyarakat setempat sebagai mediatornya. 

Dari hasil temuan di lapangan, mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian 

kasus perceraian dengan menjadikan tokoh masyarakat sebagai mediatornya dapat 

                                                           
292

 Hammudah „Abd al-„Ati, the Family Structure in Islam (T.tp.: t.th), 54. 
293

 Muh}ammad Mutawalli > al-Sha„ra >wi >, al-Liqa >‟ Bayn al-Zawjayn fi > al-Qur‟a>n wa al-Sunnah 

(Kairo: al-Maktabah al-Taufi >qiyah, 2004), 230. 
294

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta: UII Press, 2011), 29; Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016), 36. Sementara itu, menurut Khoiruddin Nasution, asas dalam perkawinan dapat 

dilihat dari dua sisi, yakni asas yang bersifat fundamental, seperti, komitmen dari masing-masing 

suami-istri untuk memilih satu pasangan (monogami), adanya kerelaan dan persetujuan suami-istri 

serta adanya tekad dari suami istri bahwa perkawinan yang dijalani adalah untuk selamanya. 

Selain asas yang bersifat fundamental, menurut Nasution, adalah asas yang bersifat instrumental, 

seperti, setiap anggota keluarga harus melaksanakan norma-norma agama, kehidupan rumah 

tangga dilandasi oleh musyawarah dan bersifat demokratis, adanya usaha menciptakan 

ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga, adanya hubungan suami istri yang bersifat 

partnership, dan adanya komunikasi yang bersifat terbuka antar anggota keluarga. Lihat dalam, 

Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum 

Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: 

ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), 234. 
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dipilah ke dalam beberapa pola, sekalipun memang perlu ditegaskan bahwa antara 

pola yang satu dengan pola yang lainnya tidak dapat ditipologikan secara kaku, 

karena – sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady – antara satu model alternatif 

penyelesaian sengketa saling berhubungan dengan model penyelesaian sengketa 

alternatif yang lainnya.
295

 Hal demikian penulis temukan dalam mediasi lokal 

yang terjadi di Kalisat. Sekalipun begitu tetap saja dapat dipetakan ke dalam 

beberapa pola sesuai karakteristik yang paling dominan dalam proses mediasi 

yang dipraktikkan. 

Beberapa pola mediasi lokal yang peneliti maksudkan adalah pola mediasi 

persuasif-normatif, pola mediasi persuasif-intimidatif, pola mediasi persuasif-

imajinatif, pola mediasi persuasif-subordinatif, pola mediasi persuasif-antisipatif, 

pola mediasi persuasif-fasilitatif, pola mediasi korektif-litigatif, pola mediasi 

korektif-negosiatif dan pola mediasi normatif-spiritual. Berikut adalah uraian dari 

masing-masing pola mediasi lokal tersebut. 

a. Pola Mediasi Persuasif-Normatif 

Pola mediasi yang peneliti kategorikan sebagai mediasi persuasif-normatif 

manakala dalam proses mediasi, seorang mediator memberikan pengarahan 

terhadap para pihak dengan menunjukkan status hukum dari perkara yang 

diadukannya dengan didasarkan pada dalil-dalil Qur‟a>n dan Hadis. Dalam hal ini 

adalah status hukum perceraian. Pola demikian ini, hampir menjadi model utama 

yang diperankan oleh mediator lokal di desa Kalisat karena mediasi yang mereka 

                                                           
295

 Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiolog Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), 337. 
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lakukan secara umum dilatarbelakangi oleh status hukum dari perceraian itu 

sendiri. 

Termasuk ke dalam pola mediasi ini, adalah mediasi yang dilakukan oleh 

Abdul Hamid Adlan (selanjutnya ditulis Adlan). Dalam wawancara dengan 

penulis, yang menjadi latar belakang semangat beliau dalam memediasi pasangan 

yang akan bercerai adalah firman Allah yang memberikan ketetapan untuk 

mempertahankan perkawinan dengan cara yang ma„ru>f atau mengakhiri 

perkawinan dengan cara yang ih}sa>n.  Di samping itu, bagi Adlan, perceraian 

adalah tindakan halal yang dibenci oleh Allah. 

Menurut Adlan, dirinya sering didatangi sepasang suami istri yang mau 

bercerai. Tapi saya – kata Adlan – kemudian berupaya untuk mendamaikan 

karena memang Allah Swt., telah menegaskan fa imsa >k bi ma„ru>f aw tarsi >h} bi 

ih}sa>n.
296

 Atas dasar itulah, kata Adlan, terhadap sepasang suami istri yang hendak 

bercerai, saya katakan kepada mereka berdua, “jangan dilakukan perceraian ini. 

Ini elek (jelek).
297

 

                                                           
296

 Potongan ayat di atas tersebut terdapat dalam surat al-Baqa >rah ayat 229 yang secara lengkap 

berbunyi: 

 

وِ فإَِنْ فإَِمْسَاك  بِعَْرُوْفٍ أوَْ تَسْريِْح  بإِِحْسَانٍ وَلَا يَُِل  لَكُمْ أنَْ تأَْخُذُوْا مَِّا اٰتَ يْتُمُوْىُنَّ شَيْئًا إِ  الَطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ  اَفاَ أَلاَّ يقُِيْمَا حُدُوََْ اللّٰ لاَّ أنَْ يَِّ
وِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ  وِ فأَُولٰئِكَ ىُمُ الظّٰ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيْمَا حُدُوََْ اللّٰ وِ فَلَا تَ عْتَدُوْىَا وَمَنْ ي َّتَ عَدَّ حُدُوََْ اللّٰ  لِمُوْنَ ا فِيْمَا افْ تَدَتْ بِو تلِْكَ حُدُوَُْ اللّٰ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau 

melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu 

berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan 

hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 

hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) 

untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang 

siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. Kementerian Agama 

RI., al-Quran dan Tafsirnya, jilid I (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 336. 
297

 Abdul Hamid Adlan (mediator lokal), Wawancara, Kalisat, 11 Oktober 2017. Abdul Hamid 

Adlan adalah seorang tokoh yang disegani di desa Kalisat pada khususnya. Beliau dilahirkan pada 

tahun 1944 dan kini berusia kurang lebih 73 tahun. Adlan juga tercatat sebagai pendiri yayasan al-

Hamidiy al-Islamiyyah. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa dirinya pernah hidup dengan 
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Selain Adlan, pola mediasi ini juga dipraktikkan oleh Bajuri atau yang lebih 

populer di kalangan masyarakat Kalisat dengan nama Abd. Rosyid (selanjutnya 

ditulis Rosyid). Dalam pandangan beliau, pentingnya mediasi dalam kasus 

perceraian tidak dapat dipisahkan dari hukum asal perceraian itu sendiri. Yakni 

halal tapi dibenci oleh Allah. Karena itu, mediasi menurut beliau dilakukan adalah 

dalam rangka mengembalikan kehidupan suami istri yang telah retak ke dalam 

kehidupan yang menjadi tujuan awal dari perkawinan, yakni kehidupan yang 

saki>nah, mawadah wa rah }mah. 

Untuk lebih jelasnya, berikut pandangan Rosyid. 

“Tellak niko sangguna olle elakone keng tape ebendu sareng Allah Ta‟ala. 

Saengge satiyap oreng se deteng dek bule tojuenna atellake, bik bule 

enasehate gellu, dek se lake‟ otabe dek se bini‟, ekabele, “be‟en selalu 

minta tellak reya keng tak engak lambek se gik cintana rowa be‟en. Sabben 

be‟en cong tak katemun sa‟are lajek tak katemun sataon, se bine‟ dek iye 

keya cong, tak katemun saare lajek tak katemun sataon”, sateya minta 

cerai. Apa sebebbeh? Kadeng se bine‟ ajeweb, ye jek tang lake tak gellem 

jujur ba. Se lake‟ enggi saneka jugen, ajeweb, bunten ba, genika keng gun 

nyanah.”
298

  

(Talak itu sesungguhnya boleh dilakukan hanya saja ia dibenci oleh Allah 

Ta‟ala. Karena itu, setiap orang yang datang kepada saya dengan tujuan 

untuk bercerai, saya nasihati mereka. Kepada si suami dan si istri, saya 

katakan, “kamu selalu meminta untuk bercerai, apakah tidak ingat pada 

masa-masa cinta dahulu kala. Kamu nak, dulu ketika tidak bertemu sehari 

saja, seakan tidak bertemu selama setahun. Kata-kata yang sama juga saya 

sampaikan kepada si istri. Dulu – waktu masih cinta – kamu tidak bertemu 

sehari saja, sudah seperti orang yang tidak bertemu selama setahun. Lalu 

sekarang kamu minta diceraikan. Apa sebabnya? Jawaban yang kadang 

                                                                                                                                                               
9 (sembilan) istri pada saat yang bersamaan, kemudian sejak tahun 1990 Adlan memilih untuk 

hidup dengan seorang istri. 
298

 Abd. Rosyid (mediator lokal), Wawancara, Kalisat, 11 September 2017. Bajuri atau populer 

dengan panggilan Abd. Rosyid adalah seorang kiai di Kalisat. Pada tahun 1956, Bajuri lulus dari 

pondok pesantren Sidogiri. Saat ini, kiai kharismatik yang sudah berusia sekitar 74 tahun ini 

menjadi pengasuh pondok pesantren Da >r Mafa >tih} al-„Ulu>m. 
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terlontar dari istri, karena suami saya tidak jujur abah. Si suami juga 

mengelak dan berkata,  bahwa itu hanyalah tuduhan dari istrinya saja”). 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Moh. Ismail (selanjutnya disebut 

Ismail) sebagai dasar terhadap mediasi yang dilakukannya. Menurut Ismail, 

perceraian sebisa mungkin harus diminimalisir dengan cara mendamaikan kecuali 

memang dilatarbelakangi oleh kasus-kasus yang memang tidak bisa ditolerir 

semisal jika istri selingkuh, karena memang perceraian itu dibenci oleh Allah. 

Berikut adalah pernyataan Ismail: 

“Enggi tantona manabi bede persoalan keluarga se menuju perceraian, 

enggi mastena eparengi pangarahan. Polana napa, bede debuh se kowat jek 

saonggunah bereng se halal tape tak ekasokani sareng Allah enggi panika 

thalak. Edebuagi, abghad al-h}ala >l „ind Alla>h al-t }ala >q. Abghad nika manabi 

caepon oreng kaintoh enggi panika tak ekasetujui. Deddi eparengi solusi, 

mon bisa, ayolah se kadung jubek ayo buweng genteeh kalaben bereng se 

begus, eman kadung akaloarga, deggik akabin pole tak tanto olleh sabegus 

nika napa pole e attasenna. Se benyak biasana agente se lebih buruk deri se 

pertama. Deddi mik tak rosa du kaleh.”
299

 

(Iya tentunya jika ada persoalan keluarga yang mengarah pada perceraian, 

maka semestinya harus diberi pengarahan. Karena apa? Ada dalil yang kuat 

(baca: hadis) yang menyebutkan “perkara yang halal namun dibenci oleh 

Allah adalah perceraian”. Dikatakan (dalam hadis), abghad al-h}ala >l „ind 

Alla >h al-t }alaq. Abghad itu kalau dalam bahasa orang-orang di sini, artinya 

tidak direstui. Jadi harus diberikan solusi, kalau bisa, mari yang terlanjur 

tidak baik dibuang digantikan dengan yang baik-baik, sayang karena sudah 

terlanjur berkeluarga, karena dengan menikah kembali belum tentu bisa 

mendapatkan sebaik yang sekarang apalagi yang di atasnya. Kebanyakan 

diganti dengan yang lebih buruk dari yang pertama). 

 

b. Pola Mediasi Persuasif-Intimidatif 

Pola mediasi yang dikategorikan sebagai pola persuasif Intimidatif adalah 

proses mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai dengan 

                                                           
299

 Moh. Ismail (mediator lokal), Wawancara, 16 September 2017. Ismail adalah pengasuh majelis 

taklim dan kepala madrasah Raud }at al-Fala >h}. Usianya kini sekitar 58 tahun. 
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ditunjukkannya sesuatu yang tidak diinginkan. Pola ini biasanya dipraktikkan 

terhadap penyelesaian kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan 

seorang istri terhadap nafkah yang diterimanya. 

Faktor kurangnya nafkah material ini, menurut Adlan, merupakan faktor 

yang seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian, dan ini seringkali 

diajukan oleh pihak istri kepada Adlan. Dalam kondisi demikian, maka yang 

pertama kali ditanyakan Adlan adalah pekerjaan sang suami sehingga jika 

memang nihilnya nafkah dari si suami disebabkan penghasilan yang tidak 

menentu, maka nasihat yang disampaikan Adlan adalah menyuruh si istri supaya 

bersabar dan tidak boleh menuntut cerai karena bagi Adlan, jika seorang 

perempuan menuntut cerai kepada suami, maka langit ini goncang.
300

 

Selain ditujukan kepada seorang istri, persuasif-intimidatif sebagai salah 

satu pola mediasi lokal yang berkembang di Kalisat juga diarahkan pada seorang 

suami. Jika istri diintimidasi dengan goncangnya langit jika ia menuntut cerai 

kepada seorang suami, berbeda dengan intimidasi terhadap seorang suami yang 

akan menceraikan istrinya. Dalam hal ini yang disampaikan kepada seorang 

suami, adalah terhambatnya rezeki sebagai akibat dari perceraian yang dilakukan. 

Inilah yang dilakukan oleh Adlan sebagai mediator lokal. Bagi Adlan, selain 

memberikan motivasi agar tidak terjadi perceraian, dalam mediasinya, Adlan juga 

sering menyampaikan bahwa perceraian akan menghambat kelancaran rizki di 

kemudian hari, seperti dikatakan Adlan “Kon cung lek kate nyerai bojone, mesti 

rizkine sampeyan kabret (kamu nak kalau mau menceraikan istrinya, pasti 

                                                           
300

 Adlan (mediator lokal), Wawancara, Kalisat, 11 Oktober 2017. 
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rezekimu tidak akan lancar). Hal ini penting menurut Adlan, karena umumnya 

masyarakat awam seperti di desa Kalisat, takutnya hanya dalam persoalan rezeki 

semata.
301

 

c. Pola Mediasi Persuasif-Imajinatif 

Pola ini terjadi dalam proses mediasi yang disebabkan oleh poligami 

sebagai sumber perceraiannya. Ciri-ciri dari pola mediasi ini adalah dengan cara 

memberikan nasihat yang menyentuh kepada seorang istri disertasi dengan 

penyampaian cerita-cerita yang dapat menggugah kesadaran istri. Biasanya cerita 

yang disampaikan berupa pahala yang akan didapatnya di akhirat kelak. 

Dalam praktiknya, mediasi pola demikian selalu berawal dari pemahaman 

bahwa poligami adalah sunnah rasul sehingga harus diterima secara legowo 

(senang hati). Cukup beralasan jika mediator yang memediasi kasus perceraian 

yang disebabkan poligami ini selalu mengaitkan dengan persoalan pahala, karena 

memang, jika poligami dipahami sebagai sunnah rasul, maka implikasi logis dari 

praktik terhadap sunnah rasul adalah pahala yang akan diterimanya. 

Pola demikian inilah yang tampak dari apa yang dinyatakan oleh Ubaidillah 

Muhammad (selanjutnya ditulis Muhammad). Menurutnya, jika ada aduan dari 

seorang istri yang kemudian ingin berpisah dengan suaminya yang berpoligami, 

maka kata Muhammad, seorang istri harus mau menerima kenyataan karena 

memang itu adalah ibadah, sekalipun sulit seorang perempuan mau menerima hal 

tersebut sebagai kenyataan yang harus dihadapi. 
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Berikut adalah pernyataan Muhammad: 

Manabi pon sampe akabin duwe‟, enggi kauleh adebu dek ka se bini‟, iye 

kodu narema, pajet akabin reya (akabin duwe‟) sonnah rosul, apa langsung 

kabin resmi otabe kabin siri asal tojuennah baik. Tape tak sakoni‟ oreng 

bini‟ se nolak sanajjen benyak genjerennah. Enggi alasenna oreng bini, 

beli‟ nyare ibede laen akadi salat sunnat ben solat duha enggi genjeren.”
302

 

(Jika sampai – suami – menikah lagi, saya katakan kepada si istri, iya harus 

menerima karena memang poligami itu sunnah rasul, baik mau menikah 

secara resmi ataupun menikah secara siri, asalkan tujuannya baik. Walau 

demikian, tidak sedikit perempuan yang menolak padahal jika menerima 

akan mendapatkan banyak pahala karena itu termasuk ibadah. Mereka 

beralasan, lebih baik mencari ibadah yang lain semisal shalat sunnah dan 

shalat dhuha yang sama-sama bernilai ibadah). 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ismail. Menurut Ismail, jika 

persoalan yang dijadikan alasan perceraian, yang biasanya diajukan oleh seorang 

istri, adalah kasus poligami, maka ada dua cara yang dilakukan. Pertama, dengan 

cara menasehati supaya tetap bersikap tulus kepada suami namun harus 

bermunajat kepada Allah agar suaminya bisa meninggalkan istri yang dijadikan 

sebagai madunya. Dalam hal ini, nasihat yang disampaikan Ismail adalah: 

“Mon been lakar la berre‟ epoligami, artena tak endek e madu, jek be‟en 

reya andik pangeran, pabegus ka lakena keng asojut ka Allah pas kocaagih, 

kuleh tak bettah gusteh mon e madu, kule nyo‟on lake bule nika pabeliagih 

dek kuleh. Deddi akherra kaluarga tetep berjalan baik.”
303

 

(Jika kamu memang tidak mau dipoligami, dalam artian tidak mau dimadu, 

kamu ini kan punya Tuhan, maka tetaplah bersikap baik kepada suami 

namun harus bersujud kepada Allah seraya bermohon, ya Allah saya tidak 

tahan jika harus dimadu, saya mohon suami saya kembalikan kepada saya, 

sehingga akhirnya, keluarga tetap berjalan baik ). 

Cara kedua yang dilakukan oleh Ismail adalah menceritakan pahala bagi 

istri yang mau dipoligami. Sebagaimana diterangkan dalam kitab „Uqu>d al-Lujayn 
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 Ubaidillah Muhammad (mediator lokal), Wawancara, Kalisat, 12 Agustus 2017. Ubaidillah 

Muhammad adalah pengasuh majelis taklim Nurul Huda. Saat ini, beliau berusia kurang lebih 70 

tahun. Beliau juga termasuk alumni pondok pesantren Mifta >h} al-„Ulu>m Podokaton. 
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dan Qurrat al-„Uyu >n, ada seorang perempuan yang tidak tahu kalau sedang 

dimadu oleh suaminya. Setelah ia mengetahui, lalu ia mengutus seorang khadda>m 

untuk menyelidiki kebenarannya. Setelah mengetahui bahwa benar dirinya telah 

dimadu, si istri yang pertama langsung berkata kepada khadda>mnya supaya tidak 

memberitahu kepada siapapun khawatir suaminya tersinggung. Setelah suaminya 

meninggal dunia, lalu istri yang kedua pun diberikan bagian harta warisnya, 

namun karena istri yang kedua tidak berharap apapun, ia mengembalikan dan 

meminta maaf sehingga kedua perempuan tersebut termasuk golongan orang yang 

pertama kali masuk sorga.
304

 

Menurut Ismail, cerita di atas dapat dikonfirmasi melalui perluasan 

penafsiran terhadap hadis Nabi dan ayat al-Qur‟a>n. Hadis Nabi yang dimaksudkan 

adalah hadis yang menyatakan, bahwa perempuan manapun yang meninggal 

dunia, sementara suaminya dalam keadaan ridha, maka ia bisa masuk surga dari 

pintu manapun ia mau. Sedangkan ayat al-Qur‟a>n yang dimaksud oleh Ismail 

adalah firman Allah dalam surat al-Nisa> ayat 34 yang menyatakan, perempuan-

perempuan yang s }a >lih}ah adalah perempuan yang taat (qa>nita >t). Baik hadis Nabi 

maupun ayat dalam surat al-Nisa>‟ seperti disebutkan di atas, menurut Ismail dapat 

diperluas pemaknaannya hingga pada kerelaan istri untuk dipoligami.
305

 

d. Pola Mediasi Persuasif-Subordinatif 

Pola mediasi yang tergolong ke dalam pola ini adalah proses mediasi yang 

didalamnya memberikan penyadaran kepada kedua belah pihak yang mengajukan 

kasusnya, namun di dalamnya diakhiri dengan penilaian bahwa seorang istrilah 
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yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam keluarga. Mediasi ini 

diawali dengan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang 

perceraiannya. 

Mediasi dengan pola persuasif-subordinatif ini terlihat dalam proses mediasi 

yang dilakukan oleh Muhammad. Menurut Muhammad, sekian faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya perceraian, berkisar pada persoalan kurangnya 

nafkah yang diberikan oleh seorang suami dan seorang suami yang kurang setia, 

serta suami yang suka menikah. Faktor inilah menurut Muhammad yang sering 

diajukan oleh seorang istri kepada tokoh masyarakat yang dipercaya dapat 

menyelesaikan percekcokan dalam rumah tangganya, termasuk kepada 

Muhammad sendiri.
306

 

Menurut Muhammad, menghadapi pengaduan yang demikian, maka tidak 

ada cara lain kecuali memberikan penyadaran kepada seorang istri untuk bersabar 

menghadapinya, karena bisa saja, tiga faktor yang menjadi penyebab keretakan 

rumah tangganya berasal dari kurangnya pelayanan serta ketaatan seorang istri 

kepada seorang suami. Berikut adalah pernyataan Muhammad: 

“Se segut terjadi e daerah kaintoh enggi pengaduen deri oreng bini e delem 

persoalan se lake‟ korang setiya, nafkah korang tor se lake‟ senneng 

nibinien. Enggi biasana kaule nasehatin, sopaje sabber bei, polana napa? 

Torkadeng persoalan paneka timbul asabeb orang bini‟ korang e delem 

perhatien tor pelayanan dek ka oreng lake‟, bisa deddi e delem pelayanan 

masalah asaren. Tor jugen segut kule nyampa‟agih, sebagi oreng bini‟, 

selaen koduh sabber, enggi ka‟dinto koduh narema napah bedena e se lake 

saengge tak deddi permalasahan e delem kaloarga.”
307

 

(Yang sering terjadi di daerah ini – Kalisat – adalah pengaduan dari seorang 

istri tentang suaminya yang kurang setia, nafkah yang kurang serta suami 
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yang senang menikah. Biasanya saya menasihatinya supaya bersabar, karena 

apa? Terkadang persoalan yang timbul itu disebabkan oleh faktor istri itu 

sendiri yang kurang perhatian kepada suami serta kurangnya pelayanan 

semisal dalam “urusan tidur”. Saya juga sering menyampaikan kepada istri 

yang mengadukan persoalan suaminya, selain bersabar, harus siap menerima 

apa adanya keadaan seorang suami sehingga tidak terjadi percekcokan 

dalam keluarga).  

 

e. Pola Mediasi Persuasif-Antisipatif 

Pola ini ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan oleh mediator lokal 

dalam memberikan pertimbangan kepada pasangan suami istri yang akan bercerai 

dengan mengajak untuk memikirkan nasib anak-anaknya di kemudian hari. Model 

mediasi ini biasanya diterapkan kepada mereka yang telah memiliki keturunan 

dari hasil perkawinannya. 

Pola ini terlihat dari mediasi yang dipraktikkan oleh Samhudi. Menurutnya, 

sekalipun mediasi tidak dipastikan dapat membuahkan hasil sebagaimana yang 

diharapkan, namun setidaknya diharapkan mampu meredam emosi pasangan yang 

akan bercerai jika kepada mereka diberikan pertimbangan-pertimbangan yang 

menyentuh termasuk dalam hal nasib anak-anaknya.  

Berikut adalah pertimbangan yang biasa disampaikan oleh Samhudi dalam 

mediasi yang dilakukannya. 

“Sebelum memilih untuk bercerai, pertimbangkan dulu apa masalahnya. 

Jangan turuti emosi, apalagi kalau sudah memiliki keturunan. Bagaimana 

nasib anak-anaknya di belakang hari nanti. Saya sampaikan seperti itu, dan 

biasanya saya datangi ke rumahnya untuk bersilaturrahim karena dengan 

didatangi itu, mereka sudah senang. Dan saya tidak punya cara-cara khusus 

dalam mendamaikan mereka selain dengan pendekatan kekeluargaan. Tidak 

jarang mereka yang sudah memuncak emosinya untuk bercerai, setelah 

diajak ngomong baik-baik, mereka kadangkala menyesal dan mau menerima 

pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan. Hal ini bisa jadi, karena 
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pada saat emosinya sedang memuncak, mereka sudah tidak bisa berfikir 

secara jernih.”
308

 

Namun Samhudi juga mengakui, tidak semua upaya mendamaikan pihak-

pihak yang akan bercerai itu berhasil sesuai harapan, karena menurut Samhudi, 

dalam kasus persoalan rumah tangga yang memuncak yang akan berakhir pada 

perceraian, yang berbicara adalah hati bukan mulut, sehingga kalau sudah 

persoalan hati, akan sulit dibelokkan. Seperti kasus yang terjadi akhir-akhir ini, 

seorang istri yang suaminya suka menikah, ia tidak lagi mau menerima saran-

saran dari kami kecuali harus bercerai. Di luar kasus yang seperti itu, lanjut 

Samhudi, juga banyak yang berhasil didamaikan.
309

 

Selain Samhudi, pola mediasi yang peneliti kategorikan sebagai mediasi 

persuasif-antisipatif juga dilakukan oleh Hasyim Asy„ari (selanjutnya ditulis 

Asy„Ari). Dalam pengakuan Asy„ari – yang seringkali menjadi mediator dalam 

kasus perceraian warga desa Kalisat – setiap ada pasangan yang menghadap dan 

mengadukan kasus rumah tangganya untuk dijadikan alasan perceraian, maka 

yang disampaikan oleh Asy„ari adalah pertimbangan terkait dengan masa depan 

anak-anaknya. 

Berikut adalah pertimbangan yang disampaikan Asy„ari: 

“Mon bisa ye jek sampe acerai, apapole la andik anak, neser ana‟en. 

Deggik ana‟en, bini‟ geniko alake oreng laen andik bapak kabellun, iye mon 

bapak kabellunnah pelak. Dek se lake‟ enggi ekocaagih, been abinih, 

ana‟en andik embu‟ kabellun, iye mon pelak embu‟ kabellunnah. Enggi 

biasana tak langsong akor. Malah perna sampe kodu edetengi ka compoen 
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 Samhudi (kepala desa Kalisat), Wawancara, Kalisat, 21 September 2017. Samhudi dilahirkan 

di Pasuruan pada tanggal 04 April 1979. Pendidikan tingginya dijalani di kota Malang tepatnya di 

IKIP Budi Utomo pada tahun 2008. Jabatan Samhudi saat ini adalah kepala desa Kalisat 

kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. 
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se lake‟. Enggi akherra poron abeli ngoni‟i se bine‟ ka compoen oreng 

seppona se bini‟.”
310

 

(Kalau bisa jangan sampai bercerai, apalagi kalau sudah mempunyai anak. 

Kasihan anak-anaknya. Jika nanti istrimu menikah dengan orang lain, maka 

anakmu mempunyai ayah tiri, beruntung jika ayah tirinya adalah orang yang 

bertanggung jawab. Begitu sebaliknya, jika kamu menikah dengan 

perempuan lain, maka anakmu mempunyai ibu tiri. Masih beruntung jika 

ibu tirinya adalah orang yang penyayang. Iya biasanya tidak langsung akur. 

Malah pernah harus sampai didatangi ke rumah suaminya, akhirnya mau 

kembali menjemput istrinya ke rumah orang tuanya). 

Pola yang sama juga dipraktikkan oleh Imron terhadap pasangan yang 

datang kepadanya untuk bercerai. Dalam penuturan Imron, di samping 

memberikan pengarahan agar tetap kembali seperti hidup semula, pertimbangan 

lain yang perlu diutarakan adalah seputar masa depan anak-anaknya. Dalam 

wawancara yang penulis lakukan dengan Imron, beliau menceritakan pengalaman 

seperti berikut: 

“Pernah bede se deteng dek kaintoh, enggi mera pon pajet sedi ongguh. 

Salastarena acareta masalanah, oreng gellek pas adebu, enten bule pon, 

pon kadung atellakeh. Enggi caen kule, de‟ entoh cong, gempang oreng 

atellakeh monggu geniko. Kan andi‟ anak seh? Sanika kule. E jeweb enggi. 

Caen kuleh, mon geniko makeh abinia pole gik ganteng. Tekkaah nyare se 

kaloaran ponduk gik pajuh. Se bini‟ enggi gik ngudeh, enggi pade keya. Le, 

mangken nika koduh enga‟ ka ana‟en. Anak niko mon embuk kabellun otabe 

eppak kabellun repot, nape pole oreng bini‟ nika tak se kamma‟ kamma‟ah 

enggi tak terro belenjeh ebegiye ka oreng laen. Tang pandang bininah 

kyaeh otabe bininah presiden”.
311

  

(Pernah ada yang datang ke sini dalam keadaan marah. Setelah 

menceritakan persoalan dalam keluarganya, ia lalu menyatakan, sudahlah! 

saya harus bercerai. Saya katakan, begini nak, bagi Anda begitu mudah 

kalau hanya urusan bercerai. Punya anak kan? Ia jawab punya. Lalu saya 
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 Hasyim Asy‟ari (modin desa Kalisat), Wawancara, Kalisat, 10 Agustus 2017. Hasyim Asy‟ari 

adalah alumni pondok pesantren Sidogiri yang saat ini menjadi modin di desa Kalisat. Beliau 

berusia kurang lebih 60 tahun. 
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 Imron (mediator lokal), Wawancara, Kalisat, 03 Nopember 2017. Imron adalah tokoh 

masyarakat di Kalisat yang sering dijadikan sebagai mediator lokal dalam kasus perceraian. Beliau 

saat ini berusia 50 tahun dan tercatat sebagai alumni pondok pesantren al-„Aqa >‟idiyah  dan pondok 

pesantren al-Naja >h} Pajaran. 
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katakan, bagi Anda sekalipun mau menikah dengan perempuan yang baru 

pulang dari pondok, pasti laku, karena Anda cakep. Begitu pula istrinya, 

karena masih sama-sama muda. Sekarang mari berpikir tentang anak. 

Seorang anak itu yang nantinya memiliki ibu tiri atau bapak tiri akan repot, 

apalagi perempuan manapun tidak ingin belanjanya terbagi dengan orang 

lain. Tidak pandang istri kiai atau presiden). 

 

f. Pola Mediasi Persuasif-Fasilitatif 

Untuk pola mediasi ini, biasanya dipraktikkan oleh mediator lokal terhadap 

pasangan suami istri yang akan bercerai dengan cara tidak hanya berhenti pada 

nasihat-nasihat yang mendorong untuk kembali hidup bersama, namun disertai 

dengan pemberian fasilitas kepada mereka berdua. Pola ini dapat diterapkan 

terhadap pasangan suami-istri yang datang secara bersama-bersama. 

Pola mediasi persuasif-fasilitatif dapat disimak dari pernyataan Husein yang 

menceritakan pengalamannya memediasi pasangan suami-istri yang akan bercerai. 

Dalam pengakuan Husein, pada bulan puasa tahun lalu, ia mendapatkan 

pengaduan dari orang tua seorang perempuan bernama M (Husein merahasiakan 

nama perempuan yang dimaksudkan) tentang percekcokan antara si anak dengan 

suaminya yang bahkan menurut sang orang tua itu, telah mengarah pada 

perceraian. Menghadapi persoalan tersebut, Husein lantas memanggil sepasang 

suami istri yang telah diadukan oleh orang tua M sebelum berbuka puasa. 

Keduanya diberikan nasihat seputar masa depan rumah tangga yang harus 

dipertahankannya. Setelah itu kemudian diajak buka puasa bersama serta 

disediakan tempat tidur hingga akhirnya ia berhasil didamaikan.
312
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 Husein (mediator lokal), Wawancara, Kalisat, 10 Agustus 2017. Husein dilahirkan di Pasuruan 

pada tahun 1945. Dalam pengakuannya, Husein tidak mengenyam pendidikan di sekolah formal 

melainkan hanya belajar di pondok pesantren, tepatnya pondok pesantren al-Naja >h} yang terletak di 

desa Pajaran Rembang kabupaten Pasuruan.  
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g. Pola Mediasi Korektif-Litigatif 

Pola ini ditandai dengan sebuah proses penyadaran kepada pasangan suami 

istri dengan melakukan koreksi atas kesalahan yang diperbuat serta diakhiri 

dengan sebuah putusan perceraian. Hal ini biasanya terjadi pada kasus yang 

diawali oleh beberapa faktor seperti suami tidak bertanggung jawab, suami 

“ringan tangan” serta kasus perselingkuhan dari seorang istri. Terhadap kasus 

yang dilatarbelakangi oleh tiga faktor ini, putusan akhirnya adalah perceraian. 

Memang tujuan yang ingin dicapai melalui proses mediasi – sebagaimana 

dituturkan Ismail – adalah dalam rangka memberikan kesadaran sehingga tidak 

terjadi percerain. Kecuali memang didasari oleh alasan-alasan yang lebih kuat. 

Dalam hal ini, Ismail mengatakan: 

“Enggi tojuennah aparengi kasadaran saengge tak deddi atellak kecuali 

bede alasen nika lebih koat se tak bisa esetop. Manabi sumber perceraian 

nika tuntuten deri pihak bini‟ enggi tenggu penyebeb, manabi reng lakek 

niko betul-betul tak tanggung jawab artena deri segi ekonomi tak tercukupi, 

otabe se lakek ringan tangan, maka silahkan alapor ka pihak berwajib 

manabi nikana nika resmi, tape manabi nikana tak resmi kan tak etarema e 

pengadilan maka cokop faskh al-nikah madeteng modin. Kan ampo bede 

reng lakek, ngingonin tak gellem, tape tak endek nellak. Mon e papolong 

pole polana tak bisa ngebe nyaman tape tamba bekto mboten sae”.
313

 

(Tujuannya adalah menyadarkan sehingga tidak terjadi bercerai kecuali 

memang ada alasan yang lebih kuat yang tidak bisa menghalangi terjadinya 

perceraian. Jika sumber perceraian itu berupa tuntutan dari pihak istri ya 

harus dilihat penyebabnya. Jika memang suaminya betul-betul tidak 

bertanggung jawab, artinya secara ekonomi tidak terpenuhi, atau suaminya 

“ringan tangan” maka silahkan melapor kepada pihak yang berwajib jika 

memang nikahnya adalah nikah resmi, namun jika tidak, pengadilan tidak 

dapat mengabulkannya sehingga dalam hal ini cukup melalui faskh al-nikah 

dengan menghadirkan seorang modin. Karena memang terkadang ada 

seorang suami yang tidak mau memberikan nafkah tetapi juga tidak mau 
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 Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

130 
 

menceraikan. Jika mereka dikumpulkan kembali, maka tidak akan 

membawa kebaikan melainkan semakin membuat tidak baik). 

Dari pernyataan di atas, nyatalah bahwa faktor suami yang tidak 

bertanggung jawab serta kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor yang 

tidak dapat dibendung melalui proses mediasi. Pertimbangannya, sebagaimana 

ungkap Ismail, sekalipun ia berhasil didamaikan kembali niscaya tidak akan 

mendatangkan kemaslahatan dalam keluarga. Selain dua faktor yang telah 

disebutkan, faktor lain yang biasanya juga berakhir dengan putusan perceraian 

adalah perselingkuhan dari pihak istri, karena sebagaimana dinyatakan Ismail, 

manabi sumber perceraiennah nika bede perselingkuhan deri se bini‟. Biasana 

tak bisa ebendung. Maske la erempoah kadiponapah biasana se lakek paggun tak 

gellem (jika sumber perceraiannya berasal dari pihak istri semisal selingkuh. 

Dalam hal ini sangat sulit dihindari terjadinya perceraian walaupun diupayakan 

untuk berdamai sedemikian rupa karena biasanya seorang suami selalu tidak mau 

untuk kembali).
314

 

h. Pola Mediasi Korektif-Negosiatif 

Dalam pola ini, mediasi yang dijalankan oleh mediator lokal diawali dengan 

melakukan koreksi terhadap pasangan suami istri yang datang mengajukan 

permasalahan keluarga yang sedang dihadapinya. Dalam pola mediasi ini pula, 

masing-masing kesalahan yang dilakukan oleh suami-istri dinegosiasikan 

sehingga timbul rasa saling memahami. 

Model mediasi ini dilakukan oleh Ismail terhadap suami-istri yang biasanya 

datang secara bersama-sama mengadukan persoalan dalam rumah tangganya. Jika 
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 Ibid. 
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suami-istri sama-sama datang mengadukan kasus yang menjadi latar belakang 

perceraiannya, maka cara yang ditempuh menurut Ismail, jika memang kasusnya 

berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur‟a>n dan Hadis masih dapat didamaikan, maka 

harus didamaikan. Dalam kondisi ini, lanjut Ismail, kedua belah pihak sama-sama 

disadarkan bahwa baik suami ataupun istri sama-sama memiliki kelemahan 

berupa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, dan tidak mungkin suami 

atau istri selamanya salah seperti halnya juga tidak mungkin keduanya selalu 

benar. Sehingga jalan yang ditawarkan menurut Ismail, adalah rasa saling 

memahami dan memaafkan. Dalam hal ini, yang biasa disampaikan oleh Ismail 

adalah “karena sampeyan sama-sama memiliki kesalahan, marilah kesalahan yang 

ada sama-sama saling memaafkan sedangkan yang baik yang ada, mari sama-

sama ditingkatkan.
315

 

Terkait pengalaman mediasi yang dilakukan Ismail dengan pola yang 

penulis sebut sebagai mediasi korektif-negosiatif, ia menceritakan: 

“Pernah terjadi e daerah kaintoh, se lakek mencurigae se bini‟ 

menggerogoti obeng ebegi dek ka ana‟en dibi‟. Deri se lake‟ niko termasuk 

anak angkat. Enggi bik kuleh tengnga malem edetenggi eparengi 

pangarahan. Caepon kuleh, saompama lakar terbukti, jek ajiya aberik 

ana‟en tak reng cek pantesseh kecuali aberrik sesuatu se berlebihan. Mon 

karo keng apareng obeng du poloh ebuh sagemik ebuh kan pantes reng 

seppo dek ka anak. Ayo jek gebey masalah e delem kabegusen kaloarga. 

Malah asalkan kakeh ikhlas caepon kuleh, pemberian oreng bini, sekalepon 

pemberian oreng binik dek ka oreng laen tanpa ijin dari se lakek secara 

ketab „Uqu >d al-Lujayn tak eparengagih. Coma ompamana kakeh 

ngikhlasagi, egente‟e ben Allah. Akherrah berhasil is }la>h}”.
316

 

(Pernah terjadi di sekitar sini, seorang suami mencurigai istrinya telah 

menggerogoti uangnya dengan memberikannya kepada anak dari si istri, 
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 Ibid. 
316

 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

132 
 

artinya anak angkat dari suami. Tengah malam saya mencoba mendatangi 

dan memberikan pengarahan. Saya katakan, jika terbukti benar apa yang 

kamu tuduhkan kepada istrimu, memberikan sesuatu kepada anaknya adalah 

hal yang wajar kecuali jika memberikan sesuatu secara berlebihan. Jika 

hanya memberikan uang dalam jumlah dua puluh ribu atau dua puluh lima 

ribu, itu kan wajar sekali sebagai orang tua memberikan kepada anaknya. 

Mari jangan dijadikan masalah untuk merusak kebaikan keluarga. Bahkan 

jika kamu ikhlas – sekalipun memang menurut kitab „Uqu>d al-Lujayn, 

seorang perempuan tidak dibenarkan memberikan sesuatu kepada orang lain 

tanpa ijin dari seorang suami tidaklah dibenarkan – Allah akan 

menggantinya. Akhirnya mereka bisa is }la>h). 

Langkah demikian, terkadang mampu menggagalkan niat sepasang suami 

istri yang akan bercerai karena mereka sama-sama menyadari akan kekhilafan 

masing-masing. Dalam kondisi demikian, barulah disampaikan nasihat lanjutan 

bagi suami-istri untuk saling memperbaiki diri, jangan mengikuti fitnah serta 

menyadari bahwa kehidupan suami-istri bukanlah kehidupan yang akan ditempuh 

hanya dalam hitungan waktu melainkan untuk selamanya.
317

 Namun upaya-upaya 

tersebut dilakukan di awal perceraian. Jika sudah terjadi perceraian, maka harus 

dilihat dulu apakah perceraian yang terjadi masih tergolong sebagai perceraian 

raj„i > atau perceraian ba>‟in. Jika masih tergolong sebagai perceraian raj„i > maka 

masih dimungkinkan untuk didamaikan kembali. Tetapi jika sudah pada kategori 

talak ba‟in, maka sudah tidak bisa didamaikan kembali.
318

  

i. Pola Mediasi Normatif-Spiritual 

Pola ini merupakan salah satu pola mediasi lokal di mana seorang mediator 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip normatif terkait dengan perceraian namun di 

dalamnya juga disertai dengan aspek-aspek spiritual. Prinsip normatif yang 

dimaksudkan adalah ketentuan bahwa hak untuk menceraikan adalah hak seorang 

                                                           
317

 Rosyid, Wawancara, Kalisat, 11 September 2017. 
318

 Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 
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suami. Pola ini biasanya dipraktikkan terhadap kasus perceraian yang diajukan 

oleh seorang istri namun suami tidak berkenan untuk menceraikannya. 

Menghadapi pokok persoalan seperti di atas, maka seorang mediator harus 

mengetahui bahwa kewajiban dirinya hanyalah dalam rangka mempertahankan 

keutuhan rumah tangga suami-istri yang bertikai bukan dalam rangka 

menceraikannya. Hak cerai ada pada seorang suami sehingga siapapun tidak dapat 

menceraikan keduanya. Pada kenyataannya, tidak jarang seorang suami yang 

masih mengaku sayang kepada istrinya yang meminta untuk diceraikan. Kondisi 

demikian ini yang dinilai oleh Adlan sebagai kondisi yang rumit, sehingga juga 

dibutuhkan doa-doa yang dapat menyatukan mereka kembali. Adapun doa yang 

dimaksud adalah firman Allah yang berbunyi “idh qa >la yu >suf li abi >hi ya > abati inni> 

ra‟aytu ah }ada „ashara kawkaban wa al-shamsa wa al-qamara ra‟aituhum li> 

sa>jidi>n,” serta doa lain yang berbunyi “Alla >humma ij„al mahbu >ban fi> 

qulu >bi.............
319

 wa yassir wa balligh ila> mi‟ati sanatin.
320

 

2. Latar Belakang Penyelesaian Kasus Peceraian Melalui Mediasi Lokal 

Dalam sub bahasan ini, akan diuraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi 

keberlakuan mediasi lokal di desa Kalisat. Dalam kajian sosiologi hukum, uraian 

terhadap faktor lahirnya pola berhukum suatu masyarakat menjadi penting karena 

memang “obsesi” sosiologi hukum adalah menggambarkan realitas hukum (law in 

action) sehingga pengamatan secara sistematis terhadap bekerjanya faktor-faktor 

non hukum menjadi sebuah keniscayaan.
321

 Mengikuti alur berfikir demikian, 

                                                           
319

 Pada bagian tersebut, disebutkan nama suami istri yang bertikai. 
320

 Adlan, Wawancara, Kalisat, 11 Oktober 2017. 
321

 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 15. 
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maka ditemukan sekian banyak faktor yang melatarbelakangi keberlakuan mediasi 

lokal dalam kasus perceraian di desa Kalisat, sebagaimana akan tampak dalam 

uraian berikut ini.  

a. Faktor Pemahaman terhadap Ajaran Agama 

Melembaganya mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus 

perceraian mendapatkan legitimasi dari pemahaman masyarakat Kalisat terhadap 

ajaran agama.
322

 Khusus dalam masalah perceraian, masyarakat Kalisat berpegang 

pada ketentuan dalam kitab-kitab fikih yang dipahami sebagai dokumen ajaran 

agama Islam, di mana dalam kitab-kitab tersebut, dijelaskan bahwa terjadinya 

perceraian adalah hak mutlak seorang suami. Dengan kata lain, sekali diucapkan 

kata talak oleh seorang suami, apakah itu secara s }ari >h} ataupun kina >yah, maka 

dianggap telah terjadi talak dan tidak membutuhkan persaksian.
323

 Aturan 

demikian berbeda dengan regulasi tentang perkawinan yang justeru menyatakan 

secara tegas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak.
324

 

Menguatkan ketentuan fikih tentang jatuhnya talak yang menjadi hak 

mutlak seorang suami, Abdul Qohir (selanjutnya ditulis Qohir) menyatakan, 

dalam ranah jatuh dan tidaknya perceraian, pengadilan tidak punya hak. Karena 

                                                           
322

 Dalam kajian yang dilakukan oleh Ali Sodiqin, dengan menggunakan antropologi hukum 

sebagai pendekatan dalam penelitian hukum Islam, dinyatakan bahwa keberlakuan hukum dalam 

masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap agama. Di samping faktor lain seperti hukum 

agama maupun hukum adat yang bersumber dari kepercayaan lokal. Ali Sodiqin, “Antropologi 

Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam”, dalam, al-Mana >hij: Jurnal Kajian 

Hukum Islam, Vol. VII, No. 1, Januari 2013, 123. 
323

 Menurut Sayyid Sa >biq, ketentuan tersebut merupakan kesepakatan para ulama, karena talak 

merupakan hak prerogatif seorang suami. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Vol. 2 (Kairo: Da >r al-

Fath} li al-i„La >m al-„Arabi >, 1995), 290. 
324

 Lihat, pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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talak itu adalah hak seorang suami. Bahkan sekalipun pengadilan menyatakan 

talak seribu kali tetapi suami tidak menyatakannya maka tidak terjadi talak, begitu 

sebaliknya, sekalipun pengadilan menyatakan tidak terjadi talak, tetapi ketika sang 

suami telah mengucapkannya, maka tetap terjadi talak. Di sinilah lemahnya 

hukum di Indonesia menurut Qohir, karena di satu sisi disebut sebagai hukum 

yang shar„i > namun di sisi lain, ia justeru bertentangan dengan hukum shar„i>. 

Contoh yang diajukan Qohir adalah persoalan perceraian dan kawin siri. 

Perceraian yang oleh agama dinyatakan sah jika telah ditalaffuz}kan oleh seorang 

suami, oleh pengadilan dinyatakan tidak sah selama ia tidak diucapkan di dalam 

persidangan, sementara nikah siri yang oleh agama dibenarkan, menurut Qohir, ia 

dilarang oleh hukum di Indonesia.
325

 

b. Faktor Sosialisasi Hukum 

Pertanyaan mengapa kemudian seorang tokoh di pedesaan menjadi rujukan 

warga masyarakat, utamanya dalam kasus hukum keluarga dibandingkan dengan 

para aparatur negara. Menurut Husein, karena adanya penyampaian-penyampaian 

yang terkait dengan hukum. Sehingga dari penyampaian para kiai itu, masyarakat 

lebih mudah memahami seputar hukum keluarga. Bahkan menurut Husein, 

persoalan seputar hukum-hukum perkawinan menjadi materi wajib dalam setiap 

kegiatan keagamaan yang berlangsung di desa Kalisat. Berbeda halnya – menurut 

Husein – dengan undang-undang atau apalah namanya yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Ia hanya menjadi perbincangan di kalangan orang-orang terdidik dan 

                                                           
325

 Abdul Qohir (mediator lokal), Wawancara, Kalisat, 08 Nopember 2017. Qohir (45 tahun) 

adalah seorang tokoh masyarakat di Kalisat yang juga menjadi kepada Madrasah Diniyah Mafa >tih} 

al-„Ulu>m. Pendidikan agamanya ditempuh di pondok pesantren Sidogiri dan kemudian lulus pada 

tahun 1990. 
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tidak pernah bisa dipahami oleh kalangan masyarakat awam seperti di desa 

Kalisat. Karena itu, menurut Husein, faktor utama yang menjadikan ketaatan 

masyarakat desa Kalisat kepada seorang tokoh, termasuk seorang kiai, adalah 

disebabkan oleh adanya pemahaman terhadap hukum-hukum yang seringkali 

disampaikan oleh para tokoh masyarakat setempat itu sendiri. Sementara apa yang 

disampaikan oleh para kiai itu, merupakan kebutuhan dari masyarakat setempat, 

sehingga dari situ timbul rasa untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para 

kiai.
326

 

Dalam proses penyampaian hukum dalam kehidupan masyarakat Kalisat, 

Ismail menyatakan bahwa dirinya termasuk orang yang terlibat dalam proses 

penyampaian hukum yang dimaksudkan dari satu pengajian ke pengajian yang 

lain, dengan materi pokok seperti kitab Safi>nat al-Naja >h} yang di dalamnya banyak 

mengatur tentang persoalan „ubu>diyyah. Selain kitab Safi >nat al-Naja >h}, menurut 

Ismail, materi pokok yang sering disampaikan adalah kitab Fath } al-Qari >b yang 

dikhususkan pada bab-bab terakhir yang mengatur tentang mu„a>malah seperti jual 

beli, sewa menyewa cara menggadaikan dan lain sebagainya. Itu semua menurut 

Ismail adalah pengajian di luar kegiatan pembelajaran di Madrasah, seperti 

melalui majelis-majelis mana>qib ataupun jam„iyyah s }ala >wat. Adapun materi 

pokok yang disampaikan dalam pembelajaran di Madrasah yang Ismail pimpin 

adalah kitab „Uqu >d al-Lujayn dan Qurrat al-„Uyu >n.
327

 

Faktor yang telah disebutkan di atas, dalam kajian sosiologi hukum 

diistilahkan sebagai proses sosialisasi hukum, yang dengan adanya sosialisasi itu, 
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 Husein, Wawancara, Kalisat, 10 Agustus 2017. 
327

 Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 
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diharapkan adanya motivasi dan sikap yang sesuai dari anggota masyarakat yang 

sedang diaturnya.
328

 Dari sinilah dapat dipahami munculnya mediasi lokal melalui 

tokoh masyarakat sebagai mediatornya seperti yang terjadi di Kalisat tidak dapat 

dilepaskan dari faktor sosialisasi hukum yang intens oleh para kiai melalui 

majelis-majelis taklim yang diselenggarakannya. Sosialiasi hukum inilah yang 

kemudian melahirkan pengetahuan hukum (knowledge of the law) yang pada 

akhirnya berpengaruh terhadap perilaku hukum masyarakat (legal behavior).
329

 

c. Faktor Rumitnya Proses Mediasi di Pengadilan  

Adanya ketentuan proses berperkara di pengadilan – dalam hal ini adalah 

Pengadilan Agama – sebenarnya tidak hanya terbatas pada persoalan perceraian, 

melainkan semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama harus mengikuti 

ketentuan yang telah diatur dalam hukum acara perdata
330

 yang berlaku di 

lingkungan peradilan Agama, salah satunya adalah kewajiban tentang proses 

perdamaian (mediasi).
331

 Adanya ketentuan berperkara yang diatur melalui hukum 

acara ini tujuannya adalah agar para pihak dapat melakukan hak dan 

kewajibannya secara seimbang di depan sidang pengadilan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu pula, hukum acara disebut sebagai 

                                                           
328

 Roger Cotterrel, Sosiologi Hukum, terj., Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2016), 197.  
329

 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2013), 

163. 
330

 Hukum acara perdata yang dimaksudkan di sini merupakan ketentuan hukum yang mengatur 

tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, upaya tergugat dalam membela diri atas gugatan 

yang ditujukan kepadanya, cara hakim bertindak dan memutuskan perkara serta cara 

melaksanakan hukum yang telah diputuskan. Periksa dalam, Abdul Manan, Penerapan Hukum 

Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2016), 2. 
331

 Ketentuan ini diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam 

ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan –khususnya terkait dengan perkara perceaian –pada 

sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha untuk mendamaikan kedua pihak 

(ayat 1). Dalam proses perdamaian yang dimaksud, suami istri harus datang secara pribadi kecuali 

apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap 

secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (ayat 2). 
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hukum formil karena ia mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui 

pengadilan sesuai dengan norma yang ditentukan secara formal.
332

 

Tidak demikian halnya dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Kalisat 

terkait dengan aneka aturan yang menjadi ketentuan dalam proses peradilan. 

Ketentuan-ketentuan tersebut dirasakan sebagai proses berperkara yang berbelit-

belit menjadi. Penilaian ini dapat disimak dari pernyataan salah satu informan, 

Durroh, yang mengajukan proses perceraiannya ke pengadilan setelah ia gagal 

menjalani proses mediasi lokal. Berikut kesan yang diungkapkan Durroh: 

“Prosesse dari awel ngajuagi sampe potos je sampe lema bulen, sajjena ka 

pengadilan reya engko terro lekkase potos, iye rumit sampe lema bulen 

padahal epadamai engko la tak endek, terro apesa‟a thok engkok la. Sajjena 

terro langsungah potos dek iye jiya tape la anona reken la dek iye ye la 

etoroeh sampe lema bulen jiya”.
333

 

(Proses dari awal mengajukan (perceraian) sampai adanya putusan cerai 

membutuhkan waktu lima bulan. Sebenarnya saya datang ke pengadilan itu 

maunya segera diputuskan (cerai). Iya rumit (proses perkaranya) sampai 

membutuhkan waktu lima bulan padahal didamaikan saya sudah tidak mau. 

Saya tetap pada keputusan untuk cerai. Sebenarnya ingin cepat diputus tapi 

karena (aturannya) sudah begitu ya saya jalani sampai menunggu waktu 

lima bulan). 

Hal yang sama juga diakui oleh Lidia Noura (nama samaran). Menurut 

Lidia, mengajukan perceraian ke pengadilan begitu rumit karena harus menunggu 

proses sekitar satu bulan. Berikut adalah penuturan Lidia: 

“Ke pengadilen iye rumit polana ngantos proses sampe sabulen. Bolak 

balik ka pangadilen engkok deteng teros. Ka pangadilen polana gik 

enasehate. Nasehatteh hakim jeh dek iye ka engkok, been je ajek 

                                                           
332

 Manan, Penerapan Hukum, 2. 
333

 Durroh (penggugat), Wawancara, Kalisat, 10 Nopember 2017. Durroh adalah seorang ibu 

rumah tangga dengan satu orang anak. Durroh dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 20 Juli 1994 

dengan pendidikan terakhirnya adalah SLTA. Perceraian yang dilakukan oleh Durroh adalah gugat 

cerai, di mana Durroh sebagai penggugat sementara suaminya berposisi sebagai tergugat. Suami 

Durroh berasal dari Kedunglikit yang pada saat menikah dengan Durroh telah berusia sekitar 27 

tahun, sementara perceraian di antara keduanya terjadi pada tahun 2015 silam. 
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pertimbangagi ka lakenah, jek endu acerai, se kerana tak nyaman rembeagi 

gelluh. Ye poko‟en se sakerana tak cerai, tape engkok dibik la tetep minta 

cerai. Polana engkok jiya la mare deri tang guru, iye soro pertimbangagi 

apa bisa lakena aobe, ternyata paggun, ye engkok ka pengadilen minta 

cerai”.
334

 

(Ke pengadilan iya rumit karena harus menunggu proses sampai satu bulan. 

Saya bolak-balik datang ke pengadilan. Ke pengadilan karena harus 

dinasehati (baca: dimediasi). Begini nasihat hakim kepada saya, kamu itu 

harus mengajak kepada suamimu untuk pertimbangkan terlebih dahulu, 

jangan langsung bercerai, yang sekiranya tidak enak ya dikomunikasikan 

terlebih dahulu. Ya pokoknya nasihat yang disampaikan yang sekiranya 

tidak terjadi perceraian. Tapi saya sendiri sudah memutuskan untuk 

bercerai. Karena saya sudah meminta nasihat kepada guru saya, ya disuruh 

pertimbangkan dulu apakah suaminya bisa berubah (dari sikap yang 

menyebabkan timbulnya perselisihan), ternyata tetap tidak ada perubahan, 

ya akhirnya saya ke pengadilan untuk bercerai). 

Kerumitan proses berperkara di pengadilan merupakan satu dari sekian 

banyak hal yang dinilai sebagai ketidakefisienan proses litigasi. Dalam hal ini, 

dikatakan oleh Ahmad Ali dan Wiwie Heryani dalam bukunya, Sosiologi Hukum: 

Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, semakin cepat mengajukan perkaranya ke 

pengadilan, maka seorang pencari keadilan akan cepat pula menemukan 

ketidakefisienan selama berada di pengadilan, baik karena biaya hukum yang 

tinggi, waktu penyelesaian perkara yang relatif lama, maupun karena sebab lain 

berupa perasaan frustasi menghadapi berbagai istilah hukum yang tidak mudah 

dipahami.
335

  

                                                           
334

 Lidia Noura (Penggugat), Wawancara, Kalisat, 10 Oktober 2017. Lidia Noura sebenarnya 

adalah nama samaran yang memang sengaja diminta oleh yang bersangkutan. Dia dilahirkan pada 

tanggal 21 Nopember 1994 dan menikah dengan seorang suami yang berasal dari Wonorejo yang 

saat itu telah berusia 26 tahun. Noura mengenyam pendidikan formal pada tingkat SLTP dan kini 

bekerja sebagai buruh pabrik. Adapun perceraian antara Noura dan suaminya terjadi pada tahun 

2017. 
335

 Ahmad Ali dan Wiwie Heryani dalam bukunya, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap 

Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2012), 21. 
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Setidaknya, “kegalauan” yang digambarkan oleh Achmad Ali dan Wiwie 

Heryani ini dirasakan oleh Alfiyah. Dia mengakui adanya rasa gugup pada saat 

pertama kali memasuki ruang mediasi, yang kemudian ia ditanyakan seputar 

alasan yang menjadi penyebab perceraiannya hingga ia diberikan nasihat oleh 

mediator untuk membatalkan niatnya untuk bercerai. Menurut Alfiyah, mon 

mediasi ye awal seh rodok dredeg, tapi yo kedua wes biasa, e mediasi yo mik 

etanyaagi masalah awal apah teros mik iso teros akherrah harus bawa saksi 

(kalau mediasi, ya awalnya agaknya gugup tapi yang kedua ya sudah biasa. 

Dimediasi ya cuma ditanyakan apa masalah awal yang menjadi sebab 

perceraiannya kemudian ditanyakan kenapa harus bercerai dan akhirnya harus 

membawa saksi).
336

  

d. Persepsi Masyarakat Kalisat tentang Peradilan 

Berkembangnya mediasi lokal di kalangan masyarat Kalisat juga erat 

kaitannya dengan persepsi yang mereka bangun tentang dunia peradilan. Bagi 

mereka dunia peradilan hanyalah alternatif terakhir yang dapat memberikan 

legalitas atas permohonan ataupun gugatan yang diajukan. Jika dibawa ke dalam 

kasus perceraian, maka pemahaman demikian berkorelasi dengan keputusan yang 

menjadi motivasi masyarakat Kalisat mengajukan perkaranya ke hadapan 

persidangan, yaitu surat perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai 

bentuk legalitas atas peristiwa hukum berupa perceraian. Dengan demikian, 

mediasi yang dijadikan sebagai tahapan penting dalam proses persidangan 

                                                           
336

 Alfiyah (penggugat), Wawancara, Kalisat, 13 Oktober 2017. Alfiyah dilahirkan di Pasuruan 

pada tanggal 13 Desember 1994 dengan pendidikan terakhirnya adalah SMA. Saat ini Alfiyah 

bekerja sebagai penjahit. Pernikahan antara Alfiyah dengan suaminya yang berasal dari Siyar 

terjadi pada tahun 2014 kemudian keduanya secara resmi bercerai pada tahun 2015. 
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menjadi sekedar formalitas belaka, dan bahkan untuk mempercepat proses 

persidangan sehingga diperoleh putusan perceraian dan menghindari proses 

mediasi, tidak jarang salah satu pihak tidak memenuhi panggilan pengadilan atas 

dasar kesepakatan bersama bahkan atas saran dari bapak Modin Kalisat.
337

 

Mengenai pandangan bahwa pengadilan adalah alternatif terakhir yang 

ditempuh dalam perceraian bukan dalam rangka untuk memulihkan hubungan 

yang harmonis melainkan untuk memperoleh legalitas berupa surat perceraian, 

disampaikan oleh Durroh. Dalam penuturannya, ia mengatakan: 

“Engko atellak bik tak lakeh gara-gara tang lake sering amaen, jarang 

mole, nafkah tak enafkaen, ye nafkah lahir batin, paleng sabulen du kaleh. 

Sabelumma ka pengadilen, iye mare arunding bik kaloarga pas ka kyaeh 

minta pertimbangan, polana tang keluarga reya lebih partaje dek kyae 

etembeng hokom nagere. Saeellana deri kyae paggun tak iso berubah, ye 

tape mon saongguna terro tak apesaah tape la dekremmah ye la ejelenin 

bein. Marena deri kyaeh pertamanah saonggunah bede rassa terro 

apolonga pola tape ye la dek budinah ejelenin la pancet paggun dek iye la 

dina engkok moro mele apesa bein langsung dek pengadilan”.
338

 

(Saya bercerai dengan suami gara-gara suami suka bermain (baca: berjudi), 

jarang pulang, jarang memberikan nafkah lahir dan batin, paling hanya dua 

kali dalam sebulan. Sebelum ke pengadilan, saya sudah berunding dengan 

keluarga dan telah datang ke kiai minta pertimbangan karena keluarga saya 

lebih percaya kepada kiai dari pada hukum Negara. Setelah dari kiai, tetap 

tidak bisa berubah akhirnya ya sudah dijalani saja. Awalnya, setelah dari 

kiai sempat ada rasa untuk hidup bersama kembali tapi ke belakang tetap 

saja tidak ada perubahan akhirnya saya memilih untuk bercerai dan 

langsung ke pengadilan). 

Dari penuturan Durroh di atas, terkait pengalamannya menjalani perceraian, 

tampak alur yang ditempuhnya sebagai upaya mengatasi kemelut dalam rumah 

tangganya, dari kiai ke pengadilan. Namun terdapat tujuan yang berbeda. 

Datangnya ke kiai adalah dalam rangka meminta nasihat terkait kehidupan rumah 

                                                           
337

 Asy‟ari, Wawancara, Kalisat, 10 Agustus 2017. 
338

 Durroh, Wawancara, Kalisat, 10 Nopember 2017. 
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tangganya yang sempat menimbulkan rasa optimisme untuk mempertahankan 

ikatan perkawinannya, sementara ke pengadilan adalah murni untuk mendapatkan 

legalitas dari perceraian yang akan ditempuhnya. 

Berikut penuturan Durroh terkait suasana kebatinannya pada saat memasuki 

ruang pengadilan: 

“Pertama ka pangadilen e nasehati e roangan, enasehati ye intinya sopaje 

engkok reya sakerana tak apesa bik tang lake jiya. Tape la dekremmah jeng 

reng la libeliyen gik pancet dek iye. Iye la dina. Engkok la pancet minta 

pesa thok. Deddi intina engkok ka pangadilen reya la terro apesa‟ah.”
339

 

(Pertama ke pengadilan ya dinasehati di ruangan (ruangan mediasi). 

Diberikan nasihat yang pada intinya supaya saya tidak jadi bercerai dengan 

suami saya. Tetapi mau bagaimana lagi karena sudang berulang kali masih 

tetap saja begitu, ya sudah biarkan saja saya tetap pada pendirian semula, 

meminta (kepada hakim) untuk bercerai. Jadi pada intinya saya datang ke 

pengadilan itu adalah dalam rangka ingin bercerai). 

Salah satu cara yang ditempuh oleh pelaku perceraian di Kalisat dalam 

rangka mempercepat proses perceraiannya, dengan kata lain menghindari proses 

mediasi sebagai tahapan awal sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan gugatannya, 

adalah dengan cara salah satu pihak tidak menghadiri panggilan persidangan. Cara 

ini disampaikan oleh Maimunah. Menurut Maimunah, supaya proses 

perceraiannya segera mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari 

pengadilan, maka suaminya tidak diperkenankan hadir ke persidangan dan 

disampaikan bahwa suaminya telah  menghilang. Tang lake ekabele tadek, 

ekabele elang (suami saya, saya sampaikan tidak ada. Saya bilang suami saya 

hilang). Demikian kata Maimunah.
340

 

                                                           
339

 Ibid. 
340

 Maimunah (termohon), Wawancara, Kalisat, 12 Nopember 2017. Maimunah dilahirkan di 

Pasuruan pada tanggal 05 Mei 1995 dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Pada tahun 2014, 

Maimunah menikah dengan seorang suami (33 tahun) yang berasal dari Malang dan telah 
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e. Adanya Keinginan untuk Mempertahankan Hubungan Perkawinan. 

Faktor ini merupakan konsekuensi logis dari pandangan masyarakat Kalisat 

terhadap pengadilan. Sebagaimana telah diuraikan, pengadilan bagi masyarakat 

Kalisat adalah jalan terakhir yang ditempuh ketika terjadi perceraian bukan dalam 

rangka untuk mempertahankan hubungan perkawinannya melainkan untuk 

mendapatkan legalitas atas perceraian sebagai fakta hukum yang dilakukannya. 

Dengan demikian, jika yang dikehendaki adalah perdamaian, dalam arti kembali 

kepada kehidupan sebagai suami istri, maka pengadilan – dengan salah satu 

prosesnya adalah mediasi – akan disimpangi, dan mediasi lokallah yang menjadi 

alternatif penyelesaiannya. 

Hal ini disampaikan oleh Munawarah. Dalam wawancaranya, ia mengatakan 

bahwa dirinya lebih memilih untuk dimediasi oleh seorang kiai. Tetapi karena 

sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah 

tangganya, ia mengajukan perkaranya ke pengadilan dan tidak terpengaruh oleh 

“rayuan” para hakim untuk menggagalkan niat perceraiannya. Menurut 

Munawarah, hakim telah bersungguh-sungguh dalam memediasi, termasuk 

mengatakan, jangan bercerai karena pekerjaan suaminya kan sudah mapan, karena 

suami Munawarah bekerja sebagai pegawai di kantor Imigrasi. Tetapi – lanjut 

Munawarah – ia tetap pada keinginan awal datang ke pengadilan, yaitu 

bercerai.
341

 

                                                                                                                                                               
dikaruniai seorang anak. Kemudian pada tahun 2015 keduanya resmi bercerai. Saat ini, Maimunah 

bekerja sebagai buruh pembuatan batu bata. 
341

 Munawarah (Penggugat), Wawancara, Kalisat, 12 Nopember 2017. Munawarah saat ini bekerja 

sebagai pagawai pada salah satu konveksi di Bangil. Perempuan asal Pasuruan dengan tingkat 

pendidikan SLTA ini menikah dengan seorang suami yang berasal dari Raci (27 tahun) pada awal 

tahun 2012 dan kemudian bercerai pada akhir tahun 2012. 
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Hal yang sama disampaikan juga oleh informan lain yang termasuk pelaku 

perceraian, yaitu Khusnul Khotimah. Ketika menceritakan proses perceraiannya, 

Khotimah menyampaikan bahwa dirinya tidak berkonsultasi kepada kiai atau 

siapapun, tetapi memutuskan untuk datang ke pengadilan dengan tujuan untuk 

bercerai. Menurut pengakuan Khotimah, langkah itu diambil karena memang 

dalam hatinya tidak ada niatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan 

dengan suaminya. Bagi Khotimah, konsultasi atau apapun istilahnya kepada para 

kiai atau tokoh masyarakat bisa dilakukan manakalah masih ada harapan untuk 

mempertahankan pernikahannya. Jika tidak ada, maka menggugat ke pengadilan 

menurut Khotimah adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan legalitas atas 

perceraiannya.
342

 

Pada saat menuturkan proses perceraiannya, Khotimah mengistilahkan 

kehadirannya ke pengadilan adalah bertujuan untuk “membeli surat”. Berikut 

kutipan dari penuturan Khotimah: 

“Ye atellak la polana tadek kacocokan. Awalla perjodohan. Ye engkok dibik 

se ngajuagi ka pengadilen, ye tak minta mediasi ka sapa-sapa langsung 

daftar de‟ pengadilan. Mon se apesa je la abit, tapi mon se melle sorat je 

ning sakejje‟, ning du sidangan, ning sabulen prosesse.
343

 

(Bercerai karena sudah tidak ada kecocokan. Awalnya adalah perjodohan. 

Saya sendiri yang mengajukan perceraian ke pengadilan. Ya saya tidak 

minta dimediasi oleh siapapun langsung daftar ke pengadilan. Kalau 

berpisahnya sudah lama tapi proses “beli surat”nya hanya sebentar, hanya 

dua kali sidang sekitar satu bulan prosesnya). 

                                                           
342

 Khusnul Khotimah (Penggugat), Wawancara, Kalisat, 13 Agustus 2017. Adapun tempat 

tanggal lahir Khotimah adalah Pasuruan tepatnya pada tanggal 10 Januari 1990 dengan latar 

pendidikan Sekolah Dasar. Dia menikah dengan seorang suami yang berasal dari Madurejo sekitar 

tahun 2000 dan telah dikaruniai satu orang anak.  Kemudian keduanya bercerai pada akhir tahun 

2007 silam.  
343

 Ibid. 
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Demikian pandangan Khusnul Khotimah yang tetap mempertahankan 

keinginannya untuk bercerai. Proses persidangan di pengadilan – dengan segala 

ketentuan yang harus diikuti termasuk proses mediasi – tidak berhasil 

menghalangi niat untuk bercerai yang telah menjadi motivasi Khotimah dalam 

mengajukan gugatannya ke pengadilan. Terlebih karena proses persidangan, 

sebagaimana diungkapkan di atas dinilai hanya sebagai proses “beli surat”.  

f. Faktor Ketaatan terhadap Seorang Kiai 

Pilihan hukum masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal sebagai alternatif 

penyelesaian kasus perceraian yang dihadapinya tidak dapat dipisahkan dari faktor 

ketaatan mereka terhadap kiai ataupun tokoh masyarakat setempat. Ketaatan 

mereka terbentuk oleh berbagai dorongan seperti rasa takut kualat jika melanggar 

perintah kiai maupun dorongan lain yang disebabkan oleh hubungan antara guru 

murid yang berlaku secara turun-temurun. Hubungan ini, dalam konteks 

kehidupan desa selalu terjaga karena sejumlah murid sekalipun telah lulus dari 

lembaga pendidikannya masih tetap berhubungan secara baik dengan para 

kiainya, minimal dalam acara-acara keagamaan tertentu.
344

 

Hal demikian disampaikan oleh Adlan. Menurut Adlan, ketaatan masyarakat 

Kalisat kepada seorang kiai telah mendarah daging, karena memang sejak kecil ia 

telah berguru kepada kiai kemudian ia mengabdi. Selain itu kata Adlan, setiap 

guru yang mengajar, dakwahnya kepada para santrinya, jangan wani (berani) ke 

guru, harus tunduk. Ini menurut Adlan merupakan faktor utama yang menjadikan 

masyarakat Kalisat tunduk kepada kiai. Karena pelanggaran terhadap apa yang 

                                                           
344

 Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2006), 55. 
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disampaikan kiai, menurut Adlan sering dinilai menimbulkan laknat, sehingga 

dengan sendirinya tertanam dalam pemahaman masyarakat Kalisat rasa takut 

kedukah/kualat (laknat) jika tidak tunduk kepada seorang kiai.
345

 

Pernyataan Adlan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat desa, 

termasuk dalam hal ini adalah Kalisat, tokoh masyarakat yang menunjuk kepada 

orang-orang terkemuka dan kenamaan dalam berbagai bidang kehidupan yang 

menjadi panutan di masyarakat,
346

 serta kiai yang biasanya dimaknai dengan 

pemimpin Islam yang dipandang memiliki kharisma, baik sebagai pemimpin 

pesantren atau bukan, karena memang tidak semua kiai memiliki pondok 

pesantren, tetapi adakalanya hanya sebagai pengajar agama dengan cara 

berceramah dari desa ke desa untuk memberikan fatwa kepada masyarakat luas,
347

 

merupakan tokoh utama yang mampu mengarahkan pola berhukum masyarakat, 

atau yang disebut oleh Friedman sebagai budaya hukum. 

g. Faktor Kedekatan Emosional antara Tokoh Masyarakat dan Warga 

Kalisat 

Dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa, seseorang harus bersikap seperti 

yang diungkapkan dalam peribahasa Jawa, “ngluruk tanpa bala, menang tanpa 

ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha” yang bermakna, berjuang 

tanpa perlu membawa massa, menang tanpa harus mempermalukan pihak lawan, 

berwibawa tanpa harus mengandalkan kekuasaan dan kaya tanpa harus didasarkan 

                                                           
345

 Adlan, Wawancara, Kalisat, 11 Oktober 2017. 
346

 Ahmad Suhendi, “the Role of Local Community Leaders in Social Welfare Development”, 

dalam, Informasi, Vol. 18, No. 02, Tahun 2013, 108. 
347

 Edi Susanto, “Kepemimpinan (Kharismatik) Kiai dalam Perspektif Masyarakat Madura”, 

dalam, KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007, 33. 
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pada nilai-nilai kebendaan.
348

 Peribahasa ini mengajarkan bahwa kehebatan 

seseorang ditentukan oleh nilai moral yang dimilikinya, dan hanya dengan 

berpegang pada keutamaan moral itulah hubungan antara pimpinan dan bawahan 

akan semakin selaras.
349

 

Keikhlasan tokoh masyarakat sebagai pimpinan merupakan salah satu 

keutamaan moral yang dapat menimbulkan kedekatan emosional antara mereka 

dengan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan Qohir, faktor utama yang 

menyebabkan terjalinnya hubungan emosional yang erat ini adalah keikhlasan. 

Semakin pudar keikhlasan tokoh masyarakat dalam memberikan bimbingan 

kepada masyarakat, maka akan pudar pula kedekatan emosional yang terjalin.
350

 

Keikhlasan tokoh masyarakat yang dimaksudkan terwujud dalam bentuk 

pengajian-pengajian yang dikemas dengan berbagai istilah seperti jam‟iyah 

mana>qib dan s }alawa >t yang isinya sebenarnya adalah pengajian.
351

 

Berbekal kedekatan emosional antara masyarakat Kalisat dengan tokoh 

masyarakat, timbul rasa kurang meyakinkan jika persoalannya tidak diselesaikan 

terlebih dahulu oleh tokoh masyarakat setempat. Seperti disampaikan Mahfud, 

dalam urusan akad nikah saja, sebelum secara resmi dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama, pasangan calon suami-istri terlebih dahulu meminta untuk diakadkan oleh 

seorang kiai.
352

 

                                                           
348

 Abdullah Faishol dan Samsul Bakri, Islam dan Budaya Jawa (Surakarta: Pusat Pengembangan 

Bahasa IAIN Surakarta, 2014), 40. 
349

 Suwardi Endraswara, Etika Hidup Orang Jawa: Pedoman Beretika dalam Menjalani 

Kehidupan Sehari-hari (Yogyakarta: Narasi, 2010), 168. 
350

 Qohir (mediator lokal), Wawancara, Kalisat, 08 Nopember 2017. 
351

 Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 
352

 Mahfudz (mediator lokal), Wawancara, Kalisat, 16 Oktober 2017. Mahfudz adalah seorang 

tokoh masyarakat di desa Kalisat yang sering menjadi mediator lokal. Di usianya yang telah 
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Perasaan demikian itu diungkapkan pula oleh Nurul pada saat menceritakan 

kasus perceraiannya. Nurul menyatakan bahwa ia sebenarnya lebih memilih untuk 

menyelesaikan kasus perceraiannya kepada seorang kiai karena ia merasa lebih 

mantap dan saling mengenal walaupun keinginan itu tidak terwujud karena tanpa 

melalui proses mediasi kepada seorang kiai, perceraiannya langsung diselesaikan 

di persidangan. Alasan Nurul, ia berada pada pihak yang tergugat
353

 sehingga 

harus memenuhi panggilan sidang yang ditujukan kepada dirinya.
354

 

Begitu pula dengan pengakuan Kholisah. Setelah menceritakan penyebab 

dan proses perceraiannya, Kholisah menyatakan bahwa ia merasa lebih sreg jika 

dimediasi oleh seorang kiai. Berikut pernyataan Kholisah: 

“Iye sreg dek kyae, pancen abe‟ reya cocoken dek kyae. Polana sak 

durungnga menta cerai ye anyatanya dek kyae. Deddi pa apa jo ajek lebbi 

mantepan dek kyae lah”.
355

 

(Iya lebih sreg kepada seorang kiai, karena memang saya ini merasa lebih 

cocok kepada seorang kiai. Karena sebelum bercerai secara resmi ke 

pengadilan ya terlebih dahulu telah bertanya solusinya kepada kiai. Jadi 

apapun sepertinya memang lebih mantap kepada seorang kiai). 

                                                                                                                                                               
mencapai 62 tahun, Mahfudz selain menjadi mediator lokal juga menjadi pengasuh majelis taklim 

al-Husain. 
353

 Informan menyebut dirinya sebagai tergugat, sementara penggugatnya adalah suaminya. 

Barangkali yang dimaksudkan oleh informan adalah sebagai termohon. Dalam ketentuan hukum 

acara peradilan agama dikenal istilah pemohon dan termohon untuk menunjuk kepada kasus 

perceraian di mana seorang suami yang menjadi pemohonnya. Istilah yang juga dipakai adalah 

penggugat dan tergugat, manakala perceraian merupakan inisiatif dari seorang isteri yang 

kemudian mengajukan perceraiannya ke pengadilan. Melihat pada penggunaan istilah ini, maka 

dalam kasus perceraian yang terjadi antara Kholisah dan suaminya itu menempatkan Kholisah 

pada pihak termohon dan bukan tergugat karena inisiatif perceraian berasal dari seorang suami. 
354

 Nurul (termohon), Wawancara, Kalisat, 10 Nopember 2017. Nurul adalah seorang ibu rumah 

tangga dengan tingkat pendidikan SMP. Nurul dilahirkan pada tanggal 25 Maret 1992 di Pasuruan. 

Pada tahun 2009, Nurul menikah dengan suaminya yang berasal dari Sukorejo, kemudian pada 

tahun 2010 keduanya resmi bercerai.  
355

 Kholisah (penggugat), Wawancara, Kalisat, 11 Nopember 2017. Kholisah adalah seorang guru 

pada salah satu sekolah dasar di Kalisat dengan tingkat pendidikan strata 1 (S1). Ia dilahirkan di 

Pasuruan pada tanggal 06 Juli 1990. Pada tahun 2015 ia resmi bercerai dengan suaminya (31 

tahun) yang berasal dari Paserepan. 
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Dari paparan di atas, adanya kedekatan emosional antara tokoh masyarakat 

dan masyarakat Kalisat itu sendiri menjadi salah satu faktor keberlakuan mediasi 

lokal sebagai pilihan utama dalam kasus perceraian yang terjadi. Tanpa kedekatan 

emosional, membantu para pihak menemukan solusi atas permasalahan yang 

dihadapinya sebagai tugas pokok mediator sulit untuk diwujudkan.
356

 

3. Implikasi Mediasi Lokal dalam Kasus Perceraian terhadap Mediasi 

Yudisial 

Sub bahasan ini memaparkan implikasi dari mediasi lokal sebagai pola 

berhukum masyarakat Kalisat dalam menyelesaikan kasus perceraian terhadap 

mediasi yang dijadikan sebagai tahapan penting dalam proses perceraian di 

pengadilan. Dengan kata lain, uraian ini hendak memaparkan pandangan 

masyarakat Kalisat terhadap mediasi di pengadilan, apakah dengan mediasi lokal 

yang telah menjadi pola berhukumnya dengan sendirinya “menyingkirkan” proses 

perceraian yang telah ditentukan dalam hukum acara peradilan Agama yang salah 

satunya adalah proses mediasi, atau sebaliknya, mediasi lokal yang menjadi 

keberpihakan masyarakat Kalisat dalam kasus perceraian masih membutuhkan 

legalitas yuridis yang berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan 

Agama. Jawaban atas persoalan inilah yang akan diuraikan dalam paparan berikut 

ini. 

Mediasi lokal yang hanya bersifat sukarela, sehingga menurut Asy„ari,
357

 

sekalipun di desa telah diupayakan langkah damai dan diharapkan tidak terjadi 

perceraian, namun jika para pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, maka jalan 

                                                           
356

 Peter Lovenheim dan Lisa Guerin, Mediate Don‟t Litigate: Strategies For Successful Mediation 

(USA: Delta Printing Solutions, 2004), 6. 
357

 Asy„ari, Wawancara, Kalisat 10 Agustus 2017. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

150 
 

yang ditempuh – selama nikahnya adalah nikah resmi – adalah diarahkan pada 

jalur peradilan. Tentunya harus mengikuti aturan berperkara yang telah ditetapkan 

oleh peradilan seperti kewajiban untuk mengikuti proses perdamaian.
358

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Qohir. Bagi beliau, pengadilan memiliki 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang mengajukan perkara 

termasuk dalam urusan perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Menjawab pertanyaan peneliti terkait dengan tahap mediasi yang harus ditempuh 

oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai, tatkala penulis tanyakan apakah 

proses itu berarti mengerdilkan peran tokoh masyarakat yang telah terlebih dahulu 

melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian, Qohir menyatakan 

bahwa hal itu tidak berarti sebagai upaya pengerdilan terhadap peran tokoh 

masyarakat setempat namun semata-mata karena adanya ketentuan dalam praktik 

peradilan yang memang harus diikuti. Dalam hal ini Qohir menyatakan: 

“Di kala perkara mereka – para pihak yang hendak bercerai – masuk ke 

ranah pengadilan, maka beliau itu – para hakim punya SOP sendiri mas. Ya 

terlebih dahulu harus mendamailan sebagai upaya untuk mencegah 

perceraian. Terlebih lagi, jika hakim melihat ada celah untuk is }la>h, maka 

hakim akan berupaya untuk mengislahkan kedua belah pihak, baik karena 

pertimbangan sudah ada anaknya atau pertimbangan-pertimbangan lain. 

Tetapi jika hakim melihat sudah tidak ada kecocokan lagi, maka SOP itu 

akan langsung diloncati.”
359

 

Sementara menurut Muhammad, proses mediasi yang menjadi tahap 

persidangan dalam proses beracara di pengadilan terkait dengan kasus perceraian 

adalah dalam rangka memperjelas status persoalan yang menjadi sebab 

perceraian. Sekalipun telah dilakukan upaya damai oleh tokoh masyarakat 

                                                           
358

 Dalam konteks Hukum Acara Peradilan Agama, proses yang perdamaian yang dimaksudkan 

oleh Asy‟ari disebut sebagai proses mediasi.  
359

 Qohir, Wawancara, Kalisat, 08 Nopember 2017. 
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setempat, tidak berarti hal tersebut menutup proses perdamaian yang dilakukan 

oleh hakim di pengadilan karena tokoh masyarakat menurut Muhammad tidak 

lebih dari sekedar sebagai penasihat untuk menghindari terjadinya perceraian 

sehingga jika memang tidak ditemukan kecocokan di antara kedua belah pihak 

maka disarankan untuk mengajukan ke pengadilan sehingga tidak menimbulkan 

sengketa yang lebih besar di antara kedua belah pihak.
360

 

Dalam hal ini, hakim menurut Muhammad memang semestinya harus 

melakukan proses yang telah diatur oleh hukum termasuk dalam hal 

mendamaikan karena memang tidak mungkin seorang hakim tiba-tiba 

memberikan putusan cerai tanpa harus memeriksa terlebih dahulu status kasus 

yang sedang terjadi. Berikut ini adalah pernyataan Muhammad: 

“Semestinya hakim nika atanya ka se lake‟, kadi ponapa permasalahan, 

teros atanya dek ka se bini‟, kadi ponapa permasalahan. Setelah nika baru 

didamaikan kalo bisa, salasatarena nika baru diproses sesuai hukum, napa 

se bini‟ salanah, napa se lake‟ salanah, sesuai bunten kalaben shara„. 

Manabi hakim tak mampu baru memanggil kiai sebagi hakam min ahlihi wa 

min ahlihe. Manabi samangken hakim tak melaksanakan hal ka‟dintoh, 

enggi tak panapa , tape kor la cocok delem masalah shara„ polana mangken 

deng kadeng ampo tak sasoai, ampo secara tekanan se lake‟ epaksa harus 

nalak. Mon sapanikah kan tak kengeng. Seorang suami esoro nalak oreng 

bini‟ kan tak kengeng.”
361

 

(Semestinya hakim memang harus menanyakan masalah yang terjadi baik 

kepada pihak laki-maupun perempuan tentang apa yang sedang dialaminya. 

Setelah itu baru didamaikan jika mereka berdua bersedia untuk itu. Setelah 

itu kemudian diproses secara hukum apakah kesalahan pihak suami ataupun 

istri telah sesuai atau tidak dengan hukum shara„. Jika hakim tidak mampu 

untuk menyelesaikannya, barulah memanggil seorang kiai sebagai h}akam 

dari pihak suami dan hakam dari pihak istri. Jika sekarang hal itu tidak 

dilakukan oleh hakim, maka tidak menjadi persoalan asal ada kecocokan 

dengan hukum shara„. Masalahnya sekarang yang terjadi, seringkali proses 

                                                           
360

 Muhammad, Wawancara, Kalisat, 12 Agustus 2017. 
361

 Ibid. 
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persidangan tidak sesuai dengan hukum shara„ karena sekarang sering 

terjadi adanya tekanan dari hakim supaya suami menceraikan istrinya. Hal 

yang demikian tidak diperbolehkan. Seorang suami dipaksa untuk 

menceraikan istrinya itu tidak boleh). 

Hakim pada dasarnya hanya menjadi pemutus terhadap apa yang diajukan 

oleh para pihak yang berperkara. Seperti dinyatakan Imron, putusan pengadilan 

tergantung pada gugatan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak. 

Kemudian hakim harus memeriksa kasusnya dengan mempertimbangkan bukti-

bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam posisi ini, lanjut Imron, hakim 

tetap dibutuhkan dalam kasus perceraian.
362

  

Tugas hakim – yang dalam kajian ini adalah Pengadilan Agama – untuk 

memeriksa dan memutus perkara perdata sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 

7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang dinyatakan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama 

Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta bidang wakaf dan 

sedekah. Kemudian setelah diberlakukan UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, tepatnya dalam pasal 49, kewenangan itu 

ditambah dengan perkara infak, zakat dan sengketa ekonomi syariah.
363

 

Dari sisi ketaatan terhadap seorang hakim sebagai uli > al-amr, tidak ada 

penolakan dari tokoh masyarakat desa Kalisat. Bahkan dengan tegas dinyatakan, 

seorang hakim harus ditaati selama putusan yang dikeluarkan sejalan dengan 

hukum Islam. Hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Mahfudz, harus diikuti 

dan ditaati terlebih hukum Islam yang dikeluarkan oleh hakim dalam sebuah 

putusan hukumnya, maka tentunya lebih harus ditaati. Batas ketaatan terhadap 

                                                           
362

 Imron, Wawancara, Kalisat, 03 Nopember 2017. 
363

 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim (Jakarta: Kencana, 2012), 246. 
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hakim – lanjut Mahfudz – adalah ada dan tidak adanya unsur kemaksiatan 

terhadap sang kha >liq. Jika tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah maka mutlak 

harus patuh terhadap putusan hakim, namun sebaliknya jika ada unsur 

kemaksiatan di dalamnyamaka tidak boleh taat kepada hakim, sehingga ketaatan 

dalam hal ini, menurut Mahfudz diikat oleh sebuah ketentuan “la > t}a„ata li 

makhlu >q fi > ma„siyat al-kha >liq (tidak ada ketaatan terhadap makhluk selama ada 

unsur kemaksiatan terhadap sang khaliq).
364

 

Menegaskan ketaatan terhadap seorang hakim, informan lain yaitu Ismail 

menyebutkan satu ayat sebagai justifikasi terhadap ketaatan yang dimaksud. Ayat 

yang dikutip oleh beliau adalah ayat 59 dalam surat al-Nisa>‟
365

 yang menyebutkan 

uli > al-amr
366

 sebagai pihak yang harus ditaati. Bahkan – lanjut Ismail – sesuai 

dengan ketentuan fikih, kita harus taat terhadap seorang pemimpin sekalipun 

pemimpin tersebut tergolong sebagai orang yang fa>jir,
367

 atau seperti dikutip oleh 

                                                           
364

 Mahfudz, Wawancara, Kalisat, 16 Oktober 2017. 
365

 Dalam ayat tersebut, Allah berfirman: 

وَ وَأَطِي ْعُوا الرَّسُوْلَ وَأوُلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  وِ  ۚ  يٰأيَ  هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا أطَِي ْعُوا اللّٰ وِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُ وْنَ باِللّٰ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِْ شَيْءٍ فَ رَُ وْهُ إِلَى اللّٰ
 ذٰلِكَ خَي ْر  وَّأَحْسَنُ تأَْوِيْلًا  وَالْيَ وْمِ الْاٰخِرِ 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan uli> al-amr di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Kementerian 

Agama RI., al-Quran dan Tafsirnya, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 336. 
366

 Uli>al-amr diartikan oleh M. Quraish Shihab sebagai pihak yang berwenang menangani urusan 

kemasyarakatan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt., atau perintah 

Rasul-Nya. Mereka yang dimaksudkan ini menurut Shihab, ada yang berpendapat bahwa mereka 

adalah para penguasa atau pemerintah. Pendapat lain menyatakan mereka adalah para ulama dan 

bahkan ada yang menyatakan mereka adalah para wakil masyarakat dalam berbagai kelompok dan 

profesi. Lihat dalam, M. Quraish Shihab, al-Quran dan Maknanya (Jakarta: Lentera, 2013), 87. 
367

 Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 
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T{a>ha „Abd Alla >h al-„Afi>fi >, taatilah seorang pimpinan walaupun ia seorang hamba 

sahaya.
368

 

Terutama dalam persoalan hukum keluarga, katakanlah semisal perceraian, 

menurut Ismail, ketaatan terhadap hakim dalam arti mengikuti aturan main yang 

telah menjadi ketetapan dalam proses peradilan juga didasarkan pada 

pertimbangan keamanan. Hakimlah menurut Ismail sebagai pihak yang 

menjalankan proses hukum di pengadilan yang mampu menjamin keamanan pihak 

yang berperkara melalui ketentuan hukum yang bersifat mengikat sehingga 

memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi para pihak 

pascapersengketaan yang dihadapi.
369

 

Kaitannya dengan kepastian hukum ini, Ismail menyatakan: 

“Tidak ada pertentangan antara fikih dan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Bedanya, perceraian secara resmi di pengadilan bisa mendapatkan surat 

cerai baik bagi suami ataupun bagi seorang istri, sehingga jika di kemudian 

hari mau menikah kembali, butuh surat pengantar untuk nikah, menjadi 

mudah karena ada keterangan janda ataupun duda.”
370

 

Begitu pula terkait dengan pencatatan perkawinan, menurut Ismail tetap 

dibutuhkan demi keamanan sehingga pernikahan tanpa dicatatkan jika digali 

secara mendalam, sebenarnya bernilai dosa karena telah melanggar ketentuan uli> 

al-amr. Sekalipun begitu, dosa yang terkandung dalam praktik pernikahan yang 

tidak dicatatkan tidak berimplikasi pada bentuk perzinahan. Dalam hal ini 

dikatakan oleh Ismail: 

“Sebetullah nikah sirri secara agama tetep sah tape sifatteh lokal. 

Sampeyan terro ngineppeh e sorbeje tape tak andik sorat nikah bingung 

                                                           
368

 T {a >ha „Abd Alla >h al-„Afi >fi>, min Was }a >ya al-Rasu >l S {alla Alla >h „Alayh wa Sallam, Vol. I (Kairo: 

Da >r al-Tura >th al-„Arabi >, 1981), 38. 
369

 Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 
370

 Ibid. 
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dibik. Bisa dianggap kamu itu bawa pelacur. Deddi catat nikah ini lebih 

aman pade bik sapeda bede BPKBnah. Kecuali mon poligamiya gik pancet 

ribut enggi kadinapa pole. Saengge sobung caretanah ulama menentang 

programma pemerenta kecuali betul-betul maksiat ompama pemerenta 

alindungi pelacuran”.
371

 

(Sebenarnya nikah siri secara hukum agama itu tetap sah tapi sifatnya lokal. 

Kamu ingin bermalam di Surabaya tetapi tidak memiliki surat nikah, maka 

akan kebingungan sendiri. Kamu bisa jadi dianggap membawa pelacur. Jadi, 

nikah yang dicatatkan itu lebih aman seperti memiliki sepeda yang 

dilengkapi dengan BPKB. Kecuali jika suami hendak poligami tetapi tetap 

saja ribut dengan istri, maka ya mau diapakan lagi. Sehingga dengan 

demikian, tidak ada cerita bahwa ulama menentang program pemerintah 

kecuali memang betul-betul ada unsur kemaksiatan seperti pemerintah 

melindungi praktek pelacuran). 

 

B. Mediasi Lokal dalam Kasus Perceraian: Analisis terhadap Pola 

Berhukum Masyarakat Kalisat-Rembang-Pasuruan 

1. Hybrid Processes sebagai Pola Umum Mediasi Lokal dalam Perceraian 

Penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi lokal yang terjadi di desa 

Kalisat, dengan memperhatikan paparan data dalam bab sebelumnya, sekalipun 

dalam pemetaannya dapat dipilah ke dalam beberapa pola, namun secara umum 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya mediasi lokal yang 

dipraktikkannya berangkat dari pemahaman terhadap eksistensi perceraian itu 

sendiri yang dinyatakan dalam sumber naqli >. Dua dalil yang dijadikan sebagai 

dasar dalam proses mediasi lokal adalah ayat al-Qur‟a>n dalam surah al-Baq>arah 

ayat 229 dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa perceraian adalah perbuatan 

halal yang paling dibenci oleh Allah. 

Ayat 229 dalam surah al-Baq>arah menjadi dalil dalam proses mediasi lokal 

seperti disampaikan oleh Adlan. Sebagaimana terlihat dalam wawancara yang 
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 Ibid. 
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peneliti lakukan, menurut Adlan, upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri 

yang akan bercerai karena memang Allah Swt., telah menegaskan “fa imsa >k 

bima„ru>f aw tasri>h} bi ih }sa>n.”  

Secara lengkap ayat tersebut berbunyi: 

مُوىُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أنَْ الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاك  بِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِح  بإِِحْسَانٍ وَلَا يَُِل  لَكُمْ أنَْ تأَْخُذُوا مَِّا آَتَ يْتُ 
اللَّوِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُوََ اللَّوِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بوِِ تلِْكَ حُدُوَُ  يَِاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُوََ 

 اللَّوِ فَلَا تَ عْتَدُوىَا وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُوََ اللَّوِ فأَُولئَِكَ ىُمُ الظَّالِمُونَ 
Artinya: talak (yang dapat dirujuk) itu hanya dua kali. Setelah itu suami 

dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi 

kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, 

kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan 

hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak 

mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa 

atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah 

hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa 

melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim.
372

 

Ayat di atas menurut Ibn „A <shu>r menjadi dalil bahwa talak yang bisa 

dirujuk hanya dibatasi sebanyak dua kali, setelah itu harus memilih antara 

mempertahankan atau melepaskannya kembali. Sementara didahulukannya kata 

imsa >k dari pada kata tasri>h}, lanjut Ibn „A<shu >r, menunjukkan bahwa 

mempertahankannya kembali dinilai lebih penting dari pada menceraikannya, 

karena kata imsa >k bermakna menggenggam sesuatu karena khawatir terjatuh. Hal 

ini menunjukkan pada makna keberlangsungan kehidupan rumah tangga.
373

  

Hal ini tidak berarti perceraian adalah sesuatu yang tidak dapat ditempuh, 

hanya saja, sesuai dengan ayat di atas harus ditempuh dengan cara ih }sa>n, yang 

mana kata ini digunakan untuk menunjuk pada pemberian nikmat kepada orang 

                                                           
372

 Kementerian Agama RI., al-Quran dan Tafsirnya, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 336. 
373

 Muh}ammad al-T {a >hir Ibn „A <shu>r, Tafsi>r al-Tah }ri>r wa al-Tanwi >r, Vol. 2 (Tunis: al-Da >r al-

Tu>ni>siyah, 1984), 406-407. 
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lain serta digunakan pula untuk menunjuk pada perbuatan baik. Selain itu, kata ini 

memiliki kandungan makna yang lebih dalam dibandingkan dengan kata „adl, 

karena adil hanya terbatas pada perlakuan kepada orang lain seperti perlakuan 

kepada dirinya sendiri, sementara ih}sa>n berarti memperlakukan orang lain lebih 

dari pada perlakuan kepada dirinya sendiri. Sehingga kata ih}sa>n dalam perceraian 

memberikan isyarat akan kewajiban seorang suami setelah perceraian seperti 

kewajiban memberikan mut„ah.
374

 

Menjadikan ayat di atas sebagai dasar pelaksanaan mediasi lokal di Kalisat 

menemukan relevansinya, karena ayat tersebut, di samping menjadi dalil batasan 

dari talak yang bisa dirujuk, juga memberikan dasar terjadinya perceraian sebagai 

kemungkinan terburuk tetapi dengan cara yang ih}sa>n. Inilah dasar yang dijadikan 

justifikasi oleh para mediator lokal di Kalisat. 

Selain berpegang pada ayat 229 dalam surah al-Baq>arah, landasan normatif 

yang juga mendasari proses mediasi lokal adalah hadis Nabi yang secara tekstual 

menunjukkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. 

Melalui penelusuran terhadap karya A. J. Wensick, al-Mu„ja>m al-Mufahras li 

Alfa >z } al-H}adi >th al-Nabawi >, terdapat dua redaksi hadis yang menunjukkan pada 

pemaknaan tersebut, yakni redaksi ابغض اِلال الى الله الطلاق dan redaksi ما احل الله شيأ 

375.ابغض اليو من الطلاق
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 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 1 (Jakarta: 

Lentera Hati, 2000), 461. 
375

 A. J. Wensick, al-Mu‟ja >m al-Mufahras li Alfa >z} al-H }adi>th al-Nabawi >, Vol. 4 (Leiden: Maktabah 

Brill, 1926), 25; lihat juga Ibid., Vol. 1, 202. 
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Menurut kajian yang dilakukan oleh Must }afa> Ibn al-„Adwi>, dua redaksi 

hadis di atas sama-sama tergolong sebagai hadis yang tidak bisa dipertanggung 

jawabkan. Hadis yang pertama dengan redaksi abghad al-h}ala >l, sebagaimana 

ditakhri >j oleh Abu > Da>wud dan Ibn Ma >jah dalam kitab sunannya sama-sama 

berkualitas d}a„i >f karena di dalam rentetan perawinya terdapat nama „Ubaydilla>h 

Ibn al-Wali >d al-Was }afi> yang dinilai sebagai perawi yang sangat d}a„i >f. Begitu juga 

dengan Muh }a >rib Ibn Ditha >r sebagai seorang perawi dalam hadis tersebut, 

sebagaimana penilaian al-H}a>kim dalam kitab al-Tahdhibnya, adalah perawi hadis 

mawd}u>„. Sementara hadis kedua dengan redaksi ma> ah}alla Alla >hu, yang juga 

ditakhri >j oleh Abu > Da>wud juga tergolong sebagai hadis yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan karena ia tergolong sebagai hadis mursal,
376

 dengan alas 

an nama Muh }a>rib Ibn Ditha >r sebagaimana terlihat dalam rentetan periwayatan 

hadis tersebut tercatat sebagai perawi pertama yang menerima hadis dari Nabi 

Muhammad Saw., padahal Muh }a>rib adalah seorang ta>bi„i >n.
377

   

Terlepas dari kualitas hadis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dari 

sisi pemaknaannya, kedua hadis yang telah disebutkan juga tidak menjadi dasar 

hukum ketidakbolehan perceraian selama didukung oleh alasan-alasan yang 

                                                           
376

 Menurut jumhu >r al-muh }addithi >n, begitu pula mayoritas us}u >liyyu >n dan fuqaha>‟ menilai hadis 

mursal sebagai hadis d }a„i >f yang mardu >d. Mereka berdalih, dalam rentetan periwayatannya, perawi 

tidak mengetahui secara pasti seorang ra >wi > yang terbuang dan menurut mereka bisa saja ra >wi> yang 

dimaksudkan bukanlah seorang sahabat. Mah }mu>d T }uh}h }a >n, Taysi>r Must }alah } al-H {adi>th (Kairo: Da >r 

al-Fikr, t.th.), 60. 
377

 Must}afa > Ibn al-„Adwi >, Ah }ka >m al-T{ala>k fi> al-Shari>„ah al-Isla >miyyah (Kairo: Maktabah Ibn 

Taymiyyah, 1988), 10-11. Pendapat di atas dikemukakan oleh para pakar hadis semisal Abu > H {a >tim 

al-Ra >zi>, ima >m al-Da >ruqut }ni >, ima >m al-Bayhaqi >, al-Khat }t}a >bi>, al-Mundhiri > dan al-Alba >ni. Periksa 

dalam, Buthaynah al-Sayyid al-„Ira >qi>, Asra >r fi> H }aya >t al-Mut }allaqa>t (Riya >d }: Maktabah Malik Fah }d, 

t.th.), 228. 
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dibenarkan.
378

 Hadis tentang perceraian sebagai perkara yang dibenci oleh Allah 

menjadi dalil bahwa tidak semua perkara halal disenangi oleh Allah namun 

adakalanya tidak disukai oleh Allah. Dalam konteks perceraian, makna 

kara >hiyahnya sangat terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

perceraian seperti hubungan yang tidak harmonis dan bukan terkait dengan 

perceraian itu sendiri karena Allah telah membolehkannya, bahkan Rasulullah 

pernah menceraikan istrinya lalu rujuk kembali. Tidak hanya itu, Rasulullah 

memerintahkan „Abd Alla >h ibn „Umar menceraikan istrinya yang tidak disetujui 

oleh „Umar dan akhirnya „Abd Alla>h pun menceraikannya. Tentu saja Rasulullah 

tidak akan memerintahkan seseorang melakukan sesuatu yang dibenci oleh 

Allah.
379

 Karenanya, sebagaimana ungkap al-Sindi >, karena perceraian 

mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan serta menjadi penyebab 

timbulnya permusuhan, maka ia hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang 

memang darurat.
380

 

Hubungannya dengan persoalan kebolehan talak, Abu > Zakariyya > Muh }yiddi >n 

Ibn Sharf al-Nawa>wi > dalam karyanya, al-Majmu >„ Sharh } al-Muhadhdhab li al-

Shayra>zi > menyatakan bahwa kebolehan talak tidak hanya didasarkan pada 

argumen naqli > semata, sebagaimana diungkap dalam banyak ayat semisal ya>  

ayyuhan al-nabi > idha> t }allaktum al-nisa >‟ dan at }t }ala >qu marrata>n. Namun juga 

didukung oleh fakta sejarah di mana Nabi sendiri sempat menceraikan Hafs}ah 
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 Al-„Ira >qi>, Asra >r, 229. 
379

 Muh}ammad Ashra >f Ibn „Ami >r Ibn „Ali > Ibn Haydar al-S}iddi >qi>, „Aun al-Ma„bu>d „Ala > Sharh} 

Sunan Abi> Da >wud, Vol. 1 (Beiru>t: Da >r Ibn Hazm, 2005), 1.020-1. 
380

 Abu> al-H {asan al-H {anafi > al-Sindi >, Sunan ibn Ma >jah bi Sharh } al-Ima>m Abi > al-H {asan al-H{anafi 

al-Sindi>, Vol. 2 (Beiru >t: Da >r al-Ma‟rifah, 1996), 500; Ra >‟id Ibn S }abri > Ibn Abi > „Alfah, Shuru>h 

Sunan Ibn Ma >jah, Vol. 1 (Yordania: Bayt al-Afka >r al-Dawliyyah, 2007), 792. 
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binti „Umar namun kemudian rujuk kembali. Begitu juga yang dialami oleh Ibn 

„Umar. Dia menyatakan bahwa dirinya memiliki istri yang ia cintai namun 

ayahnya kurang menyetujui dan menyuruh untuk menceraikannya. Ibn „Umar 

kemudian mendatangi Nabi dan menceritakan apa yang ia alami, akhirnya Nabi 

pun memerintahkan Ibn „Umar untuk menceraikannya. Dalil-dalil ini – lanjut al-

Nawa>wi > – mengantarkan para ulama untuk menyatakan bahwa kebolehan 

perceraian dengan alasan yang dibenarkan telah menjadi ijma>„.381
 

Penggunaan ayat-ayat al-Qur‟a>n dan hadis Nabi sebagai sumber normatif 

dalam proses mediasi lokal menunjukkan bahwa memang dalam proses mediasi 

tidak ada ketentuan yang tegas tentang pelarangan bagi seorang mediator untuk 

menjelaskan posisi yuridis dari sebuah kasus yang sedang dimediasi. Ini 

menunjukkan bahwa proses mediasi tidak berarti mengabaikan ketentuan hukum 

yang berlaku secara formal.
382

 Bahkan secara teoretis, salah satu pertimbangan 

yang harus disampaikan dalam proses mediasi adalah persoalan kedudukan 

hukum dari kasus perceraian. Selain itu, mediator juga harus memberikan 

pencerahan mengenai dampak negatif dari perceraian, menanamkan kesadaran 

bahwa perkawinan merupakan ikatan suci yang mengandung nilai ibadah 

sementara perceraian adalah tindakan yang dibenci oleh Allah. Kewajiban yang 

tidak kalah pentingnya bagi seorang mediator adalah mengingatkan para pihak 

                                                           
381

 Abu> Zakariyya > Muh}yiddi >n Ibn Sharf al-Nawa >wi >, al-Majmu >‟ Sharh} al-Muhadhdhab li al-

Shayra>zi>, Vol. 18 (Jeddah: Maktabah al-Irsha >d, t.th.), 203. 
382

 Carrie Menkel Meadow, Mediation and Its Applications For Good Decision Making and 

Dispute Resolution (United Kingdom: Intersentia, 2016), 15. 
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akan akibat hukum yang timbul dari perceraian serta adanya saran yang kuat agar 

bisa kembali lagi dalam kehidupan rumah tangganya.
383

 

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan proses mediasi dalam kasus 

perceraian, maka nampak bahwa mediasi bukan berarti menutup terjadinya 

perceraian karena pada kenyataannya sebagaimana terjadi di Kalisat, para 

mediator lokal yang menjadi informan dalam penelitian ini menyadari adanya sisi-

sisi yang menurut mereka tidak bisa ditempuh melalui jalur mediasi dalam arti 

mendamaikan melainkan jalur yang harus ditempuh adalah putusan untuk 

menceraikan dengan alasan demi kemaslahatan. Penyelesaian ini nampak dalam 

pola mediasi yang peneliti kategorikan sebagai mediasi korektif-litigatif. Yang 

mana mediasi ini biasanya diterapkan terhadap perceraian yang berawal dari 

penyebab-penyebab seperti laki-laki yang “ringan tangan” dan tidak mau 

memberikan nafkah serta faktor perceraian yang berupa perselingkuhan dari 

seorang istri. Dalam kasus demikian, sebagaimana diungkapkan oleh Ismail, 

mediasi yang dilakukan akan berakhir dengan putusan perceraian.
384

 

Penilaian mediator lokal di Kalisat terhadap kasus perceraian yang 

ditanganinya apakah sebagai kasus yang harus berakhir dengan perdamaian 

ataukah kesimpulan akhir yang berupa perceraian, sebenarnya tidak dapat 

dilepaskan dari perbedaan dalam memahami fungsi h}akam yang diungkapkan 

dalam al-Qur‟a>n surah al-Nisa ayat 35. Dalam ayat tersebut Allah berfirman: 
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 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2016), 246. 
384

 Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 
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نَ هُمَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أىَْلِوِ وَحَكَمًا مِنْ أىَْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُ وَفِّ  إِنَّ  قِِ  اللَّوُ بَ ي ْ
 اللَّوَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang h}akam dari keluarga laki-laki dan seorang h }akam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang h}akam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
385

  

Terhadap fungsi h }akam dalam ayat di atas, para ulama berbeda pendapat 

apakah sebagai qa >d}i > yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan putusan ataukah 

hanya sebagai waki >l dari pihak suami istri yang bertikai sehingga tidak memiliki 

kuasa untuk memberikan sebuah putusan tanpa adanya kerelaan dari kedua belah 

pihak. Menurut ima >m Ma>lik, termasuk „Ali >, Ibn „Abba>s, Abi > Salamah Ibn „Abd 

al-Rah }ma>n,  al-Sha„bi >, al-Nakha>„i >, Sa„i >d Ibn Jubayr, al-Auza>„i >, Ish }a>q dan Ibn al-

Mundhi >r, h}akam berposisi sebagai qad}i > yang dapat memberikan putusan yang 

terbaik, baik menceraikan atau merujukkan kembali. Sedangkan dalam pandangan 

ima>m Sha>fi„i > dan Abu > H{ani >fah, h}akam hanya berposisi sebagai wakil dari suami 

istri yang tidak bisa memberikan putusan tanpa adanya persetujuan dari kedua 

belah pihak.
386

 

Menurut „Abd al-Basi >t } Muh }ammad Khalaf, dari dua pendapat di atas, 

pendapat Ima>m Ma >lik dinilai lebih rasional sehingga h }akam berhak untuk 

memberikan putusan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan
387

 bagi kedua 

belah pihak. Khalaf berargumen dengan riwayat yang menyatakan bahwa 
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 Kementerian Agama RI., al-Quran dan Tafsirnya, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 30. 
386

 „Abd Alla >h „Abba >di>, Sharh } Bida>yat al-Mujtahid wa Niha >yat al-Muqtas}id li al-Ima>m al-Qad}i> 

Abu> al-Wali>d Muh }ammad Ibn Ah }mad Ibn Muh }ammad Ibn Ah }mad Ibn Rushd al-Qurt}ubi> al-

Andalu>si>, Vol. 3 (Kairo: Da>r al-Sala >m, 1995), 1480. 
387

 Pendapat demikian dikemukakan pula oleh Sayyid Sa >biq dalam karyanya, Fiqh al-Sunnah. 

Lihat dalam, Sayyid Sa >biq, Fiqh al-Sunnah, Vol. 2 (Kairo: Da >r al-Fath} li al-I‟la >m al-„arabi >, t.th.), 

329. 
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Sayyidina > „Ali > pernah memutus cerai terhadap sepasang suami-istri yang datang 

mengadu kepada „Ali > seputar kasus yang dialami dalam keluarganya. Argumen 

lain yang diajukan Khalaf adalah persyaratan yang ditetapkan oleh para fuqaha 

terhadap h }akam yang menurutnya adalah persyaratan yang berlaku bagi seorang 

qa>d}i >. Seandainya h}akam hanya berfungsi sebaga wakil – lanjut Khalaf – niscaya 

persyaratan yang dituntut adalah persyaratan yang berlaku bagi seorang wakil.
388

 

Dengan demikian, maka h}akam dapat memberikan putusan cerai sekalipun tanpa 

keridaan dari kedua belah pihak karena fungsinya adalah sebagai hakim.
389

 

Melihat pada pola mediasi yang dipraktikkan oleh para mediator di Kalisat, 

maka tampaknya mereka berpegang pada pendapat pertama yang menegaskan 

bahwa h}akam berposisi sebagai qad}i >, di mana mediator tidak hanya bersikap pasif 

sebagai penengah, namun pada saat tertentu sesuai dengan titik persoalan yang 

diperselisihkan dalam kehidupan suami istri, mediator lokal juga menjatuhkan 

putusan cerai jika dalam pandangan mereka, putusan perceraian dinilai membawa 

maslahat bagi keduanya. Ini bisa dicermati dari pandangan Ismail yang penulis 

kategorikan sebagai pola mediasi korektif litigatif. 

Menurut Ismail: 

“Enggi tojuennah aparengi kasadaran saengge tak deddi atellak kecuali 

bede alasen nika lebih koat se tak bisa esetop. Manabi sumber perceraian 

nika tuntuten deri pihak bini‟ enggi tenggu penyebeb, manabi reng lakek 

niko betul-betul tak tanggung jawab artena deri segi ekonomi tak tercukupi, 

otabe se lakek ringan tangan, maka silahkan alapor ka pihak berwajib 

manabi nikana nika resmi, tape manabi nikana tak resmi kan tak etarema e 

pengadilan maka cokop faskh al-nika>h} madeteng modin. Kan ampo bede 

                                                           
388

 „Abd al-Basi>t} Muh}ammad Khalaf, Wasa >‟il Inha‟ al-Muna>za‟a>t Bayn al-Afra>d fi > al-Shari>‟at al-

Isla >miyyah (Kairo: Da>r al-Muh}addithi >n, 2008), 470-471. 
389

 Mah}mu>d al-Mis}ri > Abu > „Amma >r, al-Zawa >j al-Isla >mi> al-Sa„i>d (Kairo: Maktabah al-S}afa >, 2006), 

779. 
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reng lakek, ngingonin tak gellem, tape tak endek nellak. Mon e papolong 

pole polana tak bisa ngebe nyaman tape tamba bekto mboten sae”.
390

 

(Tujuannya adalah menyadarkan sehingga tidak terjadi bercerai kecuali 

memang ada alasan yang lebih kuat yang tidak bisa menghalangi terjadinya 

perceraian. Jika sumber perceraian itu berupa tuntutan dari pihak istri ya 

harus dilihat penyebabnya. Jika memang suaminya betul-betul tidak 

bertanggung jawab, artinya secara ekonomi tidak terpenuhi, atau suaminya 

“ringan tangan” maka silahkan melapor kepada pihak yang berwajib jika 

memang nikahnya adalah nikah resmi, namun jika tidak, pengadilan tidak 

dapat mengabulkannya sehingga dalam hal ini cukup melalui faskh al-nika >h} 

dengan menghadirkan seorang modin. Karena memang terkadang ada 

seorang suami yang tidak mau memberikan nafkah tetapi juga tidak mau 

menceraikan. Jika mereka dikumpulkan kembali, maka tidak akan 

membawa kebaikan melainkan semakin membuat tidak baik). 

Dari sini dapatlah dinyatakan bahwa dari sisi proses, mediasi lokal yang 

terjadi di kalisat tidak dapat dipisahkan dari model alternatif penyelesaian 

sengketa yang lain, hal ini tentu saja karena dalam praktiknya pihak ketiga yang 

dalam ketentuan mediasi harus bersifat netral dan tidak memihak, pada 

kenyataannya, tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator lokal kerap 

mengarah pada putusan yang bersifat mengadili. Ini menunjukkan bahwa dari sisi 

proses, mediasi lokal yang terjadi di Kalisat mengarah pada model yang disebut 

oleh Brunilda Pali dan Sandra Voet sebagai hybrid processes,
391

 atau dikenal juga 

dengan istilah combined processes,
392

 yakni proses penggabungan antar berbagai 

pendekatan yang dikenal dalam alternatif penyelesaian sengketa. 

Dalam literatur yang mengkaji tentang persoalan mediasi, hybrid processes 

yang dimaksud mengambil dua pola, yaitu Mediation/Arbitration (Med/Arb) dan 

Arbitration/Mediation (Arb/Med). Dalam Med/Arb, pihak ketiga yang bersifat 

                                                           
390

 Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 
391

 Brunilda Pali dan Sandra Voet, Family Mediation In International Family Conflicts: The 

European Context (Katholieke Universiteit Leuven: Institute of Criminology, t.th), 23. 
392

 Albert Fiadjoe, Alternative Dispute Resolution: A Developing World Perspective (Australia: 

Cavendish Publishing, 2004), 30. 
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netral semula bertindak sebagai mediator dengan mengacu pada ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam proses mediasi, namun ketika proses tersebut tidak 

menghasilkan suatu kesepakatan, maka ia berubah peran menjadi seorang 

arbitrator yang memberikan putusan mengikat. Sedangkan dalam Arb/Med, para 

pihak yang bersengketa terlebih dahulu memaparkan kasus yang sedang 

dihadapinya kepada seorang arbitrator yang telah mempersiapkan putusannya, 

namun putusan tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada para pihak 

yang bersengketa, melainkan ia berperan sebagai mediator yang memfasilitasi 

perundingan damai. Jika berhasil, maka kesepakatan damai yang menjadi hasil 

akhirnya, namun jika gagal, maka putusan arbitrase yang dijatuhkan.
393

 

Mengacu pada teori hybrid atau combined processes ini, maka sama halnya 

dengan pola mediasi lokal yang terjadi di Kalisat, walaupun tampaknya lebih 

mengarah pada bentuk yang pertama yaitu bentuk Med/Arb, di mana para 

mediator lokal umumnya terlebih dahulu berperan sebagai pihak ketiga yang 

bersifat netral dan sifatnya pasif. Namun kemudian tidak jarang pada akhirnya 

berubah peran menjadi pihak ketiga yang memberikan putusan hukum yang 

fungsinya tidaklah berbeda dengan fungsi seorang arbitrator.  

Selain berpijak pada ketentuan normatif – al-Qur‟a>n dan hadis – sebagai 

penjelasan tentang posisi hukum perceraian, pola umum yang terlihat dari proses 

mediasi lokal di Kalisat sebagaimana hasil penyajian data pada bab sebelumnya, 

penyadaran akan akibat hukum dari perceraian serta adanya kelemahan masing-

masing suami istri yang seharusnya diupayakan untuk menjadi baik kerapkali 

                                                           
393

 Ibid. 
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terlihat dalam setiap pola mediasi. Termasuk dalam pola mediasi persuasif-

antisipatif maupun pola korektif-negosiatif. Pencerahan yang demikian, 

sebenarnya merupakan perluasan dari makna fa in karihtumu >hunna fa „asa > an 

takrahu> shay‟an wa yaj„al Alla >h fi>hi khairan kathi >ra yang terdapat dalam al-

Qur‟a>n surat al-Nisa>‟ ayat 19.
394

 

Makna dari ayat 19 surah al-Nisa>‟ di atas jika dikaitkan dengan konteks 

perceraian – sebagaimana dipahami oleh Sayyid al-Ma>liki > – seakan-akan hendak 

menyatakan, jika dalam hubungan suami istri dirasakan ada persoalan yang tidak 

menyenangkan maka yang harus diingat adalah kebaikan masing-masing. Begitu 

pun seorang suami jika ia mendapatkan tingkah laku istrinya yang tidak 

menyenangkan, maka yang harus diingat adalah kebaikan-kebaikan istri yang 

telah mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Bahkan yang 

terpenting harus dipertimbangkan adalah konsekuensi dari perceraian yang 

dilakukan, seperti kewajiban untuk memberikan hak mut„ah, nafkah, masa depan 

anak, serta permusuhan yang mungkin timbul di antara keluarga.
395

 

Langkah-langkah seperti disebutkan di atas sebagai acuan yang harus ada 

dalam proses mediasi, atau dengan kata lain harus disampaikan oleh mediator 

                                                           
394

 Dalam ayat tersebut, Allah berfirman: 

مَا آَتَ يْتُمُوىُنَّ إِلاَّ أَنْ يأَْتِيَن بفَِاحِشَةٍ مُبَ ي ِّنَةٍ  يا أيَ  هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَُِل  لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْىًا وَلَا تَ عْضُلُوىُنَّ لتَِذْىَبُوا ببَِ عْضِ 
 كَثِيراً  خَي ْراً فِيوِ  اللَّوُ  وَيََْعَلَ  شَيْئًا تَكْرَىُوا أَنْ  فَ عَسَى كَرىِْتُمُوىُنَّ   إِنْ فَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَعَاشِرُوىُنَّ  وَعَاشِرُوىُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

          “Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan 

dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil 

sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka 

melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika 

kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah 

menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. Kementerian Agama RI., al-Quran dan 

Tafsirnya, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 15. 
395

 Muh}ammad „Alwi > Ibn „Abba >s al-Ma >liki >, Ada >b al-Isla>m fi> Niz}a >m al-Usrah (Makkah al-

Mukarramah: t.tp, 2011), 90. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

167 
 

sebagai pertimbangan kepada sepasang suami-istri yang akan melakukan 

perceraian, tidak semata-mata bertujuan untuk melarang terjadinya perceraian, 

jika pun proses mediasi tidak berhasil mencegah terjadinya perceraian, ia tetap 

memiliki peranan untuk membangun kesepakatan di antara suami istri terhadap 

akibat hukum dari perceraian semisal pengasuhan anak, harta bersama dan lain 

sebagainya. Artinya proses mediasi sekalipun tidak berhasil membangun 

kesepakatan suami-istri untuk kembali dalam hubungan rumah tangganya seperti 

sediakala, setidaknya proses tersebut mampu mewujudkan apa yang diistilahkan 

oleh Constance Ahrons sebagai the Good Divorce, yakni situasi perceraian di 

mana hubungan antara anak dan kedua orang tua yang telah bercerai masih dapat 

berhubungan secara intim seperti sebelum terjadinya perceraian. Mereka tetap 

bertanggung jawab terhadap perkembangan emosional anak, kebutuhan ekonomi 

dan kebutuhan fisik yang lainnya.
396

 

Persoalan yang timbul dari proses mediasi lokal ini – bahkan dalam proses 

mediasi secara umum – adalah terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. 

Dalam konteks ini, mediasi dinilai sebagai alternatif yang tidak menguntungkan 

karena dalam kasus yang disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga, tidak 

jarang mediasi digunakan untuk menekan korban sehingga berkompromi atas 

kekerasan yang dirasakannya.
397

 

Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, ia tidak hanya terbatas 

pada kekerasan yang bersifat fisik semata namun lebih dari itu, kekerasan dalam 

                                                           
396

 Constance Ahrons, The Good Divorce: Keeping Your Family Together When Your Marriage 

Comes Apart  (t.tp.: International and Pan-American, 2008), 2. 
397

 Alison Clarke-Stewart dan Cornelia Brentano, Divorce: Causes and Consequences (t.t.: Yale 

University Press, 2006), 192. 
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rumah tangga juga termasuk di dalamnya adalah kekerasan secara psikis.
398

 

Definisi yang sama ditemukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). 

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah 

tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Kemudian yang dimaksudkan dengan lingkup rumah tangga, sebagaimana 

dalam pasal 1 di atas, dijelaskan di dalam pasal 2, yakni meliputi, suami, istri dan 

anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban, baik 

karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan maupun karena 

perwalian; serta orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 

dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dalam rumah tangga dipandang 

sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga 

yang bersangkutan.
399

 

 Berdasarkan pada undang-undang di atas, maka terdapat empat kategori 

yang tergolong sebagai kekerasan dalam rumah tangga.
400

 Pertama, kekerasan 

fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 

Dalam konteks relasi personal, kekerasan ini terwujud dalam beragam bentuk, 
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 John Bolch, Do Your Own Divorce: A Practical Guide to Divorcing Without a Lawyer 

(Oxford: How To Content, 2009), 119. 
399

 Lihat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga. 
400

 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), 85-6. 
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seperti, tamparan, pemukulan, lemparan benda keras, penyiksaan dengna 

menggunakan benda tajam, serta pembakaran. Kemudian dalam konteks relasi 

kemasyarakatan, kekerasan fisik bisa terwujud dalam bentuk penyekapan atau 

pemerkosaan, begitu juga pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang 

dilakukan atas nama agama atau budaya tertentu. 

Jenis kekerasan yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan ini 

dimaksudkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 

kepercayaan diri dan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis berat pada 

seseorang. Hal ini bisa berbentuk bentakan, cacian, dan ancaman yang 

dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. Ketiga, kekerasan seksual, yaitu 

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 

rumah tangga. Termasuk ke dalam kategori ini adalah berbagai perilaku yang 

tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual (pelecehan seksual) maupun 

berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks (perkosaan). 

Kemudian jenis kekerasan yang keempat adalah penelantaran rumah tangga, 

yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang yang 

berada dalam lingkup rumah tangganya. Tindakan yang termasuk ke dalam 

kategori kekerasan berupa penelantaran rumah tangga ini meliputi pengabaian 

terhadap kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang 

dimaksudkan. Selain bentuk pengabaian terhadap kewajibannya, termasuk pula ke 

dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga adalah jika ia melarang seseorang 
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untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 

bawah kendalinya.
401

  

Mengacu pada uraian tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana 

tertuang dalam UU PKDRT di atas, terdapat beberapa hal yang penting untuk 

dikritisi kaitannya dengan pola mediasi lokal yang bisa saja membenarkan sebuah 

kesimpulan sebelumnya bahwa mediasi menjadi alternatif yang tidak 

menguntungkan bagi seorang perempuan jika ternyata kasus yang terjadi adalah 

kekerasan dalam rumah tangga. Temuan peneliti di lapangan mengarah pada 

pembenaran terhadap kesimpulan tersebut terutama pada pola mediasi lokal yang 

dikategorikan sebagai pola persuasif subordinatif dan pola persuasif imajinatif. 

Dalam pola persuasif subordinatif, masalah yang sering memicu terjadinya 

perselisihan antara suami istri berkisar pada persoalan kurangnya nafkah yang 

diberikan oleh seorang suami dan seorang suami yang kurang setia, serta suami 

yang suka menikah. Menghadapi persoalan demikian, maka langkah yang 

ditempuh oleh mediator lokal, seperti diungkapkan oleh Muhammad, tidak ada 

cara lain kecuali memberikan penyadaran kepada seorang istri untuk bersabar 

menghadapinya, karena bisa saja, tiga faktor yang menjadi penyebab keretakan 

rumah tangganya berasal dari kurangnya pelayanan serta ketaatan seorang istri 

kepada seorang suami.
402

 

Sementara pada pola mediasi yang dikategorikan sebagai pola persuasif-

imajinatif adalah mediasi yang dipraktikkan kaitannya dengan perselisihan dalam 

rumah tangga yang diawali dengan poligami. Dalam kasus seperti ini maka 
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 Ibid., 86. 
402

 Muhammad, Wawancara, Kalisat, 12 Agustus 2017. 
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langkah yang ditempuh oleh mediator lokal adalah dengan cara menasihati supaya 

tetap bersikap tulus kepada suami namun harus bermunajat kepada Allah agar 

suaminya bisa meninggalkan istri yang dijadikan sebagai madunya, serta tidak 

jarang mediator lokal menceritakan pahala bagi istri yang bersedia untuk 

dipoligami.
403

 

Mengacu pada definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tertuang 

dalam UU PKDRT, maka dalam dua pola mediasi yang telah disebutkan, adanya 

indikasi kekerasan dalam rumah tangga sangatlah kuat. Kurangnya nafkah, 

ketidaksetiaan seorang suami termasuk ke dalam kategori kekerasan dalam rumah 

tangga yang berbentuk penelantaran rumah tangga serta kekerasan yang bersifat 

psikis. Termasuk juga poligami, dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam 

rumah tangga, karena setidaknya menyebabkan tekanan secara psikis, bahkan 

seperti dinyatakan Muh }ammad „Abduh, yang pasti poligami akan menyebabkan 

seorang perempuan merasa tersakiti karena tidak satu pun seorang perempuan 

menurut „Abduh yang menerima suaminya memiliki hubungan dengan perempuan 

lain, sebagaimana halnya seorang suami yang tidak mungkin menerima jika 

ternyata sang istri menjalin kasih dengan orang lain,
404

 karenanya poligami hanya 

diposisikan sebagai “pintu darurat.”
405

 

Sebagai “pintu darurat”, poligami yang telah disyariatkan oleh Allah 

diarahkan pada kemaslahatan yang mungkin saja kembali kepada seorang istri itu 

sendiri, atau bahkan kepada kepada seorang suami dan anak, dan mungkin saja 
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 Ismail, Wawancara, Kalisat, 16 September 2017. 
404

 Muh}ammad „Ima >rah, al-A„ma >l al-Ka >milah li al-Ima >m al-Shaykh Muh}ammad „Abduh, Vol. 2 

(Kairo: Da >r al-Shuru>q, 1993), 83. 
405

 M. Quraish Shihab, Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut„ah sampai Nikah 

Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru (Jakarta: Lentera, 2010), 201. 
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memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum. Sekalipun demikian, 

poligami bukan termasuk pada persoalan yang dihukumi wajib ataupun sunnah, ia 

hanya perbuatan mubah yang diikat dengan persyaratan harus berlaku adil 

terhadap istri-istrinya dan jika ini dikhawatirkan tidak dapat diwujudkan maka 

poligami dilarang untuk dilakukan.
406

 

Menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti telah disebutkan, 

ternyata mediasi lokal atau bahkan mediasi secara umum yang dalam prosesnya 

berupaya untuk mencapai win-win solution tidak dapat menghadirkan kesepakatan 

yang diidealkan, karena pada akhirnya hanya menghasilkan kompromi yang 

merugikan salah satu pihak. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga yang 

berupa penelantaran rumah tangga karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh 

seorang suami, serta kekerasan psikis karena poligami sebagaimana hasil 

penelitian ini baik pola mediasi persuasif-subordinatif maupun pola persuasif 

imajinatif tidaklah menghasilkan win-win solution yang menguntungkan kedua 

belah pihak. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan mediasi, yaitu tidak adanya 

ukuran untuk menilai objektif tidaknya proses mediasi yang dilakukan oleh 

seorang mediator.
407

 

Analisis ini juga menunjukkan bahwa mediasi lokal seperti yang 

dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Kalisat, khususnya pada pola mediasi 

persuasif subordinatif dan persuasif-imajinatif, menjadi instrumen dalam 

melanggengkan superioritas laki-laki atas perempuan. Sebuah kondisi yang 

bertentangan dengan fokus pembaharuan yang dikehendaki melalui legislasi 

                                                           
406

 Anwa >r al-Jundi >, al-Mar‟ah al-Muslimah fi > Wajh al-Tah}addiyat (t.tp.: Da>r al-I‟tis}a >m, t.th.), 43.  
407

 Fiadjoe, Alternative, 23. 
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hukum keluarga, di mana salah satunya adalah untuk melindungi hak-hak hukum 

perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki, seperti hak suami untuk 

mengucapkan talak sepihak secara mutlak bahkan tanpa alasan yang 

jelaspun seorang suami boleh menceraikan istrinya. Begitu juga dengan hak 

mutlak seorang suami untuk berpoligami. Selain dua hal yang telah 

disebutkan ini, kodifikasi hukum keluarga juga membatasi kebolehan 

seorang wali (laki-laki) untuk memaksa perempuan yang berada di bawah 

perwaliannya menikah dengan laki-laki keinginan sang wali bukan sang 

perempuan.
408

 

Pelanggengan superioritas laki-laki atas perempuan seperti yang terjadi di 

Kalisat ini juga tidak dapat dilepaskan dari budaya manut tokoh masyarakat yang 

menjadi kepercayaan mereka, sehingga apa yang menjadi pandangan tokoh 

masyarakat dinilai sebagai kebenaran mutlak dalam agama. Akibatnya, mereka 

akan cenderung menolak terhadap “suara” lain yang tidak disuarakan oleh tokoh 

masyarakatnya. Demikian ini yang terlihat secara jelas dalam praktik hukum 

keluarga utamanya dalam kasus perceraian. Mereka cenderung untuk 

mengabaikan ketentuan yang termaktub dalam fikih keluarga mazhab negara, 

dalam hal ini KHI dan UU No. 1/1974 tentang perkawinan, karena lebih meyakini 

narasi hukum yang terkodifikasi dalam kitab kuning.
409

 

                                                           
408

 JM. Muslimin, “Hukum Keluarga Islam dalam Potret Interrelasi Sosial”, dalam, Ahkam, Vol. 

XV, No. 1, Januari 2015, 42. 
409

 Istilah kitab kuning merujuk pada himpunan kitab yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam 

mulai dari fikih, akidah, akhlak dan tasawuf dan lain sebagainya. Kitab ini pula yang menjadi 

salah satu elemen pesantren, di samping elemen lain seperti pondok, masjid, santri dan kyai. 

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai 

Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011), 86; Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, 

Pesantren dan Tarekat (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), v. 
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Dengan demikian maka ada benarnya bahwa tantangan terhadap reformasi 

hukum keluarga lebih mengarah pada konteks psikologi sosial kaum muslim, 

dengan kata lain, adanya pandangan bahwa hukum keluarga adalah hukum Allah 

yang bersifat final sehingga upaya reformasi terhadapnya dinilai sebagai tindakan 

yang tidak islami. Kondisi lain yang juga termasuk dalam kategori psikologi 

sosial kaum muslim adalah keyakinan bahwa hanya ulama sajalah yang berhak 

untuk menyuarakan kebenaran, sementara upaya reformasi terhadap ketentuan 

hukum keluarga sering kali tidak disuarakan oleh para ulama. Hal ini 

menimbulkan keraguan bagi mereka yang konsen terhadap isu pembaruan hukum 

keluarga untuk membincangnya di ranah publik karena dianggap kontras dengan 

pandangan ortodoksi.
410

 

2. Mengurai Bekerjanya Faktor Non-Hukum Di Balik Keberpihakan 

Masyarakat Kalisat terhadap Mediasi Lokal  

Kajian hukum sosiologis menempatkan hukum untuk manusia bukan 

sebaliknya, manusia untuk hukum.
411

 Ini berarti bahwa hukum tidaklah bersifat 

otonom namun keberlakuannya ditentukan oleh penerimaan manusia yang akan 

menjadi “konsumen” hukum. Ini dibuktikan dengan kajian-kajian tentang relasi 

hukum dengan faktor-faktor yang dinilai memiliki pengaruh terhadap efektif 

tidaknya sebuah hukum. Seorjono Soekanto misalnya, menilai penegakan hukum 

ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor 

penegakan hukum yang meliputi para pihak yang membentuk dan menerapkan 

                                                           
410

 Abdul Ghofur dan Sulistiyono, “Eklektisisme dalam Taqni>n Hukum Keluarga di Dunia Islam”, 

dalam, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomor 2, Maret 2014, 269-270. 
411

 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), 1. 
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hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor 

masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut akan diberlakukan, serta 

faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidupnya.
412

 

Kelima faktor di atas, faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat 

serta faktor kebudayaan, menurut Soekanto memiliki arti yang netral sehingga 

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut, dan 

memiliki hubungan yang sangat erat antara satu faktor dengan faktor yang lainnya 

karena ia merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga menjadi tolok ukur 

dari efektifitas penegakan hukum.
413

 

Sama halnya dengan teori legal system yang digagas oleh Friedman, yang 

kemudian membaginya ke dalam tiga unsur yang menjadi esensi dari sebuah 

sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. 

Struktur hukum berkaitan dengan para hakim, yurisdiksi pengadilan dan lain-

lainnya. Sementara substansi hukum berkaitan dengan peraturan dan ketentuan 

mengenai bagaimana institusi hukum itu harus berperilaku, sedangkan budaya 

hukum merupakan kekuatan sosial yang menggerakkan hukum, termasuk ke 

dalam budaya hukum adalah nilai dan sikap yang dianut oleh para pemimpin dan 

anggotanya.
414

 

Sekian banyak faktor yang menjadi latar belakang timbulnya mediasi lokal 

di masyarakat Kalisat dapat dikembalikan ke dalam rumusan sistem hukum yang 

                                                           
412

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), 8. 
413

 Ibid. 
414

 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terj., M. Khozim (Bandung: 

Nusa Media, 2015), 16. 
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digagas oleh Friedman. Namun demikian, penting ditegaskan bahwa dalam 

konteks pelacakan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keberpihakan 

masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal hanya berkisar pada persoalan elemen 

substansi dan kultur hukum. Dari sisi substansi hukum, mediasi lokal menjadi 

pilihan hukum masyarakat Kalisat disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi 

hukum seputar mediasi yudisial yang sebenarnya memiliki titik temu dengan 

budaya masyarakat, yaitu dalam aspek penyelesaian kasus yang didasarkan pada 

musyawarah mufakat. 

Dari sini terlihat bahwa pilihan masyarakat terhadap mediasi lokal tidaklah 

disebabkan oleh penolakan mereka terhadap substansi yang dikandung oleh 

ketentuan normatif tentang mediasi yang telah diatur secara positivistik melalui 

rumusan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya ditulis PERMA), namun lebih 

disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap ketentuan mediasi yang telah 

diatur melalui PERMA. Hal ini tentu saja karena memang lahirnya PERMA 

tentang mediasi bermaksud untuk menguatkan kembali pola berhukum yang telah 

hidup dalam masyarakat yakni musyawarah mufakat sebagai jalan keluar terhadap 

kasus yang sedang dialami, atau dengan kata lain, pendekatan yang ditempuh 

adalah pendekatan kekeluargaan. 

Pola-pola berhukum masyarakat yang lebih mengedepankan penyelesaian 

sengketa secara kekeluargaan telah menjadi hukum yang hidup (living law), 

sebagaimana dapat ditelusuri dari penggunaan peradilan adat dan peradilan desa 

sebagai institusi penegak hukum yang mendasarkan pada penyelesaian sengketa 

melalui pendekatan musyawarah mufakat yang kemudian pada pemerintahan 
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Hindia Belanda juga dibentuk institusi di luar pengadilan yang bertugas untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat tradisional.
415

  

Bahkan dengan merujuk kepada Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan 

masyarakat, terutama pada sila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, secara tegas 

mengisyarakatkan pola penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada asas 

musyawarah mufakat. Pemahaman di atas dapat dirujuk dalam Tap. MPR Nomor 

II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang 

menjelaskan bahwa sila ke-4 sebagaimana telah disebutkan di atas memiliki arti 

bahwa masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 

Namun dalam melaksanakan semua itu harus disadari perlunya mengutamakan 

musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan 

musyawarah yang dimaksudkan harus dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
416

 

Kedudukan musyawarah sebagai pola penyelesaian sengketa dalam 

kehidupan masyarakat juga memperoleh legitimasi yuridis dengan melihat 

Pancasila tidak hanya sebagai landasan filosofis bermasyarakat, namun lebih dari 

itu, pancasila yang telah mengisyaratkan musyawarah mufakat juga menempati 

posisi grundnorm atau norma dasar. Dalam kedudukannya sebagai norma dasar, 

pancasila berperan sebagai batu uji validitas tata hukum positif di Indonesia. Ini 

                                                           
415

 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), 3. 
416

 Ibid., 2. 
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artinya, semua norma hukum yang terbentuk harus mendapatkan legalitas dari 

norma dasar yang dalam hal ini adalah pancasila.
417

 

Dengan menempatkan pancasila sebagai norma dasar yang menjadikan 

musyawarah sebagai salah satu asas hukumnya, maka hukum di Indonesia 

bukanlah semata-mata perintah otoritas politik sebagaimana dalam aliran legal 

positivisme, bukan juga sebagai perintah penguasa sebagaimana diajarkan oleh 

Austin melainkan kristalisasi aspirasi rakyat yang harus diselami dalam jiwa 

rakyat yang memilikinya, sehingga tugas penting dalam bidang hukum adalah 

menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan rakyat yang kemudian 

diwujudkan dalam asas dan doktrin yang sejalan dengan nilai hukum yang dianut 

oleh masyarakat.
418

 

Hal ini semakin memperjelas bahwa PERMA tentang mediasi tentu saja 

secara substansial harus mengacu pada pancasila sebagai norma dasar dan tentu 

saja dengan begitu maka PERMA telah mencerminkan penyelesaian sengketa 

sebagaimana dianut dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tertuang 

dalam pertimbangan hukum PERMA No. 2 Tahun 2003 yang telah diganti dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam 

pertimbangan hukumnya, integrasi mediasi ke dalam proses peradilan, di samping 

                                                           
417

 Bernard L. Tanya, dkk, Pancasila: Bingkai Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 

2015), 14. 
418

 Ibid., 32. Aspek kultural yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tidak dapat 

“dikorbankan” atas nama modernisasi hukum, karena betapapun modernnya tatanan birokrasi 

Indonesia, termasuk birokrasi hukum, tidak dapat melepaskan diri dari kungkungan nilai-nilai 

budaya patrimonial ataupun paternalistik dari budaya masyarakat tradisional yang ditandai dengan 

kuatnya hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan hubungan emosional. Oleh karena itu, sebuah 

rumusan hukum haruslah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat serta tidak 

menghilangkan aspek kepastian hukumnya. Lihat dalam, Agus Suryono, Birokrasi dan Kearifan 

Lokal (Malang: UB Press, 2017), 50; Wahyudin Husein dan Hufron, Hukum, Politik dan 

Kepentingan (Yogyakarta: LaksBang, 2008), 22.  
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untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penumpukan perkara juga diarahkan 

untuk memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh 

penyelesaian yang saling memuaskan. Pertimbangan lainnya adalah 

memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di 

samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
419

 

Namun demikian, sekalipun secara substansial, PERMA tentang mediasi 

telah mencerminkan pola penyelesaian sengketa yang berangkat dari positivisasi 

nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, dalam praktiknya tidak 

dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang bersifat positivistik, 

termasuk harus tunduk kepada teori yang umum diberlakukan terhadap setiap 

ketentuan hukum yang terbentuk dalam konteks hukum positif di Indonesia yakni 

teori fiksi yang menyebutkan semua orang dianggap mengetahui sebuah hukum 

manakala hukum itu telah diundangkan.
420

 Dalam konteks demikian ini, salah satu 

faktor keberpihakan masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal dapat dipahami, 

sekalipun tidak dapat dikatakan bahwa “ketidakpedulian” mereka terhadap 

mediasi yudisial disebabkan oleh pertentangan secara substansial antara pola-pola 

mediasi lokal dengan ketentuan dalam PERMA yang menjadi dasar keberlakukan 

mediasi yudisial. 

Selain faktor ketidaktahuan tentang ketentuan mediasi yang diakibatkan 

oleh penerapan teori fiksi, mediasi lokal menjadi alternatif penyelesaian kasus 

perceraian yang ditempuh oleh masyarakat Kalisat disebabkan oleh rumitnya 

                                                           
419

 Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di 

Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2010), 22. 
420

 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 12. 
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proses perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana disampaikan oleh Durroh
421

 

dan Noura.
422

 Merujuk pada pada teori sistem hukum yang digagas oleh 

Friedman, faktor ini dapat dimasukkan ke dalam unsur substansi hukum, 

mengingat sebagaimana dimaksudkan oleh Friedman, substansi hukum terdiri dari 

berbagai peraturan serta ketentuan mengenai bagaimana sebuah institusi itu harus 

berperilaku.
423

  

Jika dikaitkan dengan proses perceraian di Pengadilan Agama, maka tentu 

saja yang tergolong sebagai substansi hukumnya adalah ketentuan tentang hukum 

acara serta undang-undang tentang perkawinan yang terhimpun dalam UU 1/1974 

dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan hukum acara, salah satu proses 

yang harus ditempuh adalah proses mediasi dan berimplikasi pada putusan yang 

dinilai batal demi hukum manakalah proses tersebut tidak dilaksanakan.
424

 

Sementara dalam ketentuan UU 1/1974 dan KHI, salah satu di antara sekian 

banyak ketentuan yang harus diikuti adalah, perceraian harus dilakukan di muka 

persidangan.
425

 

Sebagai gambaran tentang rumitnya proses perceraian sebagaimana diakui 

oleh informan dalam penelitian ini, berikut akan disajikan proses yang harus 

ditempuh oleh para pihak yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama. 

Secara umum, dengan mengacu pada praktik beracara di Pengadilan Agama, 

perceraian harus diawali dengan pengajuan permohonan secara lisan ataupun 

tertulis kepada bagian pendaftaran perkara, di mana permohonan yang dimaksud 

                                                           
421

 Durroh, Wawancara, Kalisat, 10 Nopember 2017. 
422

 Noura, Wawancara, Kalisat, 10 Oktober 2017. 
423

 Friedman, Sistem Hukum, 16. 
424

 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 240. 
425

 Lihat pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 115 dalam KHI. 
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setidaknya meliputi identitas pemohon dan termohon, posita atau posisi kasus 

yang harus diuraikan secara singkat, kronologis, jelas dan tepat sehingga 

mendukung isi tuntutan. Termasuk yang harus ada dalam permohonan adalah 

petitum, yakni isi tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh 

hakim.
426

 

Dalam kasus cerai talak, maka seorang suami berkedudukan sebagai 

pemohon sementara istri sebagai termohon, sehingga dalam hal ini, proses 

pengajuan permohonannya dilakukan oleh seorang suami. Terhadap permohonan 

tersebut, sesuai dengan pasal 68 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

yang kemudian dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 

2009, hakim Pengadilan Agama harus melakukan pemeriksaan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas permohonan cerai talak didaftarkan 

di kepaniteraan. Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (4) UU 

No. 48 Tahun 2009, maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan oleh 

undang-undang kepada majelis hakim untuk memeriksa berkas perceraian yang 

telah diajukan dapat diperpanjang karena dalam pasal 2 ayat (4) yang diutamakan 

adalah pemeriksaan yang cermat dalam upaya mewujudkan kebenaran dan 

keadilan bukan sekedar pemeriksaan yang sesuai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan.
427

  

Pada tahapan berikutnya, majelis hakim mulai menyidangkan perkaranya 

dengan berusaha untuk mendamaikan keduanya. Dalam tahapan ini, suami istri 

                                                           
426

 Gemala Dewi, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2006), 120. 
427

 Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 244. 
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harus datang secara pribadi kecuali jika salah satu pihak berkediaman di luar 

negeri dan tidak dapat menghadiri sidang dengan agenda mediasi, maka dapat 

diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
428

 Tujuan 

dilakukannya proses mediasi dalam tahapan ini adalah dalam rangka untuk 

menghentikan persengketaannya dan majelis hakim harus mengupayakan agar 

perceraian yang diajukan tidak terjadi. Jika proses mediasi ini berhasil, maka 

permohonan perceraian yang diajukan ke pengadilan dengan sendirinya harus 

dicabut.
429

 Kemudian hakim mengeluarkan penetapan yang isinya tentang 

pernyataan pencabutan dan penggugat/pemohon dihukum untuk membayar biaya 

perkara.
430

 

Jika proses mediasi yang ditempuh mengalami kegagalan, maka mediator 

yang memandu proses tersebut harus membuat surat untuk disampaikan kepada 

majelis hakim yang memeriksa perkaranya dengan menerangkan bahwa pasangan 

suami dan istri tersebut gagal mencapai perdamaian sehingga majelis hakim harus 

melanjutkan proses hukum cerai talak yang dimaksudkan. Atas dasar surat 

tersebut, maka majelis hakim menganggap kedua belah pihak tidak mungkin lagi 

didamaikan sehingga menetapkan bahwa perkara tersebut dikabulkan. Terhadap 

penetapan ini, pihak istri sebagai termohon diberikan hak untuk melakukan 

banding ke pengadilan tinggi. Setelah penetapan tentang pengabulan perkara 

memiliki kekuatan hukum tetap, majelis hakim menetukan hari sidang penyaksian 

                                                           
428

 Ibid., 246. 
429

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 

Kencana, 2016), 174. 
430

 Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama (Bandung: Mandar Maju, 2013), 9. 
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ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon 

atau kuasanya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak tersebut.
431

   

Begitu pula dalam kasus gugat cerai di mana istri sebagai penggugat 

sementara suami sebagai tergugat, harus juga diawali dengan proses pendafataran 

gugatan sebagaimana dalam kasus cerai talak, dengan memuat permohonan agar 

Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat, 

kemudian berlanjut pada sidang dengan agenda mediasi hingga pada putusan 

pengadilan tentang putusnya perkawinan karena gugatan perceraian.
432

 Implikasi 

hukum dari terjadinya perceraian melalui gugat cerai ini, seorang istri tidak 

mendapatkan hak mut„ah sebab dalam perceraian ini, seorang perempuan tidaklah 

diceraikan melainkan sebagai penggugat yang melakukan gugatan perceraian 

untuk seorang suami. Selain itu, hak mut„ah tidak berlaku pada dalam kasus 

putusnya perkawinan yang disebabkan oleh li„a>n dan fasakh, karena dalam kasus 

li„a>n, putusnya perkawinan didasarkan pada sumpah masing-masing bukan pada 

dasar lafadz t }ala >q dari suami. Sedangkan dalam kasus fasakh, disebabkan oleh 

tidak sahnya perkawinan yang dilangsungkan sehingga harus dibatalkan.
433

  

Demikian gambaran dari apa yang dirasakan oleh informan, bahwa proses 

perceraian di pengadilan dinilai terlalu rumit. Faktor demikian adalah ketentuan 

dalam hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Agama. Dengan mengacu pada 

teori yang digagas Friedman, hal ini jelas dapat dikategorikan ke dalam elemen 

susbtansi hukum. Rigidnya aturan main peradilan inilah yang menjadi sasaran 
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 Syaifuddin, Hukum Perceraian, 248. 
432

 Ibid., 261. 
433

 Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang 

Hukum Keluarga (Malang: Setara Press, 2017), 137. 
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kritik para pemikir dalam kajian hukum yang berorientasi pada oposisi terhadap 

positivisme hukum, semisal Satjipto Rahardjo yang dengan tegas menyatakan, 

ketatnya persoalan yang bersifat birokratis dan prosedural yang dipertontonkan 

sebagai the rule of the game dalam konstruksi hukum modern berpotensi 

meminggirkan kebenaran dan keadilan.
434

 Dalam konstruksi demikian dan atas 

nama kepastian hukum, maka seorang hakim dan tugas yang “dilakonkannya” 

senantiasa hanya diukur berdasarkan ukuran aturan-aturan yang berlaku termasuk 

ketentuan hukum acara.
435

 

Selain faktor-faktor yang tergolong sebagai elemen substansi hukum, pola 

berhukum masyarakat Kalisat dengan menjadikan mediasi lokal sebagai pilihan 

utama dalam penyelesaian kasus perceraian, erat pula kaitannya dengan elemen 

kultur hukum yang mengacu pada sikap dan nilai sosial. Menurut Friedman, di 

satu sisi, sikap dan nilai sosial yang dimaksudkan mengacu pada pemahaman 

publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Pada sisi 

yang lain, juga mengacu pada kultur para profesional hukum yang meliputi nilai-

nilai, ideologi dan prinsip para pengacara, hakim dan lainnya yang bekerja dalam 

lingkaran sistem hukum.
436

 Mengacu pada konsep kultur hukum ini, maka sekian 

banyak faktor yang penulis identifikasi sebagai latar belakang keberpihakan 

masyarakat Kalisat dalam menjadikan mediasi lokal dapat dinilai sebagai faktor 

yang berkaitan dengan kultur hukum, baik yang berupa sikap dan pemahaman 

                                                           
434

 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), 12. 
435

 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan 

(Jakarta: Kencana, 2012), 2. 
436

 Friedman, Sistem Hukum, 255. 
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masyarakat terhadap institusi pengadilan maupun yang berupa penilaian mereka 

terhadap tokoh masyarakat. 

Pemahaman masyarakat Kalisat terhadap ketentuan dalam fikih sebagai 

dokumen ajaran agama tentang jatuhnya perceraian serta pandangannya terhadap 

institusi pengadilan yang dijadikannya sebagai alternatif terakhir dalam perceraian 

yang ditempuh dalam rangka memperoleh legalitas atas perceraian yang dilakukan 

merupakan faktor non-hukum yang dapat dimasukkan ke dalam elemen budaya 

hukum. Implikasi dari pandangan tersebut, proses mediasi yudisial yang menjadi 

tahap penting dalam persidangan hanya diikuti sebatas formalitas belaka.  

Sebagai konsekuensi logis dari pandangan tersebut, maka pengadilan – 

dengan segenap proses dan tahapan hukum acaranya – hanyalah jalan terakhir 

yang ditempuh ketika terjadi perceraian bukan dalam rangka untuk 

mempertahankan hubungan perkawinannya melainkan untuk mendapatkan 

legalitas atas perceraian sebagai fakta hukum yang dilakukannya. Dengan 

demikian, jika yang dikehendaki adalah perdamaian, dalam arti kembali kepada 

kehidupan sebagai suami istri, maka pengadilan – dengan salah satu prosesnya 

adalah mediasi – akan disimpangi, dan mediasi lokallah yang menjadi alternatif 

penyelesaiannya. 

Pernyataan di atas menunjukkan kuatnya pandangan dalam masyarakat 

tentang citra ajudikatif dalam proses peradilan. Pemahaman ini memang dapat 

ditelusuri dari fungsi peradilan itu sendiri, yaitu menerima, memeriksa dan 

mengadili suatu perkara dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

186 
 

peraturan yang telah ada.
437

 Namun tentu saja pandangan demikian tidak 

memberikan tempat pada proses mediasi yang diarahkan untuk menunjukkan 

keseriusan para hakim dalam mengubah citra peradilan sebagai institusi ajudikatif, 

yang jika dikaitkan dengan kasus perceraian, seorang hakim dibebani kewajiban 

utama untuk mencegah perceraian dan berupaya untuk mengembalikan keutuhan 

rumah tangga, bukan hanya sekedar mempertemukan pihak pemohon/penggugat 

dan termohon/tergugat untuk kemudian diputuskan apakah perkara yang diajukan 

itu ditolak atau dikabulkan.
438

 

Untuk menguatkan upaya perdamaian dalam kasus perceraian ini, menurut 

Abdul Manan, asas mendamaikan sebagai salah satu asas dalam proses peradilan 

diberlakukan secara imperatif, karena keberhasilan mediasi dalam kasus tersebut 

dinilai tidak hanya dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga namun lebih 

dari itu dapat menjamin keberlangsungan pemeliharaan anak sebagaimana 

mestinya. Dalam hal ini, maka seorang hakim dituntut sedapat mungkin untuk 

dapat menemukan hal-hal yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian 

sehingga dengan demikian akan mudah mencarikan jalan keluar dari persoalan 

yang sedang dihadapi.
439

 

Berdasarkan pada uraian dan fakta hukum di atas, maka nyatalah bahwa 

pengadilan tidak hanya semata-mata sebagai institusi ajudikatif. Menurut Bagir 

Manan, penguatan lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan revitalisasi fungsi 

pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa merupakan salah 

                                                           
437

 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), 77. 
438

 Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, 

dalam, Ahkam,  Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, 85. 
439

 Manan, Penerapan, 172-3. 
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satu strategi dalam merubah paradigma peradilan dari mengadili ke paradigma 

menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal perubahan paradigma ini, selain dua 

hal yang telah disebutkan, strategi lain yang harus dilakukan menurut Bagir 

Manan adalah menata ulang tata cara penyelesaian perkara menjadi lebih efisien, 

efektif, produktif dan mencerminkan keterpaduan antar unsur-unsur penegak 

hukum serta melakukan penataan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa 

yang menimbulkan konflik permanen dan penyelesaian sengketa yang berlarut-

larut.
440

 

Kemudian faktor lain yang juga tergolong ke dalam budaya hukum – dalam 

perspektif Friedman – adalah penilaian masyarakat terhadap tokoh agama dan 

tokoh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai mediator lokal dalam kasus 

perceraian adalah faktor yang berupa ketaatan dan kedekatan emosional. Faktor 

ini dibentuk oleh sekian sebab termasuk karena adanya hubungan guru-murid, 

adanya rasa sungkan dan khawatir kualat jika tidak patuh kepada seorang kiai. 

Termasuk juga sebagai penyebabnya adalah keikhlasan para tokoh masyarakat 

dan kiai dalam memberikan solusi atas kasus perceraian yang sedang dihadapi 

oleh warganya. 

Persoalan yang timbul dari proses mediasi lokal yang diakibatkan oleh 

faktor kedekatan emosional dan ketaatan ini adalah netralitas seorang kiai dan 

tokoh masyarakat dalam melakukan proses mediasi. Netralitas seorang mediator 

menjadi hal yang mutlak karena tugas utamanya adalah untuk menggiring para 

pihak yang terlibat dalam suatu sengketa menuju keputusan yang disepakati 

                                                           
440

 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25. 
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bersama.
441

 Sementara dalam praktiknya, mediasi lokal oleh seorang kiai dan 

tokoh masyarakat sebagaimana terjadi dalam kasus poligami dan kekerasan dalam 

rumah tangga, tidak memperlihatkan sifat netralitas sebagaimana dikehendaki 

dalam proses mediasi. Bahkan, yang terlihat adalah dukungan terhadap poligami 

dengan segala dalil persuasif yang disampaikan, atau pernyataan subordinatif 

kepada seorang perempuan seperti yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT).
442

 

Beberapa uraian di atas jika dikaitkan dengan tiga elemen yang terdapat 

dalam teori sistem hukum, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum, maka dapat 

dinyatakan bahwa terjadinya mediasi lokal, hanya berkisar pada penyebab yang 

dilahirkan dari unsur substansi dan kultur hukum. Struktur hukum termasuk 

pengadilan dan para hakim/mediator di pengadilan tidak menjadi penyebab 

keberpihakan masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal. Tentu saja, kesimpulan 

ini berbeda dengan kajian yang menunjukkan bahwa “kegagalan” mediasi yudisial 

dilatarbelakangi oleh faktor struktur hukum termasuk di dalamnya adalah 

mediator. Misalnya, dalam kajian yang dilakukan oleh Muhammad Saifullah yang 

mengaitkan antara efektifitas mediasi dalam perkara perceraian dengan 

profesionalisme mediator hakim.
443

 Kesimpulan yang sama diajukan oleh Malik 

Ibrahim yang mengidentifikasi minimnya jumlah hakim mediator yang telah 
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 Peter Lovenheim dan Lisa Guerin, Mediate, Don‟t Litigate: Strategies for Successful Mediation 

(USA: Delta Printing Solutions, 2004), 5. 
442

 Periksa kembali dalam paparan data tentang pola mediasi lokal khususnya pada pola yang 

peneliti kategorikan sebagai pola mediasi Persuasif-Imajinatif dan Pola Mediasi Persuasif-

Subordinatif. 
443

 Muhammad Saifullah, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Jawa Tengah”, dalam, Al-Ahkam, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, 187. 
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bersertifikat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat 

keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.
444

 

3. Mediasi Lokal dan Mediasi Yudisial: Kompromi antara Hukum yang 

“Hidup” dan Hukum yang Tertulis 

Sebagaimana terlihat dalam uraian tentang implikasi mediasi lokal dalam 

kasus perceraian terhadap ketentuan perceraian yang diatur dalam hukum acara 

peradilan agama dengan menjadikan mediasi sebagai salah satu proses yang harus 

dijalaninya, terlihat adanya kenyataan bahwa mediasi lokal hanya sebatas pada 

pilihan berhukum yang bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan memaksa 

sehingga implikasinya pun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam konteks 

demikian, kesimpulan awal yang bisa disajikan adalah, adanya pola berhukum 

yang menjadikan mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian 

tidak secara otomatis menolak otoritas hukum negara yang memberikan regulasi 

seputar perceraian.   

Hadirnya lembaga peradilan dengan segala strukturnya termasuk para hakim 

dan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi substansinya dinilai sebagai 

lembaga yang harus ditaati karena sebagaimana dipahami oleh masyarakat 

Kalisat, mereka termasuk uli> al-amr yang telah dinas } dalam al-Qur‟a>n sehingga 

putusan yang mereka hasilkan mampu menjamin kepastian hukum. Ketaatan yang 

harus ditunjukkan kepada seorang hakim yang dikategorikan sebagai uli > al-amr 

                                                           
444

 Malik Ibrahim, “Efektifitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan 

Peradilan Agama”, dalam, MADANIA, Vol.19, No. 1, Juni 2015, 12. 
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dalam pemahaman masyarakat Kalisat hanya diikat oleh satu ketentuan, tidak ada 

ketaatan terhadap makhluk yang melahirkan kemaksiatan terhadap kha>liq.
445

 

Penolakan cenderung terjadi pada pemaksaan legalitas atas ketentuan yang 

dalam pandangan masyarakat Kalisat tidak diatur dalam shari >„a>h Islam seperti 

pencatatan perkawinan dan ketentuan tentang jatuhnya talak harus dilakukan di 

muka persidangan. Bahkan dengan tegas, hukum perkawinan yang berlaku di 

Indonesia dianggap sebagai “kebingungan” hukum karena di satu sisi dikatakan 

sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam namun di sisi lain telah 

menghalalkan sesuatu yang haram seperti tidak diakuinya talak yang diucapkan 

suami tidak di muka persidangan dan sebaliknya melarang sesuatu yang 

dihalalkan seperti nikah siri yang biasanya diakibatkan oleh terjadinya poligami 

tanpa sepengetahuan istri pertama.
446

 

Penolakan masyarakat Kalisat terhadap ketentuan hukum yang dinilai 

bertentangan dengan aturan dalam fikih didasarkan pada konsep shumu >liyyah 

ajaran Islam. Melalui konsep tersebut, ajaran Islam diyakini telah memberikan 

ketentuan yang tegas yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia 

dan tidak seorang pun yang diberikan hak untuk membuat ketentuan hukum 

karena sumber hukum hanyalah Allah semata. Dialah yang memiliki otoritas 

menetapkan hukum, yang mana hukum itulah yang dapat mengantarkan manusia 

                                                           
445

 Uraian seputar pandangan masyarakat Kalisat terhadap pengadilan dan para pelaksana hukum 

di dalamnya dapat diperiksa kembali dalam pemaparan data seputar implikasi medasi lokal 

terhadap pandangan masyarakat Kalisat tentang mediasi perceraian mazhab Negara. Sementara 

kajian yang lebih rinci terkait dengan pembahasan tentang ketaatan terhadap uli> al-amr dapat 

dibaca dalam, „Abd al-Kari>m Zayda >n, Niz}am al-Qad }a >‟ fi> al-Shari>„ah al-Isla>miyyah (Yordania: 

Maktabah al-Bas}a >ir, 1985), 73.  
446

 Hal ini dinyatakan oleh Qohir (mediator lokal) dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 

08 Nopember di Kalisat. 
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ke jalan kebahagiaan. Sehingga muslim yang patuh tidak akan menerapkan hukum 

dalam kehidupannya baik secara individual maupun dalam kehidupan sosialnya 

selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.
447

 

Mencermati logika berpikir di atas, maka setiap ketentuan hukum yang lahir 

bukan dari “rahim” fikih sebagai aktualisasi titah Tuhan dan kalam baginda Nabi 

adalah bentuk penyimpangan terhadap konsep shumu>liyyah ajaran Islam. Jika 

merujuk pada ketentuan hukum yang tercantum baik dalam KHI maupun UU No. 

1/1974 tentang Perkawinan, akan ditemukan sekian aturan baru yang secara 

lahiriah bertentangan dengan konsep hukum yang terdapat dalam fikih 

muna>kah{ah, walaupun sebenarnya jika ditelaah dari sudut pandang kemaslahatan, 

ketentuan antara fikih Islam dan fikih mazhab negara tampak sejalan. Ketentuan 

tentang jatuhnya talak harus dilakukan berdasarkan persidangan di pengadilan
448

 

dengan berbagai tahapan prosedural yang harus dilalui, termasuk proses mediasi, 

adalah satu dari sekian banyak ketentuan hukum baru yang tidak ditemukan dalam 

kajian fikih muna >kah}ah klasik.
449

 

                                                           
447

 Muh}ammad Sa„i>d Jama >luddi >n, S {afha >t Mat }wiyyah min al-Thaqa>fah al-Isla>miyyah (Kairo: Da >r 

al-S{ahwah, t.th.), 82.  
448

 Aturan baru tentang jatuhnya perceraian yang diharuskan dilakukan di muka persidangan ini 

dijadikan sebagai salah satu wujud pembaruan terhadap hukum keluarga yang ternyata tidak hanya 

terjadi dalam konteks hukum di Indonesia yang terkodifikasikan dalam KHI dan UU 1/1974, tetapi 

juga terjadi di berbagai negara Muslim yang mencoba melakukan terobosan baru terhadap hukum 

keluarga yang dianutnya, seperti Tunisia, Iran, Bangladesh dan Pakistan. Lihat dalam, Abdullah al-

Mamun, “Islamic Family Law In Various Muslim Countries”, dalam, International Journal of 

Law, Humanities and Social Science, Vol. 1, Issue 1 (Mei 2017), 19. 
449

 Salah satu contoh “perlawanan” terhadap regulasi tersebut adalah pendapat Muhammad Abu 

Zahrah dalam fatwanya. Beliau menyebutkan, ketentuan tentang jatuhnya talak harus dilakukan 

melalui proses persidangan tidak penting untuk diindahkan dan cukup mengacu pada ketentuan 

dalam hukum-hukum fikih serta kesepakatan ulama yang menilai jatuhnya talak tanpa harus 

dilakukan di muka persidangan. Bahkan, Abu Zahrah dengan tegas menyatakan, tidak hanya 

putusan hakim di pengadilan yang tidak dibutuhkan dalam konteks jatuhnya talak, melainkan juga 

tidak dibutuhkan adanya saksi di dalamnya, dan hal ini menurutnya adalah kesepakatan mayoritas 

ulama. Karena dalam Islam, persoalan talak adalah otoritas seorang suami bukan seorang qa >d }i>. 
Lihat dalam, Muh }ammad „Uthma >n S{a >bir, Fata >wa > Shaykh Muh }ammad Abu > Zahrah (Damasku>s: 
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Terhadap ketentuan hukum baru di atas, Ahmad Tholabi Kharlie 

mengajukan analisis dari sisi kemaslahatan dan kaidah h}isbah. Sisi pertama erat 

kaitannya dengan konsep talak yang dinilai sebagai langkah terakhir dalam 

mengakhiri ikatan suci antara suami dan istri sehingga dalam hal ini pengaturan 

yudisial oleh negara mutlak dibutuhkan dengan bersandar pada dalil 

kemaslahatan. Selain kaidah kemaslahatan, kaidah h}isbah juga bisa dijadikan 

sebagai sandaran, sehingga negara bisa dilihat sebagai penyeru kebaikan dan 

mencegah kemunkaran dengan pengawasan pengadilan.
450

 Analisis serupa juga 

dikemukakan oleh Ahmad Rofiq. Menurutnya, ketentuan tentang perceraian harus 

dilakukan di depan persidangan adalah demi kemaslahatan masyarakat karena 

dengan ketentuan tersebut, seorang suami tidak secara mudah menjatuhkan talak 

kepada istrinya.
451

 

Atas nama kemaslahatan inilah, seorang hakim diberikan kekuasaan untuk 

mengambil alih hak talak yang menjadi hak prerogatif seorang suami manakala 

seorang hakim menilai bahwa perceraian adalah langkah terbaik dalam menggapai 

kemaslahatan dan mencegah kemudaratan yang akan ditimpakan kepada seorang 

istri, semisal suami yang tidak memberikan nafkah kepada seorang istri. Dalam 

hal ini seorang hakim berhak untuk menjatuhkan talak dan hal ini dinilai sejalan 

                                                                                                                                                               
Da >r al-Qalam, t.th.), 541; bandingkan dengan, Muh }ammad Abu > Zahrah, al-Ah }wa >l al-Shakhsiyyah 

(Kairo: Da >r al-Fikr al-„Arabi >, 1950), 282; Muh }ammad Mutawalli > al-Sha„ra >wi>, al-Fata >wa >: Kullu 

Ma Yahtamm al-Muslim fi > H {aya >tih wa Yawmih wa Ghadih (Kairo: Maktabah al-Tawfi >qiyah, t.th.), 

462. 
450

 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 232. 
451

 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 

112; adanya kebutuhan legalitas hukum terhadap perceraian dalam konteks kehidupan masyarakat 

modern berimplikasi pula terhadap perubahan ketentuan hukum yang tidak mempersyaratkan 

adanya legalitas perceraian sebagaimana jamak diketahui dalam kajian fikih-fikih klasik. Dalam 

hal ini, adanya perubahan kebutuhan manusia merupakan salah satu indikator pengubah terhadap 

suatu rumusan hukum. Lihat dalam, Yu >suf al-Qard }a >wi >, Mu >jiba >t Taghayyur al-Fata>wa fi > „Ashrina> 
(t.tp.: al-Ittiha >d al-„A {lami> li „Ulama >‟ al-Muslimi >n, t.th.), 83.  
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dengan nilai esensial dalam maqa>s }id shari >„ah.
452

 Keputusan yang diambil oleh 

seorang qa>d}i > memang dituntut oleh sebuah kaidah yang menyebutkan tas }arruf al-

ima>m manu>t } bi al-mas }lah }ah. Mengomentari kaidah ini, ima >m al-Qara>fi > 

menyatakan, ketahuilah, bahwa seseorang yang menjabat jabatan khali >fah atau 

yang selainnya tidaklah diperbolehkan melakukan tindakan hukum kecuali jika 

tindakannya itu mendatang kemaslahatan dan menolak kemudaratan.”
453

 

Poin keberanjakan nalar hukum keluarga dari fikih muna>kah}ah ke dalam 

narasi peraturan perundang-undangan yang tidak jarang menimbulkan kesan 

pertentangan, seperti dalam konteks perceraian, maupun ketentuan administratif 

lainnya yang berkaitan dengan perkawinan – yang dalam istilah Tahir Mahmood 

disebut sebagai “extra doctrinal reform”
454

 – dalam kajian teori hukum adalah 

dalam rangka menjamin kepastian hukumnya,
455

 di samping aspek kemanfaatan 

                                                           
452

 Sumayyah Qari >n, al-Mas}lah }ah al-Mursalah D}awa >bituha> wa Tat }bi>qa>tuha> fi> al-Fiqh al-Isla >mi> : 

Masa >‟il al-Siya >sah al-Shar‟iyyah Unmu>dhajan (Al-Jaza >ir: Wiza >rat al-Ta‟li>m al-„A <li > wa al-Bah}th 

al-„Ilmi >, 2010), 191. 
453

 Dikutip dalam, Fawzi > „Uthma >n S}a >lih}, al-Qawa >„id wa al-D }awa >bit al-Fiqhiyyah wa Tat }bi>qa>tuha > 

fi> al-Siya>sah al-Shar„iyyah (Riyad }: Da >r al-„A<s}imah, t.th.), 436. 
454

 Menurut Tahir Mahmood, pembaruan hukum keluarga dengan metode extra doctrinal reform 

adalah metode pembaruan hukum dengan memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap 

teks dan bahkan terlihat adanya perbedaan dengan pandangan seluruh mazhab fikih. Selain metode 

tersebut, Mahmood juga memperkenalkan metode pembaruan hukum yang bersifat intra doctrinal 

reform. Metode ini ditempuh dengan cara menggabungkan beberapa pendapat dari mazhab utama 

dan pada saat yang bersamaan mengambil pendapat di luar mazhab utama. Dikutip dalam, 

Mohamad Atho Mudzhar, Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach 

(Jakarta: Religious Research, Development and Training, 2003), 158. 
455

 Kepastian hukum menjadi tujuan puncak dalam aliran positivisme hukum. Dalam rangka 

mencapai kepastian hukum itulah, maka menurut John Austin –tokoh dalam aliran ini –hukum 

harus dipisahkan dari persoalan moral, bahkan tidak hanya itu, menurut tokoh aliran positivisme 

yang lain, Hans Kelsen, demi mencapai kepastian hukum, maka tidak hanya memisahkan 

persoalan hukum dengan moral melainkan harus dipisahkan dari anasir-anasir non-hukum seperti 

filsafat, politik, ekonomi, psikologi dan kajian sosial lainnya. Lihat dalam, Widodo Dwi Putro, 

Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum (Yogyakarta: Genta Publsihing, 2011), 35; 

“sterilisasi” hukum dari anasir-anasir non-hukum menjadi terpatahkan manakala merujuk pada 

kajian secara empiris yang menunjukkan bahwa hukum selalu berkelindan dengan anasir non-

hukum yang “diharamkan” dalam aliran positivisme hukum. Menunjuk pada salah satu kajian 

yang memotret “jalinan mesra” antara hukum dan politik – misalnya – Mahfud MD., dalam 
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hukum yang ada di dalamnya. Dua aspek ini diakui keberadaannya oleh 

masyarakat Kalisat, bahwa hadirnya pengadilan adalah dalam rangka menjamin 

kepastian dan kemanfaatan hukum dari suatu peristiwa hukum yang terjadi. 

Bahkan mereka juga mengakui adanya perbedaan tingkat kepastian hukum antara 

mediasi lokal yang hanya bersifat sukarela dan mediasi di pengadilan yang 

memiliki kekuatan memaksa. 

Fakta ini menunjukkan bahwa praktik penyelesaian kasus perceraian melalui 

mediasi lokal tidak menghilangkan peran penting lembaga peradilan dengan corak 

positivistiknya. Fakta ini pula menjadi bukti tertolaknya analisis yang 

menunjukkan pertentangan antara nilai-nilai budaya masyarakat dengan hadirnya 

lembaga peradilan dalam hal penyelesaian suatu kasus sebagaimana dikemukakan 

oleh Zainal Ma„arif, di mana ia menyatakan bahwa penggunaan pengadilan 

sebagai tempat menyelesaikan suatu sengketa sesungguhnya tidak cocok dengan 

nilai-nilai yang hidup dan dihayati oleh masyarakat pribumi, karena menurut 

Ma„arif, pengadilan dengan perangkat hukum modern sebagai aturan mainnya 

merupakan transplantasi sistem hukum “asing” ke dalam tata hukum masyarakat 

Indonesia, sehingga wajar apabila pengadilan sebagai penyangga sistem hukum 

modern sekalipun telah diintroduksikan ke dalam sistem hukum Indonesia sejak 

tahun 1942 tetap saja dinilai sebagai “benda asing dalam tubuh kita”.
456

 

                                                                                                                                                               
disertasinya menunjukkan satu kesimpulan yang menegaskan bahwa hukum adalah produk politik. 

Lihat, Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 
456

 Zaenal Ma‟arif, Politik dan Peradilan: Sikap dan Tanggapan Kekuasaan Eksekutif terhadap 

Putusan Pengadilan di Bidang Politik (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 278. 
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Hadirnya Pengadilan Agama yang disebut oleh, salah satunya, Satjipto 

Rahardjo sebagai pengadilan keluarga
457

 tampaknya merupakan pengecualian 

terhadap kesimpulan Ma„arif, jika melihat pada kajian yang menunjukkan bahwa 

eksistensi peradilan agama erat kaitannya dengan kultur masyarakat Indonesia. 

Terdapat beberapa alasan yang menguatkan keterkaitan antara kultur masyarakat 

dengan eksistensi Pengadilan Agama.
458

 Pertama, sebelum dan sesudah masa 

kemerdekaan, eksistensi peradilan Agama selalu terancam dan puncaknya pada 

saat lahirnya UU No. 19 Tahun 1948 yang di dalamnya hanya mengakui 

eksistensi peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan ketentaraan. 

Besarnya tekanan dari umat Islam yang menilai ketentuan dalam undang-undang 

tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia 

akhirnya undang-undang yang dimaksudkan tidak dapat diberlakukan. Kedua, 

pada saat diberlakukannya UU No. 35 Tahun 1999 yang memerintahkan peralihan 

peradilan agama dari yang awalnya berada di bawah departemen Agama 

kemudian disatuatapkan di bawah Mahkamah Agung telah menimbulkan protes 

keras dari umat Islam di Indonesia berdasarkan pada rasa khawatir akan hilangnya 

fungsi peradilan agama sebagai pranata hukum Islam serta tercerabutnya 

hubungan dan akar historis antara masyarakat dan Pengadilan Agama. 

Ketiga, adanya kewenangan peradilan agama baik sebelum diberlakukannya 

UU No. 3 Tahun 2006 yang hanya terbatas pada persoalan perkawinan maupun 

pasca diberlakukannya undang-undang tersebut yang mencakup kewenangan di 

                                                           
457

 Seperti diulas dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Pengadilan Agama sebagai 

Pengadilan Keluarga”, dalam, Amrullah Ahmad, dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem 

Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 201-207. 
458

 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2012), 519-521. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

196 
 

bidang ekonomi syariah, zakat, infak, pengangkatan anak serta penetapan hasil 

ru‟yat al-hila >l bukanlah dilahirkan dari inisiatif penguasa melainkan disebabkan 

oleh kenyataan bahwa bidang-bidang tersebut secara sosiologis telah menjadi 

praktik keseharian umat Islam. Keempat, terdapat banyak hukum materiil yang 

digunakan oleh hakim Pengadilan Agama tidak berbentuk undang-undang seperti 

misalnya kitab-kitab fikih serta hukum yang hidup dalam masyarakat. Kelima, 

dalam perspektif normatif, eksistensi peradilan agama dapat dilacak sampai pada 

praktik peradilan yang dilakukan oleh baginda Nabi, sehingga kehadiran peradilan 

merupakan norma dan ajaran agama.
459

 

Sejalan dengan akar kultural masyarakat yang menjadi penopang eksistensi 

peradilan agama, maka semakin menunjukkan bahwa dualitas pola berhukum 

masyarakat Kalisat yang di satu sisi berpegang pada pola-pola berhukum kultural 

dan di sisi yang lain membutuhkan legalitas pengadilan yang menjamin kepastian 

hukum lebih tepat jika digambarkan sebagai pola pergeseran dari interactional 

law atau customary law ke statutoriness of law – dalam istilah Roberto M. Unger 

disebut dengan bureaucratic law dan regulatory law –.
460

 Pergeseran tersebut 

dapat dijelaskan dengan melihat pada kajian tentang sejarah hukum yang 

menunjukkan bahwa jauh sebelum hadirnya hukum yang berwatak positivistik, 

masyarakat telah terlebih dahulu berhukum dengan pola yang disebut sebagai 

interactional law atau customary law, akan tetapi seiring dengan kompleksnya 

tatanan sebuah masyarakat dan tidak sederhananya proses dan hubungan dalam 

                                                           
459

 Ibid. 
460

 Istilah tersebut, hukum birokratis dan hukum pengatur, dikonsepsikan oleh Unger sebagai 

hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan eksplisit yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. 

Lihat dalam, Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, 

terj. Dariyatno dan Derta Sri Widowatie (Bandung: Nusa Media, 2012), 65. 
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masyarakat, semakin kuat pula tuntutan terhadap positivisasi pola berhukum yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat karena yang dikehendaki adalah 

dokumen-dokumen tertulis yang merekam terjadinya peristiwa hukum.
461

 

Dalam konteks mediasi lokal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

Kalisat, dengan dibutuhkannya proses pengadilan sebagai penjamin kepastian 

hukumnya menggambarkan pola pergeseran seperti diuraikan di atas, sehingga 

modal kultural ini mengarah pada pola berhukum yang bersifat simbiosis 

mutualisme, di mana mediasi lokal sebagai pola berhukum yang didasarkan pada 

nilai-nilai yang “hidup” dalam masyarakat membutuhkan pengadilan sebagai 

penjamin kepastian hukum, sementara pengadilan – dalam hal ini jika disempitkan 

ke dalam proses terkecilnya adalah mediasi yudisial – membutuhkan pengajuan 

perkara yang kemudian bisa menghasilkan sebuah output berupa putusan. Karena 

sebagaimana disampaikan oleh Friedman, bahwa bekerjanya proses peradilan 

membutuhkan input dari masyarakat berupa pengajuan perkara kemudian diproses 

dan menghasilkan output berupa putusan.
462

 

Mengacu pada kajian dalam us }u>l al-fiqh, mediasi lokal yang didasarkan 

pada hukum yang “hidup” dalam masyarakat Kalisat dapat dijustifikasi melalui 

konsep „urf atau „a>dah yang dipandang sebagai salah satu sumber hukum. „Urf 

atau „a>dah yang disebut sebagai al-adillah al-mukhtalafah fi>h, atau meminjam 

istilah „Abd al-Wahhab Khalla >f, mas}a>dir al-tashri„ fi > ma> la> nas }s } fi >h, secara bahasa 

                                                           
461

 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di 

Indonesia (1945-1990) (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 86. 
462

 Friedman, Sistem Hukum, 12-13. 
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diartikan dengan segala hal yang telah diketahui secara umum.
463

 Sementara 

secara istilah, al-„urf dimaksudkan sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan 

dalam masyarakat baik berupa perbuatan yang telah dikenal oleh mereka ataupun 

berupa suatu kata tertentu yang telah dipahami dengan makna tertentu pula.
464

 

Dalam pemaknaan yang demikian ini, ulama mempersamakan antara al-„urf dan 

al-„adah seperti ditegaskan oleh al-Nasafi> dan Ibn „A <bidi >n.
465

 

Dari pemaknaan di atas, mediasi lokal layak digolongkan sebagai „urf dalam 

bentuk perbuatan (al-„urf al-„amali >)466
 yang telah dikenal dan menjadi 

kesepakatan bersama di antara para anggota masyarakat Kalisat sehingga dapat 

dipandang sebagai hukum bagi masyarakat Kalisat, karena sebagaimana 

dinyatakan dalam sebuah kaidah, al-„adah muh }akkamah (kebiasaan yang berlaku 

dalam sebuah masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum). Dengan demikian, 

kesepakatan bersama dalam menjadikan mediasi lokal sebagai pola berhukum 

masyarakat Kalisat tidak dapat diabaikan begitu saja melalui pemberlakukan 

mediasi yudisial yang berwatak positivistik. Dengan meminjam analisis Friedman 

                                                           
463

 „Adil Ibn „Abd al-Qadi>r Qu>tah, Athar al-„Urf wa Tat }bi>qa >tuh al-Mu„a>s}irah (Jeddah: al-Ma‟had 

al-Isla >mi> li al-Buhu>th wa al-Tadri >s, 2007), 31. 
464

 Wahbah al-Zuh }ayli >, Us}u >l al-Fiqh al-Isla>mi>, Vol. 2 (Damaskus: Da >r al-Fikr, 2005), 104. 
465

 „Umar Sulayma >n „Abd Alla >h al-Ashqa >r, Naz}ara >t fi> Us}u >l al-Fiqh (Yordania: Dar al-Nafais, 

2015), 152. 
466

 Dalam kajian us}u >l al-fiqh, „urf  terbagai ke dalam dua bentuk, yaitu al-„urf al-„amali > dan al-„urf 

al-qawli> (kebiasaan yang berupa perbuatan dan kebiasaan yang berupa perkataan). Kemudian al-

„urf al-„amali> maupun yang qawli> ini adakalanya bersifat umum manakala kebiasaan tersebut 

berlaku di seluruh negeri muslim, atau bahkan bisa dikategorikan sebagai al-„urf al-kha>s jika 

hanya menjadi kebiasaan yang berlaku di sebagian tempat. Sementara dari sisi keberlakuannya,„urf 

dibagi ke dalam al-„urf al-s}ah}i>h, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

shara„, dan al-„urf al-fa>sid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan shara„, karenanya 

menjadikan „urf sebagai sumber hukum harus memenuhi persyaratan, pertama, „urf tidak 

bertentangan dengan ketentuan nas} atau ijma >„. Kedua, „urf yang dimaksudkan bukanlah kebiasaan 

yang hanya dilakukan oleh satu dua orang. „Abd al-Kari>m Zayda >n, al-Waji>z fi> Us }u >l al-Fiqh 

(Baghdad: Mu„assasah Qurtu >bah, 1976), 252; Al-Zuh}ayli>, Us}u >l, 109; Muh}ammad Must }afa > al-

Zuhayli >, al-Waji >z fi > Us}u >l al-Fiqh al-Isla>mi>: al-Madkhal, al-Mas}adir, al-H }ukm al-Shar„i >, Vol. 1 

(Damaskus: Da >r al-Khayr, 2006), 268. 
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yang menyebutkan bahwa pengadilan hanya dapat bekerja melahirkan output 

berupa putusan manakala ada perkara yang diajukan oleh masyarakat pengguna 

hukum sebagai inputnya, menunjukkan adanya ketergantungan antara pola 

berhukum kultural dengan kekuatan hukum yang dihasilkan oleh pengadilan.    

Melalui analisis di atas yang menunjukkan adanya pola berhukum yang 

bersifat simbiosis-mutualisme antara mediasi lokal dan mediasi yudisial, maka 

yang dibutuhkan adalah sikap terbuka dari proses peradilan untuk mengakomodasi 

hasil penyelesaian kasus yang didasarkan pada pola-pola kultural. Dengan kata 

lain, pola berhukum yang demikian dapat menjembatani terjadinya interaksi 

bermakna antara hukum negara dan hukum lokal yang didasarkan pada legitimasi 

komunitas dan budaya,
467

 karena secara legal formal, dengan merujuk pada pasal 

36 ayat (1) dalam PERMA No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

dimungkinkan diakuinya penyelesaian sebuah kasus yang didasarkan pada 

kesepakatan bersama di luar pengadilan. Dalam pasal tersebut dinyatakan, para 

pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil 

menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat 

mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk 

memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
468

  

Mengingat dalam kasus perceraian, kesepakatan damai hanya diarahkan 

untuk mengakhirinya dengan cara mencabut gugatan yang diajukan ke 

pengadilan, maka dalam konteks kesepakatan yang mungkin terjadi di luar 

persidangan adalah terkait dengan kesepakatan perceraian sebagai hasil dari 

                                                           
467

 Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 133. 
468

 Lihat pasal 36 ayat (1) PERMA No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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proses mediasi lokal yang harus diakomodasi dalam proses persidangan. Ini 

artinya, ketika gugatan atau permohonan perkara perceraian diajukan ke 

pengadilan, maka kesepakatan tersebut layak untuk dijadikan sebagai 

pertimbangan hukum bagi majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya. 

Sekalipun ini tidak berarti menutup ruang bagi hakim untuk tetap memerintahkan 

para pihak yang mengajukan perkaranya untuk melakukan proses mediasi. 

Jika memang dalam proses persidangan dapat dibuktikan adanya dokumen 

kesepakatan yang meyakinkan bagi majelis hakim bahwa perkara yang 

diajukannya memang tidak memungkinkan untuk dimediasi ulang dengan tujuan 

agar para pihak mencabut perkara yang diajukannya, maka hakim dapat 

melanjutkan proses persidangan pada tahap pemeriksaan pokok perkaranya. 

Dengan demikian, mediasi yudisial dalam kasus perceraian hanya dapat 

diberlakukan kepada mereka yang tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan 

yang ditempuh melalui proses mediasi lokal, atau terhadap mereka yang 

mengajukan adanya bukti kesepakatan tetapi dalam pertimbangan majelis hakim 

masih dimungkinkan untuk dimediasi dengan tujuan dapat mencabut perkaranya. 

Pemilahan terhadap kasus perceraian yang harus diawali dengan proses 

mediasi dan kasus perceraian yang tidak harus melalui proses mediasi ulang 

karena telah menunjukkan bukti tercapainya kesepakatan bersama berdasarkan 

proses mediasi lokal dapat dinilai sebagai perwujudan dari amanah UU No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas menyatakan bahwa 

peradilan harus dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, 
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serta harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
469

 Tidak hanya 

itu, pemilahan perkara sebagaimana dimaksudkan dalam analisis di atas juga 

dapat mewujudkan salah satu tujuan integrasi mediasi ke dalam proses peradilan 

(court connected mediation/court annexed mediation) yaitu untuk menjadi 

instrumen efektif dalam mengatasi terjadinya penumpukan perkara di 

pengadilan.
470

 

Analisis ini sejalan dengan temuan Dwi Rezki Sri Artarini dalam 

disertasinya yang mengidentifikasi pemaksaan semua perkara untuk dilakukan 

proses mediasi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi 

pengadilan (court connected mediation/court annexed mediation) dalam 

mengatasi terjadinya penumpukan perkara. Karena dengan pemaksaan tersebut, 

proses persidangan harus ditunda untuk memberikan kesempatan para pihak 

melakukan mediasi. Sesuai ketentuan PERMA, para pihak diberikan waktu 40 

(empat puluh) hari, jika kemudian pada saat dimulainya proses mediasi, tergugat 

tidak secara suka rela menghadiri proses mediasi, maka pengadilan wajib 

memanggil tergugat dalam 2 (dua) kali panggilan sidang sebelum mediator 

menyatakan mediasi gagal. Dengan demikian, menurut Artarini, proses mediasi 

terkesan memperlambat proses persidangan dan tidak sesuai dengan asas 

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam 

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. 
471

 

                                                           
469

 Lihat, Bab II, Pasal 2 ayat (2) dan (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
470

 Konsideran Menimbang, huruf (a) dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2003 yang telah diganti 

dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 
471

 Dwi Rezki Sri Artarini, Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa 

Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan (Bandung: Alumni, 2013), 199-200. 
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Dari uraian ini juga dapat dipahami bahwa mediasi lokal yang ditempuh 

oleh masyarakat Kalisat dalam menyelesaikan perceraian lebih dititikberatkan 

pada “kepuasan batin” atas terjalinnya relasi emosional dengan para tokoh 

masyarakatnya. Selain itu, pola berhukum mereka juga lebih disebabkan oleh 

“rekayasa” hukum yang memang diciptakan oleh tokoh masyarakat setempat. Hal 

ini dapat dibuktikan dari pernyataan informan maupun modin desa Kalisat yang 

secara tegas menyatakan, ketika proses mediasi di desa oleh para tokoh 

masyarakat yang penulis sebut sebagai mediasi lokal tidak mendapatkan hasil 

berupa gagalnya perceraian yang akan ditempuh, maka langkah selanjutnya 

adalah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, namun dalam rangka 

mempercepat proses putusan sehingga menghindari proses mediasi, maka dengan 

sengaja salah satu pihak dikondisikan supaya tidak menghadiri persidangan. 

Menolak secara frontal budaya hukum seperti dipertontonkan dalam 

kehidupan masyarakat Kalisat justeru akan menghadirkan perlawanan. Artinya 

budaya hukum tersebut tidak serta merta dapat diberangus atas nama kekuasaan 

hukum negara, namun membiarkannya justeru mengurangi kewibawaan hukum 

negara yang dihadirkan melalui pemerintahan yang berdaulat karena 

bagaimanapun hadirnya lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Pengadilan 

Agama yang memang kompetensi absolutnya adalah terkait dengan bidang hukum 

keluarga dengan berbagai aparaturnya harus mampu mewujudkan fungsinya 

sebagai pengayom dan hadir dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakatnya. 
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Kehadiran negara tidak dapat melepaskan dari fungsinya sebagai pengawal 

ketertiban (law and order) sebagai instrumen dalam mewujudkan tujuan bersama 

dan menolak terjadinya chaos dalam kehidupan. Selain itu, fungsi lain yang juga 

harus diwujudkan adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyatnya. Bahkan yang fungsi yang tidak kalah pentingnya dari kehadiran negara 

adalah dalam rangka menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.
472

 

Dalam konteks demikian ini, maka hadirnya negara melalui Pengadilan 

Agama dalam mewujudkan fungsinya untuk mengawal ketertiban yang terkait 

dengan perceraian dibuktikan dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh 

undang-undang sebagai pemutus perceraian. Dengan kata lain, keabsahan 

perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri harus dilakukan di muka 

persidangan setelah pengadilan menyatakan gagal untuk mendamaikannya. 

Dalam pemahaman yang demikian ini, maka hadirnya mediasi lokal yang 

dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian masyarakat Kalisat juga 

harus mendapatkan kontrol dari negara melalui sikap akomodatif Pengadilan 

Agama terhadap budaya hukum mereka melalui pola berhukum yang penulis 

sebut sebagai simbiosis-mutualisme antara mediasi lokal dan mediasi yudisial. 

Tujuannya adalah merekayasa kepatuhan masyarakat Kalisat terhadap mediasi 

lokal. Karena persoalan yang terkait dengan perceraian berhubungan dengan 

persoalan yang sangat luas, termasuk hak asuh anak serta kewajiban lain 

pascaperceraian yang sudah semestinya membutuhkan jaminan kepastian hukum 

melalui institusi peradilan.  

                                                           
472

 Ahmad Rofiq, Politik Hukum Islam di Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2017), 122. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kajian ini memfokuskan pada tiga persoalan pokok yang terkait dengan 

mediasi lokal dalam kasus perceraian, yaitu, tentang pola mediasi lokal, faktor-

faktor yang melatarbelakanginya serta implikasinya terhadap mediasi yudisial 

(court connected mediation). Berikut adalah uraian kesimpulan dari masing-

masing persoalan yang dimaksudkan. 

1. Mediasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kalisat sebagai 

alternatif penyelesaian kasus perceraian berkisar pada pola mediasi 

persuasif-normatif, pola mediasi persuasif-intimidatif, pola mediasi 

persuasif-imajinatif, pola mediasi persuasif-subordinatif, pola mediasi 

persuasif-antisipatif, pola mediasi persuasif-fasilitatif, pola mediasi korektif-

litigatif, pola mediasi korektif-negosiatif dan pola mediasi normatif-

spiritual. Pola-pola mediasi tersebut didasarkan pada metode yang 

dipraktikkan oleh mediator lokal. Walau demikian, dari pola-pola tersebut, 

secara keseluruhan dapat dikembalikan kepada motivasi yang sama, yakni 

upaya menghindari terjadinya perceraian, yang mana menurut tokoh 

masyarakat desa Kalisat – dengan merujuk pada kajian dalam fikih – adalah 

sesuatu yang mubah namun sangat dibenci oleh Allah. Selain itu, motivasi 

yang lain adalah dalam rangka mengimplementasikan fungsi h}akam 

sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Quran surat al-Nisa>‟ ayat 35, yaitu 
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mengupayakan perdamaian di antara suami-isteri yang akan mengakhiri 

kehidupan rumah tangganya dengan perceraian. 

2. Beberapa faktor yang melatarbelakangi pola berhukum masyarakat Kalisat 

dengan menjadikan mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus 

perceraian yang dialaminya, meliputi faktor pemahaman terhadap ajaran 

agama, faktor sosialisasi hukum, faktor rumitnya proses mediasi di 

pengadilan, persepsi masyarakat Kalisat tentang peradilan, adanya 

keinginan untuk mempertahankan hubungan perkawinan, faktor ketaatan 

terhadap seorang kiai, dan faktor yang berupa kedekatan emosional antara 

tokoh masyarakat dan warga Kalisat. 

3. Keberadaan mediasi lokal yang berangkat dari nilai-nilai kultural 

masyarakat Kalisat tidak berimplikasi pada penolakan terhadap kehadiran 

hukum negara berupa mediasi yudisial (court connected mediation) 

melainkan terwujud dalam pola hubungan yang bersifat simbiosis 

mutualisme, di mana mediasi lokal yang didasarkan pada nilai-nilai kultural 

tidak dapat melepaskan diri dari pengadilan sebagai penjamin kepastian 

hukum, sementara pengadilan – dalam hal ini jika disempitkan ke dalam 

proses terkecilnya adalah mediasi yudisial – membutuhkan pengajuan 

perkara yang kemudian bisa menghasilkan sebuah output berupa putusan. 

B. Implikasi Teoretis 

Perdebatan apakah seorang mediator dalam hukum keluarga hanya berperan 

sebagai waki>l yang menjadi fasilitator bagi kedua belah pihak yang bersengketa 

ataukah berperan sebagai ha>kim yang berwenang untuk mengambil keputusan 
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yang dinilai membawa kemaslahatan terhadap keduanya tidak dapat diletakkan 

dalam posisi yang saling dipertentangkan. Kajian dalam disertasi ini menunjukkan 

adanya perpaduan antara fungsi mediator sebagai waki>l dan ha>kim yang dalam 

literatur tentang mediasi disebut sebagai hybrid processes atau combined 

processes. Di satu sisi, mediator lokal di Kalisat memerankan diri sebagai waki>l 

yang hanya berupaya untuk mencarikan titik temu dari keinginan yang 

dimaksudkan oleh suami-isteri yang bertikai, namun tidak jarang mereka 

memfungsikan dirinya sebagai ha>kim yang dapat menjatuhkan putusan yang 

dinilainya membawa kemaslahatan terhadap keduanya. Temuan ini sejalan dengan 

kesimpulan Cheryl A. Picard dalam disertasinya bahwa memang tidak ditemukan 

pemahaman yang tunggal terhadap fungsi mediator.
473 

Selain itu, hasil kajian dalam disertasi penulis juga menunjukkan bahwa 

keberadaan mediasi lokal dalam kasus perceraian yang menjadi pilihan berhukum 

masyarakat Kalisat tidaklah berada pada posisi yang bertentangan dengan 

keberadaan hukum negara, yang dalam hal ini adalah proses perceraian melalui 

mediasi yudisial yang berlaku secara positivistik. Ini berarti bahwa keberadaan 

hukum negara tidaklah sebagaimana digambarkan oleh Bernard L. Tanya, di mana 

menurutnya hukum negara yang diberlakukan secara top-down telah 

menimbulkan beban budaya yang disebut dengan mental illnes, karena kehadiran 

hukum negara bertentangan dengan budaya hukum masyarakat tradisional.
474 

Temuan dalam disertasi ini juga bertolak belakang dengan kesimpulan 

Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa semakin melembaga secara formal 

                                                           
473

 Cheryl A. Picard, “The Many Meanings of Mediation: A Sociological Study of Mediation in 

Canada” (Dissertation -- Carleton University Ottawa, Ontario, August 2000), 177. 
474

 Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 167. 
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sebuah pranata hukum, maka semakin jauh pula jaraknya dari masalah sosial yang 

diaturnya.
475

 Mengacu pada regulasi tentang mediasi yang diformalkan (court 

connected mediation) sebagaimana dalam kasus perceraian, justeru menunjukkan 

adanya upaya “mendekatkan” proses litigasi dengan pola berhukum masyarakat 

yang didasarkan pada nilai-nilai komunal (mediasi lokal). 

Penerimaan masyarakat Kalisat terhadap proses mediasi yudisial (court 

connected mediation) sekalipun hanya diposisikan sebagai pilihan terakhir, di 

samping keberpihakannya terhadap mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian 

kasus perceraian disebabkan adanya persamaan budaya hukum, yakni 

mengutamakan hidup rukun. Ini artinya, semakin besar persamaan antara internal 

legal culture yang dalam hal ini adalah institusi hukum dan external legal culture 

yakni budaya hukum masyarakat “pengguna” terhadap hukum, maka semakin 

besar pula peluang diterimanya sebuah regulasi hukum. 

Dengan demikian, hasil kajian ini tidak menilai keberpihakan masyarakat 

Kalisat terhadap mediasi lokal dalam kasus perceraian sebagai bentuk 

pengingkaran terhadap regulasi yang mengatur tentang proses perceraian 

termasuk di dalamnya adalah mediasi yudisial. Keberpihakan tersebut dapat 

dinilai dari sisi tujuan yang hendak dicapai, jika mereka menginginkan kehidupan 

yang utuh sebagai suami-isteri, tentunya cara-cara mediasi yang mereka tempuh, 

sebaliknya, jika yang dikehendaki adalah putusan sesuai hukum, maka tentu yang 

dipilih adalah jalur litigasi. Temuan ini sejalan dengan analisis William J. 

                                                           
475

 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Penerbit Angkasa, t.th), 33. 
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Chamblis dan Robert B. Seidman dalam kajiannya tentang pilihan hukum 

masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus.
476

 

Selain didasarkan pada tujuan yang hendak diwujudkan, penerimaan 

masyarakat terhadap proses litigasi dalam kasus perceraian yang jika dipersempit 

adalah proses mediasi yudisial membenarkan temuan Khudzaifah Dimyati dalam 

disertasinya yang menyatakan adanya pergeseran hukum dari customary law ke 

arah hukum yang bersifat positivistik. Dalam kajian tentang sejarah hukum, jauh 

sebelum hadirnya hukum yang berwatak positivistik, masyarakat telah terlebih 

dahulu berhukum dengan pola yang disebut sebagai interactional law atau 

customary law, akan tetapi seiring dengan kompleksnya tatanan sebuah 

masyarakat dan tidak sederhananya proses dan hubungan dalam masyarakat, 

semakin kuat pula tuntutan terhadap positivisasi pola berhukum yang berkembang 

dalam kehidupan masyarakat karena yang dikehendaki adalah dokumen-dokumen 

tertulis yang merekam terjadinya peristiwa hukum.
477

 Pergeseran demikian ini 

yang terlihat dalam pola berhukum masyarakat Kalisat dalam kasus perceraian. 

Mereka tetap bertahan dengan pola mediasi lokal, namun di sisi lain, mereka juga 

membutuhkan adanya kepastian hukum melalui proses mediasi yudisial. 

C. Keterbatasan Studi 

Mengkaji tentang mediasi lokal dalam bidang hukum keluarga yang dalam 

kajian ini difokuskan pada satu bidang saja yaitu perceraian dengan beberapa 

pertimbangan yang telah diutarakan dalam uraian sebelumnya, bisa saja 

                                                           
476

 Dikutip dalam, Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2009), 78. 
477

 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di 

Indonesia (1945-1990) (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 86. 
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menimbulkan cakupan kajian yang sangat luas. Setidaknya cakupan kajian tentang 

mediasi lokal ini dapat dipetakan ke dalam tiga alternatif kajian, pertama, 

membandingkan efektifitas mediasi lokal dan mediasi yudisial yang pada 

gilirannya dapat diprediksi hubungan kausalitasnya dengan pengurangan angka 

perceraian. Kedua, memberikan judgement terhadap mediasi yudisial dan mediasi 

lokal dari sisi tekstualitas hukum. Dengan kata lain, menelaah pasal per pasal 

dalam PERMA tentang mediasi. Begitu pula dengan mediasi lokal yang 

sebenarnya dapat ditelaah dari sisi keberlakuan hukum yang didasarkan pada 

kesepakatan bersama jika ditinjau dari sisi positivisme hukum. Ketiga, 

mengungkap realitas empiris-sosiologis dari mediasi lokal dan mediasi yudisial. 

Dari tiga alternatif kajian di atas, penelitian ini memfokus pada alterntatif 

yang ketiga, yakni mengungkap realitas empiris-sosiologis dari mediasi lokal dan 

mediasi yudisial dari sudut pandang masyarakat Kalisat, Rembang Kabupaten 

Pasuruan. Karena itu, maka hasil dari kajian ini – sebagaimana lazimnya dalam 

kajian sosiologi hukum – tidak diarahkan untuk memberikan judgement terhadap 

pola berhukum masyarakat yang menjadi subjek penelitiannya, melainkan terbatas 

pada upaya memberikan analisis terhadap latar belakang dan implikasi dari pola 

berhukum yang menjadi kecenderungannya.  

D. Rekomendasi 

Dari hasil kajian dalam disertasi ini, beberapa rekomendasi yang dapat 

diajukan, meliputi: 

1. Perlunya dilakukan sosialisasi hukum seputar mediasi yudisial, bahkan 

secara umum, tidak hanya sebatas pada sosialisasi regulasi yang terkait 
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dengan mediasi seperti tercantum dalam PERMA tentang mediasi yang 

telah mengalami sedikitnya tiga kali perubahan, melainkan seluruh regulasi 

yang berkaitan dengan proses penyelesaian kasus keluarga di Pengadilan 

Agama. 

2. Perlunya dirumuskan kembali regulasi mediasi yang tidak “mengerdilkan” 

peran mediator lokal dalam kasus perceraian. Hal itu dapat dilakukan 

dengan menjadikan hasil mediasi lokal sebagai salah satu pertimbangan 

hukum bagi majelis hakim yang akan memeriksa pokok perkaranya. 

3. Perlunya dilakukan upaya merekayasa kepatuhan masyarakat Kalisat 

terhadap regulasi perkawinan, melalui sikap akomodatif pengadilan 

terhadap keputusan hukum yang didasarkan pada budaya lokal masyarakat 

Kalisat. 
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Noura, Lidia (penggugat). Wawancara. Kalisat, 10 Oktober 2017. 
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